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UDC 330.835 


Identifikasi Permasalahan dan Peluang Perbaikan Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten 
Gowa 


Tenny Apriliani, Tikkyrino Kurniawan dan Hikmah 


Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menetapkan kebijakan pengembangan kawasan 
minapolitan di perdesaan. Minapolitan menjadi relevan dengan wilayah pengembangan perdesaan karena 
pada umumnya sektor perikanan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan merupakan mata pencaharian 
utama dari sebagian besar masyarakat. Penerapan kebijakan ini menghadapi berbagai hambatan 
dan tantangan dalam pengembangannya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengidentifikasi 
permasalahan yang dihadapi serta peluang perbaikan pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten 
Gowa. Penelitian dilakukan pada bulan Agustus dan Oktober Tahun 2010. Jenis data yang digunakan 
berupa data primer dan sekunder. Data yang dikumpulkan diolah dan dianalisa secara deskriptif. Beberapa 
permasalahan utama yang dihadapi dalam pengembangan minapolitan adalah terkait dengan aspek 
infrastruktur dan pemasaran. Permasalahan tersebut perlu segera ditindaklanjuti diantaranya berupa 
perbaikan dan pengadaan infrastruktur seperti irigasi dan jalan serta peran aktif dari pemerintah baik pusat 
maupun daerah untuk memberikan informasi pasar kepada pembudidaya. 
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UDC 658:639.3 
Transformasi Pengelolaan Perairan Umum Daratan di Kabupaten Ogan Komering Ilir 


Radityo Pramoda dan Zahri Nasution 


Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi dan antisipasi dampak ketentuan baru Peraturan 
Daerah (PERDA) Ogan Komering Ilir (OKI) No. 9/2008 tentang Pengelolaan Lebak, Lebung, dan Sungai 
di Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang menjadi otonomi desa. Penelitian ini menggunakan metode 
deskriptif eksploratif melalui pendekatan historis kasuistik yang didukung data primer dan sekunder. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi pengelolaan perairan umum daratan dengan berlakunya 
Perda OKI No. 9/2008 memberikan akses yang lebih besar kepada masyarakat untuk memanfaatkan 
sumber daya ikan. Kewenangan yang dimiliki desa menjadi lebih luas dalam mengatur lebak lebung 
dan sungai. Kurang optimalnya implementasi Perda OKI No. 9/2008 dikarenakan aparatur dan masyarakat 
Desa Berkat belum siap mengadopsi perubahan nilai serta norma baru. Implikasi kebijakan penelitian ini 
adalah perlunya meningkatkan kompetensi aparatur desa melalui pelatihan/pendidikan: memberikan 
sosialisasi secara komprehensif kepada masyarakat: melakukan kontrol dan pendampingan yang konsisten, 
serta menciptakan komunikasi hukum yang baik dalam menerapkan peraturan baru. 
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UDC 338.011: 639, 517 
Kinerja Produktivitas dan Faktor yang Berpengaruh Terhadap Total Factor Productivity (TFP) Tambak Udang 
Indonesia 


Ono Juarno, Rina Oktaviani, Akhmad Fauzi dan Nunung Nuryartono 


Kuantitas produksi udang tambak Indonesia meningkat signifikan dalam dua dekade terakhir, dari 97,2 
ribu ton tahun 1989 menjadi 352 ribu ton tahun 2010, dengan puncaknya 409 ribu ton pada tahun 
2008. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kinerja produktivitas tambak udang dan mengetahui 
faktor-faktor yang mempengaruhi TFP menggunakan pendekatan angka Indeks Tornqvist Theil. 
Hasil studi menunjukkan bahwa pertumbuhan udang tambak Indonesia periode 1989-2008 lebih karena 
pertumbuhan input/faktor produksi bukan karena pertumbuhan TFP. TFP berfluktuasi disebabkan 
belum berhasil diatasinya permasalahan penyakit. Hasil konfirmasi pada tingkat lapang menggunakan 
data primer dari 163 petak tambak menunjukkan bahwa serangan penyakit berpengaruh negatif 
dan signifikan terhadap TFP. Intensifikasi, benur bersertifkat, dan lamanya pendidikan berkorelasi 
positif, akan tetapi kondisi riil Indonesia berbeda yaitu mayoritas tambak dikelola secara non intensif. 
Studi ini juga menunjukkan bahwa luas pengusahaan dan sistem kerjasama antara pembudidaya dengan 
lembaga pemasaran lainnya berpengaruh negatif terhadap TFP. Terkait dengan hal itu, pemerintah perlu 
memprioritaskan meningkatkan produktivitas dengan mengatasi serangan penyakit melalui penambahan 
anggaran riset bidang penyakit, penyediaan benur bermutu, peningkatan sumber daya manusia (SDM). 
Selain itu, diperlukan regulasi dalam hal pengaturan pola tanam dengan penggantian species yang dapat 
memutus rantai penyakit. Disamping itu, direkomendasikan agar mengurangi padat penebaran. 
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UDC 338:639.2.22(910.218) 
Analisis Dampak Subsidi Input Terhadap Efisiensi Ekonomi Usaha Budidaya Ikan Kerapu di Kabupaten 
Pesawaran, Lampung 


Tajerin, Muhajir dan Estu Sri Luhur 


Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis perkiraan dampak subsidi input terhadap efisiensi 
ekonomi budidaya ikan kerapu dalam keramba jaring apung dan menentukan pilihan subsidi input 
yang optimal bagi keberlanjutan usaha. Penelitian dilakukan di Perairan Ringgung Kabupaten 
Pesawaran, Lampung pada bulan September - Desember 2010. Contoh responden dipilih secara sengaja 
menggunakan metoda sensus. Data yang digunakan adalah data primer dan dianalisis dengan menggunakan 
pendekatan fungsi biaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pangsa faktor usaha (sebagai proksi 
efisiensi ekonomi) budidaya ikan kerapu memiliki respons positif yang nyata terhadap perubahan harga 
benih, harga pelet ikan, harga pakan rucah ikan dan harga keramba jaring apung; dan memiliki respons 
negatif yang nyata terhadap perubahan upah tenaga kerja. Pemberian subsidi input berdampak positif 
terhadap pangsa faktor usaha budidaya ikan kerapu. Di samping itu, pilihan subsidi input yang optimal 
untuk meningkatkan pangsa faktor usaha adalah subsidi input benih dan pakan rucah ikan masing- 
masing sebesar 10% disertai subsidi bahan bakar minyak sebesar 30%. Berdasarkan temuan tersebut 
dan demi menjaga manfaat subsidi input bagi pengembangan usaha budidaya ikan kerapu di lokasi 
penelitian, pemerintah perlu menetukan formulasi dan mekanisme yang tepat pemberian subsidi 
input untuk usaha budidaya ikan kerapu. Pada satu sisi memperhatikan pentingnya efisiensi ekonomi 
(pangsa faktor) sebagai salah satu indikator keberlanjutan usaha, namun di sisi lain tidak menimbulkan 
semakin besarnya pengangguran. 


Kata Kunci: Subsidi input, budidaya ikan Kerapu, fungsi biaya, keberlanjutan usaha. 
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UDC 639:331(910) 


Analisis Permintaan Ikan di Indonesia: 
Pendekatan Model Quadratic Almost Ideal Demand System (QUAIDS) 


Fitria Virgantari, Arief Daryanto, Harianto dan Sri Utami Kuntjoro 


Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan produk 
ikan penduduk Indonesia dan menduga elastisitas harga dan pendapatan beberapa kelompok 
ikan menurut kelompok pendapatan. Data yang digunakan adalah data SUSENAS 2008 modul 
konsumsi rumahtangga yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Metode multistage budgetting 
approach dengan pendekatan model Quadratic Almost Ideal Demand (QUAIDS) System 
digunakan dalam penelitian ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa pendugaan permintaan 
dengan model QUAIDS memberikan hasil cukup baik. Nilai dugaan koefisien sistem permintaan 
ikan menunjukkan bahwa semua peubah berpengaruh signifikan terhadap fungsi permintaan kelompok 
ikan dengan nilai koefisien determinasi sistem 67,396. Dugaan koefisien peubah wilayah perkotaan- 
perdesaan, peubah jumlah anggota rumah tangga, serta peubah dummy wilayah kepulauan semua 
bertanda positif. Nilai elastisitas pengeluaran ikan terhadap total pengeluaran pangan untuk semua 
kelompok pendapatan lebih besar dari dari satu (elastis) dengan kisaran 1,7 sampai 3,9: nilainya semakin 
kecil dengan semakin meningkatnya pendapatan. Elastisitas pengeluaran kelompok ikan terhadap 
total pengeluaran ikan semua juga bertanda positif dengan nilai berkisar dari 1,1 sampai 2,9. Hal ini 
menunjukkan bahwa keempat kelompok ikan yang dianalisis merupakan barang normal. Bila 
pengeluaran rumahtangga untuk seluruh ikan naik 196, maka permintaan terhadap kelompok ikan 
yang dimaksud akan naik sebesar hampir 396. Elastisitas harga kelompok ikan segar dan ikan awetan 
pada semua kelompok pendapatan bertanda negatif dengan nilai berkisar dari -0,4 sampai -0,8: 
sedangkan elastisitas harga untuk udang/hewan air lain (bukan ikan) yang diawetkan adalah -1. 


Kata Kunci: permintaan ikan, model QUAIDS, elastisitas pendapatan, elastisitas harga 
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UDC 330.3 


Dinamika Usaha, Pendapatan dan Pola Pengeluaran Konsumsi Petambak Garam di Desa Pinggirpapas, 
Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep 


Ahmad Azizi, Manadiyanto dan Sonny Koeshendrajana 


Usaha garam berperan penting dalam pendapatan rumah tangga. Usaha garam tersebut 
mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, berakibat terhadap pendapatan dan pengeluaran rumah 
tangga. Penelitian ini bertujuan mengkaji karakteristik sosial ekonomi dan dinamika usaha tambak 
garam, tingkat pendapatan dan pengeluaran dari berbagai sumber mata pencaharian. Metode 
survey digunakan dalam penelitian ini. Sebanyak 32 sampel responden diambil secara acak dan 
dimonitor secara periodik. Data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini. Data yang 
dikumpulkan meliputi karakteristik responden, tingkat pendapatan dan pola pengeluaran rumah tangga. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 46,87% responden usaha petambak garam berpendidikan setingkat 
SLTP dengan kisaran pengalaman usaha 10 sampai 20 tahun. Tanggungan keluarga petambak garam 
berkisar antara 3- 6 orang. Kepemilikan lahan tambak garam 70,60% milik sendiri dan sisanya sebagai 
penggarap. Pendapatan zpetambak garam pada tahun 2007 adalah Rp. 31.900.000 dan pendapatan pada 
tahun 2008 mengalami kenaikan menjadi Rp. 46.700.000, sedangkan tingkat pendapatan pada tahun 2009 
petambak garam mengalami penurunan sekitar Rp.5.950.000 sehingga menjadi sebesar Rp. 40.750.000. 
Sumber pendapatan petambak garam yang hanya mengandalkan dari usaha garam, 53,13% patambak 
garam yang sumber pendapatannya dari garam dan perikanan adalah 28,12%, sedangkan petambak garam 
yang mata pencahariannya lebih dari dua adalah hanya 12,50%. Pengeluaran untuk konsumsi rumah 
tangga pada tahun 2008 adalah sebesar Rp.15.444.000/tahun sedangkan pada tahun 2009 mengalami 
kenaikan menjadi Rp. 19.624.000. 


Kata Kunci: dinamika, usaha, pendapatan, pengeluaran, tambak garam 
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UDC 64:03:639 


Analisis Ekonomi Usaha Rumah Tangga Nelayan Pelagis Kecil di Kelurahan Aek Habil, Sibolga, 
Sumatera Utara 


Subhechanis Saptanto, Manadiyanto dan Rizki Aprilian Wijaya 


Kota Sibolga merupakan salah satu wilayah penghasil ikan pelagis kecil di Indonesia. Salah satu desa 
perikanan di wilayah Sibolga adalah Kelurahan Aek Habil di Kecamatan Sibolga Selatan. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengkaji usaha penangkapan ikan pelagis kecil di Kelurahan Aek Habil. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara 
dengan responden pada bulan April 2010. Data sekunder berasal dari dinas perikanan dan kelautan 
dan berbagai literatur yang mendukung penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
metode survey sedangkan metode analisis yang digunakan adalah metode statistik deskriptif. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa RC ratio pada saat musim puncak adalah sebesar 2,23 dan pada saat 
musim paceklik adalah sebesar 1,01. Pendapatan kepala keluarga pemilik, nahkoda dan ABK yang 
berasal dari perikanan secara harian masing-masing sebesar Rp 113.278,- : 57.011,- dan 45.773,-. Dari 
sisi konsumsi pada umumnya konsumsi untuk pangan lebih tinggi dibandingkan dengan konsumsi non 
pangannya. 
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UDC 639.257:64.3 (910.31) 
Analisis Pendapatan Usaha Tangkap Nelayan dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya di Wilayah Pesisir 
Pantai Sulawesi Selatan 


Abdul Rahim 


Penelitian yang dilakukan di wilayah pesisir pantai Sulawesi Selatan bertujuan untuk menghitung 
besarnya perbedaan pendapatan usaha tangkap nelayan dan menganalisis faktor-faktor yang 
mempengaruhinya. Metode yang digunakan adalah deskriptif dan eksplanatori. Berdasarkan dimensi 
waktu digunakan data cross-section yang bersumber pada data primer. Responden nelayan diambil secara 
stratified sampling sedangkan kabupaten secara purposive sampling. Hasil penelitian menemukan bahwa 
pendapatan usaha tangkap nelayan perahu motor dan perahu tanpa motor di Kabupaten Jeneponto lebih 
besar dari nelayan Kabupaten Barru dan Sinjai. Besar-kecilnya pendapatan usaha tangkap nelayan perahu 
motor per trip di wilayah pesisir pantai Sulawesi Selatan dipengaruhi secara positif oleh harga minyak 
tanah, produktivitas, umur, dan alat tangkap rawai tetap, sedangkan secara negatif dipengaruhi oleh harga 
bensin, lama melaut, dan perbedaan wilayah penangkapan. Pendapatan nelayan perahu tanpa motor per 
trip di Sulawesi Selatan dipengaruhi secara positif oleh produktivitas jaring insang tetap dan perbedaan 
wilayah. Selama setahun, pendapatan nelayan perahu motor dipengaruhi secara positif oleh harga minyak 
tanah, dan produktivitas secara nyata positif; sedangkan secara negatif dipengaruhi oleh harga bensin, lama 
melaut, trip, dan perbedaan wilayah. Pendapatan nelayan perahu tanpa motor secara positif dipengaruhi 
oleh produktivitas, tanggungan keluarga, jaring insang tetap, dan perbedaan wilayah. 
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IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN PELUANG PERBAIKAN 
PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN DI KABUPATEN GOWA 


Tenny Apriliani, Tikkyrino Kurniawan dan Hikmah 
Balai Besar Penelitian Ekonomi Kelautan dan Perikanan 
Jl. KS. Tubun Petamburan VI Jakarta 10260 
Telp. (021) 53650162, Fax. (021)53650159 
Diterima 31 Maret 2011- Disetujui 14 Oktober 2011 


ABSTRAK 


Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menetapkan kebijakan pengembangan kawasan 
minapolitan di perdesaan. Minapolitan menjadi relevan dengan wilayah pengembangan perdesaan karena 
pada umumnya sektor perikanan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan merupakan mata pencaharian 
utama dari sebagian besar masyarakat. Penerapan kebijakan ini menghadapi berbagai hambatan 
dan tantangan dalam pengembangannya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengidentifikasi 
permasalahan yang dihadapi serta peluang perbaikan pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten 
Gowa. Penelitian dilakukan pada bulan Agustus dan Oktober Tahun 2010. Jenis data yang digunakan 
berupa data primer dan sekunder. Data yang dikumpulkan diolah dan dianalisa secara deskriptif. Beberapa 
permasalahan utama yang dihadapi dalam pengembangan minapolitan adalah terkait dengan aspek 
infrastruktur dan pemasaran. Permasalahan tersebut perlu segera ditindaklanjuti diantaranya berupa 
perbaikan dan pengadaan infrastruktur seperti irigasi dan jalan serta peran aktif dari pemerintah baik pusat 
maupun daerah untuk memberikan informasi pasar kepada pembudidaya. 


Kata Kunci: minapolitan, pembangunan wilayah, perdesaan, Gowa. 


Abstract : Identification of Problems and Opportunities for Improving the Minapolitan Area 
Development in the Regency of Gowa. By: Tenny Apriliani, Tikkyrino Kurniawan and 
Hikmah. 


Ministry of Marine Affairs and Fisheries (MMAF) has established a policy called Minapolitan in the 
rural areas development. Minapolitan is relevant to the development of rural areas because in general 
the fisheries sector and utilization of fishery resources is a major livelihood of most people. Implementation 
of this policy is facing various obstacles and challenges in its development. Therefore this study was 
conducted to identify problems faced and opportunities for improvement in the development Mlnapolitan 
in Gowa region. This research was conducted in August and October 2010. Primary and secondary data 
were used in this study. Data collected were processed and analyzed descriptively. Several major problems 
faced in the development Minapolitan were related to infrastructure and marketing. The problem need to 
be immediately followed up in the form of maintaining and developing infrastructure, such as irrigation and 
roads, and encouraging active role of both central and local government to establish market information 
to fish farmers. 


Keyword: Minapolitan, regional development, village level, Gowa. 
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PENDAHULUAN 


Undang-Undang No.32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Otonomi 
Daerah) dan Undang-Undang No. 33 
Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Pemerintahan Pusat dan Daerah 
merupakan titik awal penerapan 
pendekatan pembangunan daerah 
dalam mengolah sumber daya alam dan 
lingkungan untuk dapat diinvestasikan 
kembali bagi sebagian besar daerah 
dan kawasan yang bersangkutan. 
Peran pemerintah daerah dalam 
menyelenggarakan otonomi secara nyata 
dan bertanggung jawab membutuhkan 
kualitas sumber daya manusia yang 
makin besar dan tinggi. Seiring dengan 
kemampuan daerah yang semakin besar, 
maka peran pemerintah pusat baik secara 
ekonomi maupun secara fisik di daerah 
juga makin berkurang. Artinya peranan 
instansi sektoral pusat menjadi lebih 
bersifat pembinaan teknis. 


Dalam rangka memanfaatkan sumber 
daya alam yang ada khususnya yang 
terkait dengan pengembangan perikanan 
dalam arti luas maka diupayakan suatu 
pendekatan melalui produk yaitu 
perencanaan pengembangan kawasan 
budidaya Ditjen Perikanan Budidaya, 2010. 
Minapolitan adalah konsep pembangunan 
kelautan dan perikanan berbasis 
wilayah dengan pendekatan dan sistem 
manajemen kawasan dengan prinsip- 
prinsip integrasi, efisien, kualitas, 
dan akselerasi (Menteri Kelautan dan 
Perikanan, 2010). Menurut Hubeis dan 
Wasmana (2010) pengertian minapolitan 
adalah kawasan pengembangan ekonomi 
berbasis perikanan yang dikembangkan 


secara bersama oleh pemerintah, 
swasta, dan organisasi non pemerintah 
untuk menciptakan kondisi yang lebih 


baik untuk pertumbuhan ekonomi lokal 
dan penciptaan lapangan kerja wilayah. 
Kabupaten Gowa adalah salah satu 
kawasan yang termasuk dalam kawasan 
Minapolitan yang ditetapkan dengan 
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Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan 
Nomor KEP.32/MEN/2010. 


Kabupaten Gowa merupakan 
salah satu daerah otonom yang memiliki 
potensi strategis di Provinsi Sulawesi 
Selatan karena berbatasan langsung 
dengan Kota Makassar yang merupakan 
kota dengan jumlah penduduk yang cukup 
besar dengan daya beli yang relatif tinggi. 
Kabupaten Gowa menjadi pintu masuk ke 
Kota Makassar sebagai Ibu Kota Propinsi 
Sulawesi Selatan dari beberapa daerah di 
wilayah selatan, sehingga menjadi daerah 


penyanga ibu kota propinsi untuk 
memasok berbagai kebutuhan bahan 
kebutuhan konsumsi bagi masyarakat 
perkotaan. 


Kabupaten Gowa memiliki potensi 
wilayah dengan ragam bentang alam mulai 
dari daerah pesisir, daerah dataran rendah 
sampai daerah dataran tinggi. Meskpun 
memiliki daerah pantai yang relatif 
terbatas, namun peluang pengembangan 
usaha pada sektor perikanan khususnya 
perikanan darat di Kabupaten Gowa 
masih cukup besar. Pengembangan usaha 
perikanan darat dengan budidaya dan 
penangkapan ikan air tawar di Kabupaten 
Gowa dapat dilakukan pada areal lahan 
sawah irigasi, tanggul, saluran irigasi 
primer, kolam dan danau. Dalam 
pelaksanaan program minapolitan di 
Kabupaten Gowa ditemui beberapa 
permasalahan yang dapat menghambat 
pengembangan kawasan minapolitan 
di kabupaten ini. Untuk itu penelitian ini 
dilakukan dengan tujuan untuk 
mengidentifikasi permasalahan yang 
timbul dalam pengembangan program 
minapolitan serta peluang perbaikan 
yang dapat dilakukan. 


METODA PENELITAN 
Lokasi dan Waktu Penelitian 


Penelitian lapang dilaksanakan di 
Kabupaten Gowa pada bulan Agustus dan 
Oktober 2010. Pelaksanaan penelitian 


terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap 
pertama pengumpulan data, tahap kedua 
melakukan observasi lapangan dan 
wawancara, selanjutnya tahap ketiga 
melakukan pengolahan, analisa data dan 
penyusunan hasil penelitian. 


Jenis dan Sumber Data 


Data yang dikumpulkan berupa data 
primer dan data sekunder. Data primer 
dikumpulkan melalui wawancara dengan 
responden terkait dengan pelaksanaan 
program minapolitan di Kabupaten Gowa 
beserta permasalahan yang dihadapi. 
Responden ditentukan dengan menggunakan 
teknik purposive sampling dengan 
pertimbangan untuk memenuhi kebutuhan 
data yang diinginkan, yaitu dengan 
pemangku kepentingan yang terkait 
dengan program minapolitan budidaya. 
Pertimbangan lain adalah kemudahan 
dalam melakukan wawancara dan 
kesediaan responden dalam memberikan 
informasi yang dibutuhkan dalam 
kegiatan penelitian. Responden yang 
dipilih terdiri dari pemerintah (Dinas 
Perikanan dan Kelautan, Dinas Pekerjaan 
umum dan Bappeda), pembudidaya ikan, 
penyuluh, dan pedagang. Data sekunder 


diperoleh melalui studi pustaka, serta 
informasi dari instansi-instansi terkait 
baik pemerintah maupun swasta. 
Metoda Analisis Data 

Data primer dan sekunder yang 


dikumpulkan dianalisis secara deskriptif 
dengan tujuan untuk menyederhanakan 
data ke dalam bentuk yang lebih mudah 


dipahami. Data kualitatif yang 
dikumpulkan adalah potensi sumber 
daya perikanan, kebijakan pemerintah, 


dan pelaksanaan program minapolitan 
serta kendala yang dihadapi. Berdasarkan 


data yang telah dianalisis dilakukan 
perbaikan terhadap model konseptual 
minapolitan. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Kondisi Perikanan Kabupaten Gowa 


Kabupaten Gowa memiliki potensi dalam 
pengembangan perikanan terutama budidaya 
perikanan darat (tambak, kolam/sawah) 
dengan luas areal 737 ha. Total produksi 
perikanan Kabupaten Gowa pada tahun 
2007 sebesar 1.042 ton dengan nilai 
produksi sebesar Rp 6.593.214.000,-. 


Pada tahun 2007, PDRB Kabupaten 
Gowa atas dasar harga berlaku sebesar 
Rp 4.457 milyar dengan distribusi terbesar 
dari sektor pertanian, yaitu 52,154. 
Kontribusi perikanan sebagai subsektor 
pada sektor pertanian sebesar 3.761 juta 
rupiah atau sekitar 0,274. Jenis usaha 
perikanan di Kabupaten Gowa pada 
umumnya budidaya perikanan darat, 
seperti tambak, kolam, sawah, rawa, sungai, 
dan waduk (Tabel 1). 


Pemerintah Kabupaten Gowa Provinsi 
Sulawesi Selatan melalui Surat Keputusan 
Bupati Gowa Nomor 362/VII/2008 menetapkan 
5 (lima) wilayah kecamatan dalam 
Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten 
Gowa. Kelima kecamatan tersebut adalah : 
Kecamatan Bontonompo Selatan, Kecamatan 
Bontonompo, Kecamatan Bajeng, Kecamatan 
Bajeng Barat, dan Kecamatan Pallangga. 
Wilayah pengembangan ini disebut “Kawasan 
Minapolitan Bontonompo”. 


Kawasan Minapolitan Botonompo 
merupakan kawasan sentra Minapolitan 
yang memiliki potensi pengembangan 
perikanan budidaya perikanan darat. 
Secara umum, pengelolaan perikanan 
budidaya dikelompokkan dalam 2 jenis 
usaha, yaitu budidaya air tawar dan 
budidaya air payau dengan produksi utama 
ikan mas, tawes, nila, gabus, sepat siam, 
sidat, bandeng, dan udang windu. 
Budidaya air tawar dilakukan di sawah 
(minapadi) dan kolam, sedangkan budidaya 
air payau dilakukan di areal pertambakan 
(Tabel 2). 
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Tabel 1. Luas dan Produksi Perikanan Perairan Daratan di Kabupaten Gowa, 2008. 
Table 1. Area and Inland Fisheries Production in the Region of Gowa, 2008. 


Tambak/ Kolam/ Sawah/ Jumlah/ 
Kamata, Brakishwater Ponds Ponds Rice Field Total 
No. Sub District Luas/ Produksi/ Luas/ Produksi/ uLuas/ Produksi/ Luas/ Produksi/ 
Area Production Area Production Area Production Area Production 
(Ha) (Ton) (Ha) (Ton) (Ha) (Ton) (Ha) (Ton) 
T Bontonompo - - 16,7 8,3 15,5 3,8 32,2 12,1 
2. ety 1363 710 š š š - 136,3 71,0 
3. Bajeng - z 27,1 21,9 47,7 12,1 74,8 34,0 
4. BajengBarat - - 141 128 20,1 49 34,2 177 
5. Pallangga - z 24,9 13,7 16,6 41 41,5 178 
6. Barombong - - 8,8 3,2 - - 8,8 3,2 
7. Sombaopu - - 284 15,3 14,2 3,5 42,6 188 
8. Bontomarannu - - 81 4,0 15,5 4,0 23,6 8,0 
9. Pattallassang - - - - - - - - 
10. Parangloe - 2 77 76 28,6 71 36,3 14,7 
11. Manuju - - - - - - - - 
12. Tinggimoncong - - 9,3 4,2 47,1 11,6 56,4 15,8 
13. Tombolo Pao - 2,4 1,2 17 22,6 41 23,8 
14. Parigi š - - - 15,3 38 15,3 38 
15. Bungaya - z 10,8 4,5 21,5 53 32,3 9,8 
16. Bontolempangan - - 6,6 2,6 17,3 4,3 23,9 6,9 
17. Tompobulu - 3 22 11 228 5,7 25,0 68 
18. Biringbulu - - 71 3,8 - - 71 3,8 
Jumlah/ Total 136,3 71,0 174,2 103,9 373,9 92,6 594,4 268,0 


Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, 2008./ Agency for Central Statistics of the Regency of Gowa, 2008. 


Pemanfaatan lahan budidaya 
belum menghasilkan produksi yang 
optimal (Tabel 2). Hal ini berarti bahwa 
pengembangan budidaya dalam kawasan 
sangat potensial untuk lebih dikembangkan 
secara optimal melalui pengembangan 
kawasan minapolitan dengan dukungan 
pembinaan Rumah Tangga Perikanan 
(RTP) dari para pemangku kepentingan. 
Jumlah RTP dalam kawasan sebanyak 724 
yang terdiri dari RTP budidaya dan RTP perairan 


umum. Rincian per kecamatan dalam 
kawasan disajikan pada Tabel 3. 
Kegiatan budidaya dilakukan di 


kolam bekas sawah dan bekas galian tanah merah. 
Jenis ikan yang dibudidayakan di Kabupaten Gowa 
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sebanyak 13 jenis ikan dan udang-udangan 
yaitu Ikan mas (Cyprinus carpio), Ikan 
nila (Oreochromis niloticus), Ikan nilem 
(Osteochilus hasselti), Ikan tawes 
(Barbodes gonionotus), Ikan blanak 
(Mugil sp), Ikan gabus (Channa striata), 
Ikan sepat siam ( Trichogaster pectoralis), 
Ikan mujair (Oreochromis mossambicus), 
Ikan bandeng (Chanos chanos), Ikan lele 
(Clarias Batrachus), Udang windu 
(Penaus monodon), Udang vaname 
(Litopenacus), dan Kepiting (Scylla serrata). 


Produksi ikan mas dan nila 
mendominasi kegiatan budidaya di 
kawasan minapolitan namun jika dilihat 
dari perkembangannya, kedua jenis ikan ini 
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Tabel2. Luas dan Produksi Perikanan Budidaya dalam Kawasan Minapolitan di Kabupaten Gowa, 2008. 
Table2. Aguaculture Area and Production in Minapolitan Area in the Regency of Gowa, 2008. 


Tambak/ Kolam/ Sawah/ Jumlah/ 
Kecamatan/ Brakishwater Ponds Ponds Rice Field Total 
District Luas/ Produksi/ Luas/ Produksi/ Luas/ Produksi/ Luas/ Produksi/ 
Area Production Area Production Area Production Area Production 
(Ha) (Ton) (Ha) (Ton) (Ha) (Ton) (Ha) (Ton) 
Bontonompo - - 16,7 8,3 15,5 3,8 32,2 12,1 
Bontonompo Sel. 136,3 71,0 - - - - 136,3 71,0 
Bajeng - - 27,1 21,9 47,7 12,1 74,8 34,0 
Bajeng Barat - : 14,1 12,8 20,1 4,9 34,2 17,7 
Pallangga = z 24,9 13,7 16,6 41 41,5 17,8 
Jumlah/Total 136,3 71,0 174,2 103,9 373,9 92,6 594,4 268,0 


Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, 2008./ Agency for Central Statistics of the Regency of Gowa, 2008. 


Tabel 3. Jumlah Rumah Tangga Perikanan dalam Kawasan Minapolitan di Kabupaten Gowa, 2008. 
Table 3. Total Fisheries Household in Minapolitan Area in the Regency of Gowa, 2008. 


Kecamatan/ Budidaya/ Perairan Umum/ Jumlah/ 
District Aquaculture Inland Water Total 
Bontonompo 43 51 94 
Bontonompo Selatan 166 36 202 
Bajeng 155 52 207 
Bajeng Barat 89 - 89 
Pallangga 65 67 132 
Jumlah / Total 518 206 724 


Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, 2008/ Agency for Central Statistics of the Regency of Gowa, 2008. 


mengalami penurunan produksi dari 
tahun 2006 ke 2007, namun mulai 
tahun 2007 sampai dengan 2009 


sudah ada peningkatan jumlah produksi 
namun tidak terlalu signifikan 


Kelembagaan 
Kelembagaan Pelaku Utama 


Di kawasan minapolitan Kabupaten 
Gowa, sudah terbentuk kelembagaan 
pelaku utama, baik di sentra produksi 
maupun di daerah penyangga. Kelembagaan 
penyedia sarana input jasa, kelembagaan 
pemasaran dan kelembagaan permodalan 


belum terbentuk. Kelembagaan pelaku 
utama sudah terbentuk yaitu berupa 
kelompok-kelompok pembudidaya yang 
dipayungi oleh satu unit pelayanan 
pengembangan (UPP) perikanan. Kelompok 
pembudidaya meliputi: Kelompok 
Lantang Peo (15 orang), Jenetaisa (19 orang), 


Taisak (15 orang), Ranai dan Buana 
(13 orang) yang berdomisili di Desa 
Pabentengan. Kegiatan dalam kelompok 


ini adalah pembesaran ikan nila, mas dan 
koi. Disamping sebagian petani juga 
melakukan kegiatanpembenihan ikan mas, 
nila dan koi. 
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Pembenihan ikan ini hanya untuk 
memenuhi kebutuhan kelompok. 
Keberadaan kelembagaan memberikan 
keuntungan kepada anggotanya dengan 
diberikan bantuan benih nila dan mas 
kepada anggota kelompok. 


Kelembagaan Pemasaran 


Pemasaran dalam struktur agribisnis 
perikanan merupakan salah satu simpul 
dalam rakitan sistem agribisnis yang 
aktivitas ekonominya menghubungkan 
antara produksi dan konsumsi. Di kawasan 
Minapolitan Kabupaten Gowa belum 
ditemukan kelembagaan khusus yang 
menangani masalah pemasaran. Kegiatan 
pemasaran dalam kawasan sangat 
bervariasi dan umumnya didistribusikan 
dengan dua sistem, yaitu secara langsung 
ke konsumen tanpa melibatkan lembaga 
pemasaran dan secara tidak langsung 
melalui lembaga pemasaran (pengumpul 
dan pengecer). Pola pemasaran ini telah 
lama terbentuk, pembudidaya yang 
mempunyai lahan dan produksi yang besar 
telah mempunyai pelanggan pengepul. 
Sistem pemasarannya adalah pembudidaya 
mengantarkan langsung ikan ke pengepul, 
kemudian pengepul memasarkan langsung 
kepada pembeli atau pembeli yang 
langsung datang ke lokasi budidaya. 


Dilain pihak, kelembaga khusus 
yang menangani pemasaran tersebut 
diambil fungsinya oleh Unit Pelaksana 
Perikanan (UPP) sehingga pemasaran ikan 
tersebut terjadi melalui UPP. UPP tersebut 
dibentuk melalui kelompok. 


UPP kemudian mendistribusikan 
langsung ke konsumen (pengusaha di Bali) 
sesuai dengan kontrak kerja yang telah 
disepakati (saat ini kemampuan produksi 
adalah sekitar 1 ton per bulan). Lokasi 
pemasaran ikan adalah Makasar, Takalar, 
Jeneponto, Bantaeng dan Bulukumba. 
Khusus untuk lokasi Takalar dan Jeneponto 
dilakukan pula penjualan ikan ukuran 
benih selain ukuran konsumsi. 
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Kelembagaan permodalan 


Sarana kelembagaan koperasi 
mendapat perhatian khusus dari 
Pemerintah Kabupaten Gowa terutama 
dalam menumbuhkan ekonomi kerakyatan. 
Kelembagaan permodalan yang terdapat 
dalam kawasan Minapolitan Gowa 
terdiri dari Koperasi Unit Desa (KUD) dan 
Non-KUD, termasuk koperasi nelayan. 
Pembinaan lembaga-lembaga penunjang 
kegiatan agribisnis perikanan dalam 
kawasan dilakukan oleh Dinas Kelautan 
dan Perikanan Kabupaten Gowa, dunia 
usaha (perbankan), swasta, Lembaga 
Swadaya Masyarakat, dan sebagainya. 
Secara umum aktivitas-aktivitas dari 
lembaga tersebut adalah melakukan 
bimbingan teknis dan pendampingan, 
bantuan modal secara bergulir, serta 
peningkatan kapasitas kelompok tani 
melalui pelatihan proses budidaya, 
pemeliharaan, manajemen panen serta 
pascapanen. 


Kelembagaan penyedia sarana input 


Sub-sistem hulu perikanan adalah 
kegiatan pengadaan sarana produksi 
(saprokan) yang dibutuhkan untuk proses 
budidaya/penangkapan, misalnya : bibit, 
pakan, pupuk dan obat-obatan, pestisida 
dan alat tangkap. Ketersediaan saprokan 
dalam jumlah, kualitas, jenis, waktu, harga, 
dan lokasi yang tepat merupakan indikator 
penentu keberhasilan dan kontinuitas 
usaha. Pengadaan sarana produksi 
dalam kawasan berasal dari pabrik yang 
didistribusikan ke grosir lalu ke pasar 
(kios-kios). Petani/nelayan membeli sarana 
tersebut secara pribadi atau kolektif 
melalui kelompok tani dari kios perikanan 
yang umumnya berada di pasar kecamatan 
dan di beberapa desa tertentu di dalam 
kawasan. Khusus untuk pakan, di dalam 
kawasan belum terdapat pabrik, distributor 
maupun agen pakan. Lokasi agen terdekat 
terdapat di Kota Makasar. 


Kebutuhan input penting lainnya 
adalah benih. Pasokan benih ikan di 
kawasan Minapolitan berasal dari dua 
sumber yaitu Unit Pembenihan Rakyat 
(UPR) dan Balai Benih Ikan (BBI). Produksi 


dari UPR hanya mampu memenuhi 
sebagian kebutuhan benih anggotanya 
sedangkan kekurangannya berasal dari 


BBI. Jumlah (BBI) di Kabupaten Gowa 
sebanyak 4 (empat) BBI yaitu BBI Limbung, 
Bontomanae, Bellapunranga dan Bulutana. 


Infrastruktur 


Infrastruktur adalah kondisi sarana 
dan prasarana, baik fisik maupun non fisik 
yang sesuai untuk dapat terciptanya 
kemandirian kawasan pedesaan yang 
berbasis kegiatan kelautan dan perikanan, 
sesuai dengan fungsi keruangan 
(ekosistem) dan keterkaitan fungsional 
suatu kawasan Minapolitan (Direktorat 


Jenderal Perikanan Budidaya, 2009). 
Infrastruktur yang tersedia adalah sarana 
pendidikan, sarana kesehatan, sarana 


perekonomian, sarana peribadatan, jaringan 
listrik dan jaringan air bersih. 


Sarana Sosial 


Sarana sosial di Kabupaten Gowa 
terdiri dari sekolah, fasilitas kesehatan, dan 
fasilitas peribadatan. Sarana pendidikan 
berpengaruh terhadap kualitas sumber 
daya manusia (SDM) di kawasan 
Minapolitan, hal ini terkait dengan 
kemampuan SDM untuk mengadopsi 
teknologi perikanan budidaya. Sarana 
pendidikan di kawasan Minapolitan terdiri 
dari SD, SLTP dan SLTA/SMK. Jumlah 
sarana pendidikan dikawasan minapolitan 
adalah sekolah dasar sebanyak 164, 
sekolah lanjutan tingkat pertama 33, 
sekolah lanjutan tingkat pertama 12 dan 
sekolah kejuruan sebanyak enam buah. 
Keberadaan sarana pendidikan ini mudah 
dijangkau oleh masyarakat dikarenakan 
lokasi yang tidak jauh dari pemukiman 
penduduk dan akses trasnportasi yang 
tersedia dari dan menuju sarana 


J. Sosek KP Vol. 6 No. 2 Tahun 2011 


pendidikan. Sarana yang memadai dan 
tersebar merata diharapkan dapat 
meningkatkan kualitas SDM. 


Di samping pendidikan kualitas 
SDM manusia juga dipengaruhi oleh 
tingkat kesehatan masyarakat. Di kawasan 
Minapolitan belum terdapat rumah sakit. 
Jumlah Rumah bersalin sebanyak satu 
(1) unit, Puskesmas terdapat di hampir 
seluruh kecamatan yaitu sebanyak 44 unit, 
poliklinik terdapat empat (4) unit dan 
posyandu terdapat 219 unit. Penduduk 
di Kawasan Minapolitan mayoritas 
adalah beragama Islam sehingga sarana 
peribadatan yang tersedia berupa masjid 
sebanyak 301 unit dan mushola 27 unit. 


Sistem Transportasi 


Sistem transportasi di dalam 
kawasan Minapolitan Gowa khususnya 
pada tingkat desa masih sangat minim. 
Angkutan umum hanya terdapat pada 
beberapa lokasi saja seperti di Desa 
Bontonompo, sedangkan didesa lainnya 
seperti Desa Pabentengang dan Desa 
Tangkebajeng belum terdapat sarana 
transportasi umum yang menunjang 
mobilitas masyarakat. Sarana transportasi 
yang digunakan oleh masyarakat baik 
untuk kegiatan sehari-hari maupun 
aktivitas usaha budidaya adalah dengan 
menggunakan motor. 


Jaringan Jalan 


Berdasarkan klasifikasi fungsi 
jaringan jalan, Kabupaten Gowa dilalui 
oleh jalan arteri sebagai jalur penghubung 
utama, sedangkan penghubung antar 
kawasan dan lingkungan permukiman 
dilalui oleh jalan kolektor sekunder dan 
jalan lokal. Jalan arteri di Kabupaten Gowa 
terbentang mulai dari perbatasan Kota 
Sungguminasa yang menghubungkan ke 
wilayah Kota Makassar dan kabupaten/ 
kota lainnya Provinsi Sulawesi Selatan. 


Jaringan jalan di Kabupaten Gowa 
berdasarkan jenis permukaannya dapat 
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diklasifikasikan menjadi tiga (3) kategori, 
yaitu jenis permukaan jalan berupa aspal, 
kerikil, tanah dan beton. Panjang jalan di 


aa (Tenny Apriliani, Tikkyrino Kurniawan dan Hikmah) 


dapat dilihat pada kondisi jalan di kawasan 
Minapolitan Kabupaten Gowa yang rusak 
dan masih berupa tanah dan bebatuan. 


seluruh wilayah Kabupaten Gowa pada 
Tahun 2007 mencapai 4.601,86 kilometer. 
Panjang jalan yang berada di bawah 
wewenang negara ada 21,50 Km, di bawah 
wewenang provinsi ada 194.50 Km dan 
sisanya di bawah wewenang kabupaten/ 
kota sebanyak 4.387,86 kilometer. Untuk 
panjang jalan di Kabupaten Gowa 
menurut kondisi dan jenis permukaan 
dapat dilihat pada Tabel 4. 


Identifikasi Permasalahan Pengembangan 
Minapolitan Gowa 


Identifikasi permasalahan penerapan 
Minapolitan di Kabupaten Gowa dibagi 
kedalam dua (2) aspek yaitu aspek generik 
dan aspek khusus. Aspek generik yang 
dikaji pada penelitian ini adalah aspek 
kelembagaan, aspek masyarakat dan bisnis, 


Tabel 4. Keragaan Jenis Jalan Menurut Kewenangan Pemerintah dan Kondisi Jalan di 
Kabupaten Gowa, 2007 (Kilometer). 

Table 4. Performance Type of Road According to the level of Goverment Ownership in the 
Regency of Gowa, 2007 (Kilometers). 


Panjang JalanMenurut Wewenang/ 


rin Jenis Jalan/ Road Length by Authority (KM) Hoa 
Type of Road Negara/ Provinsi/ Kabupaten/ (KM) 
Country Province Disctrict 
1 Aspal/ Aspalasphalt 21,50 186,00 890,00 1.098.30 
2 Kerikil/ Gravel - 6,50 558,36 567,86 
3 Tanah/ Soil z 936,70 938,70 
4 Tidak Dirinci/ Un - - - - 
Specified 
Jumlah/Total 21,50 192,50 4.387,86 4.601,86 
Kondisi Jalan/ Road Condition 
1 Baik/Good 21,50 187,00 628,86 837,36 
2 Sedang/Moderate - 3,00 683,64 686,64 
3 Rusak/Damage - - 336,67 336,67 
4 Rusak Berat/ Severely - - 738,67 741,19 
Damage 
Jumlah/Total 21,50 192,50 4.387,86 4.601,86 


Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, 2008/ Agency for Central Statistics of the Regency of Gowa, 2008. 


Kondisi jaringan jalan di kawasan aspek sumber daya dan tata ruang, 


Minapolitan dapat dilihat pada tabel 4. 
Jalan akses utama berada pada kondisi 
baik dan terawat. Hal ini terlihat bahwa 
ada upaya pemeliharaan dan peningkatan 
kondisi jalan. Akan tetapi keadaan jalan 
untuk usaha tani masih dalam kondisi 
yang rusak dan rusak berat. Hal tersebut 
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aspek kebijakan dan tata pemerintahan 
(governance) dan aspek infrastruktur. 
Aspek khusus yang dikaji pada penelitian 
ini meliputi kesesuaian komoditas 
unggulan, sistem usaha, konsumsi dan 
kebocoran serta dampak perubahan iklim. 
Dari setiap aspek tersebut ditemui 


permasalahan-permasalahan yang dapat 


menghambat pengembangan Program 
Minapolitan di Kabupaten Gowa. 
Kelembagaan pelaku usaha yang 


terbentuk di kawasan Minapolitan Kabupaten 
Gowa belum menunjukkan peran yang 
cukup signifikan dalam peningkatan 
ekonomi petani ikan. Permasalahan terkait 
dengan kelembagaan pelaku utama adalah 
keterbatasan ketrampilan petani ikan baik 
dari sisi teknologi maupun manajemen 
kewirausahaaan yang masih sangat 
tradisional dan sederhana. Permasalahan 
lain yang menjadi kendala dalam 
pengembangan Minapolitan di Kabupaten 


Gowa adalah kelembagaan penyedia 
input terutama pakan masih belum 
tersedia di sentra kawasan minapolis. 


Sehingga dalam pemenuhan kebutuhan 
pakan harus didatangkan dari luar 
Kabupaten yaitu dari Kota Makassar. 


Kelembagaan keuangan/ permodalan 
konvensional di kawasan Minapolitan 
sudah tersedia namun belum dapat diakses 
oleh petani ikan karena terkendala oleh 


anggunan yang dipersyaratkan pihak 
perbankan. Sementara kelembagaan 
keuangan mikro seperti Kredit Usaha 


Rakyat (KUR), koperasi dan sejenisnya masih 
belum tersedia. Namun demikian, UPP 
(Unit Pelaksana Perikanan) telah menginisiasi 
pembentukan koperasi, namun hingga 
saat penelitian ini dilakukan belum ada 
perkembangan dan realisasinya. 


Disamping itu, permasalahan 
kelembagaan yang menjadi hambatan 
dalam pengembangan program Minapolitan 
di Kabupaten Gowa adalah masalah 
pemasaran. Selama ini belum ada 
kelembagaan pemasaran yang menangani 
atau menampung hasil produksi ikan. 
Petani ikan kesulitan dalam memasarkan 
hasil produksi karena jaringan pemasaran 
untuk komoditas ikan nila dan mas masih 
terbatas dan permintaan pasar untuk 
komoditas nila dan mas masih rendah. 
Sejauh ini pemasaran ikan melalui 
pedagang pengumpul dan pengecer yang 
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dipasarkan ke pasar lokal ke Kota Makassar, 
Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten 
Bulukumba ditujukan untuk memenuhi 
kebutuhan pasar tradisional, konsumsi rumah 
tangga dan rumah makan serta tempat 
pemancingan. 


Permasalahan lain terkait dengan 
kelembagaan adalah kurangnya tenaga 
penyuluh yang memberikan pembinaan 
dan pendampingan teknologi baru kepada 
petani ikan di Kabupaten Gowa merupakan 
salah satu yang menjadi kendala dalam 
pengembangan program  Minapolitan. 
Tenaga penyuluh yang tersedia saat 
ini hanya satu orang yang membawahi 
beberapa kecamatan. Area yang begitu 
luas mengakibatkan kegiatan penyuluhan 
menjadi kurang optimal. 


Dari sisi aspek masyarakat dan bisnis 
yang menjadi permasalahan dalam 
pengembangan Minapolitan adalah pada 
umumnya petani budidaya ikan nila dan 
mas masih tergolong baru, sehingga 
keterampilan dalam hal budidaya pun masih 
minim. Teknologi yang digunakan masih 
tradisional. Disamping itu keterampilan 
dalam manajemen usaha masih sederhana 
dan belum berorientasi bisnis, terutama 
pembudidaya di Desa Tangkebajeng. 
Usaha budidaya yang dilakukan baru pada 
taraf uji coba di bekas lahan galian tanah 
untuk pembuatan batako. Konstruksi 
kolam masih apa adanya yaitu masih 
berupa kolam tanah dan belum memenuhi 
persyaratan cara budidaya ikan yang baik 
(CBIB). Sesuai dengan Peraturan 
Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang 
Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, pembudidaya 
ikan perlu menerapkan cara berbudidaya 
yang benar, sebagaimana diatur dalam 
Keputusan Menteri Kelautan dan 
Perikanan No. KEP.02/Men/2007 tentang 


Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB). 
Dalam hal penerimaan teknologi baru, 
masyarakat masih lamban. Hal ini 


disebabkan karena kurangnya informasi 
teknologi baru tentang budidaya ikan 
khususnya nila dan mas. 
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Ditinjau dari sisi sumber daya 
alamnya, Kabupaten Gowa memiliki 
potensi lahan yang besar untuk perikanan 
air tawar. Akan tetapi didalam masterplan, 
kawasan yang ditetapkan menjadi kawasan 
sentra Minapolitan adalah kawasan 
pertambakan dengan komoditas Udang 
(Caridea) dan bandeng (Chanos chanos), 
dimana kedua komoditas tersebut hanya 
merupakan komoditas penunjang. Sehingga 
pembangunan infrastruktur tersebut 
diarahkan kekawasan perikanan tambak 
yang bukan perikanan air tawar. 


Sehingga pembangunan infrastruktur 
yang ada diarahkan ke kawasan perikanan 
tambak bukan perikanan air tawar. 
Sementara berdasarkan hasil penelitian, 
komoditas yang masih diusahakan oleh 
sebagian besar petani tambak pada saat 


penelitian dilakukan hanya komoditas 
bandeng. Tingkat produksi pada tahun 
tahun cenderung menurun. Sehingga 


pemerintah daerah berencana melakukan 
revisi terhadap masterplan yang ada. 
Rencananya sentra minapolis akan di 
arahkan ke sentra perikanan darat di Desa 
Tangkebajeng Kecamatan Bajeng dengan 
komoditas unggulan nila dan mas. Namun 
revisi masterplan ini masih terkendala 
dengan pembiayaan. 


Disamping permasalahan ketidaksesuaian 
penetapan kawasan Mlnapolitan, di 
Kabupaten Gowa belum ada penetapan 
zona-zona fungsional berdasarkan 
kelayakan ruang dalam kawasan sehingga 
struktur dan pola ruang dalam kawasan 
belum jelas. Akibatnya, tidak ada interkoneksi 
antar simpul-simpul wilayah dan titik-titik 
ruang tidak berartikulasi secara optimal 
terhadap lingkungan eksternalnya. 


Pada aspek kebijakan dan tata 
pemerintahan yang menjadi permasalahan 
utama adalah kurangnya koordinasi antar 
tingkat pemerintah, baik dari pusat, 
pemerintah provinsi dan pemerintah 
daerah. yang mencangkup peran tingkat 
pemeritah pusat, aturan main dalam 
rangka mensukseskan program Minapolitan. 
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Dalam hal ini, belum ada mekanisme 
yang jelas, sehingga pemerintah daerah 
dalam melaksanakan program Minapolitan 
masih jalan ditempat. Di sisi lain 
pemerintah pusat kurang memberikan 
sosialisasi peran pemerintah pusat dalam 
pelaksanaan program Minapolitan. 


Beberapa jalan poros antar kecamatan 
sudah mulai terdegradasi kualitasnya dan 
dinilai kurang mendukung lagi aktivitas- 
aktivitas ekonomi kelak yang diprediksi 
memiliki dinamika yang cukup tinggi 
jika kegiatan dalam kawasan berjalan. 
Gudang penyimpanan dan kios-kios 
sarana produksi sangat terbatas, umumnya 
berada di pasar kecamatan dan beberapa 
desa tertentu dalam kawasan. Kondisi 
ini mengakibatkan jumlah saprotan 
yang dibutuhkan petani/nelayan tidak 


terpenuhi secara tepat (waktu dan 
jumlah). Tempat pembenihan ikan/ 
udang masing terbatas sehingga ikan/ 


udang yang dibudidayakan relatif terbatas. 


Jaringan irigasi dalam kawasan 
belum berfungsi secara optimal sehingga 
penyediaan air baku untuk kebutuhan 
budidaya relatif terbatas. Kondisi beberapa 
jalan poros desa masih minim dengan 


konstruksi jalan pengerasan dan jalan 
tanah sehingga tidak kondusif dalam 
mendukung akselerasi pengembangan 


kawasan. Kondisi beberapa jalan tani juga 
masih sangat minim dengan konstruksi 
jalan tanah dengan badan jalan yang relatif 
sempit sehingga hanya dapat dilalui oleh 
kendaraan roda dua. Kondisi jalan seperti 
ini sangat tidak kondusif bagi komoditas 
perikanan yang sangat rentan terhadap 
waktu. 


Berdasarkan masterplan yang telah 
disusun pada tahun 2008, komoditas 
unggulan pada kawasan minapolitan 
adalah ikan mas dan nila dengan 
komoditas penunjang udang dan bandeng. 
Penetapan ini sudah sesuai karena potensi 
lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan 
budidaya tawar lebih luas jika dibandingkan 
dengan lahan budidaya air payau. 
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Tabel 5. Kondisi Permasalahan Aspek Generik di Kawasan Minapolitan, Kabupaten Gowa, 


2010. 
Table 5. Problems Condition of Generic Aspects in Minapolitan Area of the Regency of Gowa, 
2010. 
Aspek Generik/ Permasalahan/ Problems 
Generic Aspects 


Kelembagaan/ 
Institutions 


Masyarakat dan 
Bisnis/Community and 
Bussiness 


Kelembagaan Pelaku utama sudah terbentuk namun 
keterampilan teknologi budidaya dan manajemen wirausaha 
masih kurang/Institutional main actors have been formed but 
cultivation technology skills and entrepreneurial management is 
still lack 

Kelembagaan permodalan/keuangan sudah ada namun akses 
petani untuk mendapatkan kredit masih terkendala dengan 
agunan/Institutional capital / finance already exists but the 
access of farmers to credit is still constrained by collateral 

UPP telah menginisiasi pembentukan koperasi namun belum 
ada realisasi/UPP has initiated the formation of cooperatives but 
there is no realization 

Belum tersedianya kelembagaan penyedia input/Lack of 
Institutional Input Provider 

Belum tersedianya kelembagaan pemasaran ikan. Petani ikan 
kesulitan dalam memasarkan hasil produksi/Lack of institutional 
marketing of fish. Fish farmers in marketing their production 
difficulties 

Lembaga penyuluh kurang optimal dalam memberikan 
pembinaan dan pendampingan teknologi terhadap petani 
ikan/The extension less than optimal in providing coaching and 
mentoring technologi to fish farmers 

Sebagian besar pembudidaya masih pada tingkat pemula, 
khususnya di Desa Pabentengang yang masih taraf ujicoba bekas 
lahan galian tanah/Most farmers are still at the beginner level, 
especially at village Pabentengang still in testing level of the 
former land excavation 

Sebagian petani ikan belum menguasai teknologi budidaya ikan/ 
Some fish farmers have not mastered the technology of fish 
farming 

Masyarakat masih kesulitan dalam pemasaran hasil produksi/ 
People are still difficulties in marketing products 


Sumberdaya dan Tata 
Ruang/ Resources and 
Spatial Planning 


Penetapan kawasan Minapolitan yang kurang sesuai dengan 
potensi perikanan yang ada di wilayah setempat dan komoditas 
unggulan (perikanan air tawar)/ Determination minapolis areas 
that are less fit with existing fisheries potential in local areas and 
commodities (fresh water fishery) 

Belum terintegrasinya hirarki fungsional antara kawasan sentra 
Minapolitan dengan kawasan pendukung/No integration of 
the functional hierarchy between the central region with area 
supporters Minapolitan 
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Lanjutan Tabel 5/Continues Table 5 


Aspek Generik/ 
Generic Aspects 


Permasalahan/ Problems 


Kebijakan dan - Koordinasi antara tingkat pemerintahan belum baik/ 
Governance/Policy and Coordination between levels of government is not good 
Governance 

Infrastruktur/ - BBI belum dapat memenuhi permintaan benih/ BBI has not been 
Infrastructure able to meet the seed demand 


Belum terdapat pabrik es, pakan, cold storage/ Currently there 
are no ice factory, food, cold storage 

Belum terdapat pasar ikan dan pasar benih ikan di lokasi sentra/ 
Currently there are no fish market and fish seed market in central 
location 

Belum pusat pengolahan ikan/ There is no fish processing center 
Kondisi saluran irigasi buruk/ The condition of irrigation is poor 
Jaringan jalan dan aksesibilitas buruk/Poor road network and 
accessibility 

Sarana transportasi perlu perbaikan/ Transport facilities need 


improvement 


Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, 2008/ Agency for Central Statistics of the Regency of Gowa, 2008. 


Sarana pengolahan seperti cold 
storage, gudang pengolahan dan mesin 
pengering dalam kawasan masih terbatas. 
Fasilitas lantai jemur dan kondisi jalan 
akses masuk ke dalam gudang pengolahan 
yang sudah ada masih minim. Stasiun 
Terminal Agribisnis (STA) dalam kawasan 
belum ada sehingga transaksi produk 
perikanan, penyimpanan sementara, dan 
peningkatan mutu komoditi pasca panen 
relatif terbatas. Tabel 5 menunjukan 
kondisi permasalahan generik yang menjadi 
kendala dalam pelaksanaan minapolitan. 


Aspek khusus yang kedua terkait 
dengan sistem usaha, permasalahan yang 


muncul adalah pemenuhan saprokan 
berupa benih dan pakan serta pemasaran 
hasil perikanan. Suplai benih untuk 


kawasan minapolitan berasal dari UPR dan 
BBI setempat. Dari sisi kuantitas, benih 
yang disuplai dari BBI dan UPR yang 
terletak di BBI Limbung (Kecamatan 
Bajeng) dan BBI Bontomanai (Kecamatan 
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Bontomaranu) sudah cukup memenuhi 
kebutuhan pembudidaya bahkan BBI 
Bontomanai menjual benih ke luar Kabupaten 
Gowa (Kabupaten Takalar dan Bantaeng) 
bahkan hingga ke Irian Jaya. Permasalahan 
yang muncul adalah benih belum 
bersertifikasi baik yang berasal dari BBI 
maupun UPR, dengan demikian kualitas 
ikan hasil budidaya relative rendah. 


Distributor dan agen pakan berada di 
Kota Makasar. Pada dasarnya pembudidaya 
tidak berkeberatan jika harus melakukan 
pembelian di sana, namun jika 
memperhitungkan efisiensi biaya 
transportasi maka akan lebih baik jika di 
dalam Kabupaten Gowa terdapat 
perwakilan distributor atau agen. Sistem 
pembelian pakan adalah pembayaran 
tunai dan pembayaran dengan tempo 
waktu. Pembayaran tunai dilakukan oleh 
pembudidaya yang langsung membeli 
ke distributor atau agen di Makasar. 


Tabel 6. Kondisi 
2010. 
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Permasalahan Aspek Khusus di Kawasan Minapolitan, Kabupaten Gowa, 


Table 6.Problems Condition of Special Aspects in Minapolitan Area, of the Regency Gowa, 


2010. 


Aspek Khusus/Special Aspects 


Permasalahan/Problems 


Kesesuaian Komoditas Unggulan/ - 
Suitability for Superior Commodities 


Komoditas unggulan sudah sesuai dengan potensi dan 
masterplan yaitu ikan mas dan nila sebagai unggulan 
dan udang dan nila sebagai komoditas penunjang/ 
Commodities are in accordance with the masterplan of 
potential and common carp and tilapia as the leading 
and the shrimp and tilapia as supporting commodities 


Sistem Usaha/ Bussiness System - 


Input benih didapatkan dari Balai Benih Ikan dan UPR, 
namun kualitas benih masih belum bersertifikat/ Seed 
obtained from Seed Fish Center and UPR, but the 
guality is still not certified seed 


Input pakan masih harus didatangkan dari Makasar/ 
Input Feed still must be imported from Makasar 


Input lainnya sudah tersedia di pasar kecamatan/ 
Other Input is available in the market district 


Belum ada kepastian pasar jika produksi ikan 
melimpah/There is no certainty the market if the fish 
production abundant 


Konsumsi dan Kebocoran/ - 
Consumption and Leakage 


Adanya kebocoran PAD karena Sebagian besar 
masyarakat membeli kebutuhan sandang di Kota 
Makassar/ The leakage of revenue because most 
people buy clothing in Makassar 


Dampak Perubahan Iklim/Climate 
Change Impact 


Perubahan iklim tidak signifikan mempengaruhi 
budidaya ikan di Kabupaten Gowa/ Climate change 


does not significantly affect fish culture in Gowa Sub 
Province 


Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, 2008./ Agency for Central Statistics of the Regency of Gowa, 2008. 


Struktur biaya 
dalam usaha budidaya 


yang dibutuhkan 
ikan mas dan 


keuntungan per tahun yang diperoleh adalah 
sebesar Rp. 15.604.545,-. Siklus produksi 


nila di Kabupaten Gowa untuk kegiatan 
pembenihan dan pembesaran mencakup 
investasi sebesar Rp. 45.681.818,-/Ha, biaya 
tetap yang dikeluarkan adalah biaya pemeliharaan 
kolam, sebesar Rp 522.727 /tahun. Biaya 
variabel yang dikeluarkan adalah untuk 
pembelian benih, pakan dan obat- 
obatan lainnya sebanyak rata-rata 
Rp. 3.065.909,-. Sedangkan penerimaan 
setiap per tahun adalah sebesar 
Rp. 19.193.182,-, sehingga rata-rata 


untuk kegiatan pembesaran ikan nila dan 
mas selama 3 bulan, dalam satu tahun sekitar 
3 kali siklus. Kegiatan pembenihan 
membutuhkan waktu sekitar 25 hari 
sehingga dalam satu tahun sekitar 9 kali 
pemanenan. Struktur biaya dapat dilihat 
di Tabel 7. 


Pemasaran menjadi permasalahan 


yang dihadapi oleh pembudidaya di 
kawasan minapolitan. Sebagian besar 
pembudida adalah pemula, sehingga 
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jaringan pasar masih sangat terbatas. 
Saat ini pemasaran masih terbatas pada 
pasar antar desa, antar kecamatan dan 
antar kabupaten yaitu untuk konsumsi 
pasar tradisional dan rumah makan 
diantaranya ke Kabupaten Jeneponto, 
Takalar, Bantaeng dan Bulukumba. 


Te (Tenny Apriliani, Tikkyrino Kurniawan dan Hikmah) 


dan nila di Kabupaten Gowa dapat dilihat 
pada Gambar 1. 


Permasalahan aspek khusus lainnya 
adalah adanya kebocoran Penerimaan Daerah 
(PAD) untuk pemenuhan kebutuhan hidup 
masyarakat. Kabupaten Gowa merupakan 
kabupaten yang berbatasan langsung dengan 


Tabel 7. Struktur Biaya Budidaya Ikan Mas dan Nila di Kabupaten Gowa, 2010 (Rp/ Ha/ Tahun). 
Table 7. Cost Structure of Corp and Tilapia Culture in the Regency of Gowa, 2010 (Rp/ Ha/ 


Year). 


No Uraian/Description 


Jumlah (Rp.)/Total(in rupiah) 


Investasi/Investation 

Biaya tetap/Fixed Cost 
Biaya variabel/Variable Cost 
Total Biaya/ Total Cost 


Penerimaan/Revenue 


O UV A U N P 


Keuntungan/Benefit 


44.469.027 
508.850 
2.984.513 
3.493.363 
18.683.628 
15.190.265 


Sumber : Data Primer diolah tahun 2010/ Source : Primary Data Processed, Year 2010. 


Pada saat penelitian dilakukan, 
UPP telah berupaya untuk memperluas 
pasar yaitu melalui kontrak kerja dengan 
pengusaha Bali. Namun persyaratan yang 
harus dipenuhi adalah kemampuan untuk 
melakukan pasokan secara konsisten baik 
dari sisi kualitas maupun kuantitas. 
Saat ini pembudidaya baru mampu 
menyanggupi pasokan sebesar satu ton 
per bulan. Preferensi masyarakat terhadap 
ikan air tawar masih rendah bila dibandingkan 
dengan konsumsi ikan laut, hal ini dapat 
dilihat dari jumlah rumah makan dengan 
produk ikan laut jauh lebih banyak bila 
dibandingkan dengan ikan air tawar 
Biaya transportasi yang cukup tinggi juga 


menjadi hambatan dalam pemasaran 
produk budidaya untuk dapat keluar 
provinsi, karena membutuhkan moda 


transportasi yang cepat (pesawat). Hal ini 
dikaitkan dengan bentuk produk ikan 
air tawar yang berupa hidup atau 
segar, sehingga harus cepat sampai ke 
konsumen.Rantai pemasaran ikan mas 
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ibukota provinsi. Hal ini mengakibatkan 
pembangunan pusat-pusat perbelanjaan 
maupun hiburan lebih maju pada ibukota 
provinsi. Kabupaten Gowa berkembang 
menjadi daerah pinggiran dengan 
mobilitas penduduk yang tinggi. Sebagian 
besar masyarakat yang tinggal di Kabupaten 
Gowa melakukan usaha (bekerja) di Kota 
Makasar sehingga konsumsi sandang dan 


pangan lebih banyak dilakukan di luar 
kabupaten. 
Perubahan iklim merupakan salah 


satu yang menjadi permasalahan yang 
dirasakan oleh pembudidaya. Perubahan 
cuaca yang cukup signifikan dan musim 
penghujan yang semakin panjang 
mengakibatkan penurunan kualitas air, 
saluran irigasi yang tidak berfungsi 
dengan optimal mengakibatkan air 
menjadi keruh pada saat debit air tinggi. 
Namun secara umum pembudidaya tidak 
terlalu merasakan dampak dari perubahan 
iklim ini terdapat kegiatan usaha. 
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Gambar 1. Saluran Pemasaran Benih dan Ikan di Kabupaten Gowa, 2010. 


Figure 1. Seed and Fish Marketing Distribution in the Regency of Gowa, 2010. 


Keterangan Gambar/ Figure Description : 
: Jalur Pemasaran Ikan / Fish Marketing Line 
: Jalur Input Benih / Seed Input Line 


Dr : Jalur Input Pakan / Feed Input Line 


Peluang Perbaikan dalam Mendukung 


Minapolitan 


Permasalahan yang dihadapi dalam 
pelaksanaan program Minapolitan di 
Kabupaten Gowa harus segera ditangani 
baik dalam jangka pendek maupun jangka 
panjang. Beberapa peluang perbaikan 
yang dapat dilakukan untuk mengatasi 
permasalahan yang dihadapi diantaranya 
adalah: (1) Perbaikan saluran irigasi, jalan 
dan listrik melalui koordinasi dengan 
Dinas PU dan dinas terkait lainnya: (2) 
Pengembangan jaringan pemasaran melalui 


peran aktif pemerintah baik pusat 
maupun daerah untuk memberikan 
informasi pasar kepada pembudidaya, 


(3) Pembentukan koperasi yang berfungsi 
sebagai penyedia input, permodalan dan 


pemasaran: (4) Perbaikan masterplan, 
yaitu penetapan kawasan Minapolitan 
yang sesuai dengan komoditas yang 


diunggulkan yaitu perikanan air tawar 
(ikan mas, nila dan koi): (5) Sosialisasi 
program Minapolitan di tingkat 


pembudidaya, distributor atau agen 
pakan lokal di kawasan minapolitan, 
(6) Identifikasi potensi bahan baku pakan 
lokal, introduksi teknologi pembuatan 
pakan dengan bahan baku lokal, dan 
introduksi teknologi pengolahan ikan. 


KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 


Kesimpulan 

Potensi perikanan di Kabupaten 
Gowa sangat mendukung pelaksanaan 
pengembangan program Minapolitan 


khususnya untuk komoditas perikanan air 
tawar. Permasalahan yang teridentifikasi 
dikelompokkan ke dalam dua aspek utama 
yaitu aspek generik dan aspek khusus. 
Pada aspek generik, aspek kunci yang 
muncul adalah aspek kebijakan dan tata 
pemerintahan. Pada aspek kebijakan 
ditemui kurang sinkronnya antara 
kebijakan pusat dan daerah dalam penetuan 
lokasi dan komoditas unggulan di 
kawasan minapolitan. Hal ini terlihat dari 
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Identifikasi Permasalahan Minapolitan Kabupaten Gowa 


penetapan kawasan Minapolitan yang 
tidak sesuai dengan potensi perikanan 
dan komoditas unggulannya. Pada aspek 


khusus yang perlu dicermati adalah 
kesesuaian komoditas unggulan, sistem 
usaha, konsumsi dan kebocoran serta 
perubahan iklim. 

Ketidaksinkronan terjadi antara 
penetapan kawasan pengembangan 


Minapolitan dengan komoditas unggulannya. 
Komoditas unggulan adalah komoditas 
perikanan air tawar sedangkan kawasan 
Minapolitan yang ditetapkan di dalam 
masterplan adalah kawasan tambak air 
payau. Permasalahan lain yang ditemui 
adalah aspek usaha terkait dengan 
pengadaan input produksi dan pemasaran 
yang didatangkan dari luar kabupaten 
yaitu dari Kota Makasar. Dari sisi 
pemasaran, pembudidaya masih menghadapi 
kesulitan dalam memasarkan ikan budidaya. 
Hal ini dikarenakan pembudidaya yang 
sebagian besar masih pemula sehingga 
informasi pasar yang dimiliki masih minim. 


Rekomendasi Kebijakan 


Rekomendasi kebijakan yang dapat 
ditawarkan adalah sebagai berikut : 


1. Sosialisasi program Minapolitan kepada 
penerima program Minapolitan khususnya 
pembudidaya; 


2. Mendorong pemerintah daerah untuk 


segera memperbaiki masterplan 
Minapolitan, khususnya sinkronisasi 
antara penetapan kawasan minapolis 
dan komoditas unggulan yang akan 
dikembangkan: 

3. Memfasilitasi pembentukan dan 


penguatan kelembagaan 
permodalan dan pemasaran, 


penyuluhan, 


4. Memfasilitasi program percepatan 
penguasaan teknologi dan ketrampilan 
wirausaha kepada masyarakat 


5. Memfasilitasi program pembangunan 
infrastruktur terutama yang berhubungan 
langsung dengan produksi ikan antara 
lain sarana dan prasarana budidaya 
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dita (Tenny Apriliani, Tikkyrino Kurniawan dan Hikmah) 


serta fasilitas umum lainnya seperti jalan 
maupun listrik. 


DAFTAR PUSTAKA 


Anonimous. 2008. Master Plan Kawasan 
Minapolitan Bontonompo Kabupaten 
Gowa. Dinas Perikanan dan Kelautan 
Kabupaten Gowa. Kabupaten Gowa. 
Propinsi Sulawesi Selatan. 


2008. Badan Pusat statistik 
Kabupaten Gowa. Gowa dalam Angka 
2008. Kabupaten Gowa. Propinsi 
Sulawesi Selatan. 

2008. Pemerintah Kabupaten 
Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. 


5 (lima) Wilayah Kecamatan Dalam 
Pengembangan Kawasan Minapolitan 
Kabupaten Gowa. Surat Keputusan 
Bupati Gowa Nomor 362/VII/2008. 


2009. Direktorat Jenderal 
Perikanan Budidaya. Kebijakan 
Pengembangan Kawasan Minapolitan 
Sebagai Langkah DKP dalam Mendukung 
Pengembangan Wilayah. Gorontalo, 
13 Nopember 2009. 


. 2010. Direktorat Jenderal erikanan 
Budidaya Pedoman Perencanaan 
Pengembangan Kawasan Perikanan 
Budidaya (Minapolitan). Kementerian 


Kelautan dan Perikanan. Direktorat 
Jenderal Perikanan Budidaya. 
Direktorat Sarana dan Prasarana 
Budidaya. 

2010. Kementerian Kelautan 


dan Perikanan. Revolusi Biru dan 
Program Nasional  Minapolitan. 
Makalah disampaikan pada Seminar 
Membangun Minapolitan Berbasis 


Masyarakat, IPB-Bogor 25 Maret 
2010.Bogor. 

Hubeis, A.V.S dan Wasmana, P. 2010. 
Strategi Komunikasi Pemberdayaan 
Masyarakat Melalui  Minapolitan. 
Makalah disampaikan pada Seminar 
Membangun Minapolitan Berbasis 
Masyarakat, IPB-Bogor 25 Maret 
2010.Bogor. 


J. Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol. 6 No. 2 Tahun 2011 


TRANSFORMASI PENGELOLAAN PERAIRAN UMUM DARATAN 
DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR 


Radityo Pramoda dan Zahri Nasution 
Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan 
Jl. KS. Tubun Petamburan VI Jakarta 10260 
Telp. (021) 53650162, Fax. (021) 53650159 
Diterima 21 Februari 2011 - Disetujui 21 Mei 2011 


ABSTRAK 


Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi dan antisipasi dampak ketentuan baru 
Peraturan Daerah (PERDA) Ogan Komering Ilir (OKI) No. 9/2008 tentang Pengelolaan Lebak, Lebung, dan 
Sungai di Kabupaten Ogan Komering llir, yang menjadi otonomi desa. Penelitian ini menggunakan metode 
deskriptif eksploratif melalui pendekatan historis kasuistik yang didukung data primer dan sekunder. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi pengelolaan perairan umum daratan dengan berlakunya 
Perda OKI No. 9/2008 memberikan akses yang lebih besar kepada masyarakat untuk memanfaatkan 
sumber daya ikan. Kewenangan yang dimiliki desa menjadi lebih luas dalam mengatur lebak lebung 
dan sungai. Kurang optimalnya implementasi Perda OKI No. 9/2008 dikarenakan aparatur dan masyarakat 
Desa Berkat belum siap mengadopsi perubahan nilai serta norma baru. Implikasi kebijakan penelitian ini 
adalah perlunya meningkatkan kompetensi aparatur desa melalui pelatihan/pendidikan: memberikan 
sosialisasi secara komprehensif kepada masyarakat: melakukan kontrol dan pendampingan yang konsisten, 
serta menciptakan komunikasi hukum yang baik dalam menerapkan peraturan baru. 


Kata Kunci: transformasi, pengelolaan, perairan umum daratan, lebak, lebung, sungai 


Abstract: Transformation Management of Inland Waters in Ogan Komering Ilir District. By: Radityo 
Pramoda and Zahri Nasution 


This research aimed to review the impact of implementation and anticipate potential impacts 
of the new provisions of Local Regulation No. 9/2008 on Management of Lebak, Lebung, and Rivers in 
Ogan Ilir Komering Ilir regency, which has become an autonom of the village. Research was conducted 
using a descriptive-exploratory method, through historical case approach, supported by primary and 
secondary data. Results show that transformation of the management of inland waters by the enactment 
of Local Regulation No. 9/2008 provides a greater access to the community to utilize fish resources. 
Authority of the village was wider than previous system in terms of arranging the lebak lebung and river. 
Under optimal level of implementation of the Local Regulation No. 9/2008 was due to the apparatus and 
community unreadines to adopt the values changing in and new norms. Policy implications of this research 
were as follows improving the competence of village apparatus through training/education; providing 
comprehensive socialization to the community; doing control and consistent mentoring, and creating a 
good communication law in applying new regulation. 


Keywords: transformation, management, inland waters, lebak, lebung, river 
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PENDAHULUAN 


Menurut UU No. 31 Tahun 2004, 
tentang Perikanan, sebagaimana telah 
diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009, 
tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 
2004, tentang Perikanan (UU Perikanan), 
Pasal 6, Ayat (1): pengelolaan perikanan 
dalam wilayah Republik Indonesia 
dilakukan untuk tercapainya manfaat 
yang optimal dan berkelanjutan, serta 
terjaminnya kelestarian sumber daya 
ikan. Berkaitan dengan hal tersebut pada 
tanggal 25 November 2008, Pemerintah 
Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), 
Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), 
menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten 
OKI No. 9 Tahun 2008, tentang Pengelolaan 
Lebak, Lebung, dan Sungai dalam 
Kabupaten Ogan Komering Ilir (Perda 
OKI No. 9/2008). 


Latar belakang dibentuknya Perda 
OKI No. 9/2008, adalah sebagai upaya 
memanfaatkan lebak, lebung, sungai, dan 
perairan rawa dalam wilayah OKI untuk 
kesejahteraan masyarakat. Maksud dan 
tujuan Perda OKI No. 9/2008 tersebut 
adalah mengatur tata cara pengelolaan 
serta pemanfaatan lebak, lebung, dan 
sungai wilayah kabupaten, adalah guna 
pemberdayaan ekonomi masyarakat 
desa dalam rangka penguatan otonomi 
desa dan peningkatan pendapatan asli desa. 


Dijabarkan melalui Perda OKI No. 
9/2008, dijabarkan lebih lanjut melalui 


Peraturan Bupati OKI No. 44 Tahun 
2008, tentang Tata Cara Pengelolaan 
Lebak, Lebung, dan Sungai dalam 


Kabupaten Ogan Komering Ilir (PERBUP 
OKI No. 44/2008). PERBUP OKI No. 44/ 
2008, kemudian ditindaklanjuti dengan 
Keputusan Bupati OKI No. 500/KEP/D.KP/ 
2008, tentang Penetapan Lebak, Lebung, 
dan Sungai yang Dilelang dan Tidak 
Dilelang serta Harga Standar Lelang Lebak, 
Lebung, dan Sungai Tahun 2008, dengan 
masa pengelolaan terhitung mulai tanggal 
1 Januari 2009 - 31 Desember 2009 dalam 
Kabupaten OKI. Kebijakan dan regulasi 
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tersebut menyebabkan pengelolaan perairan 
umum daratan (PUD) di Sumsel, mengalami 
perubahan kelembagaan sebagai proses 
penyelarasan kebutuhan yang bersifat sosial. 


Perubahan kelembagaan menurut 
Yustika (2006), berarti terjadinya perubahan 
di dalam prinsip regulasi, organisasi, 
perilaku, dan pola interaksi. Perubahan 
egulasi baru di dalam Perda OKI No. 9/ 
2008 yang fundamental adalah tidak lagi 
dilelangnya lebak, lebung, dan sungai, 
melainkan dikembalikan kepada desa. 
Pelaksanaan ketentuan baru kelembagaan 
pemerintah desa dalam beberapa 
kondisi, tidak sesuai dengan sistem sosial 
yang berkembang di masyarakat. Pola 
perubahan kelembagaan dengan adanya 
Perda OKI No. 9/2008, justru memunculkan 
friksi antara kepentingan desa dengan 
keinginan masyarakat dalam mengelola 
dan memanfaatkannya. 


Kurangnya pembelajaran dan 
pemahaman Pemerintah Kabupaten OKI 
terhadap karakteristik wilayah desa, 
memberikan kesan pemberlakuan Perda 
OKI No. 9/2008 terlalu dipaksakan. 
Sehubungan dengan paparan tersebut, 
tujuan dari penelitian ini untuk 
mengidentifikasi perubahan kelembagaan 
dalam pengelolaan PUD. Secara khusus, 
penelitian ini bertujuan menganalisis 
implementasi dan antisipasi dampak 
ketentuan baru Perda OKI No. 9/2008, 
yang menjadi kewenangan desa serta 
mengetahui proses pelaksanaannya. 


METODE PENELITIAN 


Kerangka Pikir 


Hukum dapat berfungsi sebagai sarana 
pembaharuan di dalam masyarakat. Perda 
OKI No. 9/2008, telah memberikan aturan 
dan norma baru guna mewujudkan otonomi 
serta kelanjutan pembangunan desa. 
Ketentuan dan norma baru tersebut 
mengatur mengenai lebak, lebung, dan 
sungai yang tidak dilelang. Pengembalian 
manfaat ekonomi yang lebih besar kepada 
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desa, membawa perubahan kelembagaan 
pengelolaan PUD. Kondisi ini terjadi karena 
adanya pergeseran nilai dan kultur masyarakat 
seiring dengan adanya perubahan waktu. 


Menurut Scott (2008), kelembagaan 
mencakup regulasi, norma, dan elemen 
budaya kognitif, bersama-sama dengan 
kegiatan dan sumber daya yang ada, 
dalam upaya mewujudkan stabilitas serta 
memaknai sesuatu dalam kehidupan sosial. 
Yustika (2006), mengatakan bahwa perubahan 
kelembagaan dianggap mempunyai kekuatan 
aktif (besar) dalam mempengaruhi aspek 
kehidupan sosial, hukum, ekonomi, dan 
lainnya. Kedua pendapat tersebut memberikan 
pandangan, apabila norma yang mengatur 
interaksi sosial berubah maka seluruh pola 
hubungan sosial masyarakat dapat pula 
berubah. 


Keberadaan Perda OKI No. 9/2008 
dan pembangunan kelembagaan, 
merupakan dasar seluruh proses sosial 
maupun pengelolaan sumber daya ikan 
PUD di Desa Berkat (Gambar 1). Perubahan 
kelembagaan dengan berlakunya Perda 
OKI No. 9/2008, memunculkan pengakuan 


Perda OKI/OKI Local Regulation 


Sumberdaya Perikanan PUD/ 


hak atas kekayaan desa dan otonomi 
wilayah PUD. Transformasi kelembagaan 
dapat berperan, karena adanya ikatan 
sosial masyarakat berupa kepemilikan 
bersama dalam melakukan penangkapan 
ikan. Kondisi ini menimbulkan perubahan 
kebiasaan dan relasi sosial masyarakat 
dalam memanfaatkan PUD, sehingga 
memerlukan adanya upaya penyesuaian 
dalam menyikapinya. 


Pendekatan Penelitian 


Penelitian dilakukan 
menggunakan pendekatan 
kasuistik, yaitu memahami 
PUD Sumsel 


dengan 

historis 
pengelolaan 
masa sekarang atas dasar 
peristiwa masa lampau. Pemahaman 
pengelolaan PUD yang dikaji dalam 
penelitian ini, yaitu pada masa pemerintahan 
marga sampai 1982, pemerintahan 
kabupaten 1982 — 2008, dan pemerintahan 
kabupaten 2008 — 2010. Hasil kajian yang 
diperoleh dianalisis untuk memberikan 
gambaran sejarah pengelolaan PUD di 
Desa Berkat, serta perbandingan kebijakan 
yang berlaku pada masa yang berbeda. 


Inland Fishery Resources 


Pengelolaan/ 
Management 


PUD yang tidak dilelang 
dikelola menjadi 
kewenangan desa/ 
An auctioned inland 
water resource to be 
managed by village 


kabupaten/ 


goverment 


PUD yang dilelang 
dikelola oleh pemerintah 


An auctioned inland 
water resource to be 
managed by regencid 


Penyesuaian relasisosial/ 
Adjustment of social relations 


— Kegiatan 
'Transformasi/ : Penangkapan Ikan/ 
‘Transformation ` Fishing activities 


— 
:Kelembagaan/ : 
Institution 


Gambar 1. Kerangka Berpikir Penelitian Perairan Umum Daratan di OKI, 2009 
Figure 1. Logical Framework of the Inland Waters Research in OKI, 2009. 
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Lokasi dan Waktu 


Penelitian dilaksanakan pada bulan 
Juni 2009, di Desa Berkat, Kecamatan 
Sirah Pulau Padang, Kabupaten OKI, 
Provinsi Sumsel. Desa ini dipilih karena 
telah menginternalisasikan Perda OKI 
No. 9/2008. 


Metode Pengumpulan Data 


Data primer dikumpulkan melalui 
wawancara mendalam terhadap informan 
kunci (key person) aparatur Pemerintah 
Daerah OKI, masyarakat, dan aparatur 
pemerintah desa (kepala desa, sekretaris 
desa, dan aparat satuan keamanan) 
Berkat. Data sekunder yang dibutuhkan 
dikumpulkan melalui: UUD 1945: UU No. 
32/2004 tentang Pemerintah Daerah, 
UU No. 31 Tahun 2004, tentang Perikanan 
sebagaimana telah diubah dengan UU 
No. 45 Tahun 2009, tentang Perubahan 
atas UU No. 31 Tahun 2004, tentang 
Perikanan: Perda OKI No. 9/2008 tentang 
Pengelolaan Lebak, Lebung, dan Sungai 
dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir, 


Peraturan Bupati OKI No. 44/2008, 
tentang Tata Cara Pengelolaan Lebak, 
Lebung, dan Sungai dalam Kabupaten 


Ogan Komering Ilir; Keputusan Bupati OKI 
No. 500/KEP/D.KP/2008, tentang Penetapan 
Lebak, Lebung, dan Sungai yang Dilelang 
dan Tidak Dilelang serta Harga Standar 
Lelang Lebak, Lebung, dan Sungai Tahun 
2008 Masa Pengelolaan Terhitung mulai 
Tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 
Desember 2009 dalam Kabupaten OKI: 
hasil penelitian: serta literatur terkait. 


Metode Analisis Data 


Data yang diperoleh dianalisis 
menggunakan metode deskriptif eksploratif. 
Metode deskriptif eksploratif dipilih untuk 
menggambarkan perubahan kelembagaan 
dengan diberlakukannya Perda OKI 
No. 9/2008, yang berpedoman pada 
pelaksanaan tata pemerintahan desa di 
dalam mengelola dan memanfaatkan 
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PUD. Metode ini juga digunakan untuk 
mendapatkan pemahaman mengenai 
ketentuan baru PerdaOKI No. 9/2008, yang 
menjadi kewenangan desa dan fenomena 
pelaksanaannya. 


HASIL DAN PEMBAHASAN 


Gambaran Umum Desa Berkat 


Karakteristik alam di lebak, lebung, 
dan sungai di Desa Berkat, pada saat 
musim hujan mengakibatkan lahan 
persawahan menjadi tenggelam karena 
air pasang. Pada musim ini, alam 
memberikan berkah berupa ikan berlimpah 
untuk dimanfaatkan masyarakat. Istilah 
pemanfaatan sumber daya ikan yang 
dilakukan masyarakat setempat, disebut 
dengan berkarang. Desa Berkat memiliki aliran 
anak Sungai Komering, yang mempunyai 
lebar kurang lebih 10 sampai 12 meter. 
Lokasi penangkapan ikan terletak di wilayah 
Lebak Belanti Il, Ulak Muntate II, dan 
Lebak Muntate III. Efektivitas kegiatan 
penangkapan ikan pada ketiga wilayah 
tersebut, hanya dilakukan selama 2 - 5 bulan. 


Kelembagaan Perairan Umum Daratan 


Pemerintahan desa pada masa 
kolonial diatur di dalam Pasal 118 jo Pasal 
121, Indische Staatsregeling (UUD Hindia 


Belanda). Pada Tahun 1938, melalui 
Inlandsche Gemeente Ordonantie voor 
Buitengewesten (IGOB), Staadblad No. 


490, nama dan persekutuan masyarakat 
asli di bekas Keresidenan Palembang, 
disebut marga. Bentuk dan susunan 
pemerintahannya ditentukan berdasarkan 
hukum adat (Indische Staatsregeling dan 
IGOB, Staadblad No. 490 Tahun 1938 (Widjaja, 
2002). Pada tahun 1965, pemerintah Orde 
Lama melakukan menyeragamkan istilah 
desa melalui penyusunan UU No. 19 
Tahun 1965, tentang Desapraja sebagai 
Bentuk Peralihan untuk Mempercepat 
Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh 
Wilayah Republik Indonesia UU NO. 19 
Tahun 1965 belum sempat dilaksanakan. 
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Penyeragaman nama, bentuk, 
susunan, dan kedudukan pemerintahan 
desa, terlaksana melalui UU No. 5 


Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa 
(UU No. 5/1979). Pemerintahan desa 
berdasarkan UU No. 5/1979, tidak 
memiliki hak pengaturan di bidang hak 
ulayat atau hak wilayah (Widjaja, 2002). 
Pengaturan pemerintahan desa kemudian 
diperbarui melalui UU No. 32 Tahun 
2004, tentang Pemerintahan Daerah (UU 
No. 32/2004). Ketentuan pengaturan 
dan kepengurusan desa berdasarkan UU 
No. 32/2004, didasarkan kepada asal usul 
serta adat istiadat yang diakui sistem 
pemerintahan nasional di daerah 
kabupaten. Terminologi desa menurut UU 
No. 32/2004: 


“kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas-batas wilayah yang berwenang untuk 
mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul 
dan adat istiadat setempat yang diakui dan 
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia”. 


Perubahan kelembagaan pada tiga 
masa pemerintahan, memunculkan 
mekanisme baru pengelolaan PUD di 
wilayah yang dilelang. Manig dalam Yustika 
(2006), mengatakan bahwa tujuan utama 
perubahan kelembagaan adalah untuk 
menginternalisasikan potensi produktivitas 
yang lebih besar. Menurut Yustika (2006), 
perubahan kelembagaan dianggap sebagai 
proses terus menerus yang bertujuan 
memperbaiki kualitas interaksi (ekonomi) 
antar pelakunya. Hak wilayah yang 
dilelang sebelum tahun 1982 diatur di 
dalam Perda Tingkat I, Provinsi Sumsel 


No. 8/Perdass/1973/1974 dan Perda 
Provinsi Sumsel No. 6 Tahun 1978, 
tentang Perubahan Pengaturan Lelang 


Lebak Lebung. 


Pada tahun 1982, ketentuan lelang 
ditata ulang kembali dengan diterbitkannya 
Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumsel 
No. 705/KPTS/II/1982 (SK GUB No. 705/ 
KPTS/II/1982). SK GUB No. 705/KPTS/II/1982. 


Menurut Nasution et al. (2009), memberikan 
wewenang kepada pemerintah kabupaten 
untuk melaksanakan serta mengawasi 
lelang lebak dan lebung. Ketidaksesuaian 
pengaturan lelang berdasarkan SK GUB 
No. 705/KPTS/II/1982 dengan kondisi saat 
ini, menyebabkan Pemerintah Daerah 
OKI perlu untuk mengaturnya kembali 
melalui Perda OKI No. 9/2008. Dinamika 
pengelolaan PUD pada tiga masa 
pemerintahan, dapat dilihat pada Tabel 1. 


Dinamika pengelolaan terkait 
diberlakukannya Perda OKI No. 9/2008 
di dalam Tabel 1, menunjukkan adanya 
penataan kembali kegiatan pelelangan 
PUD di Desa Berkat. Pengaturan mengenai 
tata cara lelang yang digunakan dilakukan 
melalui sistem penawaran bertahap naik 
dan terbuka. Lelang dilaksanakan di muka 
umum dengan masa hak penguasaan 
wilayah lelang selama satu tahun (penawar 
tertinggi wajib membayar kontan dengan 
uang tunai), Apabila penawar tertinggi 
tidak melakukannya, maka pelelangan 
dianggap batal dan dilakukan pelelangan 
ulang. 


Sistem pelelangan dilakukan dua kali 
dan bila tidak ada pemenangnya kembali, 
maka objek lelang tersebut dinyatakan 
tidak laku. Objek lelang yang tidak terjual 
pada lelang umum, akan ditawarkan 
kembali secara terbuka di kantor ibukota 
kabupaten untuk seluruh kecamatan 
(ditentukan bupati). Orang yang 
memberikan penawaran lelang tertinggi, 
serta mampu membayar harganya dan 
dinyatakan sebagai pemenang oleh panitia 
lelang, disebut pengemin. Pengemin 
mempunyai hak mengatur harga dan 
lamanya sewa objek, serta alat tangkap 
untuk mengambil ikan di wilayahnya. 


Pemanfaatan uang hasil lelang 
sebesar 8% ditujukan untuk pembinaan 
teknis, perlindungan, dan pengawasan 
sumber daya ikan dirasakan tidak cukup 
nilainya. Menurut Nasution et al. 
(2009), nilai ini belum memadai apabila 
dibandingkan dengan besarnya uang hasil 
lelang yang diterima. 
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Tabel 1. Dinamika Pengelolaan Perairan Umum Daratan di OKI 1982 — 2010. 


Table 1. Dinamics of Inland Waters Management in OKI 1982 — 2010. 


Komponen 
Perubahan/ 
Component of 
Change 


Pemerintah Marga/ 
Clan Government 
(sampai/until 1982) 


Pemerintah Kabupaten/ 
Disrict Government 
(1982 — 2008) 


Pemerintah Kabupaten/ 
Distric Government 
(2008 — 2010) 


Penanggung jawab 
lelang/Person 
responsible for 
auction 


Pelaksana 
pelelangan/ 
Auctioneer 


Peserta lelang 
yang berhak 
mengadakan 
penawaran/ 
Bidders are 
entitled to make 


offer 


Penetapan objek 
dan harga yang 
dilelangkan/ 
Determination of 
the object and the 
tendered price 


Pasirah (kepala 
pemerintah marga)/ 
Pasirah (head of clan 
government) 


Pasirah/Pasirah 


Masyarakat nelayan 
yang bermukim di 
dalam wilayah marga 
setempat/Fishing 
communities living in 
the territory of the local 
clan 


Objek lelang tidak 
berubah setiap 
tahunnya dan harga 
ditetapkan oleh Pasirah 
(tidak ada harga 
standar perairan yang 
akan dilelang)/The 
object of the auction 
does not change every 
year and the price set 
by Pasirah (there is no 
standard price of water 
that will be auctioned) 


Bupati/Regent 


Camat sebagai ketua 
panitia pelaksana 
pelelangan/Sub-district 
executive as a committee 
chairman auction 


Dapat diikuti oleh 
masyarakat bukan 
nelayan (pedagang) 
yang tidak bermukim 
di wilayah kecamatan 
setempat/ Can be 
participated by the 
society for fishermen 
(traders) who do not 
reside in the territory of 
the local sub-district 


Objek lelang 

berubah setiap tahunnya 
dan harga ditetapkan 
oleh bupati/Object 
auction changes every 
year and the price set by 
the regents 


Bupati dan wakil bupati/ 
Regent and vice regent 


Tingkat kabupaten oleh 
Kepala Dinas Kelautan 
dan Perikanan; tingkat 
kecamatan oleh camat/ 
District level by the Head 
Office of Marine and 
Fisheries; sub- district 
level by sub-district head 


(a) Seluruh masyarakat 
di wilayah kecamatan 
yang berdomisili 
minimal 6 bulan; (b) 
Koperasi dengan bidang 
usaha perikanan/(a) 
The entire community 
in the district who live 
at least 6 months; 

(b) Cooperation with 
enterprises in the 
fisheries 


Objek lelang tidak 
berubah. Harga standar 
ditetapkan oleh 

bupati yang diajukan 
kepada Kepala Dinas 
Kelautan dan Perikanan 
(mempertimbangkan 
usul camat)/The object 
of the auction does not 
change. The standard 
price set by the regents 
which is submitted 

by the Head Office of 
Marine and Fisheries 
Affairs (considering 
proposals sub-district 
head) 
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Lanjutan Tabel 1/Continue Tables 1 


Renner Pemerintah Marga/ Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Kabupaten/ 
Perubahan/ au ah 
Component of Clan Government Disrict Government Distric Government 
Change (sampai/until 1982) (1982 — 2008) (2008 — 2010) 
Pemanfaatan Menjadi pendapatan Menjadi hak pemerintah 50% kas desa; 33% 


uang hasil lelang/ 
Utilization of 

the proceeds of 
quction 


marga yang memliki 
perairan yang 
dilelangkan dan 
digunakan secara 
otonom oleh 
pemerintah marga yang 
bersangkutan/Become 
revenue clan who 
possess the tendered 
waters and used 
autonomously by the 
government concerned 
clan 


Hak pemenang 
lelang (pengemin 
secara umum)/The 
auction winner 
(pengemin rights 
in general) 


Masyarakat nelayan 
yang bermukim di 
dalam wilayah marga 
setempat/Fishing 
communities living in 
the territory of the local 
clan 


kabupaten dan 
dikembalikan sebesar 
10% untuk seluruh desa 
di wilayah kabupaten 
(meskipun desa tersebut 
tidak mempunyai objek 
perairan yang dapat 
dilelangkan)/ Auction 
results to the right of 
local governments and 
returned by 10% for all 
villages in the district 
(although the village 
does not have an object 
that can be tendered 
woters) 


Dapat diikuti oleh 
masyarakat bukan 
nelayan (pedagang) 
yang tidak bermukim 
di wilayah kecamatan 
setempat/ Can be 
participated by the 
society for fishermen 
(traders) who do not 
reside in the territory of 
the local sub-district 


untuk daerah; 2% 
pengawas lelang; 2% 
panitia pelaksana 
kabupaten; 2% panitia 
pelaksana kecamatan; 
3% kepala desa; dan 8 
% pembinaan teknis, 
perlindungan, serta 
pengawasan sumber 
daya ikan/ 

50% village treasury; 
33% for the area; 2% 
auction supervisor; 
2% district executive 
committee; 2% sub- 
district executive 
committee; 3% village 
head; 8% technical 
development, 
protection, as well 

as monitoring of fish 
resources 


(a) Seluruh masyarakat 
di wilayah kecamatan 
yang berdomisili 
minimal 6 bulan: 

(b) Koperasi dengan 
bidang usaha perikanan/ 
(a)The entire community 
in the district who live 
at least 6 months: 

(b) Cooperation with 
enterprises in the 
fisheries 


Sumber: Nasution et al., 2009./Source: Nasution et al., 2009. 


Perbaikan kelembagaan dengan 
adanya Perda OKI No. 9/2008, berdampak 
pada pemberdayaan ekonomi masyarakat 
dan Desa Berkat. Pemberdayaan ini 
diartikan, sebagai kegiatan terbuka 
dengan menggunakan pola pengembangan 
bersama yang bertanggung jawab. 


Kegiatan pengelolaan yang terbuka, 


secara tidak 


langsung mempengaruhi 


tatanan relasi sosial terhadap pola kehidupan 
masyarakat Desa Berkat pada umumnya. 


Pengaruh ini 


terlihat 


melalui adanya 


perubahan relasi sosial antar masyarakat 


dan 


pedagang di 


masa pemerintahan 
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marga, yang lebih mengutamakan hubungan 
perdagangan ikan. Pola relasi sosial yang 
terjadi pada masa itu, telah mempengaruhi 
dasar penetapan harga ikan. Perubahan juga 
terlihat pada masa setelah pemerintahan 


marga, yang menganggap status sosial 
pengemin tidak lagi lebih tinggi dan 
berjasa. 


Kewenangan Desa 


Berlakunya Perda OKI No. 9/2008, 
membuat akses masyarakat untuk 
memanfaatkan wilayah PUD menjadi semakin 
luas dan mudah. Berdasarkan hal tersebut, 
pembahasan kewenangan desa difokuskan 
untuk mengkaji aturan baru PERDA OKI 


waive (Radityo Pramoda dan Zahri Nasution) 


No. 9/2008, mengenai PUD yang tidak 
dilelang. Pengaturan kewenangan 
pengelolaan oleh Desa Berkat terhadap 
lebak, lebung, dan sungai yang tidak 
dilelang, dapat dilihat pada Tabel 2. 


Berdasarkan Tabel 2, penetapan 
kriteria objek pengelolaan lebak, lebung, 
dan sungai yang tidak dilelang, tercantum 
pada Bab Ill, Pasal 3 perda No. 9/2008, 
dimana materinya mensyaratkan kepada 
desa untuk memiliki suaka perikanan. 
Menurut UU 31/2004tentangPerikanan, 
Pasal 7, Ayat (1), kawasan konservasi 
perairan sepert di Desa Berkat disebut 
sungai larangan) merupakan bentuk suaka 
perikanan. 


Tabel 2. Kinerja Implementasi dan Dampak Pemanfaatan PerdaPerairan Umum Daratan di 


OKI, 2008. 
Table 2. Implementation Performance and Utilization Impact of Inland Waters of Local 
Regulation in OKI, 2008. 
Ketentuan/ Perda OKI No. 9/2008/OKI Implementasi/ Dampak/ 
Conditions Local Regulation No. 9/2008 Implementation Impact 
Kriteria objek “Pasal 3/Article 3 Pemerintah Desa Kewenangan 


pengelolaan/ Petunjuk dan persyaratan 


Criteria of penetapan wilayah lebak, 

management ` lebung, dan sungai yang tidak 

object dilelang/Instructions and 
reguirements for zoning lebak, 
lebung, and rivers that are not 
auctioned 

Pola Pasal 4/Article 4 

pengelolaan/ Petunjuk pengelolaan serta 

Patterns of pelestarian sumber daya ikan di 

management lebak, lebung, dan sungai yang 


tidak dilelang/Management 
guidance and preservation 

of fish resources in the lebak, 
lebung, and rivers that are not 
auctioned 


Berkat menetapkan 
batas lebak, lebung, 
dan sungai yang 

tidak dilelang, serta 
konservasi perikanan/ 
Berkat Village 
Government sets limits 
lebak, lebung, and 
rivers that are not 
auctioned areas, and 
fisheries conservation 


Pemerintah Desa Berkat 
menetapkan jenis 
sumber daya ikan yang 
dilarang diambil oleh 
masyarakat/Berkat 
Village Government 
decide the type of fish 
resources is prohibited 
taken by the community 


pemanfaatan lebak, 
lebung, dan sungai 
yang tidak dilelang, 
dapat dikelola oleh 
desa/Utilization 
authority of lebak, 
lebung, and rivers are 
not auctioned, can be 
managed by village 


Keutuhan dan 
kelestarian sumber 
daya ikan di lebak, 
lebung, dan sungai 
yang tidak dilelang, 
dapat terjaga dengan 
baik/Integrity and 
sustainability of fish 
resources in the lebak, 
lebung, and rivers that 
are not auctioned, can 
be better maintained 


Sumber: PERDA OKI No. 9/2008./Source: OKI Local Regulation No. 9/2008. 
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Tabel 3. Kinerja Implementasi dan Dampak Pemanfaatan Perda Perairan Umum Daratan 


di OKI, 2008. 
Table 3. Implementation Performance and Utilization Impact of the Local Regulation on 
Inland Waters in OKI, 2008. 
Ketentuan/ PERDA OKI No. 9/2008/OKI Implementasi/ Dampak/ 
Conditions Local Regulation No. 9/2008 Implementation Impact 
Tata cara Pasal 5/Article 5 Pemerintah Desa Berkat Ketertiban kegiatan 
pemanfaatan Petunjuk tata cara kegiatan mewajibkan setiap orang menangkap ikan di 
sumber penangkapan ikan di lebak, yang ingin menangkapikan, lebak, lebung, dan 
daya ikan/ lebung dan sungai yang melaporkan dan sungai yang tidak 
Procedur of tidak dilelang//nstructions mencatatkan kegiatannya dilelang, dapat 
fish resources ordinances fishing activities kepada aparat desa/Berkat terjamin/Order 
Utilization in the lebak, lebung, and Village Government requires fishing activities in 


rivers that are not auctioned 


every person who wants 

to catch fish, report and 
record its activities to village 
officials 


the lebak, lebung, 
and rivers that are 
not auctioned, can 
be guaranteed 


Sumber: PerdaOKI No. 9/2008./Source: OKI Local Regulation No. 9/2008. 


Konservasi perairan adalah kawasan 
yang dilindungi serta dikelola dengan sistem 
zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan 
sumber daya ikan dan lingkungannya secara 
berkelanjutan. 


Materi Perda OKI No. 9/2008 yang 
mengatur kewenangan pengelolaan serta 
pemanfaatan lebak, lebung, dan sungai 
yang tidak dilelang, diatur di dalam Pasal 4. 
Pasal ini mewajibkan peraturan desa 
memuat tata cara pengelolaan, pemanfaatan, 
dan pelestarian ikan (melalui persetujuan 
Badan Permusyawaratan Desa). Ketentuan 
Perda OKI No. 9/2008, yang mengatur 
mengenai kewenangan pemanfaatan 
sumber daya ikan di lebak, lebung, dan 
sungai yang tidak dilelang, dapat dilihat 
pada Tabel 3. 


Tata cata pemanfaatan sumber daya 
ikan menurut Pasal 5 Perda OKI No. 9/ 


2008 pada Tabel 3, mewajibkan 
masyarakat mendaftarkan diri kepada 
aparat desa untuk memperoleh Surat 
Keterangan Pencatatan Penangkapan 


Ikan. Ketentuan Perda OKI No. 9/2008, 
yang mengatur kewenangan pembinaan 
dan pengawasan dalam rangka menjaga 
kepentingan bersama terhadap lebak, 


lebung, dan sungai yang tidak dilelang, 
dapat dilihat di dalam Tabel 4. 


Soekanto (2008), menyatakan 
bahwa di dalam warga pasti ada warga 
atau pihak tertentu yang tidak mematuhi 
hukum. Penyelewengan tersebut harus 
ditanggulangi, artinya harus dicegah dan 
kalau sudah terjadi harus diatasi (preventif 
dan represi). Upaya menjaga kepentingan 
bersama menurut Pasal 7 Perda OKI No. 9/ 
2008 dalam Tabel 4, merupakan kegiatan 
pembinaan dan pengawasan yang 
dilakukan Pemerintah Desa Berkat, 
Pemerintah Daerah OKI, dan kelompok 
pengawas masyarakat (Pokwasmas). 


Pelaksanaan dan penerapan 
ketentuan Pasal 8 Perda OKI No. 9/ 
2008, membutuhkan adanya kerja sama 
yang sinergis antara pihak terkait guna 
menghindari terjadinya pelanggaran. 
Ketentuan perlindungan dan pengawasan 
sumber daya ikan di dalam Perda OKI 
No. 9/2008, tidak secara tegas mengatur 
lebak, lebung, dan sungai yang tidak 
dilelang, namun materi pasalnya dapat 
dijadikan tinjauan yuridis dalam 
pelaksanaannya (Tabel 5). 
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Tabel 4. Kinerja Implementasi dan Dampak Pemanfaatan Perda Perairan Umum Daratan di 


(Radityo Pramoda dan Zahri Nasution) 


OKI, 2008. 
Table 4. Implementation Performance and Utilization Impact of Inland Waters of Local 
Regulation in OKI, 2008. 
Ketentuan/ Implementasi/ Dampak/ 
Conditions Perda OKI No. 9/2008 Implementation MIREG: 


Pembinaan dan 


Pasal 7/Article 7 


pengawasan/ Petunjuk pembinaan dan 

Developmentand pengawasan dalam menjaga 

supervision kepentingan bersama di lebak, 
lebung, dan sungai yang tidak 
dilelang/Directive guidance 
and supervision in maintaining 
common interests in the lebak, 
lebung, and rivers that are not 
auctioned 

Bentuk Pasal 8/Article 8 

pembinaan dan Petunjuk pembinaan dan 

pengawasan/ pengawasan yang dilakukan 

Form of oleh pemerintah desa/ 

developmentand Directive guidance and 

supervision supervision carried out by 


village government 


Pemerintah Desa Berkat 
membentuk satuan 

keamanan desa sebelum 
adanya Kelompok Pengawas 
Masyarakat (POKWASMAS)/ 
Berkat Village Government 
form a village security force 
before the Kelompok Pengawas 
Masyarakat (POKWASMAS) 


Pemerintah Desa Berkat 
menempatkan satuan 
keamanan desa untuk ikut 
melakukan pembinaan dan 
pengawasan di wilayah lebak, 
lebung, dan sungai yang 
tidak dilelang/Berkat Village 
Government puts the village 
security forces to join do 
coaching and supervision in 
lebak, lebung, and rivers that 
are not auctioned 


Keberlanjutan sumber 
daya ikan di lebak, 
lebung, dan sungai 
yang tidak dilelang, 
dapat terjaga dengan 
baik/The sustainability 
of fish resources in 

the lebak, lebung, and 
rivers that are not 
auctioned can be better 
maintained 


Tindakan sewenang- 
wenang dan 
pelanggaran dalam 
pengelolaan di lebak, 
lebung, dan sungai 
yang tidak dilelang, 
dapat dihindari/ 
Arbitrary actions 
and abuses in the 
management of the 
lebak, lebung, and 
rivers that are not 


auctioned, can be avoid 


Sumber: Perda OKI No. 9/2008./Source: OKI Local Regulation No. 9/2008. 


Pasal 22 Perda OKI No. 9/2008 
(Tabel 5), menegaskan bahwa Pemerintah 
Daerah OKI mempunyai kewenangan 


tertinggi melakukan pembinaan, pengawasan, 
pengendalian dan perlindungan ikan, serta 
lingkungannya. Ketentuan perlindungan 
serta pengawasan dapat disimpangi untuk 
kepentingan riset dan ilmu pengetahuan, yang 
dituangkan di dalam naskah kesepakatan. 
Ketentuan Perda OKI No. 9/2008, yang 
mengatur mengenai larangan dan sanksi, 
(Tabel 6). 


Pasal 23, 24, dan 32, Perda OKI No. 9/ 
2008 (Tabel 6), meskipun tidak secara 
langsung terkait dengan lebak, lebung, 
dan sungai yang tidak dilelang, isi materi 
pasalnya dapat dijadikan pedoman untuk 
mengaturnya. Menurut Hoebel (2006), 
hukum berfungsi menjelaskan hubungan 
antara anggota masyarakat dan aktivitas 
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yang boleh, serta dilarang oleh hukum. 


Khusus mengenai materi ketentuan 
larangan dan sanksi, PerdaOKI No. 
9/2008 memberi kewenangan penuh 


kepada Pemerintah Desa Berkat untuk 
mengaturnya menurut kebutuhan desa. 
Maksud adanya petunjuk larangan dan 
sanksi agar dalam pengelolaan lebak, 
lebung, dan sungai yang tidak dilelang 
dapat dilaksanakan dengan tertib, serta 
hasilnya dapat dirasakan oleh desa dan 
masyarakat. 


Pelaksanaan PERDA OKI No. 9/2008 
Pemanfaatan Sumber Daya Ikan 


Soekanto (2008), memandang 
hukum sebagai sarana untuk menciptakan 
keadaan tertentu, dan berperan sebagai 
sarana untuk mengadakan perubahan 
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atau pembangunan. Pendapat tersebut 
menegaskan, bahwa penguasaan atau 
pengarahan proses sosial dengan 
diberlakukannya Perda OKI No. 9/2008, 
disebut (social engineering). Menurut 
Podgorecki dalam Abdurrahman (2009), 
asas di dalam usaha social engineering: 
(1) penggambaran situasi yang dihadapi 
dengan baik, (2) analisa terhadap penilaian, 
(3) verifikasi hipotesa, dan (4) pengukuran 


efek peraturan. Asas inilah yang tidak 
diperhatikan Pemerintah Daerah OKI saat 
menerapkan Perda OKI No. 9/2008 di Desa 
Berkat. 


Ranah persoalan tentang hukum 
sekarang ini tidak lagi merupakan legalitas 
formal, penafsiran, dan penerapan pasal 
peraturan secara semestinya. Persoalan 
hukum telah bergerak ke arah penggunaan 
hukum sebagai sarana untuk membentuk 


Tabel5. Kinerja Implementasi dan Dampak Pemanfaatan Perda Perairan Umum Daratan di 
OKI, 2008. 
Table 5. Implementation Performance and Utilization Impact of Inland Waters Local 
Regulation in OKI, 2008. 
Ketentuan/ Implementasi/ Dampak/ 
Conditions Perda OKI No. 9/2008 Implementation Impact 


Pasal 22/Article 22 


Petunjuk pelestarian 


Perlindungan 
dan pengawasan 


Pemerintah Desa Berkat melakukan 
pengendalian dan perlindungan 


Kelestarian sumber 
daya ikan di kawasan 


sumber daya sumber daya ikan dan sumber daya ikan, serta lebak, lebung, 

ikan/Protection lingkungan di wilayah lingkungannya dengan menetapkan dan sungai yang 

and surveillance lebak, lebung, dan sungai/ ketentuan ketentuan: tidak dilelang, 

of fish resources Hint conservation of 1. Menangkap ikan yang akan dan/ dapat terjamin/ 
fish resources and the atau sedang bertelur, Sustainability of fish 


N 


environment in the lebak, 
lebung, and river 


w 


. Menggunakan empang yang 
memotong badan sungai yang 
tidak dilelang; 

Menangkap anak-anak ikan dalam 
masa pertumbuhan menjelang 


resources in the area 
of lebak, lebung, and 
rivers that are not 
auctioned, can be 
guaranteed 


dewasa/besar, dan ketika air mulai 
naik (awal bulan Januari - 
akhir bulan Maret); 


+ 


. Mengidentifikasi jenis alat 


penangkapan ikan yang 
diperbolehkan untuk digunakan 
masyarakat; 

5. Menangkap, mengangkut, dan 


memperdagangkan anakan ikan/ 
Berkat Village Government do 


control and protection of fish 
resources, and environment by 
establishing provisions: 


= 


. Prohibiting fishing and/or are 


laying eggs; 


N 


. Prohibiting use of cutting pond the 


river that are not auctioned; 


Ww 


. Prohibiting capture little fish in the 


growth towards the adult large, 
and when water starts to rise (early 
January - end of month March); 


A 


. Identify types of fishing gear are 


allowed to use community 
5. Prohibiting capture, transport and 
trade fry 


Sumber: Perda OKI No. 9/2008./Source: OKI Local Regulation No. 9/2008. 
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tata kehidupan baru sesuai dengan kondisi 
saat ini. Akibat hukum diberlakukannya 
PerdaOKI No. 9/2008, menimbulkan 
adanya perubahan kebiasaan di Desa 
Berkat. Perubahan yang terjadi, diketahui 
dengan besarnya akses masyarakat untuk 
memanfaatkan sumber daya ikan di lebak 


dan lebung, dibandingkan peraturan 
sebelumnya. 
Pemanfaatan yang dilakukan 


masyarakat Desa Berkat, pada kenyataannya 
belum memperhatikan ketentuan Perda 
OKI No. 9/2008. Masyarakat masih ada 
yang menggunakan alat tangkap yang 


dilarang, menangkap ikan kecil dalam 
masa pertumbuhan, dan menangkap 
ikan yang akan bertelur!. Lambatnya 


dns (Radityo Pramoda dan Zahri Nasution) 


penanganan terhadap setiap pelanggaran 
yang terjadi, dikarenakan adanya anggapan 


bahwa untuk melakukan tindakan hukum 


harus terlebih 
peraturan desa”. 


dahulu 


mempunyai 


Pengaturan Alat Tangkap 


Merujuk kepada 


Perda OKI No. 


9/2008, dalam upaya menjaga populasi 
sumber daya ikan di wilayah lebak, lebung, 
dan sungai yang tidak dilelang, Pemerintah 
Desa Berkat mengatur jenis alat tangkap 
yang dilarang dan tidak dilarang. Jenis 
alat tangkap yang dilarang dan masih 


digunakan oleh 


masyarakat Desa 


Berkat, yaitu tuguk (dioperasikan secara 


menetap)». 


Tabel 6 Implementasi dan Dampak Implementasi Perda Perairan Umum Daratan di 


OKI, 2008. 
Table 6. Implementation of Local Regulation of its Inland Waters at OKI, 2008. 
Ketentuan/ PERDA OKI No. 9/2008 Implementasi/ Dampak/ 
Conditions Si Implementation Impact 
Larangan/ Pasal 23 dan Pasal 24/ Pemerintah Desa Berkat Ketertiban pelaksanaan 
Prohibition Article 23 and Article 24 menentukan kriteria bentuk kegiatan penangkapan 
Petunjuk larangan di dalam kegiatan yang dilarang ikan di lebak, lebung, 
mengelola sumber daya ikan di untuk dilakukan dalam dan sungai yang tidak 
lebak, lebung, dan sungai secara memanfaatkan sumber dilelang, dapat terjamin/ 
umum/Hint ban on managing daya ikan di wilayah lebak, Order fishing activities 
fish resources in the lebak, lebung, dan sungai yang in the lebak, lebung, 
lebung, and rivers in general tidak dilelang/Berkat Village and rivers that are 
Government determine the not auctioned, can be 
criteria of activities that guaranteed 
are prohibited to be done 
in exploiting fish resources 
the lebak, lebung, and rivers 
that are not auctioned 
Sanksi/ Pasal 32/Article 32 Penerapan sanksi yang Tindakan pelanggaran 
Sanction Petunjuk pelaksanaan hukuman diberlakukan oleh hukum dalam 


terhadap pelaku tertentu yang 
telah dianggap melakukan 
pelanggaran/Hint execution of 
certain actors that have been 
deemed in violation 


Pemerintah Desa Berkat, 
meliputi pidana dan 
perdata/Application of 
sanctions imposed by the 
Berkat Village government, 
including criminal and civil 


pemanfaatan lebak, 
lebung, dan sungai yang 
tidak dilelang dapat 
dicegah/Unlawful acts 

in the use of lebak, 
lebung, and rivers that 
are not auctioned, can be 
prevented 


Sumber: Perda OKI No. 9/2008./Source: OKI Local Regulation No. 9/2008. 


'Hasil wawancara dengan petugas satuan keamanan Desa Berkat (19 Juni 2009). 
2Hasil wawancara dengan dengan Kepala Desa Berkat (17 Juni 2009). 
3Hasil wawancara dengan petugas satuan keamanan Desa Berkat (19 Juni 2009). 
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Tuguk merupakan alat penangkapan 
ikan yang berbentuk jaring berkantong 
dan dioperasionalkan dengan metode 
menghadang ruaya (migrasi) ikan di sungai. 
Alat tangkap ini dilarang karena 
dapat mengganggu, menghambat, dan 
membahayakan lalu lintas perairan”. 


Menurut Husnah et al. (2006), tuguk 
baris/awangan digunakan untuk menangkap 
Udang (Macrobrachium spp), sedangkan 


tuguk bilis/layangan digunakan untuk 
menangkap ikan Bilis (Rasbora spp) dan 
Julung-julung (Zenarchopterus spp). Cara 
penangkapan ikan yang juga dilarang 
adalah dengan menggunakan bahan 
kimia, bahan biologi, bahan peledak, dan 
aliran listrik setrum. Jenis alat tangkap 
yang tidak dilarang oleh Pemerintah Desa 
Berkat untuk digunakan di wilayah lebak, 
lebung, dan sungai yang tidak dilelang, 
dapat dilihat pada Tabel 7. 


Tabel 7. Jenis Alat Tangkap dan Ikan Tangkapan yang Diizinkan pada Perairan Umum Daratan 


di OKI, 2006. 


Table 7. Type of Permitted Fishing Gear and Fish Caught in Inland Waters in OKI, 2006. 


Alat Tangkap/ 
Fishing Gear 


Jala/Cast net 


Ikan Tangkapan/Fish Catch 


Lumajang (Chyclocheilichthys enoplos), Siumbut Labiobarbus ocellatus), 


Sepatung (Pristolepis grootii), Are manis (Osteochilus schlegeli), 

Kojam (Labiobarbus spp), Udang (Macrobrachium spp), Lampam (Barbodes 
schwanenfeldii), Kepa (Puntioplites spp), Palau (Osteochilus hasseltii), 
Sihitam (Labeo chrysophekadion), Berengit (Mystus nigriceps) 


Jaring insang/ 
Gillnets 


Pengilar/Traps 


Sepat siam (Trychogaster pectoralis), Sepat merah mato (Trychogaster 
trichopterus), Sapil (Helostoma spp), dan Betok (Anabas testudineus) 


Jentulu (Barbichthys laevis), Palau (Osteochilus hasseltii), Lampam (Barbodes 


schwanenfeldii), Seluang (Rasbora spp), Udang (Macrobrachium spp), Gabus 
(Channa striata), Sepat siam (Trychogaster pectoralis), Tembakang (Helostoma 
temminckii), Sapil (Helostoma spp), Selincah (B. hasselti), Betok (Anabas 


testudineus) 


Bubu/Traps 


Baung (Mystus nemurus), Sihitam (Labeo chrysophekadion), Berengit 


(Mystusnigriceps), Sepengkah (Parambasi wolffii), Kepras (Puntioplites 
waandersi), Kojam (Labiobarbus spp), Seluang (Rasbora spp), Layang 
(barbichthys spp), Udang (Macrobrachium spp), Belut (Monopterus spp) 


Seruo/Small traps — Seluang (Rasbora spp) 
Pancing dan 

rawai/Fishing rod 
and hook and line 


Udang (Macrobrachium spp), Juara (Pangasius polyuranodon), Patin (Pangasius 
pangasius), Bulu ayam (Coilia lindmani), Sepat siam (Trychogaster pectoralis), 
Lele (Clarias spp), Betok (Anabas testudineus), Gabus (Channa striata), Lais 


(Kryptopterus schilbeides), Seluang (Rasbora spp), Baung (Mystus nemurus), 
Lampam (Barbodes schwanenfeldii), Tilan (Mastecembelus spp), Layang 


(Barbichthys spp) 


Tangkul/Liftnet 
brachypopterus) 


Seluang (Rasbora spp), Lambak (Thycnichthys polylepis), Riu-riu (Pseudeutropius 


Sumber: Husnah et al., 2006./Source: Husnah et al., 2006. 


4Hasil wawancara dengan Kepala Desa Berkat (19 Juni 2009). 
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Sosialisasi 


Montesguieu (2007), menyatakan 
bahwa hukum haruslah ringkas dan mudah 
dimengerti, sehingga ia akan berarti bagi 
siapapun yang membacanya. Cakupan 
materi Perda OKI No. 9/2008, merupakan 
rangkaian bahasa yang membutuhkan 
pendalaman lebih untuk dimengerti 
maksudnya. Hal ini menuntut adanya 
keseriusan proses sosialisasi secara 
holistik, agar rumusan pasalnya bisa 
dipahami dan dilaksanakan dengan baik 
oleh desa. Menurut Abdurrahman (2009), 
proses sosialisasi hukum sangat diperlukan 
agar masyarakat berperilaku sebagaimana 
yang diharapkan oleh hukum. Sosialisasi 
Perda OKI No. 9/2008, pada pelaksanaannya 
tidak tersampaikan dengan baik kepada 
Pemerintah Desa Berkat. 


Kendala ini dikarenakan kurangnya 
sumber daya manusia (SDM) yang terampil 
hukum di Desa Berkat dalam memahami 
materi pasalnya”. Menurut Soekanto 
dalam Abdurrahman (2009), derajat tinggi 
rendahnya kepatuhan terhadap hukum 
positif tertulis, salah satunya didasarkan 
pengetahuan dan pemahaman hukum. 
Pengenalan rancangan peraturan desa 
oleh Kepala Desa Berkat, ternyata kurang 
mendapat respon yang baik juga oleh 
sebagian masyarakat. Kondisi tersebut, 
disebabkan masyarakat kurang memahami 
dengan baik tujuan peraturan desa yang 
disampaikan. Masyarakat beranggapan, bahwa 
pemberlakuan peraturan desa hanya 
diperuntukkan bagi kepentingan Kepala 
Desa dan sekelompok orang tertentu saja". 


Tidak adanya aparatur Pemerintah 
Kabupaten OKI yang membantu atau 
mendampingi menjelaskan kepada 
masyarakat, membuat rancangan peraturan 


(Radityo Pramoda dan Zahri Nasution) 


desa Berkat tidak — terinformasikan 
dengan baik’. Menanggapi hal tersebut, 
Pemerintah Daerah OKI menyatakan bahwa 
proses sosialisasi yang mereka lakukan 
sudah sesuai dengan yang diharapkan. 
Kenyataan ini membuktikan, bahwa 
koordinasi antara Pemerintah Daerah OKI 
dengan Pemerintah Desa Berkat tidak 
berjalan dengan baik. Pelaksanaan sosialisasi 
yang kurang baik, menyebabkan hanya 
beberapa desa saja di Kabupaten OKI yang 
sudah memberikan rancangan peraturan 
desa untuk disetujui, termasuk salah satunya 
Desa Berkat. 


Komunikasi Hukum 


Faktor interval waktu yang terlalu 
lama sejak diberlakukannya Perda OKI 
NO. 9/2008, dengan pengajuan rancangan 
peraturan desa Berkat, seakan-akan tidak 
disadari sebagai suatu hambatan. Situasi 
ini menggambarkan, bahwa Pemerintah 
Daerah OKI tidak menggunakan fungsinya 
melalui komunikasi hukum untuk 
mengatasinya. Menurut Friedman (2009), 
komunikasi hukum merupakan persyaratan 
pokok sistem hukum. Tidak ada seorangpun 
dapat berperilaku menurut hukum, kalau 
ia tidak mengetahui apa isi atau apa yang 
diatur oleh hukum itu. 


Pembuatan peraturan desa oleh 
Pemerintah Desa Berkat, pada kenyataannya 
kurang mendapat pengontrolan oleh 
Pemerintah Daerah OKIP. Kontrol ini 
diperlukan guna mengetahui hambatan 
yang dialami Pemerintah Desa Berkat 
dalam melaksanakan Perda OKI 
No. 9/2008. Kesan yang ditimbulkan, 
bahwa komunikasi hukum yang dilakukan 
Pemerintah Daerah OKI hanya untuk memenuhi 
syarat formal saja, yaitu dengan dimuatnya 
dalam Lembaran Daerah. 


SHasil wawancara dengan aparatur Pemerintah Daerah OKI (17 Juni 2009). 
6Hasil wawancara dengan masyarakat Desa Berkat (19 Juni 2009). 


"Hasil wawancara dengan Kepala Desa Berkat (19 Juni 2009). 


8Hasil wawancara dengan aparatur Pemerintah Daerah OKI (17 Juni 2009). 


?Hasil wawancara dengan Kepala Desa Berkat (17 Juni 2009). 
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Penetapan Batas Desa 


F. C. von Savigny dalam Samidjo 
(1986), mengemukakan bahwa hukum 
tidak dapat dibuat, terkecuali terjadi atau 
diproses bersama-sama dengan masyarakat. 
Penentuan batas desa yang ditetapkan 


Pemerintah Kabupaten OKI, memiliki 
perbedaan berdasarkan pemahaman 
masyarakat dan Pemerintah Desa 


Berkat'?. Situasi ini menunjukkan, bahwa 
Pemerintah Daerah OKI tidak 
mengikutsertakan dan memahami peranan 
masyarakat sebagai salah satu faktor 
pembentukan hukum. Batas antar desa 
tetangga hanya diketahui dengan adanya 
pohon yang sudah tumbuh sejak dahulu, 
dan diyakini masyarakat sebagai penanda 
wilayah Desa Berkat!!. 


Adanya perbedaan mengenai batas 
wilayah desa, menimbulkan ketidakpastian 
dan rasa tidak percaya terhadap kredibilitas 
produk hukum yang dibuat oleh pembuat 
kebijakan. Menurut Sulistyowati Iriyanto 
dalam Cahyadi dan Danardono (2009), 
kenyataan ini memperlihatkan kegagalan 
pembangunan hukum. Kegagalan ini 
dikarenakan, Pemerintah Kabupaten OKI 
tidak memberikan ruang kepada masyarakat 
untuk memberikan suaranya dalam 
perancangan skema keadilan 
Pengembangan desa dewasa ini tidak bisa 
hanya mengandalkan aset desa saja, 
faktor lain yang lebih penting adalah 
memberdayakan SDM sebagai pengelola 
desa bersama masyarakat. 


Penegakan Hukum di Desa Berkat 


Sebelum adanya peraturan desa 
sebagai hukum positif tertulis, Pemerintah 
Desa Berkat menjadikan Perda OKI No. 
9/2008 sebagai panduan pengelolaan serta 
pemanfaatan lebak, lebung, dan sungai 
yang tidak dilelang??. Keinginan Pemerintah 


Desa Berkat melaksanakan Perda OKI 
No. 9/2008, kurang mendapatkan perhatian 
masyarakat karena pengaturannya masih 
bersifat umum dan kurang teknis”. 
Masyarakat Kabupaten OKI merasa dengan 
berlakunya Perda OKI No. 9/2008, mereka 
memiliki hak untuk memanfaatkan lebak, 
lebung, dan sungai di wilayahnya maupun 
di wilayah desa lain. 


Kondisi ini menyebabkan pemanfaatan 
lebak, lebung, dan sungai di Desa Berkat, 
dilakukan juga oleh masyarakat luar desa. 
Keberadaan masyarakat luar desa, telah 
menimbulkan adanya kasus kehilangan 
kapal dan alat tangkap. Kejadian itu 
memunculkan konflik dengan masyarakat 
yang berada di luar Desa Berkat". Faktor 
yang membuat kinerja satuan keamanan 
belum maksimal, karena tidak ada aparat 
penegak hukum yang mendampingi, serta 
tidak seimbangnya jumlah petugas dengan 
luas wilayah yang diawasi. 


KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 


Kesimpulan 


a. Kelembagaan desa pada tiga masa 
pemerintahan memberikan peran yang 
menentukan bagi pengambil kebijakan, 
sebagai perencanaan pengelolaan 
sumber daya PUD di wilayah Sumsel 
maupun Desa Berkat. Transformasi 
pengelolaan PUD dengan berlakunya 
Perda OKI No. 9/2008, menunjukkan 
adanya peran masyarakat yang lebih 
besar dalam memanfaatkan sumber daya 
ikan. 


b. Ketentuan di dalam Perda OKI No. 9/2008, 
memberikan kewenangan yang luas bagi 
Pemerintah Desa Berkat untuk mengatur 
pengelolaan lebak, lebung, dan sungai 
yang tidak dilelang secara mandiri, demi 
terciptanya kemakmuran desa. 


10Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Berkat (18 Juni 2009). 

“Hasil wawancara dengan masyarakat dan Kepala Desa Berkat (18 Juni 2009). 
Hasil wawancara dengan masyarakat Desa Berkat (19 Juni 2009). 

18Hasil wawancara dengan masyarakat Desa Berkat (17 Juni 2009). 

14Hasil wawancara dengan aparat keamanan Desa Berkat (18 Juni 2009). 
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c. Implementasi Perda OKI No. 9/2008 
di Desa Berkat, menunjukkan bahwa 
proses sosialisasi serta komunikasi 
hukum belum berjalan dengan baik, 
karena kurangnya koordinasi dan 
pengontrolan oleh Pemerintah Daerah 
OKI; perbedaan pemahaman batas desa 
telah menimbulkan ketidakpastian bagi 
masyarakat; tidak optimalnya pelaksanaan 
penegakan hukum karena tidak ada aparat 
yang mendampingi satuan keamanan 
desa. 


Implikasi Kebijakan 


a. Pemerintah Kabupaten OKI perlu 
melakukan koordinasi dengan Pemerintah 
Desa Berkat untuk meningkatkan 
kapabilitasaparaturdesamelaluipelatihan/ 
pendidikan, agar tugas dan fungsinya 
selaras dengan amanat diberlakukannya 
suatu peraturan. Memposisikan SDM 
sebagai human capital, membuat Desa 
Berkat mampu berdiri sendiri secara 
otonom dan aset yang dimiliki dapat 
dikelola dengan baik. 


b. Pemerintah Daerah OKI wajib 
melaksanakan sosialisasi yang 
komprehensif kepada masyarakat, 


melakukan kontrol dan pendampingan 
secara konsisten, serta menciptakan 
komunikasi hukum yang terorganisasi 
dalam menjabarkan Perda OKI No. 9/2008. 
Hal ini dimaksudkan, agar setiap kendala 
yang timbul dengan berlakunya Perda 
OKI No. 9/2008, dapat diantisipasi dengan 
baik, serta mencegah terjadinya konflik 
akibat adanya perubahan aturan dan 
norma. 
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ABSTRAK 


Kuantitas produksi udang tambak Indonesia meningkat signifikan dalam dua dekade terakhir, 
dari 97,2 ribu ton tahun 1989 menjadi 352 ribu ton tahun 2010, dengan puncaknya 409 ribu ton pada 
tahun 2008. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kinerja produktivitas tambak udang dan mengetahui 
faktor-faktor yang mempengaruhi TFP menggunakan pendekatan angka Indeks Torngvist Theil. 
Hasil studi menunjukkan bahwa pertumbuhan udang tambak Indonesia periode 1989-2008 lebih karena 
pertumbuhan input/faktor produksi bukan karena pertumbuhan TFP. TFP berfluktuasi disebabkan 
belum berhasil diatasinya permasalahan penyakit. Hasil konfirmasi pada tingkat lapang menggunakan 
data primer dari 163 petak tambak menunjukkan bahwa serangan penyakit berpengaruh negatif 
dan signifikan terhadap TFP. Intensifikasi, benur bersertifkat, dan lamanya pendidikan berkorelasi 
positif, akan tetapi kondisi riil Indonesia berbeda yaitu mayoritas tambak dikelola secara non intensif. 
Studi ini juga menunjukkan bahwa luas pengusahaan dan sistem kerjasama antara pembudidaya dengan 
lembaga pemasaran lainnya berpengaruh negatif terhadap TFP. Terkait dengan hal itu, pemerintah perlu 
memprioritaskan meningkatkan produktivitas dengan mengatasi serangan penyakit melalui penambahan 
anggaran riset bidang penyakit, penyediaan benur bermutu, peningkatan sumber daya manusia (SDM). 
Selain itu, diperlukan regulasi dalam hal pengaturan pola tanam dengan penggantian species yang dapat 
memutus rantai penyakit. Disamping itu, direkomendasikan agar mengurangi padat penebaran. 


Kata Kunci: : produktivitas, TFP, Udang tambak, Indonesia 


Abstract : Productivity Performance and Factors Influencing to the Total Factor Productivity (TFP) 
of Indonesia Shrimp Cultured. By: Ono Juarno, Rina Oktaviani, Akhmad Fauzi and Nunung 
Nuryartono. 


Production of Indonesian shrimp cultured has experienced a tremendeous growth during the last 
two decades with its peak performance at 409 metric tons in the year of 2008. The objective of this 
research was to analyze productivity performance of Indonesian shrimp cultured using the 
Torngvist Theil Index and its determinants. Results showed that source of growth was mainly due to 
input gowth. TFP fluctuations were mainly because of disease outbreaks. Using field data comprises a 
total of 163 ponds confirm that disease outbreaks plays an important role in lowering TFP. Intensification, 
fry certification, and education halved a positive correlation with TFP. However, the Indonesian shrimp 
farmers in majority cultured the shrimps using traditional system. On the other hand, cooperation between 
farmers and other marketing institution and total pond area show a negative effects on achieving higher 
TFP. Therefore, the government could improve farmed shrimp productivity through increasing research 
budget on diseases, improving seed quality and human resources. The government should also put a 
priority regulation on changing cropping system accompanied by changing shrimp species cultured so that 
carrier agents of diseases can be broken. Apart from these, lowering stocking density was also suggested. 


Keyword : productivity, TFP, shrimp cultured, Indonesia 
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PENDAHULUAN 


Produktivitas merupakan salah satu 
faktor penting penentu pertumbuhan ekonomi. 
Menurut Asche et al. (2007), produktivitas 
merupakan sumber pertumbuhan pada 
komoditas perikanan yang produksinya 
meningkat signifikan seperti ikan Salmon. 
Demikian halnya dengan udang, kuantitas 
produksi udang hasil budidaya di dunia 
meningkat signifikan dari 0.17 juta ton pada 
tahun 1984 menjadi 3.20 juta ton tahun 2008. 
Akibatnya, proporsi udang hasil budidaya 
terhadap total produksi udang dunia 
meningkat dari 9.2% pada tahun 1984 
menjadi 43.0% pada tahun 2008. Peningkatan 
tersebut disebabkan kemajuan dibidang 
pakan, manajemen tambak, dan pembenihan 
berupa introduksi udang vaname 
(Litopenaeus vannamei) ke negara-negara 
di Asia pada tahun 2000. Udang vaname 
memiliki produktivitas sekitar tiga kali 
lebih tinggi dibandingkan dengan produktivitas 
udang windu (Penaeus monodon) 
(Wyban, 2007). 


Di Indonesia, kuantitas produksi 
udang hasil budidaya juga meningkat nyata 
dalam 20 tahun terakhir, dari hanya 97.2 ribu 
ton pada tahun 1989 menjadi 352.0 ribu ton 
pada tahun 2010. Puncaknya terjadi pada 
tahun 2008 dengan kuantitas produksi 
sebanyak 409.6 ribu ton. Akan tetapi, dengan 
luas tambak 350 ribu Ha, capaian tersebut 
masih jauh dibandingkan Thailand yang hanya 
memiliki luas tambak sekitar 64 ribu Ha. 
Thailand mampu memproduksi udang 
sekitar 500 ribu ton per tahun pada periode 
2007-2010 dan bahkan pada tahun 2009, 
Asosiasi Pembudidaya Thailand berencana 
mengurangi produksi dalam rangka menjaga 
penurunan harga (The Nation, 2009), 
walaupun pada akhirnya, rencana tersebut 
batal karena udang tambak di negara eksportir 
lain termasuk Indonesia terkena serangan 
penyakit. 

Studi ini menganalisis kinerja 
produktivitas dalam peningkatan kuantitas 


produksi udang tambak Indonesia, dan 
menganalis faktor-faktor yang mempengaruhinya. 
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Studi kebijakan sebelumnya seperti 
International Finance Corporation (IFC) (2006, 
2007), USAID (2006), dan World Bank (2006) 
berturut-turut untuk Indonesia, Nigeria, 
Bangladesh, dan Pakistan, menunjukkan 
pentingnya peningkatan produktivitas dan 


mutu agar udang dari negara-negara 
tersebut mampu bersaing di pasar 
internasional. Hasil studi ini diharapkan 
berguna sebagai bahan informasi dan 


pertimbangan menyusun kebijakan produksi 
udang tambak Indonesia. 


METODOLOGI 


Lokasi dan Waktu Penelitian 


Produktivitas tambak udang kurun 
waktu 1989-2008 dianalisis pada tingkat 
nasional, dan hasilnya dikonfirmasi pada 
tingkat lapang. Pada tingkat lapang, lokasi 
dipilih secara sengaja (purposive) yaitu 
tambak di Provinsi Jawa Timur, dan dibandingkan 
dengan tambak di luar Provinsi Jawa Timur 
(Provinsi Lampung, Sulawesi Selatan, NTB, 
dan Jawa Barat). Provinsi Jawa Timur 
dipilih karena mempunyai sistem usaha 
budidayanya lengkap mulai dari ekstensif 
(termasuk sistem organik), semi intensif, dan 
intensif. Jawa Timur juga memiliki aktivitas 
perikanan yang lengkap sejak produksi 
sampai dengan pemasaran. Provinsi Lampung 
merupakan menyumbang terbesar produksi 
udang di Indonesia karena keberadaan 
perusahaan terintegrasi di bawah CP Prima 
Grup (PT. Wahyuni Mandira, PT Aruna 
Wijaya Sakti, dan PT. Central Pertiwi 
Bahari). Tambak di Provinsi Sulsel mayoritas 
dikelola secara semi intensif dan ekstensif, 
sedangkan NTB merupakan daerah 
pengembangan tambak dan Jawa Barat 
merupakan daerah yang pernah mengalami 
kejayaan pada usaha budidaya udang tahun 
1990-an. Secara kumulatif, kuantitas produksi 
udang dari Jawa Timur, Lampung, dan Sulsel 
mencapai sekitar 70% dari total produksi udang 
tambak Indonesia. Waktu pengumpulan 
data dilaksanakan pada Desember 2009 
sampai dengan Maret 2010. 


Data dan Sumber Data 


Analisis produktivitas tambak udang 
pada tingkat nasional menggunakan data 
sekunder yang berasal dari Statistik Perikanan 
Budidaya (Ditjen Perikanan Budidaya, 
KKP), Survey Perusahaan Perikanan (BPS), 
dan Statistik Harga Perdagangan Besar 
Beberapa Provinsi di Indonesia (BPS). Salah 
satu kelemahan dari data sekunder di 
negara berkembang, seperti Indonesia, adalah 
kualitas data. Hal itu juga yang menjadi 
keterbatasan analisis pada tingkat nasional 
dari studi ini. Konfirmasi pada tingkat lapang 
menggunakan data primer berasal dari 
responden di daerah lokasi penelitian. Data 
mencakup kuantitas dan harga baik untuk 
input (faktor produksi) maupun output 


pada usaha budidaya udang. Informasi 
ditanyakan dan dielaborasi melalui 
wawancara langsung menggunakan 


kuesioner terstruktur. Beberapa simplifikasi 
dilakukan pada studi ini sehingga hasilnya 
mungkin bias ke atas maupun ke bawah. 
Hasil produksi tambak mencakup udang 
windu, udang putih, udang vaname, 
udang api-api dan ikan bandeng, 
disederhanakan menjadi udang windu, 
udang putih, dan bandeng. Obat-obatan juga 
beragam terkait pencegahan seperti kapur, 
dolomit, probiotik, pupuk dan terkait 
pemberantasan hama seperti pestisida. 
Pada studi ini obat-obatan yang digunakan 
setara kapur. Listrik sebagian menggunakan 
BBM dan sebagian berasal dari PLN 
menjadi setara pemakaian listrik dari PLN. 
Dummy kerjasama juga disimplikasi berupa 
pembudidaya yang melakukan kerja sama 
dalam arti luas yaitu baik dengan pedagang 
pengumpul, perusahaan obat, pakan, atau 
menjadi bagian dari perusahaan terintegrasi. 


Teknik penarikan sampel menggunakan 
metode snowbolling dengan sampling 
frame berasal dari daftar pembudidaya yang 
menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik 
(CBIB) dari Direktorat Jendral Perikanan Budidaya. 
Responden berikutnya diambil dari 
rekomendasi responden sebelumnya. Akhirnya 
diperoleh 163 petak yang dimiliki oleh 
99 pembudidaya, dengan komposisi: 74 
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petak tambak di Jawa Timur atau 45.4%, 
dan 89 petak di luar Jawa Timur atau 54.6%. 
Berdasarkan tingkat teknologi, komposisinya 
intensif sebanyak 98 petak atau 60.12%, dan 
sisanya 65 petak atau 39.88% berupa tambak 
non intensif. Sebanyak 43 petak atau 26.34 
membudidayakan udang windu dan 120 petak 
atau 73.7% memelihara udang vaname. 


Metode Analisis 


Pengukuran produktivitas, awalnya 
dilakukan secara parsial, namun konsep ini 
mempunyai kelemahan yaitu tidak mengukur 
kontribusi produktivitas seluruh faktor produksi 
yang terlibat dalam satu proses produksi. 
Kelemahan tersebut diatasi jika menggunakan 
pendekatan TFP yang telah memperhitungkan 
berbagai input yang saling berinteraksi. 
Menurut Martinez-Cordero et al. (1999) 
TFP merupakan ukuran kemampuan seluruh 
jenis faktor produksi sebagai satu kesatuan 
faktor produksi agregat dalam menghasilkan 
output keseluruhan. Otsuka (1988) dalam 
Maulana (2004) mendefinisikan TFP sebagai 
rasio indeks hasil produksi dengan indeks total 
faktor produksi. 


Terdapat dua metode penghitungan 
TFP yaitu growth accounting dan pendugaan 
parametrik atau ekonometrika. Growth 
accounting menggunakan asumsi Constant 
Return to Scale, penggunaannya lebih 
praktis, akan tetapi tidak dapat menghitung 
efisiensi harga, elastisitas permintaan 
input maupun penawaran. Keterbatasan 
tersebut dapat diatasi apabila menggunakan 
pendekatan ekonometrika. 


Pada studi ini digunakan pendekatan 
growth accounting berupa Angka Indeks 
Torngvist-Theil. Angka Indeks Tornqvist- 
Theil tersebut telah meminimalisir pengaruh 
perubahan harga (Fuglie, 2004). Deny 
dan Fuse (1983) dalam Martinez-Cordero 
et al. (1999) mengembangkan metodologi 
penentuan angka indeks intertemporal 
(antar waktu) dan interspatial (antar tempat). 
Konsep produktivitas antar waktu sering 
digunakan untuk melihat perubahan teknis 
dalam penggunaan faktor produksi dan 
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teknologi. Hasil penghitungan TFP akan 
sama untuk fungsi produksi translog. Pada 
studi ini, penghitungan perubahan TFP 
antar waktu untuk periode tahun 1989- 
2008 menggunakan indeks Tornqvist-Theil 
sesuai Caves et al, (1982) dalam Maulana 
(2004) sebagai berikut: 


Penghitungan indeks output: 
Penghitungan indeks output: 


In(Q, /Q,1)=0,52(S, +S, )In@, /Q,.) 


cara yang sama dilakukan untuk menghitung 
indeks input. 


In(X,/ X,,) =0,52(S, HS, DIn(X, /X, ...(2) 


In(TFP, /TFP.,) = In(Q,/ Q, ) —In(X,/ X, 1) ...(3) 


dimana : 

Qt = Kuantitas output tahun t 

Qjt = Kuantitasoutput j tahun t; 

Xit = Kuantitas input i tahun t; 

Sjt = Pangsa dari output j tahun t; 

Sit = Pangsa dari input i tahunt; 

TFP+ = Faktor produktivitas total 
tahun t; 

Qt-1 = Kuantitas output tahun t-1 

Qjt-1 = Kuantitas output j tahun t-1; 

Xit-1 = Kuantitas input i tahun t-1; 

Sjt-1 = Pangsa dari output j tahun 
t-1, 

Sit-1 = Pangsa dari input i tahun t-1 ; 

TFP4.4 = Faktor produktivitas total 
tahun t-1; 


Penghitungan TFP di atas akan 
memberikan hasil yang tidak konsisten 
untuk perbandingan multilateral karena 
permasalahan transitivitas. Untuk itu, 
penghitungan angka indeks TFP Tornqvist 
antar wilayah untuk konfirmasi pada tingkat 
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lapang dihitung tersendiri, seperti dilakukan 
oleh Capalbo dan Antle (1986) dalam 
Martinez-Cordero et al. (1999) sebagai 
berikut: 


Tliavg = 2Xm(logQmi-logQmavg) 
(smi+tsmavg)-22k(Ski+Skavg)(log8Xki- 
logXkavg) 


dimana : 
Tliavg = TFP tiap petak 
Qmi = kuantitas output dari 


species m dari tambak i 

Qmavg = Rata-rata kuantitas output 
dari species m untuk selu- 
ruh tambak yang diuji 


Smi = Proporsi pendapatan 
terhadap tota pendapatan 
dari tambak i 

Smavg = Rata-rata proporsi penda- 


patan dari seluruh tambak 
Proporsi input k terha- 
dap seluruh pengeluaran 
tambak i 

S kavg = Rata-rata proporsi input k 
terhadap seluruh penge- 
luaran tambak 

kuantitas penggunaa 
input k dari tambaki 


Ski = 


Setelah angka indeks TFP tiap petak 
diketahui, hasilnya kemudian diregresikan 
untuk menganalisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi TFP. Faktor-faktor tersebut 
antara lain penggunaan benur bersertifikat, 
sistem usaha budidaya (dummy intensif 
dan non intensif), pengaruh lokasi 
geografis (tambak udang di Provinsi Jawa 
Timur dan di luar Jawa Timur), luas area, 
serangan penyakit, tingkat pendidikan, dan 
aspek kelembagaan (pembudidaya yang 
melakukan kerja sama baik dengan pedagang 
pengumpul, perusahaan obat, penyedia 
pakan, atau menjadi bagian dari perusahaan 
terintegrasi). Model yang digunakan yaitu: 


TFP = a + B Dbenur + B,SR + 

| Dkerjasama + B,D Jawa Timur+ 
B.D_intens + B,D_penyakit + B * tingkat 
pendidikan + B,*luas + B,organik te (5) 


keterangan : 


Dbenur Dummy penggunaan 
benur, bernilai 1 untuk 
penggunaan benur ber- 
sertifikat, dan 0 untuk 
tidak bersertifikat 
SR : Tingkat kelangsungan 
hidup(%) 
D_ : Dummy kelembagaan, 
kerjasama bernilai 1 untuk pembu- 
didaya yang melakukan 
kerjasama dan 0 untuk 
lainnya 
Dummy lokasi, bernilai 
1 untuk tambak yang 
berlokasi dai Jawa Timur 
dan 0 untuk daerah 
lainnya 
Dummy sistem budidaya, 
bernilai 1 untuk tambak 
yang dikelola secara 
intensif, dan 0 untuk 
lainnya ((ekstensif dan 
semi intensif) 
Dummy serangan pen- 
yakit, bernilai 1 untuk 
tambak yang terkena 
serangan penyakit, dan 0 
untuk lainnya 
D pendidi- : Lamanya pendidikan 
kan (tahun) 
D sistem Dummy sistem usaha 
organik organik, bernilai 1 untuk 
sistem usaha organik 
dan O untuk lainnya 


D Jawa 
Timur 


D intens 


D penyakit 


Dalam penelitian ini juga dilakukan 
pengujian asumsi dasar Ordinary Least 
square (OLS) untuk persyaratan Best Linier 
Under Estimate (BLUE) meliputi uji 
multikolinearitas, autokolerasi dan 
heteroskedasitas. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 


Kinerja Produktivitas 
Indonesia, 1989-2008 


Tambak Udang 


Pertumbuhan indeks output, indeks 
input, dan indeks TFP periode tahun 1989- 
2008 disajikan pada Gambar 1, sedangkan 
pertumbuhan per periode disajikan pada 
Lampiran 1. Berdasarkan Gambar, pada 
periode 1989-2008 indeks produksi 
meningkat menjadi 324.5%, indeks input 
hampir 489.1%, sedangkan indeks TFP 
relatif stagnan. Artinya, pertumbuhan 
output lebih disebabkan pertumbuhan 
input (faktor produksi) terutama pertumbuhan 
benur, obat-obatan, energi, dan pakan. 
Berikut disajikan pembahasan perkembangan 
output, input, dan TFP periode penelitian. 


Perkembangan Output 


Berdasarkan data pada Lampiran 1, 
pada keseluruhan periode 1989-2008, laju 
pertumbuhan output tertinggi terjadi pada 
udang vaname disusul ikan bandeng, dan 
udang windu. Diduga karena udang vaname 
memiliki produktivitas lebih tinggi. Akan 
tetapi, dari sisi pangsa terhadap penerimaan 
urutannya yaitu udang windu, udang vaname 
dan ikan bandeng. Udang windu memiliki 
pangsa terhadap total penerimaan lebih 


tinggi dibandingkan udang vaname 
dikarenakan harga jualnya relatif lebih 
tinggi. 

Berdasarkan empat periode 


pengamatan, pada tahun 1994-1998 laju 
pertumbuhan output baik untuk udang 
windu, udang putih, maupun ikan bandeng 
bernilai negatif. Hal tersebut diduga 
karena belum berhasil diatasinya penyakit. 
Pada periode tahun 1989-1993, udang 
tambak terserang penyakit Monodon 
Baculo Virus (MBV). Kondisi tersebut 
berlanjut sehingga pada tahun 2000/2001 
dan sampai sekarang. Menurut Widigdo 
(2005) akibat serangan penyakit, kuantitas 
ekspor tahun 2000 turun menjadi 70 ribu 
ton dan 90X dari 350 ribu Ha tambak 
dalam kondisi terlantar. 
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Indeks Total Factor Productivity (ITFP) 
Udang Tambak Indonesia, 1990 - 2008 
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Gambar 1. Indeks TFP Udang Tambak Indonesia, 1990-2008. 
Figure 1. Farmed Shrimp TFP Indexes, 1990-2008. 


Pada periode 1999-2003, laju 
pertumbuhan output menjadi positif 
yaitu sebesar 12.6% untuk udang windu, 
6.8% untuk udang vaname, dan 8.2% 
untuk ikan bandeng. Peningkatan tersebut 
diduga karena tersedianya sumber air hasil 
dari pembangunan jaringan irigasi melalui 
dana SPL-OECF/JBIC dengan nilai sekitar 
Rp.300 milyar. Peningkatan juga diduga akibat 
perubahan status dari semula setingkat 
Ditjen Perikanan menjadi setingkat 
Kementerian (Departemen Eksplorasi Laut 
dan Perikanan/DELP) pada akhir tahun 
1999 sehingga terdapat peningkatan 
anggaran. Pada periode berikutnya yaitu 
2004-2008, laju pertumbuhan udang 
windu jauh berkurang, dan udang vaname 
memiliki laju pertumbuhan tertinggi. Pangsa 
penerimaan dari udang vaname juga 
meningkat, akan tetapi masih lebih rendah 
dibandingkan pangsa penerimaaan dari 
udang windu. 


Perkembangan Input (Faktor Produksi) 


Faktor produksi yang digunakan dalam 
menghitung indeks input mencakup benur, 
pupuk, tenaga kerja, pakan, obat-obatan, dan 
energi. Berdasarkan data pada Lampiran 1, 
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pangsa pengeluaran faktor produksi terhadap 
biaya total terbesar adalah pakan, disusul 
upah, energi, benur, pupuk dan obat. 
Pakan merupakan penyumbang terbesar 
pada sistem intensif, sedangkan upah tenaga 
kerja merupakan penyumbang terbesar 
sistem usaha budidaya non intensif 
(semi intensif dan ekstensif). 


Dari empat periode pengamatan, 
penggunaan benur tumbuh 53.0% per tahun 
pada periode 1994-1998, disusul energi 
22.8% per tahun. Hal tersebut diduga karena 
adanya upaya intensifikasi, dan pada saat 
bersamaan juga terjadi serangan penyakit 
sehingga pembudidaya berupaya menambah 
kincir yang menyebabkan biaya pengeluaran 
untuk energi dan obat-obatan meningkat. 
Di lain pihak, laju pertumbuhan pakan bernilai 
negatif diduga karena berkurangnya masa 
pemeliharaan akibat terserang penyakit, 
dan berkurangnya penggunaan pakan 
akibat kenaikan harga pakan pada saat krisis 
moneter. 

Pada periode 2004-2008 pangsa 
pengeluaran untuk energi meningkat karena 
terjadinya kenaikan harga BBM. Pergantian 
dari udang windu ke udang vaname juga 
menyebabkan terjadinya peningkatan padat 


tebar sehingga pemakaian pakan dan kincir 
menjadi lebih banyak. Adapun peningkatan 
laju pertumbuhan penggunaan obat, diduga 
terkait dengan serangan penyakit yang belum 
dapat sepenuhnya diatasi. 


Perkembangan TFP 


Berdasarkan Gambar 1, selama kurun 
waktu penelitian (periode 1989-2008), 
adanya rehabilitasi dan pembangunan 
saluran tambak melalui SPL-JBIC/INP-23 
periode tahun 1999-2002 diduga mampu 
menahan penurunan TFP dari periode 
sebelumnya. Tren indeks TFP meningkat 
diduga karena introduksi udang vaname. 
Namun, pada tahun 2002 indeks TFP 
kembali menurun karena serangan 
penyakit. 


Belum optimalnya pengaruh TFP 
tersebut diduga disebabkan beberapa 
faktor. Faktor tersebut yaitu serangan 
penyakit belum sepenuhnya dapat diatasi, 
dan benur belum sepenuhnya bebas 
penyakit dan bersertifikat. Kemampuan 
dan akses ke modal untuk pembudidaya 
skala kecil juga terbatas. Penerapan 
teknologi lebih bersifat anjuran dan 
paket teknologi yang dihasilkan oleh Unit 
Pelakaana Teknis (UPT) lingkup Ditjen 
Perikanan Budidaya dan Badan Litbang juga 
belum banyak diadopsi oleh pembudidaya 
karena keterbatasan pembiayaan. 


Kegiatan Pemerintah lebih banyak 
kepada pemberian bantuan langsung kepada 
pembudidaya skala kecil, dan tidak langsung 
terkait dengan peningkatan produktivitas 


karena keterbatasan anggaran. Upaya 
peningkatan produktivitas yang cukup 
berhasil yaitu melalui IntenBerdasarkan 


Gambar, selama kurun waktu penelitian 
(periode 1989-2008), adanya rehabilitasi 
dan pembangunan saluran tambak melalui 
SPL-JBIC/INP-23 periode tahun 1999-2002 
diduga mampu menahan penurunan TFP 
dari periode sebelumnya. Tren indeks TFP 
meningkat diduga karena introduksi udang 
vaname. Namun, pada tahun 2002 indeks 
TFP kembali menurun karena serangan 
penyakit. 
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Belum optimalnya pengaruh TFP 
tersebut diduga disebabkan beberapa 
faktor. Faktor tersebut yaitu serangan 
penyakit belum sepenuhnya dapat diatasi, 
dan benur belum sepenuhnya bebas 
penyakit dan bersertifikat. Kemampuan 
dan akses ke modal untuk pembudidaya 
skala kecil juga terbatas. Penerapan 
teknologi lebih bersifat anjuran dan 
paket teknologi yang dihasilkan oleh Unit 
Pelakaana Teknis (UPT) lingkup Ditjen 
Perikanan Budidaya dan Badan Litbang 
juga belum banyak diadopsi oleh pembudidaya 
karena keterbatasan pembiayaan. 


Kegiatan Pemerintah lebih banyak 
kepada pemberian bantuan langsung 
kepada pembudidaya skala kecil, dan 


tidak langsung terkait dengan peningkatan 
produktivitas karena keterbatasan anggaran. 
Upaya peningkatan produktivitas yang 
cukup berhasil yaitu melalui Intensifikasi 
Tambak (Intam) yang diluncurkan tahun 
1984/1985. Melalui Program tersebut terjadi 
peningkatan luas area pemeliharaan dari 
20 Ha di tiga propinsi menjadi 95.311 Ha di 
14 propinsi pada tahun 1998/1999 
(Hasibuan, 2003). Peserta program dibentuk 
kelompok, dibuat tambak percontohan, 
disediakan fasilitas kredit, pembangunan 
dan pemeliharan saluran irigasi, serta 
dibentuknya kelembagaan pendukung 
seperti Perkumpulan Petani Pemakai Air 
(P3AT). 


Pada periode berikutnya, upaya 
pemerintah tetap lebih banyak ke arah 
anjuran penggunaan teknologi dan mencakup 
beberapa komoditas. Program pada 
Ditjen Perikanan periode tahun 1990-an 
antara lain Peningkatan Sarana Prasarana 
Perikanan, Diversifikasi Pangan dan Gizi, 
Pengembangan Usaha Perikanan 
mencakup beberapa komoditas. Program 
tersebut berubah menjadi Intensifikasi 
Pembudidayaan Ikan (Inbudkan) sesuai 
Kepmen Kelautan dan Perikanan Nomor 
Kep.09/Men/2002 tanggal 26 Februari 2002. 
Program lebih menitikberatkan pada 
gerakan bersama dari berbagai pihak untuk 
mengembangkan usaha pembudidayaan 
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ikan/udang. Program dilaksanakan atas 
dasar kerjasama antar anggota kelompok 
di dalam kawasan, yang menerapkan 
teknologi anjuran. 


Upaya peningkatan produktivitas 
melalui peningkatan mutu benur mulai 
nampak melalui pergantian varietas dari 
udang windu ke udang vaname sesuai 
KEP.41/MEN/2001 tanggal 12 Juli 2001 
tentang Pelepasan Varietas Udang 
Vaname sebagai Varietas Unggul. Tindak 
lanjutnya, pemerintah melakukan 
kegiatan Rekayasa Breeding Programe 
udang vaname di BBAP Situbondo sesuai 
SK Dirjen Perikanan Budidaya No.6375/ 
DPB.1/PB.110/2003, 23 Desember 2003 


dengan produk diberi nama Vaname 
Nusantara-1. Pada tahun 2005 ketika 
Inbudkan berubah menjadi Program 


Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya 
untuk Ekspor  (Propekan), didalamnya 
juga mencakup pembangunan broodstock 
center untuk menghasilkan calon induk udang 
vaname di Situbondo dan udang windu di 
Jepara. Upaya lain yang dilakukan berupa 
Bantuan Selisih Harga Benih ikan (BSHBI) 
kepada pembudidaya ikan skala kecil 
sebesar Rp.24.97 milyar pada 
tahun 2006, Rp.23.45 milyar pada 
tahun 2007, sebesar Rp.35.30 
milyar pada tahun 2008, dan Rp.60 
milyar pada tahun 2009 (DKP, 2009). 


Menurut Kusnendar (2003) dalam 
Tajerin (2007), salah satu faktor yang 


menyebabkan kekurangberhasilan program 
revitalisasi tambak adalah pendekatan 
yang digunakan dalam implementasi 
kebijakan kurang bersifat holistik, kurang 
melibatkan semua stakeholders yang 
terkait dengan program tersebut. Hal 
tersebut sejalan dengan Platon (1998) 
dalam Saloyo (2000) bahwa perlu 
pendekatan total sebagai suatu sistem 
untuk memperbaiki industri udang di 
Philipina yang mencakup teknologi, 
modal, kebijakan, penegakan aturan, dan 
kemauan politik. 


Hasil Konfirmasi TFP pada Tingkat Lapang 
Kinerja Produktivitas 


Hasil perhitungan penyebaran 
angka indeks TFP disajikan pada Tabel 1 
dengan nilai berkisar dari 0.03 — 4.40 
dan rata-rata 1.03. Arti angka indeks TFP 
secara individu untuk tiap petakan dalam 
studi ini mencerminkan perbedaan 
produktivitas dibandingkan nilai rata- 
rata setiap petakan. Petakan tambak yang 
mempunyai nilai 1.37 artinya mempunyai 
TFP 37% lebih tinggi dibandingkan 
rata-rata. 


Hasil analisis pada tingkat lapang 
untuk mengkonfirmasi analisis TFP pada 
tingkat nasional, harus diinterpretasikan 
secara hati-hati karena pada saat penelitian, 
banyak pembudidaya udang mengalami 


Tabel 1. Kisaran Angka Indeks TFP berdasarkan lokasi dan Sistem Usaha. 
Table 1. TFP Indexes by Location and Culture Systems. 


Variabel/Variables Mean Min Max Stdev 
Lokasi/Location 
- Jawa Timur/East Java 1.0000 0.0919 3.0596 0.7378 
- Di luar Jawa Timur/ Outside 

East Java 1.0472 0.0333 4.4054 0.5122 
Sistem Usaha /Farming System 
- Intensif/Intensive 1.3717 0.6472 4.4054 0.4900 
- Non Intensif/Non intensive 0.4318 0.0333 1.4681 0.2889 


Sumber: data primer diolah/source: primary data, processed 
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kegagalan produksi akibat serangan 
penyakit. Kondisi tersebut didukung dari 
nilai dummy serangan penyakit yang 
menurunkan produksi dan signifikan pada 
selang kepercayaan 1%. Jenis penyakit 
menyerang udang pada kisaran umur 
pemeliharaan antara 30 sampai dengan 
120 hari. 


Faktor-Faktor yang Mempengaruhi TFP 


Hasil perhitungan angka indeks TFP 
tiap petak tersebut, selanjutnya diregresikan 
untuk mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut 
akan terkait dengan upaya penurunan 
biaya produksi melalui peningkatan 
efisiensi, skala usaha, dan perubahan 
teknologi. Pada studi ini, potensi penurunan 
biaya produksi antara lain diperoleh melalui 
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peningkatan harga jual antara lain melalui 
sistem kerjasama antara pembudidaya, 
dan sistem budidaya udang organik. 
Dummy penggunaan udang vaname yang 
mempunyai produktivitas lebih tinggi, tidak 
termasuk variabel penjelas karena terjadi 
multikolinearitas dengan serangan penyakit. 
Hasilnya disajikan pada Tabel 2. 


Berdasarkan arah dan besaran, variabel 
yang berpengaruh positif terhadap TFP 
dan signifikan yaitu: penggunaan benur 
bersertifikat, dummy intensifikasi, dummy 
lokasi, dan tingkat pendidikan. Variabel 
penjelas yang signifikan dan berpengaruh 
negatif terhadap TFP yaitu serangan penyakit, 
dan dummy pembudidaya yang melakukan 
kerjasama. Varibel yang berpengaruh positif 
tapi tidak signifikan yaitu sistem budidaya 
udang secara organik, sedangkan luas area 


, aaa yang diusahakan berpengaruh negatif 
upaya intensifikasi dan penggunaan : : : 

. I terhadap TFP. Berikut disampaikan 
benur unggul. Faktor lainnya adalah terkait F . ; 
dana Geniqs katan hara lal potensi penjelasan dari beberapa variabel 

8 pening ga jual. I tersebut. 
Tabel 2. Faktor-Faktor yang Diduga Berpengaruh Terhadap TFP Tambak. 
Table 2. Factors that Influencing Shrimp Farmed TFP Index. 
Parameter dugaan/ 
Variabel/Variables Estimation Standard t Value Pr |t| 
Parameter error 
Intersep/Intercept 0.125409 0.175591 0.71 0.4762 
Benur bersertifikat/Certified Fry 0.25318 0.134739 1.88 0.0621 
Tingkat kelangsungan hidup/ 
Survival rate (%) 0.11982 0.192625 0.62 0.5348 
Dummy Serangan penyakit/ 
Dummy Disease outbreak -0.21509 0.083664 -2.57 0.0111 
Dummy pengelolaan intensif/ 
Dummy of Intensification 0.646425 0.165823 3.9 0.0001 
Dummy sistem budidaya 
organik/Dummy of Organis 
Culture System 0.004672 0.130103 0.04 0.9714 
Dummy lokasi di Jawa Timur/ 
dummy Eas Java Location 0.31735 0.082252 3.86 0.0002 
Dummy lama pendidlkan/ 
Dummy length of education 0.023438 0.012902 1.82 0.0712 
Luas area yang diusahakan/ 
Farm size -0.00387 0.004914 -0.79 0.4324 
Dummy Kerjasama/Dummy of 
Cooperation -0.38891 0.091727 -4.24 <0.0001 


Sumber: data primer diolah/Source: primary data, processed 


Keterangan: R2 = 76.24%, Adjusted R-Squared = 74.84% 
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Varibel yang berpengaruh positif 
tapi tidak signifikan yaitu sistem budidaya 
udang secara organik, sedangkan luas area 


yang diusahakan berpengaruh negatif 
terhadap TFP. Berikut disampaikan 
penjelasan dari beberapa variabel 


tersebut. 


Serangan Penyakit 


Berdasarkan Tabel 2, serangan penyakit 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 
TFP. Udang tambak termasuk yang rentan 
terkena serangan penyakit. Jenis virus yang 
menyerang tersebut antara lain: White Spot 
Syndrome Virus (WSSV), Taura Syndrome Virus 
(TSV), dan Infectious Myo Necrosis Virus (IMNV). 
Sebagai ilustrasi, produksi udang tambak 
tahun 2009 hanya sebanyak 336.0 ribu ton 
dari target 540.0 ribu ton, atau turun dari 
capaian tahun 2008 sebanyak 409.6 ribu ton. 
Penyebabnya, udang di dua wilayah utama 
yaitu Lampung dan Jawa Timur terkena 
serangan penyakit yang disebabkan oleh 
virus. 


Serangan penyakit tersebut tidak 
hanya menyerang udang yang dipelihara 
oleh tambak perorangan, akan tetapi termasuk 
juga perusahaan terintegrasi. Kuantitas 
produksi perusahaan terintegrasi dibawah 
PT. CP Prima Grup, pada tahun 2008 mencapai 
sekitar 97 ribu ton, sedangkan pada tahun 
2009 hanya sekitar 57 ribu ton. Produktivitas 
udang turun dari 20 ton per Ha menjadi 
17 ton - 18 ton per Ha. 


Dari hasil pengamatan lapang, 
sekitar 70% responden menyatakan faktor 
yang paling menentukan keberhasilan 
budidaya udang adalah terhindarnya dari 
serangan penyakit. Responden menyebutkan 
bahwa rata-rata udang mereka mulai terserang 
penyakit pada umur pemeliharaan 30 
sampai dengan 60 hari. 


Upaya yang dilakukan untuk mengatasi 
pengurangan risiko serangan penyakit dilakukan 
dengan mengganti varietas yang digunakan 
dari udang windu ke udang vaname. Upaya 
lainnya yaitu melalui penurunan padat 
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tebar. Udang vaname pada awalnya resisten 
terhadap sekitar 12 jenis virus, akan tetapi 
sejalan perkembangan, akhirnya udang 
vaname pun serupa dengan udang windu 
yaitu tidak tahan terhadap penyakit. 
Dalam rangka menghindari serangan penyakit, 
seorang pembudidaya udang di Sidoarjo 
melakukan inovasi dengan memanen udang 
pada umur pemeliharaan 60 hari dan dijual 
dengan ukuran kecil (size sekitar 100 ekor/ 
kg) untuk pasar domestik. 


Studi ini tidak mengamati dampak 
serangan penyakit dari aspek ekonomi. 
Akan tetapi, hasil studi lain seperti 
Valderrama dan Engle (2004) yang 
menganalisa dampak virus TSV dan WSP di 
Honduras menggunakan pendekatan linier 
programming menunjukkan bahwa penyakit 
menurunkan Net Farm Income (NFI) 84% 
dibandingkan tambak yang tidak terkena 
penyakit, sedangkan hasil simulasi berupa 
pencegahan penyakit akan meningkatkan 
NFI 47%. 


Salah satu kendala penanganan 
penyakit yaitu belum adanya kerjasama 
antar sesama pembudidaya apabila udang 
tambak mereka terkena penyakit. Oleh 
karena itu penelitian mengenai penyakit 
harus memperoleh perhatian yang serius. 
Dengan demikian perlu pengaturan mengenai 
padat penebaran untuk menghindari 
degradasi lingkungan akibat pakan 
berlebih, dan tata ruang perlu diperhatikan 
sehingga kawasan tersebut benar-benar 
peruntukannya untuk zona budidaya. 


Benur Bersertifikat 


Berdasarkan Tabel 2, penggunaan 


benur bersertifkat berkorelasi positif 
terhadap produktivitas (TFP). Benur 
bermutu akan meningkatkan tingkat 


kelangsungan hidup dan bobot biomasa. 
Sertifikasi benur merupakan bagian dari upaya 
mendorong penggunaan benur bermutu. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa 
penggunaan benur bersertifikat bernilai 
positif. Namun secara umum penggunaannya 
oleh pembudidaya sistem usaha non intensif 


(ekstensif dan semi intensif) masih terbatas, 


sehingga pengaruh benur terhadap 
produktivitas rendah. Terbatasnya 
penggunaan benur bermutu oleh 


pembudidaya udang non intensif antara 
lain terkendala masalah harga. Untuk itu 
telah dilakukan juga kegiatan Bantuan 
Selisih Harga Benih ikan (BSHBI) kepada 
pembudidaya ikan skala kecil. 


Dari sisi harga, keberadaan benur 
vaname Nusantara sangat membantu 
pembudidaya karena relatif lebih murah. 
Sebagai perbandingan, benur vaname 
F1 hasil induk dari impor dijual dengan harga 
Rp.31/ekor, sedangkan Vaname Nusantara 
hanya Rp.18/ekor. Akan tetapi, sekitar 
10% responden belum yakin penuh dengan 
Vaname Nusantara karena tingkat keragaman 
udang yang dihasilkan relatif lebih tinggi 
dibandingkan penggunaan benur vaname 
F1 induk impor. Pada saat panen, udang 
berukuran kecil hanya sekitar 5% jika 
menggunakan F1 dari induk impor, sedangkan 
vaname Nusantara dapat mencapai 20x. 


Terkait merebaknya penyakit udang, 
dua responden menduga hal tersebut 
disebabkan kurangnya pengawasan terhadap 
hatchery. Tingginya permintaan benur 
pada tahun 2008 yang menyebabkan produksi 


udang tertinggi, diduga menyebabkan 
beberapa hatchery menggunakan kembali 
induk yang seharusnya sudah afkir. 


Akibatnya benur udang vaname yang berasal 
dari induk impor yang semula bersifat 
Specific Pathogen Free (SPF) terhadap virus 
WSSV, TSV, IMNV, dan IHHNV, terkena juga 
serangan penyakit. Benur yang SPF setelah 
ditebar di tambak tidak semuanya berhasil 
panen dengan baik dimungkinkan juga 
karena induk impor telah mengalami 
penurunan kualitas, dan semakin rusaknya 
lingkungan perairan Indonesia untuk budidaya 
udang. 


Pada budidaya udang, kualitas 
benur memegang peranan penting, karena 
akan berdampak pada hasil dan kondisi 
lingkungan. Akan tetapi, belum semua 
pembudidaya menyadari bahwa akibat 
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kesalahan pemilihan benur dapat 
menyebabkan efek berantai. Kesalahan 
menduga populasi dapat berakibat fatal, yaitu 
pakan yang diberikan meningkat sehingga Feed 
Conversion Ratio (FCR) tinggi. 


Intensifikasi 

Sistem usaha secara intensif 
mempunyai nilai TFP lebih tinggi 
dibandingkan dengan sistem usaha 
non-intensif. Berdasarkan data pada 


penelitian ini (Lampiran 2), intensifikasi 
berpengaruh positif terhadap TFP diduga 
karena tingkat kelangsungan hidup sistem 
intensif lebih tinggi karena penggunaan 
benur bermutu. Tingkat produksi per Ha 
di lokasi studi berkisar rata-rata 13.1 ton/ha 
dengan kisaran dari 3.0 ton sampai dengan 
25.5 ton per Ha. 


Pada sistem usaha intensif 
kemampuan pembudidaya juga lebih 
tinggi, dan pakan yang digunakan juga lebih 
bermutu (kandungan protein lebih tinggi) 
dibandingkan dengan pakan pada sistem 
non intensif, namun penggunaan pakan 
berlebih berpotensi mencemari lingkungan, 
sehingga dapat meningkatkan risiko 
serangan penyakit. 


Salah satu kendala dalam budidaya 
udang intensif adalah relatif mahalnya 
harga pakan. Harga pakan Indonesia 15% 
lebih tinggi dibandingkan Thailand, dan 


40% lebih tinggi dibandingkan China 
(IFC, 2006). Hal tersebut diduga terkait 
belum efisiennya pemasaran dan 


terkonsentrasinya pabrik pakan, salah 
satunya PT CP Prima yang mempunyai pangsa 
pasar nasional sekitar 40%. Berdasarkan 
data laporan tahunan, PT CP Prima 
mengeluarkan produk pakan udang dengan 
merk Irawan, Bintang dan PT CP Marine dan 
produksi tahun 2007 sebanyak 128.519 ton 
dan tahun 2008 sebanyak 181.398 ton. Harga 
pokok penjualan tahun 2007 adalah Rp.4.639/ 
kg dan Rp.5.963 untuk tahun 2008, sedangkan 
harga jual pada tahun 2007 adalah Rp.8.200/ 
kg dan Rp.8.593 pada tahun 2008. 
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Aisya et al. (2005) menganalisis 
dampak kebijakan insentif dan kinerja 
pasar udang Indonesia menggunakan 


pendekatan PAM. Hasilnya, udang Indonesia 
mempunyai keunggulan komparatif, dan usaha 
intensif paling efisien dalam penggunaan 
biaya domestik. Selain itu, terjadi transfer 
penerimaan dari petani udang intensif dan 
semi-intensif ke konsumen dan produsen 
input berturut-turut 1.83% dan 1.92% dari 
masing-masing pendapatan. Sebaliknya 
kebijakan ini menyebabkan penerimaan 
untuk pembudidaya udang tradisional, 
menjadi 14.07% lebih tinggi dibandingkan 
dengan tanpa kebijakan. 


Walaupun, intensifikasi meningkatkan 
TFP, namun berdasarkan proporsi, 
mayoritas tambak udang di Indonesia 
dikelola secara ekstensif sehingga secara 
keseluruhan nilai TFP-nya rendah. 
Dari 200.000 Ha tambak di Indonesia, 
komposisinya lebih dari 75% adalah 
tambak ekstensif dengan produktivitas 
kurang dari 500 kg per Ha. Sekitar 15% 
merupakan tambak semi-intensif dengan 
produktivitas 1 - 2 ton per Ha, dan sisanya 10% 
tambak intensif dengan produktivitas lebih 
dari 3 ton per Ha. Dalam perkembangan 
selanjutnya, komposisi tambak intensif 
makin berkurang seiring tingginya risiko 
terjadinya serangan penyakit. Ketika aspek 
ekonomi, sosial, dan lingkungan menjadi 
kriteria, hanya tambak semi intensif 
yang memenuhi ketiga kriteria tersebut 
(Primavera, 1991). Diprediksi karena 
keterbatasan modal dan managemen maka 
sistem tambak ekstensif yang berkembang 
pesat di Indonesia. 


Dibandingkan tambak di Thailand, 
mayoritas tambak di Indonesia dikelola 
secara ekstensif dengan produktivitas 
rendah. Ling et al. (1999) berdasarkan 
survey tahun 1994/1995 untuk sistem 
intensif menemukan tambak di Thailand 
memiliki produktivitas rata-rata mencapai 
10,727 ton/Ha, sedangkan Indonesia hanya 
4,390 ton/Ha. Pada sistem budidaya secara 
ekstensif, produktivitas per Ha di Thailand 
mencapai 394 Kg/Ha sedangkan Indonesia 
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hanya rata-rata 162 Kg/Ha. Tambak udang 
di Thailand juga dapat berproduksi rata 
sekitar 2,4 kali per tahun, sedangkan Indonesia 
hanya 2,0 (dua) kali per tahun. Menurut 
Wyban (2007) Thailand menjadi leader 
ekspor udang karena produktivitas tinggi. 
Faktor-faktor keberhasilan industri udang 
yaitu mengurangi ketergantungan bahan 
impor untuk komponen pakan, peralatan 
tambak, dan BBM dari 25-50% menjadi 
25%. 


Hasil studi akan berbeda jika 
menambahkan faktor lingkungan untuk 
menghitung TFP. Studi Martinez-Cordero 
dan Leung (2005) yang menghitung TFP 
dan efisiensi teknis menggunakan 
pendekatan Malmquist Index untuk 
tambak semir-intensif di Meksiko periode 


1994, 1996-1998, dan 2001-2003, 
mendapatkan hasil perhitungan yang 
lebih rendah dibandingkan perhitungan 


secara tradisional, jika memasukan faktor 
lingkungan kedalam perhitungan. 


Pengaruh Lokasi Pemeliharaan 


Pengaruh TFP akibat perbedaan 
lokasi geografis dari kondisi agroklimat 
kurang tergali dalam studi ini. Akan 
tetapi berdasarkan Lampiran 3 yaitu 


perbandingan untuk pengusahaan tambak 
di Jawa Timur dengan tambak di luar 
Jawa Timur, nampak bahwa nilai dummy 
TFP lokasi (Jawa Timur) bernilai positif. 
Pada studi ini, rata-rata udang ukuran 
panen di Jawa Timur lebih besar 
dibandingkan non Jawa Timur, sehingga 
memperoleh harga jual yang lebih tinggi 
yaitu Rp.47.247, sedangkan diluar Jawa 
Timur rata-rata hanya Rp.34.275. 
Salah satu penyebab tingginya harga udang 
di Jawa Timur juga disebabkan budidaya 
udang organik. Rendahnya padat 
penebaran yang digunakan menyebabkan 
pertumbuhan biomas per ekor menjadi lebih 
tinggi sehingga harga jual menjadi lebih 
tinggi. 

Salah satu upaya yang meningkatkan 
harga yang dilakukan oleh Dinas Kelautan 
dan Perikanan Provinsi Lampung antara 
lain menyusun harga udang secara harian 


untuk petambak plasma dengan menyesuaikan 
pada harga udang di Jawa Timur. 
Di Provinsi Lampung, Unit Pengolah Udang 
juga terbatas sehingga pembudidaya udang 
dari Lampung lebih senang menjual ke 
pedagang pengumpul/ suplier/eksportir 
dari Cirebon seperti Ibu Khodijah dan 
Ramsikin, Rohamah, PT HJG dari Jakarta, atau 
PT. BMI dari Surabaya. 


Kemampuan SDM 


Tingkat pendidikan pembudidaya 
udang berkorelasi positif terhadap 
peningkatan TFP (Tabel 2). Pada studi ini, 
rata-rata tingkat pendidikan pada sistem 
intensif yaitu 16.9 tahun, sedangkan pada 
sistem non intensif rata-rata 10.9 tahun. 
Dengan demikian, tingginya nilai TFP 
untuk sistem intensif diduga karena tingkat 
pendidikan juga lebih tinggi. Akan tetapi, 
secara umum berdasarkan data hasil 
Survey Sosek Perikanan DJPB pada tahun 
2005 komposisi pembudidaya berdasarkan 
pendidikan yaitu: tidak tamat sekolah 
sebanyak 3.2%, tamatan SD sebanyak 43.6% 
dan hanya 7.7% yang merupakan lulusan 
Perguruan tinggi (Ditjen Perikanan Budidaya, 
2005). 


Kondisi tersebut jauh berbeda dengan 
di Thailand, Sriwichailamphan (2007) 
melakukan studi mencakup 350 orang 
pembudidaya udang menemukan 28.7% 
respondennya berpendidikan sarjana dan 
master 2.6X. Pendidikan pembudidaya 
udang, lebih tinggi dibandingkan rata-rata 
pendidikan peternak dan pembudidaya ikan 
pinapple. Mayoritas pembudidaya berada 
pada usia produktif yaitu berusia antara 
31-40 yaitu sebanyak 3696. Sebanyak 56% dari 
350 responden telah menerapkan Good 
Aguaculture Practices (GAP) dan 44X masih 
menolaknya. Menggunakan model logit 
diketahui bahwa pembudidaya udang di 
Thailand mengadopsi GAP, terutama karena 
tingkat pendidikan. Pemerintah Thailand 
meningkatkan  keterampilan/pengalaman 
pembudidaya melalui pelatihan secara 
langsung, pelatihan mandiri melalui CD, dan 
internet (Bluffstone et al, 2006). 
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Pengembangan udang di Thailand 
juga melibatkan lebih dari 800 ilmuwan 
dengan 300 publikasi internasional, dan tujuh 
universitas menyediakan pelatihan udang. 
Dukungan pemerintah dalam pemanfaatan 
bidang bioteknologi selama periode 2003- 
2007 sebanyak USS 18 juta untuk impor 
induk dan domestikasi udang windu 
(Tanticharoen et al, 2008). 


Luas Area Yang Diusahakan 


Pada studi ini, luas area yang 
diusahakan berpengaruh negatif terhadap 
TFP. Terjadinya hal tersebut diduga karena: 
(i) keterbatasan kemampuan managerial 
dan supervisi tenaga kerja seiring besarnya 
skala usaha, (ii) perubahan dari 
penanggulangan risiko seiring dengan 
peningkatan skala usaha, serta (iii) keterbatasan 
penguasaan terhadap faktor alam pada 
penggunaan lahan yang semakin luas. 
Pada lahan luas, usaha budidaya cenderung 
lebih bersifat ekstensif. Semakin luas tambak 
yang dimiliki, makin sedikit buruh per area 
yang dibutuhkan. 


Sesuai dengan studi ini, hasil studi 
Gunaratne dan Leung (1996) yang mengamati 
di tujuh negara, luas tambak berkorelasi 
negatif terhadap efisiensi pada sistem usaha 
ekstensif dan semi intensif, namun berkorelasi 
positif pada usaha intensif. 


Aspek Kelembagaan (Kerjasama) 


Dari aspek kelembagaan, sistem 
kerjasama berpotensi meningkatkan harga 
jual sehingga TFP-pun diharapkan lebih 
tinggi. Adanya kerjasama memungkinkan 
permasalahan umum yang sering dihadapi 
oleh eksportir berupa kelangkaan bahan 
baku semestinya tidak terjadi. Namun, 
hasil studi ini menunjukkan sistem 
kerjasama justru berpengaruh negatif terhadap 
TFP. 


Hasil wawancara dengan beberapa 
responden pembudidaya, menunjukkan 
ketidakcocokan dengan sistem kerjasama 
karena merasa lebih banyak berada pada 
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pihak yang dirugikan. Beberapa responden 
pernah melakukan sistem kerjasama akan 
tetapi pada saat panen, pembeli mengulur- 
ngulur waktu pembelian, sedangkan 
biaya pakan makin meningkat jika masa 
pemeliharaan dilanjutkan. 


Hal yang sama juga ditemui pada 
sistem budidaya udang organik, pembudidaya 
merasa kesulitan merubah budaya kerja 
seperti tuntutan importir Jepang yang 
terkenal “cerewet” dalam hal mutu dan cara 
panen. Pemberian es untuk menjaga mutu 
tidak boleh dilakukan di rumah, melainkan 
harus ditambak serta langsung disegel. Selain 
itu, perbedaan harga jual udang organik 
dengan udang non organik sebesar Rp.7.000 
dianggap kurang mencukupi. Selisih harga 
sebesar Rp.12.000/kg baru dianggap dapat 
menutupi besarnya biaya yang dikeluarkan 
antara lain untuk panen udang organik. Kadang 
perusahaan juga tidak membeli semua udang 
dan hanya membeli sesuai dengan ukuran 
yang dibutuhkan. Jika udang berukuran 
besar, misalnya size 15-23, terkadang 
mereka tidak membelinya. Jika tetap dibeli, 
mereka membeli murah dibandingkan 
pembei lainnya karena mereka tidak terlalu 
membutuhkan. 


Di pihak lain, beberapa pedagang 
besar/supplier tidak melakukan ikatan kerja 
sama (beli putus) dengan pertimbangan agar 
tidak ada kewajiban membeli ketika harga 
tinggi. Bagi suplier dengan tanpa ikatan 
berarti mereka dapat menjual ke UPI mana 
saja yang memberikan penawaran lebih tinggi. 
Akibatnya, pada musim tertentu ukuran 
udang yang lebih kecil dapat dikenakan 
harga yang lebih mahal. 


Studi lain terkait kemitraan 
juga menunjukkan hasil yang memiliki 
kemiripan. Cahyono et al, (2007) yang 
mengkaji kemitraan ikan nila dengan 
PT Aqua Farm menyimpulkan bahwa program 
kemitraan belum berjalan sesuai dengan 
harapan yaitu pendapatan pembudidaya 
ikan mitra lebih kecil dari pembudidaya 
ikan non mitra. Bagi pembudidaya ikan, 
program kemitraan membantu pembudidaya 
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ikan dalam pengadaan benih, pemberian 
pinjaman modal berupa benih dan pakan, serta 
keterjaminan pasar dan kepastian harga. Kendala 
yang ditemukan antara terjadinya penjualan 
ikan nila keluar perusahaan, pembayaran hasil 
panen mitra yang terlalu lama, tidak adanya 
kerjasama kerja tertulis yang mempunyai 
dasar hukum. 


Belum optimalnya sistem kerjasama di 
atas terkait juga dengan tingginya risiko baik 
risko produksi maupun risiko harga. Adanya 
serangan penyakit menyebabkan produksi 
kurang dapat diprediksi sehingga harga 
udang berfluktuasi. Di Thailand, menurut 
Globefish (2011), banjir yang terjadi 
menyebabkan hilangnya sekitar 50.000 sampai 
dengan 60.000 ton udang yang menyebabkan 
kenaikan harga sampai 40%. Hal tersebut 
mendorong pembudidaya udang beralih 
dari contract farming menjadi spot prices 
dan pembayaran tunai. 


Faktor lain yang diduga menyebabkan 
terjadinya fluktuasi harga antara lain: 
terkonsentrasinya ekspor udang Indonesia 
pada negara tertentu, atau eksportir/cold 
storage sebagai pembeli membentuk suatu 
kekuatan yang monopsonistis (Suryana, 
1989). Struktur pasar di tingkat pedagang 
pengumpul dapat dikatakan berbentuk 
pasar oligopsoni. Struktur pasar di tingkat 
pedagang besar dicirikan oleh kedudukan 
yang lemah dari pembudidaya dan pedagang 
pengumpul. 


Studi Oktaviani et al. (2008) di 
Sulawesi Selatan terkait dengan risiko dan 
keuntungan, diperoleh hasil bahwa tidak 
ada pembagian risiko antara pembudidaya 
ikan, pedagang pengumpul, dan koordinator. 
Berdasarkan analisis AHP: sumberdaya 
merupakan hal paling penting, disusul 
teknologi. Strategi terbaik yaitu menjalin kerja 
sama antara pembudidaya dan pedagang 
perantara. Hal ini senada dengan hasil studi 
USAID (2006) di Bangladesh yang menemukan 
keuntungan yang diperoleh kurang “merata” 
antar lembaga pemasaran. Pedagang 
menengah dan eksportir menerima bagian 
lebih besar dibandingkan bagian yang diterima 
pembudidaya udang dan nelayan. 


KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 


Pertumbuhan udang tambak 
Indonesia periode 1989-2008 lebih karena 
pertumbuhan input/faktor produksi bukan 
karena pertumbuhan TFP, disebabkan 
belum dapat diatasinya masalah penyakit. 
Hasil konfirmasi pada tingkat lapang terhadap 
163 petak tambak, serangan penyakit 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 
TFP. Penggunaan benur bersertifkat, 
intensifikasi, dan tingkat pendidikan 
berkorelasi positif terhadap TFP, akan 
tetapi kondisi riil di Indonesia secara umum 
berbeda. Mayoritas tambak dikelola non 
intensif, penggunaa benur bersertifikat 
masih terbatas, dan tingkat pendidikan 
pembudidaya juga relatif rendah. Studi ini 
juga menunjukkan bahwa sistem kerjasama 
antara pembudidaya dengan lembaga 
pemasaran lainnya dan luas area yang 
diusahakan berpengaruh negatif terhadap 
TFP. Belum optimalnya sistem kerjasama 
diduga terkait dengan risiko produksi dan 
risiko harga, sedangkan luas area terkait 
dengan keterbatasan kemampuan 
managerial dan supervisi tenaga kerja seiring 
meningkatnya skala usaha. Berdasarkan 
geografis, tambak udang di provinsi Jawa 
Timur berkorelasi positif terhadap TFP 
dibandingkan di luar Jawa Timur karena 
ukuran lebih besar sehingga harga jual lebih 
tinggi. 

Terkait hal-hal di atas, implikasinya 
pemerintah perlu memprioritaskan upaya 
penanganan penyakit melalui peningkatan 
anggaran riset, penyediaan benur bermutu 
melalui penambahan anggaran untuk 
kegiatan broodstock center udang vaname 
di Karang Asem dan udang windu di BBPAB 


Jepara. Hal lain yang diperlukan 
adalah peningkatan kemampuan SDM 
pembudidaya udang melalui pelatihan 


terkait penyakit, dan manajemen tambak. 
Peningkatan pengawasan penggunaan 
induk udang di hatchery dan penambahan 
anggaran irigasi juga penting. Aturan 
mengenai padat penebaran juga perlu 
diperhatikan agar industri tambak udang 
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berkelanjutan. Hal lain yang perlu 
diperhatikan Pemerintah adalah terkait 
akurasi data sehingga tidak menimbulkan 
kesimpangsiuran. 
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Lampiran 1. Pertumbuhan Hasil Produksi dan Penggunaan Input Tambak Indonesia, 
1989-2008. 
Annex 1. Indonesian Farmed Shrimp Output dan Input Growth, 1989-2008. 
E 3 Periode Pengamatan 
No Variabel/ variables 
1989-2008 1989-1993 1994-1998 1999-2003 2004-2008 
A. Output 
I Udang Windu (ribu kg) 103,607 87,452 87,983 107,352 136,398 
` /Black tiger (000 tons) 
Laju pertumbuhan/thn/ 4.9% 10.0% -2.4% 12.6% 0.4% 
growth rate per year 
Pangsa terhadap penerimaan/ 63.1% 70.1% 64.7% 69.0% 48.5% 
Black tiger income share 
5 Udang Putih (ribu kg)/ 83,101 44,659 54,751 49,394 185,823 
white shrimp (000 tons) 
Laju pertumbuhan/thn/ 14.1% 11.5% -0.5% 6.8% 38.2% 
growth rate per year 
Pangsa terhadap penerimaan/ 22.1% 17.6% 19.9% 12.0% 38.7% 
White shrimp income share 
x Bandeng (ribu kg)/ 190,635 146,234 153,570 218,351 249,766 
milky (000 kg) 
Laju pertumbuhan/thn/ 5.1% 8.4% -0.3% 8.2% 4.8% 
growth rate per year 
Pangsa terhadap penerimaan/ 14.8% 12.3% 15.4% 19.0% 12.8% 
Milky fish income share 
B. Input 
Benur (juta ekor)/ 22,507 5,054 14,450 33,328 37,925 
1 Fry (million tail) 
Laju pertumbuhan/thn/ 31.9% 53.0% 53.3% 13.5% 12.2% 
growth rate 
Pangsa terhadap pengeluaran/ 13.4% 13.0% 14.6% 17.8% 9.9% 
Fry cost share 
Pupuk (ribu liter)/ 11,959 13,572 9,050 8,092 17,715 
2 Fertilizer (000 litre) 
Laju pertumbuhan/thn/ 8.8% 7.1% 1.4% 4.1% 22.1% 
growth rate 
Pangsa terhadap pengeluaran/ 0.6% 0.7% 0.4% 0.6% 0.6% 
Fertilizer cost share 
3 SDM (ribu HOK) 55,764 33,306 42,026 59,781 88,571 
Laju pertumbuhan/thn 6.3% 5.4% 4.0% 9.6% 6.1% 
Pangsa terhadap pengeluaran/ 32.0% 31.6% 30.1% 34.1% 30.4% 
Wages cost share 
Pakan (ribu kg)/ 190,279 133,189 146,234 159,625 328,849 
4 Feed 
Laju pertumbuhan/thn 8.5% 9.9% -1.9% 10.4% 16.1% 
Pangsa terhadap pengeluaran/ 41.0% 42.8% 39.5% 38.3% 42.7% 
Feed cost share 
5 Obat (ribu liter) 561 417 334 675 724 
Laju pertumbuhan/thn 15.0% -5.5% 15.6% 9.1% 36.8% 
Pangsa terhadap pengeluaran/ 0.3% 0.3% 0.1% 0.4% 0.2% 
Medicine cost share 
6 Energi (ribu KwH) 721,421 284,448 712,901 572,825 1,350,847 
Laju pertumbuhan/thn 28.6% 38.6% 22.8% 1.9% 53.0% 
Pangsa terhadap pengeluaran/ 13.0% 11.7% 15.5% 8.9% 16.6% 


energy cost share 


Sumber: data sekunder diolah (2011)/Source: secondary data, processed (2011) 
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Lampiran 2. Karakteristik dari Penentu TFP untuk Tipe Usaha Intensif dan Tidak Intensif. 
Annex 2. Charceteristics of TFP Determinants for Intensive and Non Intensive Culture 


Systems. 


Sistem Usaha / Rata-rata/ Terendah/ Tertinggi/ Standard 
Culture System Mean Minimum Maximum Deviation 
Intensif/Intensive 
Luas (ha)/ 1.6 0.1 28.0 3.5 
Farm size (ha) 
Produksi (kg/ha)/ 13,113.4 3,040.0 25,571.4 4,199.9 
Yields (kg/ha) 
Jumlah benur per Ha (ekor)/ 943,957.6 108,000.0 1,700,000.0 334,878.5 
Fry per ha (tail/ha) 
Jumlah pakan per Ha (kg)/ 21,008.1 1,062.5 40,215.0 6,936.6 
Feed per ha (kg) 
Harga jual per kg (Rp)/ 34,523.5 18,500.0 60,000.0 7,135.9 
Farm gate price per kg (Rp) 
Lama Pendidikan (tahun)/ Length of 16.9 6.0 17.0 1.1 
education (years) 
Tingkat kelangsungan hidup(%)/ 0.8 0.3 1.0 0.2 
survival rate (%) 
Lama pemeliharaan (hari)/ 110.4 79.0 140.0 15.2 
length of cultivation (days) 
Ukuran panen (ekor/kg)/ 63.0 33.0 80.0 10.9 
harvest size (tail/kg) 
Non-Intensif/Non-Intensive 
Luas (ha)/ 7.6 0.4 50.0 9.9 
Farm size (ha) 
Produksi (kg)/ 92.8 12.5 500.0 89.2 
Yield (kg) 
Jumlah benur per Ha (ekor)/ 18,393.5 750.0 100,000.0 16,284.9 
Fry per ha (tail) 
Jumlah pakan per Ha (kg)/ 61.0 - 2,000.0 311.3 
Feed per ha (kg) 
Harga jual per kg (Rp)/ 49,849.0 29,000.0 68,000.0 9,485.6 
Farm gate pricess per kg (Rp) 
Lama Pendidikan (tahun)/ 10.9 6.0 17.0 3.6 
length of education (year) 
Tingkat kelangsungan hidup(%)/ 0.3 0.0 1.0 0.2 
survival rate (%) 
Lama pemeliharaan (hari)/ 95.1 75.0 130.0 11.8 
length of cultivation (days) 
Ukuran panen (ekor/kg)/ 45.8 25.0 120.0 16.1 


harvest size (tail/kg) 


Sumber: data diolah/Source: secondary data, processed 
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Lampiran 3. Karakteristik dari Penentu TFP antara Tambak di Provinsi Jawa Timur dan di luar 


Jawa Timur. 
Annex 3. Characteristis of TFP Determinants between East Java and Non East Java. 
Lokasi Karakteristik/ Rata-rata/ Terendah/ Tertinggi/ Standard 
Location Characteristics Mean Minimum Maximum Deviation 

Jawa Timur/ 
East Java 
Luas (ha)/Farm size (ha) 7.0 0.1 50.0 9.5 
Produksi (kg)/Yields(kg/ha) 5,600 14.3 25,000 7,112.3 
Jumlah benur per Ha (ekor)/ 370,335 750.0 1,700,000.0 472,928.5 
Fry per ha (tail/ha) 
Jumlah pakan (kg/ha)/ 8,551 - 37,250.0 11,053.7 
Feed (kg/ha) 
Harga jual (Rp/kg)/Farm gate 47,247.8 29,000.0 68,000.0 9,397.1 
prices (Rp/kg) 
Lama Pendidikan (tahun)/length 13.5 6.0 17.0 4.0 
of education (year) 
Tingkat kelangsungan hidup (%)/ 0.5 0.1 1.0 0.3 
survival rate (%) 
Lama pemeliharaan (hari)/ 98.3 75.0 140.0 17.3 
length of cultivation (days) 
Ukuran panen (ekor/kg)/ 51.0 30.0 120.0 15.6 
harvest size (tail/kg) 
Di luar Jawa Timur / 
Outside of East Java 
Luas (ha)/Farm size (ha) 1.2 0.2 17.0 2.2 
Produksi (kg)/Yields (kg) 10,582.3 12.5 25,571.4 6,335.3 
Jumlah benur per Ha (ekor)/Fry 796,926.2 10,000.0 1,650,000.0 479,748.7 
per ha (tail) 
Jumlah pakan per Ha (kg)/ 18,055.4 0 40,215.0 9,959.2 
Feed per ha (kg) 
Harga jual per kg (Rp)/Farm 34,275.6 18,500.0 62,000.0 8,367.8 
gate process per kg (Rp) 
Lama Pendidlkan (tahun)/ 15.7 6 17.0 3.1 
length of education (year) 
Tingkat kelangsungan hidup (%)/ 73% 3% 99% 29% 
survival rate (%) 
Lama pemeliharaan (hari)/ 110.1 85.0 130.0 12.2 
length of cultivation (days) 
Ukuran panen (ekor/kg)/ 61.4 25.0 86.0 13.7 
harvest size (tail/kg) 
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ABSTRAK 


Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis perkiraan dampak subsidi input terhadap efisiensi ekonomi 
budidaya ikan kerapu dalam keramba jaring apung dan menentukan pilihan subsidi input yang optimal 
bagi keberlanjutan usaha. Penelitian dilakukan di Perairan Ringgung Kabupaten Pesawaran, Lampung 
pada bulan September - Desember 2010. Contoh responden dipilih secara sengaja menggunakan metoda 
sensus. Data yang digunakan adalah data primer dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan fungsi 
biaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pangsa faktor usaha (sebagai proksi efisiensi ekonomi) 
budidaya ikan kerapu memiliki respons positif yang nyata terhadap perubahan harga benih, harga pelet 
ikan, harga pakan rucah ikan dan harga keramba jaring apung: dan memiliki respons negatif yang nyata 
terhadap perubahan upah tenaga kerja. Pemberian subsidi input berdampak positif terhadap pangsa 
faktor usaha budidaya ikan kerapu. Di samping itu, pilihan subsidi input yang optimal untuk meningkatkan 
pangsa faktor usaha adalah subsidi input benih dan pakan rucah ikan masing-masing sebesar 10% 
disertai subsidi bahan bakar minyak sebesar 30%. Berdasarkan temuan tersebut dan demi menjaga 
manfaat subsidi input bagi pengembangan usaha budidaya ikan kerapu di lokasi penelitian, pemerintah 
perlu menetukan formulasi dan mekanisme yang tepat pemberian subsidi input untuk usaha budidaya 
ikan kerapu. Pada satu sisi memperhatikan pentingnya efisiensi ekonomi (pangsa faktor) sebagai salah satu 
indikator keberlanjutan usaha, namun di sisi lain tidak menimbulkan semakin besarnya pengangguran. 


Kata Kunci: Subsidi input, budidaya ikan Kerapu, fungsi biaya, keberlanjutan usaha. 


Abstract : Impact Analysis of Input Subsidies to Economic Efficiency of the Grouper Fish Culture in 
Pesawaran, Lampung. By: Tajerin, Muhajir and Estu Sri Luhur. 


This paper was aimed to analyze possible impact of input subsidies to economic efficiency of the 
grouper fish culture in floating net cage, and determine level of input subsidies for maintainning sustainability 
of the business. This study was conducted in the regency of Pesawaran of Lampung province in September 
- December 2010. Sample respondents were purposely selected using a census method. Primary data were 
analyzed using the cost function approach. Results showed that share factor of grouper fish culture was 
a significant positively response to change in seed price, price of fish pellet, trash fish prices and prices of 
the floating net cage, and was a significant negatively response to change in labor cost. Input subsidies 
were a positively impact on the share factor of grouper fish culture. In addition, the optimum level of input 
subsidies to increase share factor can achieved by increase 109 of seed and trash fish feed subsidies, and 
304 of fuel subsidies, respectively. Based on these findings and in order to maintain potential benefits 
of input subsidies in the development of grouper fish culture development, government should impose 
appropriate formulation and mechanism input subsidies for grouper fish industry. In one side, attention 
should be given on economic efficiency (factor share) as one of sustainability indicators of the business, and 
in the other side, this policy imposed should not create unemployment problem. 


Keyword : Input subsidy, Grouper fish culture, cost function, business sustainability. 
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PENDAHULUAN 


Permintaan ikan dunia dari tahun 
ke tahun cenderung meningkat sebagai 
akibat meningkatnya jumlah penduduk dan 
kualitas hidup yang diikuti perubahan pola 
konsumsi masyarakat. Peningkatan kualitas 
hidup menyebabkan bergesernya pola 
konsumsi makanan ke jenis makanan sehat 
dan bermutu, seperti produk ikan (Kusumastanto, 
2007). Untuk mengantisipasi melonjaknya 
permintaan, tidak dapat hanya dengan 
mengandalkan hasil tangkapan, tetapi harus 
didukung dari hasil pembudidayaan ikan. 


Banyak upaya yang telah dilakukan 
pemerintah, yang tidak saja bertujuan untuk 
perolehan devisa tetapi juga peningkatan 
kesejahteraan pembudidaya ikan, di antaranya 
adalah pengembangan budidaya ikan 
kerapu. Di samping karena wilayah 
pengembangannya cukup luas, permintaan 
luar negeri juga cenderung meningkat 
seperti dari Hongkong, Taiwan dan 
Singapura. Sejak tahun 2000, Indonesia 
belum mampu memenuhi permintaan 
pasar ekspor karena pasokannya sering 
tidak menentu dan masih mengandalkan dari 
hasil tangkapan (Subiyanto et al., 2001). 
Pemerintah telah mendorong upaya yang 
mengarah pada pengembangan budidaya 
ikan kerapu termasuk dalam pengembangan 
sentra-sentra produksinya di Indonesia. 


Salah satu sentra produksi ikan kerapu 
di Indonesia adalah Kabupaten Desawaran, 
Provinsi Lampung. Pengembangan budidaya 
ikan kerapu di lokasi ini berjalan cukup baik, 
terutama didukung oleh potensi sumber daya 
cukup besar dan harga pasar ekspor yang 
tinggi serta penguasaan teknologi 
pembudidayaannya (Akbar, 2001: Dinas Kelautan 
dan Perikanan Kabupaten Pesawaran, 2009a). 


Upaya meningkatkan keberhasilan 
pengembangan usaha budidaya ikan kerapu, 
tidak hanya dengan memperhatikan kondisi 
efisiensi dan produktivitas usaha. Dari 
pendekatan fungsi biaya, efisiensi usaha 
dapat dilihat dari perubahan pangsa faktor 
(factor share), dan produktivitas usaha dari 


170 


pangsa penerimaan (revenue share) dan pangsa 
modal (fixed guasi input share) (Melfou et al., 
2008: Koo et al., 2001: Mamatzakis, 2003). 


Dukungan pemerintah terhadap 
peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha 
budidaya kerapu selama ini telah diberikan 
melalui berbagai jenis bantuan. Meskipun 
jenis bantuan subsidi tersebut bertentangan 
dengan semangat liberalisasi yang diusung 
WTO, tetapi subsidi harus tetap diupayakan 
terkait dengan pengentasan kemiskinan, 
ketahanan pangan dan penyerapan tenaga 
kerja (Senandikahukum, 2009: Satria et al., 
2009). Pemberian subsidi semestinya dilihat 
secara menyeluruh termasuk manfaat yang 
dapat diperoleh bagi penerima, misalnya 
dalam bentuk subsidi harga input yang relatif 
kecil dampaknya terhadap distorsi pasar 
(The Nature Conservancy, 2008). Dengan 
demikian diharapkan pemberian subsidi 
pada kasus usaha budidaya ikan kerapu dapat 
berdampak positif terhadap peningkatan 
efsiensi (pangsa faktor) dan produktivitas 
(pangsa penerimaan dan pangsa modal) usaha 
perikanan budidaya laut tersebut, dan pada 
gilirannya dapat mendorong perkembangan 
kegiatan usaha budidaya laut tersebut 
yang lebih baik pada masa mendatang. 


Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis perkiraan dampak subsidi 
terhadap efisiensi ekonomi usaha budidaya 
ikan kerapu di Kabupaten Pesawaran, 
Lampung: dan menentukan pilihan subsidi 
input yang tepat bagi peningkatan efisiensi 
usaha usaha budidaya tersebut. Hasil 
penelitian diharapkan dapat berguna sebagai 
bahan pertimbangan bagi para pengambil 
kebijakan dalam rangka mengembangkan 
usaha budidaya ikan kerapu ke depan. 


METODOLOGI PENELITIAN 
Kerangka dan Model Analisis 


Uraian mengenai berbagai persamaan 
terkait dengan kerangka dan model analisis 
dalam penelitian ini, sebagian besar mengikuti 
penurunan fungsi biaya total translog termasuk 
persamaan pangsa input sebagaian besar 


adalah mengikuti Binswanger (1974) yang 
dilengkapi beberapa referensi lainnya, 
seperti: Mergos and Karagiannis (1997), 
sementara untuk spesifikasi fungsi biaya total 
translog mengikuti dengan yang digunakan 
Ray (1982). 


Dalam penelitian ini, usaha budidaya 
ikan kerapu dalam keramba jaring apung 
di Pesawaran, Lampung menggunakan 
6 (enam) buah input produksi yang terdiri 
dari lima buah input tidak tetap (variable 
inputs) dan satu buah input tetap (fixed 
input). Lima buah input tidak tetap (variable 
inputs) tersebut adalah benih ikan kerapu 
(B), pakan pelet ikan (T), pakan rucah ikan 
(R), tenaga kerja (L), bahan bakar minyak 
(M); sedangkan satu buah input tetap 
(fixed input) yang digunakan adalah 
sarana budidaya berupa keramba 
jaring apung (Z). Secara matematis bentuk 
fungsi produksi usaha budidaya ikan 
kerapu tersebut dapat dituliskan sebagai 
berikut: 


Y f (Xp XXX, Xu X7) 


dimana: Y = output total produksi 
ikan kerapu ; X, = jumlah benih ikan kerapu, 
X. = jumlah pakan pelet ikan, X, = jumlah 
pakan rucah ikan, X - jumlah tenaga kerja, 
X, = jumlah bahan bakar minyak, dan 
X, - jumlah keramba jaring apung. 

Produksi ikan kerapu pada usaha 
budidaya, dalam hal ini dapat dijelaskan 
dengan fungsi biaya tidak tetap yang 
menganggap tetap (fixity) input tertentu 
(memasukkan input tetap ke dalam fungsi 
dengan menghitung besaran biaya 
penyusutannya) dalam jangka pendek. 
Dalam kasus ini, fungsi biaya total 
jangka pendek adalah sebagai berikut 
(Kulatilaka, 1985: Berndt and Fuse, 1986): 


C(P,Y,Z,t) =G(P,Y,Z,) + 72, 
| | k=1 


A a... (2) 


Y Y Y 


TE TVC TFC 


\ J \ J 
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dimana TC atau C = biaya total produksi; 
TVC atau G = biaya tidak tetap produksi; 
P = vektor harga input tidak tetap; 
Y = vektor output; TFC = biaya tetap; 
Z = tingkat penggunaan input tetap atau 
yang diterminologikan sebagai input tetap 
quasi; r, = vektor harga bayangan (shadow 
prices) untuk input tetap atau yang 
diterminologikan sebagai input tetap 
quasi; dan t = tren waktu. 


Selanjutnya, bila dalam menjalankan 
usaha budidaya ikan kerapu tersebut, 
pembudidaya menghadapi masalah dalam 
meminimumkan biaya input (min C), maka 
pengambilan keputusan petani (pembudidaya) 
dalam melakukan kegiatan usahanya akan 
berkaitan dengan pemikirannya yang 
dilatarbelakangi oleh pendekatan fungsi 
biaya yang tecermin dalam intuisi ekonomi 
petani (pembudidaya) (Jogerson. and Lau, 
1974). Di samping itu, secara teoritis 
karakterisasi teknologi yang digunakan oleh 
seorang produser (pembudidaya ikan) akan 
meminimumkan biaya produksi tidak tetap 
(variable production cost) untuk kondisi 
(dengan pertimbangan) piilihan tingkat biaya 
input tetap quasi (level of the quasi-fixed inputs) 
tertentu (Melfou, et.al, 2008). 


Pendekatan fungsi biaya tersebut 
dipertimbangkan dengan meminimisasi 
biaya total (minimise total cost) tertentu pada 
sebuah tingkat output dan harga masing- 
masing input yang digunakan (Binsawanger, 
1974; Mergos and Karagiannis, 1997). Oleh 
karena itu, permasalahan meminimisasi 
biaya dari kegiatan produksi budidaya ikan 
kerapu, dalam hal ini diformulasi mengikuti 
fungsi produksi (Persamaan-1), bentuk fungsi 
biaya total jangka pendek (Persamaan-2) 
dapat diformulasikan kembali dalam bentuk 
sederhana menjadi sebagai berikut: 


atau 


min 


6 
C(B,T,R,L,M,Z,Y) = min ROLF n = o| 


i 
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dan sebagai kendalanya: 
Y= f(X,,X,...., X.) 


dimana: Y = output total produksi ikan 
kerapu ; P. = harga faktor input ke-i (harga 
benih ikan kerapu = P,; harga pakan pelet 
ikan = P|; harga pakan rucah ikan = P ; harga 
atau upah tenaga kerja = P ; harga bahan bakar 
minyak = P; dan harga bayangan (shadow 
prices) keramba jaring apung = P, dalam hal 
ini digunakan menggantikan r (nilai harga 
bayangan/ shadow price) dari input tetap 
keramba jaring apung (Z); dan X = jumlah input 
ke-i (jumlah benih ikan kerapu = X,; jumlah 
pakan pelet ikan = X,, jumlah pakan rucah 
ikan = X,; jumlah tenaga kerja = X; jumlah 
bahan bakar minyak = X„; dan jumlah keramba 
jaring apung = X.). Harga bayangan (Shadow 
Prices) dari input tetap keramba jaring apung 
dihitung dengan merujuk pada formulasi 
dalam Persamaan (2). 


Bertolak dari Persamaan (1), Persamaan 
(2) dan Persamaan (3), fungsi biaya total 
minimum dualitas (a dual minimum cost 
function)! : 


Cc = g (Pz, Pr, Pas Pr Pus P,; Y) 


Karena fungsi dalam Persamaan (4) 
tersebut atau yang disebut frontier harga 
faktor (factor prices frontier) dimaksudkan 
bagi setiap kombinasi harga input dari 
biaya minimun yang berhubungan kepada 
tingkat input yang meminimumkan biaya 
Kya maka C* adalah bersifat homogen 
berderajat satu dalam harga input tersebut. 


Selanjutnya untuk memperkirakan 
dampak subsidi input (input) terhadap 
pangsa faktor sebagai indikator keberlanjutan 
usaha dari aspek efisiensi ekonomi budidaya 
ikan kerapu, dalam penelitian ini dijelaskan 


berdasarkan pendekatan fungsi biaya total 
translog (Translog Total Cost Function). 
Fungsi biaya total translog tersebut dapat 
ditulis dalam bentuk seri ekspansi dari 
Logarithmic Taylor menjadi term kedua 
dari fungsi biaya total analitik yang 
diturunkan (didefensiasikan) sebanyak 
dua kali pada satu peubah tertentu (seperti, 
In Y = 0, In P = 0, i = 1, ..., n). Dengan 
demikian Persamaan (4) dalam bentuk 
logaritma natural dapat ditulis kembali 
menjadi (Binswanger, 1974): 


Inc” = f(InY,In P,...,InP,) 


Dengan catatan bahwa ordo pertama 
dan kedua dari turunan pada In (.) = 0 maka 


Persamaan (4) menjadi sebagai berikut 
(Binswanger, 1974): 
% ôln C* ôlnC* 
Inc |,=,; =Q; |o= V; 5 
nC'hsao iny lon ey Əln P Da 
ôln C* anc 
= =y; + (6) 


Keseteraan dari turunan silang pada 
Persamaan (5) berimplikasi pada kendala 
simetrik (the symmetry constraint), yaitu: 


Yi 5 p 


Kemudian dengan mengikuti seri 
e k S p a n S i 
Taylor (the Taylor seies expansion), diperoleh 
persamaan biaya total (yang meminimumkan 
penggunaan biaya input) adalah sebagai berikut 
(Christensen at al. 1971; Binswanger, 1974): 


Inc” -a; + dia, In P +piny+ >> da, InP, In P, + 


i=l j=l 


1 ana 
(Bx (ny +> ya In p ny 
i=l 


1Untuk kondisi C adalah biaya produksi di bawah kombinasi faktor yang layak, maka dapat digunakan C* yang merujuk 
pada biaya produksi ketika kombinasi input meminimumkan biaya. Pada saat kombinasi input adalah optimal maka 
fungsi harga faktor input adalah meminimumkan biaya juga (Binswanger, 1974). 
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dimana a, adalah koefisien parameter 
(elastisitas) dari pangsa biaya input ke-i 
(i= B, T, R, L, M, G) terhadap biaya total produksi: 
6 adalah koefisien parameter (elastisitas) 
pangsa penerimaan output terhadap biaya 
total produksi, a, adalah koefisien parameter 
dari interaksi antar input; 6,, adalah koefisien 
parameter (elastisitas) interkasi antar pangsa 
penerimaan output terhadap biaya total 
produksi; V; adalah koefisien parapemeter 
interaksi antara pangsa biaya input dengan 
pangsa penerimaan output. 


Fungsi biaya total translog pada 
Persamaan (7) diasumsikan bersifat simetris 
dan homogen berderajat satu dalam 
harga input i (i = B, T, R, L, M, G), sehingga 
pada kondisi simteris diasumsikan aa, 
dan pada kondisi homogen diasumsikan 


n 

Žas =t 
i=l 

dan 


>e, => ar =} ar => a, => a, => aç =0 --(9) 
i=l isl i=l il isl isl 


Untuk tingkat output tertentu 
dengan asumsi persiangan sempurna dalam 
faktor pasar, fungsi permintaan input yang 
meminimisasi pangsa faktor biaya input 
(factor share) untuk setiap pengeluaran 
input-i (i = B, T, R, L, M, G), secara sederhana 
dapat diturunkan dengan deferensiasi 
fungsi biaya total berdasarkan pedoman 
Shephard’s lemma_ (Ray, 1982: Melfou 
et.al, 2008; Koo et al., 2001; Mamatzakis, 
2003): 


ah 2C P, 

6hP PC n (10) 
oh C 

Jika oh P =X,, untuk i = 1, ..., 


6; dapat diturunkan fungsi permintaan 
input yang dapat diekpresikan dalam 
bentuk pangsa faktor biaya input (Si) sebagai: 
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Š$, = = =G, +a, InP,+BInY, i=1,.,6 .... (11) 
j=l 


Untuk mengetahui besaran dampak 
dari subsidi input terhadap keberlanjutan 
usaha (pangsa faktor input) dari perspektif 
dimensi ekonomi, dalam penelitian ini 
dibatasi hanya dengan menggunakan indikator 
efisiensi, yakni dengan pendekatan pangsa 
faktor biaya input (factor share) dari fungsi 
biaya total translog .Selanjutnya untuk 
mengetahui arah (sign) dan besaran 
(magnitude) dari dampak subsidi tersebut, 
dilakukan perbandingan hasil pendugaan 
antara persamaan pangsa faktor tanpa subsidi 
input yang merupakan persamaan aktual 
(Persamaan (10)) dan persamaan pangsa 
faktor dengan subsidi input yang merupakan 
persamaan simulasi (Persamaan (11)). 


Persamaan simulasi dari pangsa faktor 
dengan menggunakan fungsi biaya total 
translog (Persamaan (11)) dispesifikasi 
mengikuti persamaan aktualnya (Persamaan 
(10)) namun dilakukan dengan mengurangi 
besaran harga input (P) dengan besaran 
subsidi input (s), sehingga diperoleh 
spesifikasi sebagai berikut: 


P- Ky n 

5, =F 9% a IPs), + 
C = 

BinY, i-1,.,6 ee (11) 
Simulasi subsidi input dalam 


penelitian ini hanya diberlakukan untuk 
input utamanya (yang memiliki proporsi 
biaya yang tergolong besar/dominan) saja. 
Hal ini ditentukan dengan pertimbangan 
bahwa pembudidaya akan lebih memerlukan 
bantuan (subsidi) bagi jenis-janis input 
yang menjadi beban pembiayaan terbesar 
(dominan) untuk operasional usahanya. 
Oleh karena itu, dengan memberikan subsidi 
berupa pengurangan harga input yang memiliki 
proporsi biaya terbesar (dominan) tersebut, 
tentunya akan lebih memenuhi (sesuai) 
dengan kebutuhan para pembuddaya ikan 
kerapu terhadap subsidi yang diinginkannya. 
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Di samping itu, pemberian subsidi pada kegiatan 
budidaya ikan kerapu juga memperhatikan 
instrumen kebijakan subsidi pemerintah yang 
hingga saat ini secara riil masih diberlakukan 
bagi sektor kelautan dan perikanan, seperti 
kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM). 


Berdasarkan kedua pertimbangan 
tersebut, subsidi input benih ikan kerapu 
(s,), subsidi input pakan rucah ikan (s,), 
dan subsidi input BBM (s,,) dalam hal ini 
digunakan sebagai instrumen kebijakan 
subsidi input yang disimulasikan untuk 
diberikan kepada pembudidaya ikan 
kerapu di Kabupaten Pasewaran, Lampung. 
Dengan demikian, diperoleh harga input 
benih ikan kerapu yang baru (setelah subsidi) 
sebesar (P, - s,), input pakan ikan rucah yang 
baru setelah subsidi sebesar (P, - s,) dan 
harga input BBM yang baru (setelah 
subsidi) sebesar (P - su) yang dimasukkan 
ke dalam Persamaan (11). Adapun simulasi 
dampak subsidi input (benih ikan kerapu, 
pakan rucah ikan dan BBM) terhadap 
pangsa faktor sebagai salah satu indikator 
keberlanjutan usaha dari aspek efisiensi 
ekonomi budidaya ikan kerapu di Kabupaten 
Pesawaran, Lampung. 


Terdapat 15 buah simulasi dengan variasi 
subsidi harga faktor input utama (memiliki 
proporsi biaya yang dominan) yakni input 
benih ikan kerapu (BNH dan input pakan rucah 
ikan (PPRI) antara 10%, 20% dan 30X yang 
masing-masing diikuti dengan subsidi harga 
bahan bakar minyak (BBM) sebesar tertentu 
yaitu 30% (mengikuti besaran subsidi yang 
berlaku untuk sektor perikanan tangkap laut, 
yang kurang lebih sebesar angka persentase 
tersebut). Secara keseluruhan 15 buah simulasi 
tersebut sebagai berikut: 


- Simulasi 1/ Simulation 1 = Pengurangan 
harga benih ikan (PBNH) sebesar 10% dan 
harga bahan bakar minyak (PBBM) sebesar 
30%/ Reduction fish seed price (PBNH) 10% 
and gas oil price (PBBM) 30% 

- Simulasi 2/ Simulation-2 = Pengurangan 
harga benih ikan (PBNH) sebesar 20% dan 
harga bahan bakar minyak (PBBM) sebesar 
30%/ Reduction fish seed price (PBNH) 20% 
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and gas oil price (PBBM) 3096 

- Simulasi 3/ Simulation-3 = Pengurangan 
harga benih ikan (PBNH) sebesar 30% dan 
harga bahan bakar minayk (PBBM) sebesar 
30%/ Reduction fish seed price (PBNH) 30% 
and gas oil price (PBBM) 3096 

- Simulasi 4/ Simulation-4 = Pengurangan 
harga pakan rucah ikan (PPRI) sebesar 10% 
dan harga bahan bakar minyak (PBBM) 
sebesar 30%/ Reduction rucah fish feed 
price (PPRI) and gas oil price (PBBM) 30% 

- Simulasi 5/ Simulation-5 = Pengurangan 
harga pakan rucah ikan (PPRI) sebesar 20% 
dan harga bahan bakar minayk (PBBM) 
sebesar 30%/ Reduction rucah fish feed 
price (PPRI) 20 % and gas oil price (PBBM) 
30% 

Simulasi 6/ Simulation-6 = Pengurangan 
harga pakan rucah ikan (PPRI) sebesar 30% 
dan harga bahan bakar minyak (PBBM) 
sebesar 30%/ Reduction rucah fish feed 
price (PPRI) 30% and gas oil price (PBBM) 
30% 

Simulasi 7/ Simulation-7 = Pengurangan 
PBNH sebesar 10%, PPRI sebesar 10% dan 
PBBM sebesar 30%/ Reduction PBNH 10%, 
PPRI 10% and PBBM 30% 

- Simulasi 8/ Simulation-8 = Pengurangan 
PBNH sebesar 10%, PPRI sebesar 20% dan 
PBBM sebesar 30%/ Reduction PBNH 10%, 
PPRI 20% and PBBM 30% 

- Simulasi 9/ Simulation-9 = Pengurangan 
PBNH sebesar 10%, PPRI sebesar 30% dan 
PBBM sebesar 30%/ Reduction PBNH 10%, 
PPRI 30% and PBBM 30% 


Simulasi 10/ Simulation-10 = Pengurangan 
PBNH sebesar 20%, PPRI sebesar 10% dan 
PBBM sebesar 30%/ Reduction PBNH 20%, 
PPRI 10% and PBBM 30% 


- Simulasi 11/ Simulation-11 - Pengurangan 
PBNH sebesar 20%, PPRI sebesar 20% dan 
PBBM sebesar 30%/ Reduction PBNH 204, 
PPRI 20% and PBBM 30% 

- Simulasi 12/ Simulation-12 - Pengurangan 
PBNH sebesar 20%, PPRI sebesar 30% dan 
PBBM sebesar 30%/ Reduction PBNH 204, 
PPRI 3096 and PBBM 30% 


- Simulasi 13/ Simulation-13 - Pengurangan 


PBNH sebesar 30%, PPRI sebesar 10% 
dan PBBM sebesar 30%/ Reduction 
PBNH 30%, PPRI 10% and PBBM 30% 

- Simulasi 14/ Simulation-14 = Pengurangan 
PBNH sebesar 30%, PPRI sebesar 20% 
dan PBBM sebesar 30%/ Reduction 
PBNH 30%, rucah PPRI 20% and PBBM 
30% 

- Simulasi 15/ Simulation-15 = Pengurangan 
PBNH sebesar 30%, PPRI sebesar 30% 
dan PBBM sebesar 30%/ Reduction 
PBNH 30%, PPRI 30% and gas PBBM 
30% 


Secara teoritis, pengurangan faktor 
harga input dengan sebesar harga subsidi 
input tertentu untuk simulasi yang bervariasi 
namun dilakukan dengan menggunakan 
persamaan yang sama (Persamaan (11)), 
maka akan diperoleh hasil dugaan dengan 
koefisien parameter yang tetap atau dengan 
besaran (magnitude) dan arah (sign) yang 
sama untuk setiap hasil simulasi, kecuali untuk 
koefisien kontsantanya saja yang berubah. 
Hal ini karena perubahan peubah harga input 
sebagai peubah bebas (sisi kanan persamaan) 
terjadi dengan proporsi yang sama (sesuai 
besaran pengurangan harga subsidi) untuk 
semua responden (n pengamatan), sementara 
pangsa faktor input sebagai peubah terikatnya 
(sisi kiri persamaan) masih sama dengan antar 
persamaan dengan simulasi yang berbeda. 
Kondisi demikian, dalam ekonometrika serupa 
dengan pemberlakukan prosedur perbedaan 
secara umum (generalized defferencing) untuk 
merubah model linier ke dalam bentuk model 
persamaan yang nilai sisanya bersifat bebas 
(Juanda, 2009). 


Oleh karena itu, perbandingan hasil 
pendugaan dari persamaan dengan subsidi 
input (Simulasi-1 hingga Simulasi-15) 
terhadap hasil pendugaan dari persamaan 
aktualnya (tanpa subsidi) dalam hal ini 
dilakukan berdasarkan perbedaan (selisih) 
nilai koefisien konstanta dari kedua 
persamaan tersebut (persamaan dengan 
subsidi dan persamaan tanpa subsidi). 
Berdasarkan perbedaan (selisih) nilai 
koefisien konstanta tersebut kita dapat 
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mengetahui apakah dampak subsidi input 
tersebut berdampak positif atau negatif 
terhadap pangsa faktor usaha budidaya ikan 
kerapu di lokasi yang diamati. 


Bila dampak tersebut adalah positif, 
maka selanjutnya kita perlu menentukan 
simulasi manakah yang menghasilkan 
dampak (positif) yang optimal bagi pangsa 
faktor atau keberlanjutan usaha budidaya 
ikan kerapu di Kabupaten Pesawaran, 
Lampung. Untuk itu, dalam penelitian 
ini digunakan pendekatan pertimbangan 
hasil analisis perbandingan antara manfaat 
dan biaya (cost-benefit analysis). Dalam hal 
ini, tambahan nilai pangsa faktor input 
dianggap sebagai manfaat (benefit) dan 
nilai subsidi input dianggap sebagai biaya 
(cost). Perbandingan antara manfaat 
(benefit) terhadap biaya (cost) tersebut dapat 
mencerminkan tingkat efisiensi (ekonomi dan 
sosial) dan menjadikan ukuran penentuan 
pilihan suatu kebijakan (Just et al., 1992: 
Bohm, 1993: Feldman, 2000). 


Metoda Pendugaan 


Model persamaan fungsi biaya dalam 
penelitian ini diduga dengan menggunakan 
metoda SUR (Seemingly Unrelated Regression). 
Metoda SUR merupakan teknik yang cocok 
untuk model-model persamaan yang 
berpotensi memiliki permasalahan dimana 
peubah-peubah di sisi kanan persamaan 
berhubungan kesalahan pengganggu (error 
terms), dan yang keduanya merupakan 
hubungan yang heteroskedastisitas serta 
secara bersama- sama berhubungan dalam 
residual (contemporaneous correlation) 
dari persamaan yang diduga. Metoda SUR 
dapat mengatasi permasalahan tersebut, 
karena pada prinsipnya metode SUR ini 
mengaplikasi metoda 3SLS (Three Stage 
Least Square) dengan sistem tanpa 
pembobotan, namun dengan pemaksaan 
(enforcement) parameter  restriksi.dari 
suatu persamaan melintang  (cross- 
eguation), atau yang dikenal sebagai Zellner's 
Method (Meravall and Gomez, 2007: 
Zellner, 1962 dalam Melfou, 2008). 
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Meskipun demikian, metoda pendugaan 
SUR peka terhadap persamaan fungsi 
biaya yang mungkin menjauhkannya untuk 
jaminan dipenuhinya sifat kehomogenan 
(homogenity) berderajat satu. Sementara 
sifat tersebut merupakan asumsi yang 
harus dipenuhi dalam menggunakan fungsi 
biaya. Untuk mengatasi permasalahan 
tersebut, kita dapat mengaplikasikan 
iterasi terhadap SUR atau 3SLS (iSUR 
atau i3SLS) yang menjamin bahwa sistem 
parameter dugaan merupakan invariant 
untuk pilihan yang mengeluarkan 
persamaan fungsi biaya total tersebut 
(Judge, 1980 dalam Mamatzakis, 2003). 
Dengan bantuan Program Eviews-6, 
dapat secara langsung mengaplikasi 
iterasi tersebut, sehingga diperoleh hasil 
pendugaan yang dapat memenuhi asumsi 
kehomogenan (homogenity) berderajat 
satu dari model fungsi biaya. 


Waktu Pelaksaan, Penentuan Lokasi dan 
Pengambilan Sampel 


Penelitian ini dilakukan sejak bulan 
September hingga Desember 2010 dengan 
menggunakan kasus pada usaha budidaya 
pembesaran ikan kerapu di sekitar perairan 
Ringgung, Desa Punduh Pidada, Kecamatan 
Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, 
Lampung. Penggunaan kasus dalam penelitian 
ini dimaksudkan untuk mendapatkan 
gambaran secara detail tentang latar belakang, 
sifat serta karakteristik yang khas pada 
suatu kasus untuk dijadikan suatu hal yang 
bersifat umum (Nazir, 1998). 


Penentuan lokasi kasus tersebut 
dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa 
sebagian besar (70%) usaha budidaya ikan 
kerapu di Provinsi Lampung terdapat di areal 
sekitar perairan Punduh Pidada (Ringgung) 
yang secara administratif temasuk dalam 
Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten 
Pesawaran, Lampung (Dinas Kelautan dan 
Perikanan Provinsi Lampung, 2008). Dengan 
kata lain pertimbangan penentuan lokasi 
tersebut dalam penelitian ini dilakukan 
karena lokasi tersebut merupakan sentra 
terbesar produksi kegiatan budidaya ikan 
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kerapu dalam keramba jaring apung di Provinsi 
Lampung. Populasi pembudidaya ikan di 
wilayah kasus tersebut sebanyak 36 orang 
pembudidaya, sehingga untuk pengumpulan 
data digunakan metoda sensus diambil dari 
semua pembudidaya ikan kerapu tersebut. 


Jenis dan Sumber Data 


Jenis data yang digunakan dalam 
penelitian terdiri dari data primer dan data 
sekunder. Data primer diperoleh dari hasil 
wawancara dengan para pembudidaya ikan 
kerapu di lokasi penelitian yang menjadi 
responden (sampel) Sementara data sekunder 
diperoleh dari laporan atau publikasi dari 
beberapa instansi yang terkait dengan topik 
penelitian ini. 


HASIL DAN PEMBAHASAN 


Secara eksisting, usaha budidaya 
pembesaran ikan kerapu dalam keramba 
jaring apung (KJA) di Kabupaten Pesawaran, 
Lampung hingga saat ini tidak atau belum 
mendapatkan subsidi dari pemerintah, dalam 
hal ini dari Kementerian Kelautan Perikanan 
atau Dinas Kelautan dan Perikanan setempat. 
Oleh karena itu, pembahasan mengenai 
dampak subsidi terhadap efisiensi ekonomi 
(pangsa faktor) usaha budidaya pembesaran 
ikan kerapu tersebut hanya merupakan 
perkiraan dampak potensial dan bukan 
merupakan dampak yang sesungguhnya 
terjadi atau dialami usaha budidaya 
tersebut. Dengan perkataan lain, pendugaan 
terhadap dampak tersebut hanya bersifat 
simulasi bila subsidi tersebut diberikan 
kepada usaha budidaya pembesaran ikan 
kerapu di lokasi penelitian. 


Untuk itu, dalam bagian ini dijelaskan 
beberapa hal penting berkaitan dengan 
dampak subsidi terhadap efsieinsi usaha 
(pangsa faktor) usaha budidaya pembesaran 
ikan kerapu dalam KJA di Kabupaten 
Pesawaran, Lampung, yaitu: (1) Analisis biaya 
dan penerimaan: (2) Pendugaan pangsa faktor 
biaya input dari fungsi biaya: (3) Perkiraan 
dampak subsidi input: dan (4) Penentuan 
pilihan subsidi input yang optimal. 


Biaya dan Penerimaan Usaha Budidaya Ikan 
Kerapu 


Rata-rata usaha budidaya pembesaran 
ikap kerapu bebek dalam keramba jaring 
apung (KJA) di Kabupaten Pesawaran, 
Lampung terdiri dari tiga unit rakit KJA yang 
berukuran dengan luasan sebesar 8m x 8m 
dan masing-masing unit rakit KJA terdiri 
dari empat petak untuk tempat meletakkan 
jaring keramba. Jaring yang digunakan adalah 
jaring dengan mesh- size 1,25 inchi ukuran 
3m x 3m x 3m sebanyak 12 buah. 


Benih ikan kerapu yang ditanam 
adalah jenis kerapu macan berukuran sekitar 
2,6 — 2,9 gr sebanyak 1.000 ekor per petak 
dengan dilakukan penjarangan seiring dengan 
meningkatnya bobot ikan kerapu yang 
dipelihara. Selama masa pemeliharaan 
awal (kurang lebih selama satu bulan 
pertama) ikan kerapu diberi pakan pelet ikan, 
dan kemudian pada periode pertumbuhan 
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berikutnya diberi pakan rucah ikan hingga 
mencapai bobot siap dipanen (konsumsi). 
Selain itu diperlukan pula multivitamin, 
minyak cumi, es untuk menyimpan pakan rucah 
ikan, dan metilen blue untuk obat-obatan. 
Di samping itu, usaha budidaya ikan kerapu 
rata rata memiliki beberapa peralatan atau 
kelengkapan usaha seperti: timbangan, bak 
pengobatan dan perlengkapannya, gunting 
untuk memotong ikan rucah menjadi 
beberapa bagian yang kecil, gilingan 
daging, wadah pakan dan cool box tempat 
menyimpan pakan rucah ikan. 


Periode/siklus usaha budidaya ikan 


kerapu tersebut rata-rata selama 13 
bulan dengen memerlukan rata-rata 
biaya total sebanyak Rp.259.858.322, 


dan menghasilkan rata-rata penerimaan 
sebesar Rp. 316.894.444. Secara rinci gambaran 
mengenai biaya dan penerimaan usaha 
tersebut seperti tertera pada Tabel 1. 


Tabel 1. Rata-rata Biaya dan Penerimaan Usaha Budidaya Ikan Kerapu Bebek per 6 Unit 
(28 petak) Keramba Jaring Apung per Periode Usaha (13 Bulan) di Kabupaten 


Pesawaran, Provinsi Lampung, 2010. 


Table 1. Average Operating Cost and Revenue Raising Grouper Fish for 6 Unit (28 cages) 
Floating Net Cages per Periode of Culture (13 Mounts) in the Regency of Pesawaran, 


Lampung Province, 2010. 


Jumlah S Rataan Harga Nilai (R = s 
Uraian/Description Saba 4 asian maa 5 Ia aa Pan 
Price (IDR) (26) 

1. Biaya Total/Total Cost: 259,858,322 100 
1.1 Biaya Tetap/Fixed Cost: 74,507,695 28.67 
- Investasi/Investment: 57,409,333 
a. Tempat Pemeliharaan/ 

Floating net cages 5,076,389 10,152,778 

b. Perahu/Boat 3,981,944 3,981,944 
c. Jaring/Net 32 766,667 24,533,333 
d. Tali/Rope 113 272,528 30,795,639 
e. Bambu/Bamboo 155 buah 10,528 1,631,806 
f. Pelampung/Buoy 155 171,806 26,629,861 
g. Pompa Air/Water Pump 1 1,864,286 1,854,167 
h. Lampu Penerangan/ 

Lamp 325,806 382,972 
i. Gudang/Warehouse 440,278 440,278 
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Lanjutan Tabel 1/Continues Table 1 


Uraian/Description 


j. Timbangan/Scale 


a 


Biaya Penyusutan/ 
Depreciation Cost: 


. Tempat Pemeliharaan/ 


Floating Net Cages 


b 
c 


d 
e 
f. 
8 
h 


j 


. Perahu/Boat 

. Jaring/Net 

. Tali/Rope 

. Bambu/Bamboo 
Pelampung/Buoy 

. Pompa Air/Water Pump 


. Lampu Penerangan/ 
Lamp 


Gudang/Warehouse 
. Timbangan/Scale 


1.2 Biaya Tidak Tetap/ 


aago 


2. 


Pr 


Variable Cost: 


. Bensin/Gasoline 

. Solar/Diesel Fuel 

. Benih ikan/ Seed of fish 
. Pakan Rucah/ Trash fish 


feed 


. Pakan Pelet/Pellets 


Tenaga Kerja/Labour 


. Gas Elpiji/LPG Gas 
. Air Bersih/Water 


Ransum /Food 


Retribusi Kebersihan/ 
Hygiene Retribution 


. Pajak Kolam Keramba/ 


Cages Tax 


Penerimaan/Revenue: 


oduksi kerapu/Grouper 


Fish Production 


3. 


Rasio Penerimaan 


Terhadap Biaya/R/C Ratio 


Jumlah/ 
Volume 


1285 
364 
3739 


5666 
1982 
49 
60 
1245 
58 


153 


27 


694 


Satuan/ Rataan Harga/ 
Unit Average Price 
(Rp) 

unit 337,917 

It 5,393 

It 5,214 

ekor 18,084 

kg 6,056 

kg 10,863 
orang 542,361 
tabung 12,667 
galon 7,292 
paket 362,500 
kolam 48,056 
kolam 141,667 
kg 456,750 


Nilai/Value 
(Rp.) 


337,917 


74,507,695 


1,350,985 
1,608,103 
63,190,370 
2,643,847 
387,415 
4,091,536 
839,082 


184,865 
78,885 
223,021 


185,350,628 
6,858,750 
1,808,333 

55,815,833 


34,522,361 
16,542,156 
26,765,586 
1,002,472 
9,245,028 
20,703,627 


7,369,252 


3,750,000 


316,894,444 


1.26 


Proporsi 
Biaya/Cost 
Proportion 

(%) 


0.52 
0.62 
24.32 
1.02 
0.15 
1.57 
0.32 


0.07 
0.03 
0.09 


71.33 
2.64 
0.70 

21.48 


13.29 
6.37 
10.30 
0.39 
3.56 
7.97 


2.84 


1.44 


Sumber/Source: Data Primer diolah (2010)/Primary Data, 2010 (Processed). 
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Usaha budidaya ikan kerapu di 
Kabupaten Pesawaran, Lampung secara 
rata-rata telah berjalan cukup efisien 
karena memiliki rasio penerimaan terhadap 
biaya total yang lebih besar dari satu 
(1,26). Artinya, penerimaan yang 
diperoleh dari kegiatan usaha budidaya 
ikan kerapu tersebut mampu menutupi 
seluruh biaya totalnya, bahkan penerimaan 
tersebut 0,26 kali lebih besar dari biaya total 
yang dikeluarkan untuk kegiatan produksi 
usaha budidaya tersebut. Dengan perkataan 
lain, secara rata-rata usaha budidaya ikan 
kerapu di Kabupaten Pesawaran, Lampung 
telah memperoleh surplus usaha (keuntungan) 
meskipun tidak tergolong besar, yaitu lebih 
dari separuh biaya total yang dikeluarkannya. 


Pemberian subsidi benih ikan untuk 
kegiatan budidaya ikan kerapu tersebut 
efektif dalam meningkatkan keberlanjutan 
usaha yang diihat berdasarkan kepekaan 
pangsa faktor biaya input (indikator efisiensi 
ekonomi usaha budidaya ikan kerapu). 
Setelah mendapatkan subsidi input, berikut 
dijelaskan mengenai hasil pendugaan 
fungsi biaya total untuk kondisi tanpa dan 
dengan subsidi input pada usaha tersebut. 


Pangsa Faktor (Proksi Efisiensi Ekonomi) 
Usaha Budidaya 


Ikan Kerapu Tanpa Subsidi 


Pangsa faktor dari fungsi biaya yang 
diduga dalam penelitian dibatasi hanya pada 
pendugaan fungsi pangsa faktor input benih 
ikan kerapu (S,) saja atau tidak dilakukan 
untuk pangsa faktor input lainnya. Hal ini 
dilakukan dengan pertimbangan bahwa 
faktor input benih ikan kerapu merupakan 
komponen faktor produksi yang utama 
dan menjadi sentral dari proses produksi 
yang dilakukan pembudidaya ikan kerapu. 
Di samping itu, secara empiris sangat tepat 
untuk digunakan sebagai patokan dalam 
menentukan pilihan subsidi input yang 
disimulasikan untuk diberikan kemudian. 
Dengan demikian, penggunaan peubah 
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pangsa faktor input benih dalam penelitian 
ini dianggap dapat mewakili pangsa faktor 
dari keseluruhan input yang digunakan dalam 
kegiatan budidaya tersebut, khususnya dalam 
kaitan untuk melihat dampak dari pemberian 
subsidi input pada kegiatan budidaya tersebut. 


Pendugaan terhadap model persamaan 
yang digunakan untuk menduga pangsa faktor 
dari fungsi biaya pada usaha budidaya ikan 
kerapu tanpa subsidi input di Kabupaten 
Pesawaran, Lampung telah cukup baik 
menangkap gambaran (fenomena) yang 
sebenarnya ada di lapangan. Hal ini terlihat 
dari koefisien determinasi (R?) yang diperoleh 
mencapai nilai sebesar 0,70 yang berarti bahwa 
model yang digunakan mampu menjelaskan 
sebesar 70% peubah-peubah yang mempengaruhi 
pangsa faktor usaha budidaya ikan kerapu di lokasi 
penelitian, sisanya sebesar 30% dijelaskan oleh 
peubah-peubah lainnya yang belum dimasukkan 
dalam model (Tabel 2). 


Kekuatan model yang digunakan juga 
terlihat nilai determinant residual covariance 
yang sangat rendah (3,61E-08). Dengan 
perkataan lain, model ini memadai untuk 
digunakan karena dengan nilai kovarian 
dari nilai sisaan (residual) yang rendah 
karena peluang terjadinya hubungan antara 
peubah-peubah bebas dalam persamaan 
model dengan kesalahan pengganggu (error 
terms) adalah relatif rendah. Di samping itu, 
keduanya dapat dianggap tidak merupakan 
hubungan yang heteroskedastis ataupun 
tidak secara bersama-sama berhubungan 
dalam residual (contemporaneous correlation) 
dari persamaan yang diduga, sehingga 
memberikan jaminan dipenuhinya sifat 
kehomogenan (homogenity) berderajat 
satu. Di samping itu, model yang digunakan 
juga dinilai valid karena memlilki koefisien 
determinasi (R?) yang tergolong besar 
yaitu sebesar 0,70 , yang berarti bahwa sebesar 
70% peubah-peubah bebas yang digunakan 
dalam model dapat menjelaskan perubahan 
peubah terikat (pangsa faktor) input benih. 


Dari hasil pendugaan pada Tabel 2, 
diketahui bahwa terdapat enam peubah bebas 
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Tabel 2. Hasil Pendugaan Fungsi Pangsa Faktor Input Benih dari Fungsi Biaya Usaha 
Budidaya Ikan Kerapu tanpa Subsidi di Kabupaten Pesawaran, Lampung, 2010. 

Table 2. Estimates Results of Seed Input Factor Share to Cost Function of Grouper Culture 
Without Subsidies in the Regency of Pesawaran, Lampung, 2010. 


Variables Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C(1) 0.663015 4.686324 0.141479 0.8894 
C(2) 0.383820 0.210756 1.821158 0.0886 
C(3) 0.207864 0.088040 2.361015 0.0322 
C(4) 0.370290 0.176775 2.094694 0.0536 
C(5) -0.608418 0.180626 -3.368381 0.0042 
C(6) 0.447939 0.305813 1.464746 0.1636 
C(7) -0.159376 0.079217 -2.011883 0.0626 
C(8) -0.388832 0.100042 -3.886689 0.0015 
Determinant residual covariance 3.61E-08 


Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer Menggunakan Program Eviews-6 (2010). 
Source: Results of Processing Primary Data with Eviews-6 Programme (2010). 


Keterangan/Remark 

C(1) = Koefisien Konstanta / Constant Coefficient 

C(2) = Koefisien parameter peubah harga benih ikan (PBNH atau P.) / Coefficient of variable parameters of fish 
seed prices (PBNH or PB) 

C(3) = Koefisien parameter peubah harga pakan pelet ikan (PPIP atau P ) / Coefficient of variable parameters of 
pellets prices (PPIP or PL) 

C(4) = Koefisien parameter peubah harga pakan rucah ikan (PPRI atau P.) / Coefficient of variable parameters of 
trash fish feed prices (PPRI or PR) 

C(5) = Koefisien parameter peubah harga (upah) tenaga kerja (PTKT atau P ) / Coefficient of variable parameters 
of labor wage (PTKT or PL) 

C(6) = Koefisien parameter peubah harga bahan bakar minyak (PBBM atau P,,) / Coefficient of variable parameters 
in fuel prices (PBBM or PM) 

C(7) = Koefisien parameter peubah harga keramba jaring apung (PKJA atau P.) / Coefficient of variable parameters 
of floating net cages prices (PKJA or PG) 

C(8) = 


total production (YTOP or Y) 


yang mempengaruhi pangsa faktor input usaha 
budidaya ikan kerapu di lokasi penelitian. 
Dari keenam peubah bebas tersebut terdiri 
dari sebanyak lima peubah bebas input dan 
satu peubah bebas output. Lima peubah bebas 
input tersebut adalah peubah harga benih ikan 
kerapu (P, atau PBNH), peubah harga pakan 
pelet ikan (P, atau PPIP), peubah harga pakan 
rucah ikan (P. atau PPRI), harga (upah) tenaga 
kerja (P. atau PTKT) dan peubah harga keramba 
jaring apung (P, atau PKJA). Sedangkan satu 
peubah bebas output tersebut adalah peubah 
output total produksi (Y atau YTOP). 


Tiga dari lima peubah bebas input 
berpengaruh nyata dengan arah (sign) 
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Koefisien parameter peubah output totalo produksi (YTOP atau Y) / Coefficient of variable parameters in 


yang positif. Peubah-peubah bebas 
tersebut adalah Peubah harga benih ikan 
kerapu (P, atau PBNH) dan harga pakan pelet 
ikan (P, atau PPIP) masing-masing berpengaruh 
nyata pada taraf a - 0,10 dengan arah 
(sign) positif terhadap peubah pangsa faktor 
input, sedang peubah bebas harga pakan 
rucah ikan (P, atau PPRI) berpengaruh 
nyata pada taraf a = 0,05 dengan arah (sign) 
positif. Secara berturut-turut ketiga peubah 
bebas input tersebut memiliki koefisien 
parameter (elastisitas) masing-masing 
sebesar 0,383820: 0,207864: dan 0,370290. 
Angka-angka koefisien parameter ini berarti 
setiap peningkatan masing-masing sebesar 


10% pada peubah harga benih ikan kerapu 
(P, atau PBNH), harga pelet ikan (P. atau 
PPIP) dan harga pakan rucah ikan (P. atau 
PPRI), ceterus paribus, akan meningkatkan 
pangsa faktor input dari fungsi biaya 
total produksi masing-masing sebesar 
38,38%; 20,79%; dan 37,03%. 


Dua peubah bebas input lainnya yang 
berpengaruh nyata terhadap pangsa faktor 
tersebut adalah peubah harga (upah) tenaga 
kerja (P, atau PTKT) dan peubah harga 
keramba jaring apung (P, atau PKJA) masing- 
masing berpengaruh nyata a = 0,05 dan 
0,10 namun memiliki tanda (sign) yang 
negatif. Artinya, kedua peubah tersebut 
menunjukkan pengaruhnya yang negatif 
terhadap perubahan peubah pangsa faktor 
input pada usaha budidaya ikan kerapu di 
Kabupaten Pesawaran, Lampung. Hal tersebut 
berarti bahwa perubahan peubah harga 
(upah) tenaga kerja dan harga keramba jaring 
apung yang meningkat justru akan menurunkan 
pangsa faktor input benih tersebut. 


Tanda koefisien parameter harga 
(upah) tenaga kerja yang negatif tersebut 
mengindikasikan bahwa adanya penggunaan 
teknologi terentu yang semaikin intensif 
yang telah memberikan dampak terhadap 
labor saving, sehingga peningkat harga (upah) 
tenaga kerja tersebut akan menurunkan 
pangsa faktor input dari suatu kegiatan 
usaha. Temuan ini relevan hasil penelitian 
yang dilakukan Melfou (2008) untuk kasus 
usaha pertanian dimana permintaan tenaga 
kerja bersifat inelastis terhadap input 
lainnya dan peningkatan upah tenaga 
kerja tersebut meningkatkan biaya 
oportunitas (opportunity cost) dalam kegiatan 
produksi. 


Sebagai contoh penggunaan mesin 
pompa bertekanan tinggi untuk mencuci/ 
membersihkan jaring atau wadah budidaya 
yang semakin intensif dapat mengurangi 
jumlah curahan tenaga untuk kegiatan 
tersebut, sehingga permintaan tenaga 
kerja menjadi berkurang dibanding bila 
tidak menggunakan pompa tersebut. 
Dalam kondisi seperti ini, respon 
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pangsa faktor produksi secara 
keseluruhan akibat peningkatan harga 
(upah) tenaga tenaga kerja justru akan 
menurunkan. 


Sementara untuk koefisien parameter 
peubah harga keramba jaring apung yang 
negatif menunjukkan bahwa ongkos (biaya) 
per unit sarana budidaya ikan kerapu berupa 
keramba jaring apung yang dibuat oleh para 
pembudidaya belum memberikan kontrubusi 
(share) yang positif terhadap pangsa faktor 
input usaha budidaya tersebut. Hal ini dapat 
diakibatkan oleh mahalnya biaya yang harus 
dikeluarkan pembudidaya untuk membuat 
keramba jaring apung tersebut, sehingga 
secara agregat akan menurunkan pangsa 
faktor tersebut. 


Untuk peubah output memberikan 
pengaruh nyata pada taraf a = 0,05 dengan 
arah negartif terhadap pangsa faktor 
usaha budidaya ikan kerapu di lokasi 
penelitian, memiliki arti bahwa semakin 
meningkatnya output produksi yang dihasilkan 
justru menurunkan pangsa faktor usaha 
budidaya tersebut. Hal ini menunjukkan 
adanya gejala atau tendensi usaha budidaya 
ikan kerapu di lokasi penelitian cenderung 
efisien karena jumlah output yang meningkat 
ternyata diikuti oleh penurunan pangsa faktor 
biaya input terhadap total biaya produksi. 


Perkiraan Arah Dampak Subsidi Input 


Hasil pendugaan pangsa faktor biaya 
input dapat digunakan untuk memperkirakan 
adanya dampak subsidi input terhadap 
keberlanjutan usaha budidaya ikan kerapu 
di Kabupaten Pesawaran, Lampung. Dengan 
memberikan shock pada peubah harga 
input dengan berbagai simulasi, dapat 
diperoleh perbedaan antara koefisien 
konstanta yang diperoleh dari hasil pendugaan 
persamaan aktual (tanpa subsidi) dengan 
hasil pendugaan persamaan simulasi 
(dengan subsidi). Hasil simulasi untuk 
memperkirakan arah dampak subsidi input 
terhadap pangsa faktor usaha budidaya 
ikan kerapu di lokasi penelitian tertera 
pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Perkiraan Arah Dampak Subsidi Input terhadap Pangsa Faktor Usaha Budidaya Ikan 


Kerapu di Kabupaten Pesawaran, Lampung, 2010. 


Table 3. Direction of Estimate Input Subsidies to Impact on Share of Operating Factors Grouper 


Culture in the Regency of Pesawaran, Lampung, 2010. 


Koefisien Hasil Simulasi/Results of 


Simulasi Subsidi Basis Koefisien Coefficient Simulation**) 
Input/Input Subsidies (Aktual)/Coefficient Perkiraan/ 

Simulation Base (Actual)*) Estimation Perubahan/Turn 
Simulasi-1/ Simulation-1 0.663015 1,043430 0,380415 
Simulasi-2/ Simulation-2 0.663015 1,064601 0,401586 
Simulasi-3/ Simulation-3 0.663015 1,088604 0,425589 
Simulasi-4/ Simulation-4 0.663015 1,072373 0,409358 
Simulasi-5/ Simulation-5 0.663015 1,125900 0,462885 
Simulasi-6/ Simulation-6 0.663015 1,186584 0,523569 
Simulasi-7/ Simulation-7 0.663015 1,091311 0,428296 
Simulasi-8/ Simulation-8 0.663015 1,144839 0,481824 
Simulasi-9/ Simulation-9 0.663015 1,205523 0,542508 
Simulasi-10/ Simulation-10 0.663015 1,112483 0,449468 
Simulasi-11/ Simulation-11 0.663015 1,166010 0,502995 
Simulasi-12/ Simulation-12 0.663015 1,226694 0,563679 
Simulasi-13/ Simulation-13 0.663015 1,136486 0,473471 
Simulasi-14/ Simulation-14 0.663015 1,190013 0,526998 
Simulasi-15/ Simulation-15 0.663015 1,250697 0,587682 


Sumber: Hasil pengolahan data primer (2010)/Source: Processing of Primary Data (2010). 


Keterangan/Remark: 


*) 


**) 


Hasil pendugaan persamaan fungsi biaya usaha budidaya ikan kerapu tanpa subsidi input / estimated of cost func- 
tion equation grouper fish cultivation without input subsidies 


Hasil pendugaan persamaan fungsi biaya usaha budidaya ikan kerapu dengan subsidi input utama (benih ikan kera- 
pu dan pakan rucah ikan) / estimated of cost function eguation grouper fish cultivation with major input subsidies 
(grouper seed and trash fish feed) 


- Simulasi 1/ Simulation 1 = Pengurangan harga benih ikan (PBNH) sebesar 10% dan harga bahan bakar minyak (PBBM) 


sebesar 30%/ Reduction fish seed price (PBNH) 10% and gas oil price (PBBM) 30% 


- Simulasi 2/ Simulation-2 = Pengurangan harga benih ikan (PBNH) sebesar 20% dan harga bahan bakar minyak (PBBM) 


sebesar 30%/ Reduction fish seed price (PBNH) 20% and gas oil price (PBBM) 30% 


- Simulasi 3/ Simulation-3 = Pengurangan harga benih ikan (PBNH) sebesar 30% dan harga bahan bakar minayk (PBBM) 


sebesar 30%/ Reduction fish seed price (PBNH) 30% and gas oil price (PBBM) 30% 


- Simulasi 4/ Simulation-4 = Pengurangan harga pakan rucah ikan (PPRI) sebesar 10% dan harga bahan bakar minyak 


(PBBM) sebesar 30%/ Reduction rucah fish feed price (PPRI) and gas oil price (PBBM) 30% 


- Simulasi 5/ Simulation-5 = Pengurangan harga pakan rucah ikan (PPRI) sebesar 20% dan harga bahan bakar minayk 


(PBBM) sebesar 30%/ Reduction rucah fish feed price (PPRI) 20 96 and gas oil price 
(PBBM) 30% 


- Simulasi 6/ Simulation-6 - Pengurangan harga pakan rucah ikan (PPRI) sebesar 30% dan harga bahan bakar minyak 


(PBBM) sebesar 3096/ Reduction rucah fish feed price (PPRI) 3096 and gas oil price 
(PBBM) 30% 


- Simulasi 7/ Simulation-7 = Pengurangan PBNH sebesar 1096, PPRI sebesar 10% dan PBBM sebesar 30%/ Reduction 


PBNH 1096, PPRI 1096 and PBBM 3096 


- Simulasi 8/ Simulation-8 = Pengurangan PBNH sebesar 10%, PPRI sebesar 20% dan PBBM sebesar 30%/ Reduction 
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PBNH 1096, PPRI 2096 and PBBM 3096 


- Simulasi 9/ Simulation-9 = 
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Pengurangan PBNH sebesar 10%, PPRI sebesar 30% dan PBBM sebesar 30%/ Reduction 


PBNH 10%, PPRI 30% and PBBM 30% 

- Simulasi 10/ Simulation-10 = Pengurangan PBNH sebesar 20%, PPRI sebesar 10% dan PBBM sebesar 30%/ Reduction 
PBNH 20%, PPRI 10% and PBBM 30% 

- Simulasi 11/ Simulation-11 = Pengurangan PBNH sebesar 20%, PPRI sebesar 20% dan PBBM sebesar 30%/ Reduction 
PBNH 20%, PPRI 20% and PBBM 30% 

- Simulasi 12/ Simulation-12 = Pengurangan PBNH sebesar 20%, PPRI sebesar 30% dan PBBM sebesar 30%/ Reduction 
PBNH 20%, PPRI 30% and PBBM 30% 

- Simulasi 13/ Simulation-13 = Pengurangan PBNH sebesar 30%, PPRI sebesar 10% dan PBBM sebesar 30%/ Reduction 
PBNH 30%, PPRI 10% and PBBM 30% 

- Simulasi 14/ Simulation-14 = Pengurangan PBNH sebesar 30%, PPRI sebesar 20% dan PBBM sebesar 30%/ Reduction 
PBNH 30%, rucah PPRI 20% and PBBM 30% 

- Simulasi 15/ Simulation-15 = Pengurangan PBNH sebesar 30%, PPRI sebesar 30% dan PBBM sebesar 30%/ Reduction 
PBNH 30%, PPRI 30% and gas PBBM 30% 


Tabel 3 menunjukkan bahwa dari 
untuk keseluruhan simulasi diperoleh 
perubahan koefisien konstanta dari 


persamaan pangsa faktor yang meningkat 
(positif), Berdasarkan arah perubahan 
koefisien yang meningkat (positif) tersebut 
menunjukkan bahwa pemberian subsidi input 
utama tersebut berdampak meningkatkan 
pangsa faktor input usaha budidaya ikan 
kerapu di Kabupaten Pesawaran, Lampung. 
Mengingat bahwa pangsa faktor tersebut 
dalam penelitian ini digunakan sebagai 


indikator efisiensi ekonomi yang 
menggambarkan keberlanjutan usaha, 
maka dengan menggunakan simulasi 
tersebut kita dapat menyatakan bahwa 
dampak subsidi input utama adalah 
positif terhadap keberlanjutan usaha 


budidaya ikan kerapu tersebut. 


Pilihan Pemberian Subsidi Input 


Hal lain yang perlu dicermati setelah 
diketahui adanya arah dampak yang positif 
dari pemberian subsidi input terhadap 
pangsa faktor (sebagai salah satiindikator 
keberlanjutan usaha dari aspek efisiensi 
ekonomi) tersebut, adalah bagaimanakah 
subsidi input tersebut akan memberikan 
dampak positif yang optimal. Kemungkinan 
dampak positif yang optimal tersebut 
dapat diperoleh dari berbagai simulasi 
yang dilakukan mulai dari simulasi-1 hingga 


simulasi-15. Dalam penelitian ini, penentuan 
dampak positif yang optimal tersebut dilakukan 
berdasarkan pendekatan rasio manfaat 
terhadap biaya (cost-benefit analysis) 
dengan kriteria bahwa “hasil yang 
diperoleh adalah positif dengan angka rasio 
manfaat terhadap biaya yang terbaik 
(tertinggi)”, seperti tertera pada Tabel 3. 


Dari Tabel 3 dan Gambar 1 diketahui 
bahwa berdasarkan besaran angka rasio 
tambahan pangsa faktor yang diterima 
pembudidaya terhadap nilai subsidi yang 
diberikan pemerintah dapat diketahui tiga 
peringkat tertinggi simulasi yang memberik 
hasil terbaik, yaitu: Simulasi-1; Simulasi-4; 
dan Simulasi-7 yang masing-masing 
memperoleh angka rasio sebesar 3,42; 3,68; 
dan 3,85. 


Dari ketiga peringkat pilihan subsidi 
yang terbaik tersebut, simulasi-7 memberikan 
nilai rasio manfaat-biaya yang paling tinggi 
dengan nilai rasio manfaat-biaya sebesar 
3,85. Oleh karena itu, dengan menggunakan 
ukuran efisiensi (rasio biaya terhadap 
manfaat), maka Simulasi-7 (subsidi benih 
ikan dan pakan rucah ikan masing-masing 
sebesar 10% yang disertai subsidi bahan 
bakar minyak sebesar 30%) dapat menjadi 


pilihan yang terbaik bagi pemerintah 
(pemberi subsidi) maupun masyarakat 
pembudidaya ikan kerapu (penerima 


manfaat subsidi). 
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Tabel 4. Skenario Pemberian Subsidi Input untuk Usaha Budidaya Ikan Kerapu di Kabupaten 
Pesawaran, Lampung, 2010. 
Table 4. Input Subsidies Scenario for Grouper Fish Culture in Pesawaran, Lampung Province, 


2010. 
Rasio Tambahan 
Tambahan Nilai Nilai Pangsa Faktor 
Nilai Subsidi Pangsa Faktor yang terhadap Nilai Subsidi Peringkat 
Simulasi Subsidi Input yang Diterima Input Pilihan 
Input/ Input Subsidies Diberikan (Manfaat)”/ (Manfaat/Biaya)/ Subsidi/ 
Simulation (Biaya)/Valueof Additional Value Ratio of Additional Rating 
Input Subsidies Shares Received Value Shares Value Subsidies 
Provided (Cost) Factor Factor of Input Options 
(Benefits)” Subsidies 
(Benefit / Cost) 

Simulasi-1/Simulation-1 Rp. 1.447,22 Rp. 4.954,91 3,42 3 
Simulasi-2/ Simulation-2 Rp. 2.894,44 Rp. 4.649,47 1,61 13 
Simulasi-3/ Simulation-3 Rp. 4.341,67 Rp. 4.311,45 0,99 15 
Simulasi-4/ Simulation-4 Rp. 591,67 Rp. 2.179,83 3,68 2 
Simulasi-5/ Simulation-5 Rp. 1.183,33 Rp. 2.190,99 1,85 9 
Simulasi-6/ Simulation-6 Rp. 1.775,00 Rp. 2.168,45 1,22 14 
Simulasi-7/ Simulation-7 Rp. 2.038,89 Rp. 7.859,23 3,85 1 
Simulasi-8/ Simulation-8 Rp. 2.630,56 Rp. 8.556,39 3,25 4 
Simulasi-9/ Simulation-9 Rp. 3.222,22 Rp. 9.313,05 2,89 5 
Simulasi-10/ Simulation-10 Rp. 3.486,11 Rp. 7.597,26 2,18 6 
Simulasi-11/ Simulation-11 Rp. 4.077,78 Rp. 8.204,41 2,01 7 
Simulasi-12/ Simulation-12 Rp. 4.669,44 Rp. 8.860,72 1,90 8 
Simulasi-13/ Simulation-13 Rp. 4.933,33 Rp. 7.317,24 1,48 10 
Simulasi-14/ Simulation-14 Rp. 5.525,00 Rp. 7.833,24 1,42 11 
Simulasi-15/ Simulation-15 Rp. 6.116,67 Rp. 8.397,53 1,37 12 


Sumber: Hasil penghitungan lanjutan yang merujuk pada Tabel 1. 
Source : The result of advanced calculations, refer to Table 1. 


Keterangan/Remark: 


*) Diperoleh dari hasil perkalian antara perubahan koefisien pangsa faktor biaya input dengan besaran nilai subsidi per 
unit input sesuai simulasi/Obtained by multiplying changing in the coefficient of share of the cost factor inputs with 
value of subsidies per unit of input according to the simulation 


- Simulasi 1/ Simulation 1 = Pengurangan harga benih ikan (PBNH) sebesar 10% dan harga bahan bakar minyak (PBBM) 
sebesar 30%/ Reduction fish seed price (PBNH) 10% and gas oil price (PBBM) 30% 


- Simulasi 2/ Simulation-2 = Pengurangan harga benih ikan (PBNH) sebesar 20% dan harga bahan bakar minyak (PBBM) 
sebesar 3096/ Reduction fish seed price (PBNH) 20% and gas oil price (PBBM) 30% 


- Simulasi 3/ Simulation-3 = Pengurangan harga benih ikan (PBNH) sebesar 30% dan harga bahan bakar minayk (PBBM) 
sebesar 30%/ Reduction fish seed price (PBNH) 30% and gas oil price (PBBM) 30% 


-Simulasi 4/Simulation-4 = Pengurangan harga pakan rucah ikan (PPRI) sebesar 10% dan harga bahan bakar minyak 
(PBBM) sebesar 30%/ Reduction rucah fish feed price (PPRI) and gas oil price (PBBM) 30% 


- Simulasi 5/ Simulation-5 = Pengurangan harga pakan rucah ikan (PPRI) sebesar 20% dan harga bahan bakar minayk 
(PBBM) sebesar 30%/ Reduction rucah fish feed price (PPRI) 20 96 and gas oil price (PBBM) 
30% 


184 


J. Sosek KP Vol. 6 No. 2 Tahun 2011 


- Simulasi 6/ Simulation-6 = Pengurangan harga pakan rucah ikan (PPRI) sebesar 30% dan harga bahan bakar minyak 
(PBBM) sebesar 30%/ Reduction rucah fish feed price (PPRI) 3096 and gas oil price (PBBM) 
30% 

- Simulasi 7/ Simulation-7 = Pengurangan PBNH sebesar 10%, PPRI sebesar 10% dan PBBM sebesar 30%/ Reduction 
PBNH 10%, PPRI 10% and PBBM 30% 


- Simulasi 8/ Simulation-8 = Pengurangan PBNH sebesar 10%, PPRI sebesar 20% dan PBBM sebesar 30%/ Reduction 
PBNH 10%, PPRI 20% and PBBM 30% 


- Simulasi 9/ Simulation-9 = Pengurangan PBNH sebesar 10%, PPRI sebesar 30% dan PBBM sebesar 30%/ Reduction 
PBNH 10%, PPRI 30% and PBBM 30% 


- Simulasi 10/ Simulation-10 = Pengurangan PBNH sebesar 20%, PPRI sebesar 10% dan PBBM sebesar 30%/ Reduction 
PBNH 20%, PPRI 10% and PBBM 30% 


- Simulasi 11/ Simulation-11 = Pengurangan PBNH sebesar 20%, PPRI sebesar 20% dan PBBM sebesar 30%/ Reduction 
PBNH 20%, PPRI 20% and PBBM 30% 


- Simulasi 12/ Simulation-12 = Pengurangan PBNH sebesar 20%, PPRI sebesar 30% dan PBBM sebesar 30%/ Reduction 
PBNH 20%, PPRI 30% and PBBM 30% 


- Simulasi 13/ Simulation-13 = Pengurangan PBNH sebesar 30%, PPRI sebesar 10% dan PBBM sebesar 30%/ Reduction 
PBNH 30%, PPRI 10% and PBBM 30% 


- Simulasi 14/ Simulation-14 = Pengurangan PBNH sebesar 30%, PPRI sebesar 20% dan PBBM sebesar 30%/ Reduction 
PBNH 30%, rucah PPRI 20% and PBBM 30% 


- Simulasi 15/ Simulation-15 = Pengurangan PBNH sebesar 30%, PPRI sebesar 30% dan PBBM sebesar 30%/ Reduction 
PBNH 30%, PPRI 30% and gas PBBM 30% 


dan diduga memiliki eksternalitas negatif 
berupa potensi peningkatan cemaran 
lingkungan perairan budidaya yang relatif 
rendah dibanding pilihan-pilihan subsidi 
pada simulasi lainnya. 


Hal tersebut karena pilihan tersebut 
memberikan rasio biaya terhadap manfaat 
yang terbesar (optimal) atau paling efisien, 
dan mengindikasikan tercapainya efsiensi 
tidak saja secara ekonomi tetapi juga secara 


sosial. Da a 
Pilihan tersebut merupakan pilihan 


Dari perspektif ekonomi, pilihan yang memenuhi kriteria pareto optimality 
subsidi input menggunakan simulasi-7 karena ada alternatif pilihan tertentu yang 
secara relatif merupakan pilihan yang layak yang setiap individu menyukainya 


paling tepat karena dapat memberikan 
tambahan manfaat pangsa faktor input yang 
tertinggi atau paling efisien secara ekonomi 
bagi pembudidaya (sebagai penerima) 
dibanding pilihan-pilihan subsidi pada 
simulasi lainnnya. 


Di samping itu, pilihan tersebut 
diduga paling memenuhi kriteria efisiensi 
secara sosial, karena di samping memberikan 
tambahan manfaat yang tertinggi bagi 
pembudidaya, juga memberikan beban 
anggaran biaya termurah bagi pemerintah 


dan tidak ada pilihan lain yang lebih 
disukai selain pilihan tersebut baik oleh 
individu tertentu ataupun individu lainnya 
(Just et al., 1992; Feldman, 2000). Pilihan 
tersebut juga diduga paling memenuhi 
kriteria ukuran kesejahteraan non-pasar 
(nonmarket welfare measurement) karena 
berpotensi memberikan biaya sosial marjinal 
(marginal social cost) yang minimum, 
sementara biaya sosial marjinal (marginal 
social benefit) yang maksimum (Just et al., 
1992; Bohm, 1993). 
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Sumber: Disusun Berdasarkan Hasil Penghitungan pada Tabel 3 dan Tabel 4. 


Source : Compiled by Count Results in Table 3 and Table 4 


Gambar 1. Hubungan antara Pilihan Simulasi Subsidi Input dengan Rasio Biaya Manfaat pada 
Usaha Budidaya Ikan Kerapu di Kabupaten Pesawaran, Lampung, 2010. 


Figure 1. 


Relationship between Options Simulation Input Subsidies and Benefit Cost Ratio in 


Grouper Culture in Pesawaran, Lampung Province, 2010. 


KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 
Kesimpulan 


Subsidi input (benih ikan kerapu dan 
pakan rucah ikan) berpotensi memberikan 
dampak yang positif terhadap pangsa 
faktor input (sebagai proksi efisiensi 
ekonomi) usaha budidaya ikan kerapu di 
lokasi penelitian. Respon efisiensi ekonomi 
(pangsa faktor input) usaha budidaya ikan 
kerapu dipengaruhi secara positif dan nyata 


oleh peubah harga benih ikan 
kerapu, peubah pakan rucah ikan dan 
harga keramba jaring apung. Pilihan 
subsidi dampak positif yang optimal 


adalah pemberian subsidi benih ikan dan 
pakan rucah ikan masing-masing sebesar 
10% dan subsidi bahan bakar minyak 
sebesar 30% dari harga pasar ketiga input 
tersebut. 


Implikasi Kebijakan 


Pemberian subsidi input berdampak 
positif terhadap efisiensi ekonomi (yang 
diproksi menggunakan peubah pangsa 
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faktor input) usaha budidaya ikan kerapu, 
sementara faktor tenaga kerja memberikan 
pengaruh yang negatif terhadap 
perubahan pangsa faktor tersebut. Faktor 
tenaga kerja merupakan alasan terkuat 
yang tengah diperjuangkan oleh negara- 
negara berkembang untuk dapat 
diberlakukannya pemberian subsidi 
terhadap kegiatan usaha yang berbasis 
sumberdaya, untuk mengurangi pengangguran. 


Oleh karena itu, pemerintah perlu 
mendapatkan formulasi dan mekanisme yang 
tepat pemberian subsidi input untuk 
usaha budidaya ikan kerapu di lokasi 
penelitian, yang di satu sisi 
memperhatikan pentingnya efisiensi 
ekonomi (pangsa faktor) sebagai 


salah satu indikator keberlanjutan usaha, 
namun di sisi lain tidak menimbulkan 
semakin besarnya pengangguran. Secara 
teoritis formulasi tersebut adalah 
dilakukannya pendekatan ekstensifikasi 
usaha budidaya ikan kerapu di lokasi 
penelitian, sedangkan mekanisme yang 
dimaksud sebaiknya dilakukan dengan 


memperhatikan kondisi spesifik di lokasi 
penelitian terutama yang berkaitan dengan 
faktor sosial ekonomi dan budaya masyarakat 
pembudidaya ikan kerapu. 
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Lampiran Tabel 5. Data Peubah-Peubah yang Digunakan dalam Analisis. 
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Obs CTOP PBNH PPIP PPRI PTKT PBBM PKJA YTOP 
(O) (P,) (P,) (Pa) (P) (Pu) (P3) (v) 

1 22597569 14000 12000 5000 500000 5000 1817344 500 

2 17847381 10000 18000 4000 750000 5000 1091786 650 

3 1.28E+08 14000 12000 7000 500000 4500 1043545 800 

4 35172264 12000 12000 4000 450000 6000 4347227 300 

5 53825250 12000 12000 7000 600000 5000 1968214 500 

6 27171816 14000 12000 7000 600000 5000 4149081 350 

7 69867778 16000 12000 6000 800000 5000 3308472 400 

8 23587579 16000 11000 4000 700000 4600 2299545 900 

9 2.40E+08 12000 13000 7000 600000 6500 1382222 1900 
10 57601509 18000 18000 7000 1000000 5000 1096740 1300 
11 48146032 18000 14000 7000 600000 6000 730021 600 
12 20196280 10000 18000 5000 500000 5000 1904143 500 
13 54919333 12000 10000 5000 500000 6500 1336266 800 
14 29966117 12000 13000 4000 500000 4500 856135 900 
15 40586000 18000 10000 5000 500000 5000 874078 600 
16 2.52E+08 18000 14000 4000 450000 4500 1322095 1300 
17 59122222 18000 14000 5000 400000 4500 2160444 400 
18 38986250 16000 10000 4000 800000 5000 5029722 250 
19 85554643 10000 2580 4000 450000 8000 1209545 650 
20 1.06E+08 12000 4000 4000 400000 5000 1463952 800 
21 1.41E+08 12000 13000 4000 500000 5000 1523317 900 
22 1.28E+08 12000 2500 4000 500000 5000 2444222 600 
23 37231429 12000 12000 6000 700000 5000 1445357 750 
24 73709028 18000 13000 4000 575000 6000 2530896 1100 
25 44275000 18000 11400 6000 900000 5000 2263190 1000 
26 19700539 12000 12000 7000 600000 6000 4514531 500 
27 71286000 10000 10000 4000 400000 4500 6887800 700 
28 9275417 14000 15000 7000 400000 6000 1843278 300 
29 72270167 10000 5000 7000 400000 4500 7359500 600 
30 13679333 14000 16000 7000 400000 5000 4014083 350 
31 15207500 14000 5000 7000 400000 6000 1741250 550 
32 20335333 18000 5000 5000 500000 6000 2074000 450 
33 19639167 16000 5000 7000 400000 6000 1743465 600 
34 21006222 16000 16000 7500 450000 6000 1719000 500 
35 11403333 18000 16000 7500 400000 6000 2036000 450 
36 19923111 16000 5000 7000 400000 5000 2382738 500 


Sumber: Data Primer (2010) / Source: Primary Data (2010). 
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ABSTRAK 


Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan 
produk ikan penduduk Indonesia dan menduga elastisitas harga dan pendapatan beberapa 
kelompok ikan menurut kelompok pendapatan. Data yang digunakan adalah data SUSENAS 2008 
modul konsumsi rumahtangga yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Metode multistage 
budgetting approach dengan pendekatan model Quadratic Almost Ideal Demand System (QUAIDS) 
digunakan dalam penelitian ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa pendugaan permintaan 
dengan model QUAIDS memberikan hasil cukup baik. Nilai dugaan koefisien sistem permintaan 
ikan menunjukkan bahwa semua peubah berpengaruh signifikan terhadap fungsi permintaan kelompok 
ikan dengan nilai koefisien determinasi sistem 67,396. Dugaan koefisien peubah wilayah perkotaan- 
perdesaan, peubah jumlah anggota rumah tangga, serta peubah dummy wilayah kepulauan semua 
bertanda positif. Nilai elastisitas pengeluaran ikan terhadap total pengeluaran pangan untuk semua 
kelompok pendapatan lebih besar dari dari satu (elastis) dengan kisaran 1,7 sampai 3,9; nilainya semakin 
kecil dengan semakin meningkatnya pendapatan. Elastisitas pengeluaran kelompok ikan terhadap 
total pengeluaran ikan semua juga bertanda positif dengan nilai berkisar dari 1,1 sampai 2,9. Hal ini 
menunjukkan bahwa keempat kelompok ikan yang dianalisis merupakan barang normal. Bila 
pengeluaran rumahtangga untuk seluruh ikan naik 196, maka permintaan terhadap kelompok ikan 
yang dimaksud akan naik sebesar hampir 396. Elastisitas harga kelompok ikan segar dan ikan awetan 
pada semua kelompok pendapatan bertanda negatif dengan nilai berkisar dari -0,4 sampai -0,8; 
sedangkan elastisitas harga untuk udang/hewan air lain (bukan ikan) yang diawetkan adalah -1. 


Kata Kunci: permintaan ikan, model QUAIDS, elastisitas pendapatan, elastisitas harga 


Abstract : Analysis of Demand for Fish in Indonesia: A Quadratic Almost Ideal Demand System (QUAIDS) 
Model Approarch. By: Fitria Virgantari, Arief Daryanto, Harianto and Sri Utami Kuntjoro 


This study aimed at determining various factors affecting fish consumption patterns of Indonesian 
households, estimating income and price elasticities for different fish categories according to income groups. 
National Social and Economic Survey 2008 data were used in this study. and formulating policy directions 
to increase consumption of fish. Household consumption/expenditure data collected by Central Beaureu of 
Statistics in 2008 were used in this study. Multistage budgetting approach method with QUAIDS (Quadratic 
Almost Ideal Demand System) model was used in this study. Results of the analysis show that estimates 
parameters of demand for fish using QUAIDS model were a relatively good. Estimates value of fish demanf 
system were significantly affected on fish group demand function with determination coefficient of 67,3%. 
Dummy coefficient of urban-rural, family size and isloand region were a positive sign. Fish elasticity to the 
total food expenditure for all income group were greater than 1 ranging from 1,7 to 3,9; the magnitude of 
elasticity tends to smaller with the increase in income group category. Elasticity of fish group expenditure 
to the total fish expenditure were a positive sign ranging from 1.1 to 2.9. This indicates that all four fish 
group are considered a normal good. As total fish expenditure of the household increased by 1%, quantity 
demang for fish group increased approximately to 3%. Price elasticity of fresh and preserved fish were a 
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negative sign ranging from -0.4 to -0.8: while price elasticity of preserved shrimp and other animal water 


(non fish) were -1. 


Keyword : demand for fish, QUAIDS model, expenditure elasticity, price elasticity, demand projection 


PENDAHULUAN 


Indonesia merupakan negara maritim 
dengan tiga perempat wilayahnya berupa 
lautan. Luas laut Indonesia lebih kurang 
5.8 juta kilometer persegi, garis pantai 
sepanjang 95 181 km, terpanjang kedua 
di dunia, serta jumlah pulau 17 504 (DKP, 
2009) di dalamnya menyimpan potensi 
sumberdaya terutama sumberdaya perikanan 
laut yang cukup besar, baik dari kuantitas 
maupun diversitas. Dari sisi diversitas, 
dari sekitar 28 000 jenis ikan yang ada di 
dunia, lebih dari 25 000 jenis sudah ditemukan 
di Indonesia. Selain untuk memenuhi 
permintaan ekspor dan kebutuhan bahan 
baku industri, produk perikanan tersebut 
juga ditujukan untuk menyediakan 
kebutuhan konsumsi protein hewani 
penduduk Indonesia yang terus meningkat 
dari tahun ke tahun. 


Berdasarkan data Susenas, tahun 
1997 tingkat konsumsi ikan di Indonesia 
adalah 18 kg per kapita. Tahun 2000 meningkat 
menjadi 22 kg per kapita, tahun 2006 mencapai 
24 kg per kapita dan tahun 2008 sebesar 
28 kg per kapita, tingkat konsumsi dari 
periode 1997-2008 masih di bawah standar 
FAO sebesar 30 kg per kapita per tahun. 


Secara global, FAO mencatat bahwa 
telah terjadi peningkatan produksi perikanan 
di dunia, dari 140 juta ton pada tahun 2007 
menjadi 145 juta ton pada tahun 2009. 
Produk ini masih merupakan 'most traded 
food commodity' dengan nilai perdagangan 
lebih dari 102 juta dolar, naik 9 persen dari 
tahun 2007 (FAO, 2011). 


Di Indonesia, pertumbuhan total 
produksi perikanan periode 2002-2009 
terus mengalami peningkatan, dari 5.5 juta 
ton pada tahun 2005 menjadi 9.5 juta ton 
pada tahun 2009. Pada periode 2002-2005 
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pertumbuhannya sekitar 6% per tahun, 
namun periode 2005-2009 pertumbuhannya 


mencapai sekitar 10% per tahun. 
Perikanan laut dan perairan umum 
pertumbuhannya cenderung stabil, 


sedangkan perikanan budidaya mengalami 
pertumbuhan yang sangat pesat, yaitu lebih 
dari 20% per tahun. Produksi ikan hasil 
penangkapan di laut sektor ini merupakan 
penyumbang terbesar produksi perikanan 
Indonesia dalam kurun waktu hampir 10 
tahun terakhir, yaitu mencapai 75.89% 
dari total produksi, jauh di atas kontribusi 
perairan umum (7.36%) dan budidaya 
(16.75%) per tahun. Kecenderungan 
tersebut menggambarkan bahwa pasokan 
ikan yang dapat dialokasikan untuk 
memenuhi kebutuhan konsumsi dalam 
negeri (selain untuk kebutuhan ekspor) 
tersedia dalam jumlah yang cukup besar. 
Namun ironisnya tingkat konsumsi ikan 
di Indonesia masih tergolong rendah. 
Sebagai perbandingan, konsumsi ikan per 
kapita per tahun di Jepang adalah 110 kg, 
Korea Selatan 85 kg, Amerika Serikat 
80 kg, Singapura kg, Hongkong 85 kg, 
Malaysia 45 kg, Thailand 35 kg, dan Filipina 
24 kg. Di sisi lain diketahui bahwa ikan 
mempunyai kandungan protein dengan 
komposisi kandungan asam-asam amino 
esensial yang lengkap dan mengandung 
asam lemak tak jenuh omega-3 yang tidak 
dimiliki produk daratan (hewani dan nabati) 
yang cukup tinggi. Budaya makan ikan dalam 
masyarakat Jepang telah membuktikan 
terjadinya peningkatan kualitas kesehatan 
dan kecerdasan anak-anak di negara tersebut. 


Dari beberapa literatur diperoleh 
informasi bahwa studi mengenai permintaan 
produk ikan masih sangat jarang dilakukan. 
Pada umumnya studi yang dilakukan adalah 
studi mengenai permintaan pangan secara 


umum. Studi mengenai permintaan produk 
ikan umumnya dijadikan satu dengan studi 
mengenai permintaan pangan hewani. 
Di sisi lain informasi mengenai pola konsumsi 
ikan dan bagaimana respon terhadap 
perubahan harga dan perubahan pendapatan 
sangat diperlukan untuk menduga 
kesejahteraan, pengaruh perubahan 
teknologi, perkembangan infrastruktur, 
atau kebijakan ekonomi lain. Informasi 
ini diperlukan secara lebih spesifik, bukan 
hanya ikan secara keseluruhan. Harga dan 
preferensi konsumen berbeda untuk setiap 
jenis ikan atau kelompok ikan. Penelitian 
mengenai permintaan ikan secara spesifik 
termasuk suatu hal baru, khususnya di 
negara berkembang. Karena kekurangan 
data permintaan ikan, proyeksi global tahun 
2020 yang dilakukan oleh International 
Food Policy Research Institute (IFPRI) 
berdasarkan IMPACT model tidak 
memasukkan komoditas ikan di dalamnya. 
Pada tahun 1997 komoditas ikan baru 
dimasukkan sebagai salah satu kategori 
dari lima kelompok produk livestock. 
Di Bangladesh, beberapa studi dilakukan 
untuk menduga permintaan agregat dari 
komoditas ikan, namun baru Dey (2000) 
melakukan analisis untuk beberapa jenis 
ikan/kelompok ikan. 


Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis 
pola konsumsi dan kontribusi produk 
ikan terhadap pola konsumsi penduduk, 
menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 
struktur permintaan produk ikan penduduk 
Indonesia, menduga elastisitas harga dan 
pendapatan beberapa kelompok ikan, 
serta memproyeksikan tingkat konsumsi 
ikan penduduk Indonesia beberapa tahun 
mendatang. 


METODOLOGI 
Kerangka Teoritis 


Teori ekonomi yang mendasari analisis 
empiris dari penelitian ini adalah teori 
permintaan konsumen. Dalam teori ini 
diasumsikan bahwa konsumen berhadapan 
dengan harga tertentu dan pendapatan 
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yang terbatas untuk membeli sekelompok 
komoditas berdasarkan urutan preferensinya. 
Permintaan terhadap komoditas tersebut 
dipengaruhi oleh faktor sosio-demografi 
dan faktor ekonomi. Faktor sosio-demografi 
diantaranya adalah faktor lokasi/wilayah, 
perdesaan atau perkotaan, serta karakteristik 
rumah tangga seperti jenis pekerjaan, 
tingkat pendidikan, jumlah anggota 
rumahtangga. Sedangkan faktor ekonomi 
yang penting adalah harga komoditas yang 
bersangkutan, tingkat pendapatan, serta 
harga barang lain yang bersifat substitusi 
atau komplementer. 


Secara umum, fungsi permintaan 
menyatakan hubungan jumlah yang diminta 
dan faktor-faktor yang mempengaruhinya 
pada tempat dan waktu tertentu. Fungsi 
permintaan dapat diturunkan melalui dua 
cara. Yang pertama adalah memaksimumkan 
kepuasan dengan kendala jumlah anggaran 
dan harga barang. Fungsi permintaan yang 
diturunkan dari prinsip ini disebut dengan 
fungsi permintaan Marshallian. Fungsi ini 
pertama kali diperkenalkan oleh ekonom 
Inggris Alfred Marshal pada tahun 1890 
dan menganggap bahwa pendapatan 
konsumen konstan. Fungsi permintaan 
lain dapat diturunkan dengan menerapkan 
teori dualitas, yaitu meminimumkan 
biaya dan memaksimumkan output pada 
tingkat pengeluaran tetap. Kendala 
yang dihadapi konsumen adalah tingkat 
kepuasannya. Dari perumusan ini, Deaton 
dan Muellbauer (1980a; 1980b) 
mengembangkan model fungsi permintaan 
yang dikenal sebagai AIDS (Almost Ideal 


Demand System). Model AIDS yang 
diperkenalkan pertama kali oleh 
Deaton dan Muellbauer pada tahun 


1980 merupakan model yang sangat sering 
digunakan dalam pemodelan perilaku 
konsumsi dengan pendekatan sistem. 
Model AIDS mempunyai share anggaran 
yang merupakan fungsi linear dari 
logaritma total anggaran (pendapatan). 
AIDS adalah model permintaan yang 
diturunkan dari fungsi utilitas tak langsung 
yang linear dalam log total pendapatan. 
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Akan tetapi, model AIDS sulit 
menangkap pengaruh  ketidaklinearan 
kurva Engel seperti yang sering ditemukan 
dalam studi permintaan empiris. Selain 
itu, model AIDS (dan model lain seperti 
translog dan linear expenditure system) 
belum dapat menangkap informasi 
mengenai perbedaan kelas pendapatan 
dan perbedaan wilayah.Untuk menjaga sifat- 
sifat positif model AIDS serta memelihara 
kekonsistenan dengan kurva Engel dan 
pengaruh harga relatif dalam maksimisasi 
utilitas, bentuk kuadrat dari log 
pendapatan ditambahkan dalam model 
AIDS sehingga modelnya menjadi 
Quadratic AIDS (QUAIDS). Model ini 
dikembangkan oleh Banks et al., pada 
tahun1997. 


Model QUAIDS merupakan generalisasi 
dari kelas preferensi berdasarkan pada 
fungsi utilitas tak langsung berikut ini: 


log X -loga(p) |" 
logy =4| 28% -8a | yel (1) 
og | Bp) | + o} 


dimana X adalah total pengeluaran, 
p adalah vektor harga, a(p) adalah fungsi 
homogen derajat satu dalam harga, dan 
b(p) serta A(p) adalah fungsi homogen 
derajat nol dalam harga. Untuk 
menjaga variasi struktur preferensi dan 
keheterogenan antar rumahtangga, 
variabel demografi Z ditambahkan dalam 
model QUAIDS melalui metode translasi 
demografi linear, sehingga persamaan 
pangsa pendapatan model QUAIDS secara 
empiris adalah: 


ap) 
2 
i x 
Li Jod | ee.  ..... 
ested XI ka. A 


dengan a, B, 6, y dan À adalah parameter 
yang akan diduga. 


W; =a; + Di logp, + B, log E3 
j 


194 


Data dan Sumber Data 


Data yang digunakan adalah data 
Susenas 2008 yang dilakukan oleh Badan 
Pusat Statistik modul konsumsi di wilayah 
Indonesia. Wilayah dikelompokkan 
menjadi Sumatra, Jawa, Bali dan Nusa 
Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, 
dan Papua. Sedangkan kelompok ikan 
yang dianalisis adalah kelompok ikan segar, 
ikan awetan, udang/hewan lain yang segar 
dan udang/hewan air lain yang diawetkan. 
Kelompok ikan segar terdiri atas ikan ekor 
kuning, tongkokl/tuna/cakalang, tengiri, 
selar, bandeng, gabus, mujair, mas, lele, kakap, 
dan ikan lainnya. Kelompok udang/hewan air 
lainnya yang segar (selanjutnya disebut 
kelompok udang segar) terdiri atas udang, 
cumi/sotong, ketam/kepiting/rajungan, 
kerang/siput, dan hewan air lainnya yang 
segar. Kelompok ikan yang diawetkan 
(selanjutnya disebut ikan awetan)adalah ikan 
peda, tengiri, tongkol/tuna/cakalang, teri, 


selar, sepat, gabus, bandeng, dan 
ikan dalam kaleng lainnya. Kelompok 
udang dan hewan air lainnya 


yang diawetkan (selanjutnya disebut udang 
awetan) adalah udang/ebi, cumi/sotong, 


dan lainnya. Variabel sosio-demografi 
yang dianalisis adalah variabel wilayah 
perdesaan/perkotaan, jumlah anggota 


rumah tangga, dan golongan pendapatan 
dengan pengelompokan disajikan pada 
Tabel 1. 


Metoda Analisis 


Pada tahap awal dilakukan analisis 
deskriptif pola konsumsi ikan dengan 
penyajian ringkasan angka dalam 
bentuk tabel serta dalam bentuk grafik. 
Selanjutnya dilakukan pendugaan model. 
Dalam penelitian ini pendugaan model 
didasarkan pada asumsi bahwa konsumen 
akan mengalokasikan pendapatannya 
untuk barang-barang konsumsi secara 
bertahap. Pada tahap pertama konsumen 
mengalokasikan pendapatannya untuk 
pengeluaran makanan dan bukan makanan. 
Tahap kedua konsumen mengalokasikan 
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Tabel 1. Pengelompokan Golongan Pengeluaran (Pendapatan) Menurut SUSENAS 2008. 
Table 1. Grouping of Household Expenditure (Income) Based on NSES 2008. 


Golongan / Interval / Golongan /Group Interval / 
Group Range Range 
í < 100.000 5 [300.000, 500.000) 
2 [100.000 , 150.000) 6 [500.000, 750.0000 
3 [150.000, 200.000) 7 (750.000, 1.000.000) 
4 (200.000, 300.000) 8 > 1.000.000 


(Sumber: Susenas 2008, BPS) / Source: SUSENAS 2008). 


porsi pengeluaran untuk makanan ke 
dalam kelompok ikan dan bukan ikan. 
Sedangkan tahap ketiga adalah konsumen 


mengalokasikan porsi pengeluaran ikan 
berdasarkan kelompok/jenis ikan yang 
lebih spesifik. 

Pada tahap pertama, model yang 
digunakan adalah: 
Ln(M) =a #yin(P,)4Bln(X)4y0,Z te... (3) 
dimana 
M : pengeluaran rumahtangga untuk 


pangan (Rp/kap/bulan) 
Pf : indeks harga Stone 
X : pendapatan keluarga (Rp/kap/bulan) 


Z : peubah demografi (jumlah anggota 
rumah tangga), wilayah (perdesaan- 
perkotaan), golongan pengeluaran, dan 
dummy wilayah pulau/kepulauan 


a, y dan B adalah parameter yang akan diduga 


€ komponen acak 


Pada tahap kedua, fungsi permintaan 
setiap kelompok pangan dinyatakan dalam 
persamaan sebagai berikut: 


F 204) y;'Ln(P)+ B'Ln(M)+ 072 +£ 4) 


dimana 


F : adalah pengeluaran untuk kelompok 
ikan (Rp/kap/bulan) 


Pi : indeks harga Stone untuk pangan ke-i 
M : pengeluaran rumahtangga untuk bahan 
pangan (Rp/kap/bulan) 


Z: peubah demografi (jumlah anggota 
rumah tangga), wilayah (perdesaan- 
perkotaan), golongan pengeluaran,dan 
dummy wilayah pulau/kepulauan 


a’, y dan B' adalah parameter yang akan 
diduga 


€ komponen acak 


Pada tahap ketiga, share pengeluaran 
untuk setiap jenis ikan didekati dengan 
pengembangan model QUAIDS dengan bentuk 
persamaan: 


S, =a, + bjln(FP,) + ciLn(F/l) + 


dn MY +e, Z +u, 


dimana 


Si : share pengeluaran jenis ikan ke-i 
terhadap total pengeluaran ikan 


Pi : harga jenis ikan ke-i, 

| : indeks harga Stone untuk ikan, 

ai, bij, ci, di, dan eik : parameter yang akan 
diduga. 

Ui : komponen acak 


Metode pendugaan yang digunakan 
adalah metode SUR (Seemingly Unrelated 
Regression). Agar konsisten dengan teori 
utilitas, maka dilakukan restriksi terhadap 
parameter fungsi permintaan, yaitu: 
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(1) homogen derajat nol dalam harga 
atau Yb, -0 


(2) simetri atau b, = b, yang artinya bahwa 
pengaruh perubahan harga barang 
1 terhadap permintaan barang “j 
sama dengan pengaruh perubahan 


harga barang-j terhadap permintaan 


barang-i 
Hal dan Ye, SY bay 
(3) adding up atau -F e,=0 I | 


Nilai elastisitas harga tak terkompensasi 
dan pendapatan untuk tiap kelompok 
ikan diduga dengan persamaan berikut: 


n; = G + 2c,Ln(F)/w,) + E n (6) 


í 


by \ | 
6, =| J - (Cio + 2enkn(F)} 


[j 
ÀN 


N 


W; | 
ge 


I 


di mana k, adalah delta Kronecker 
yang bernilai nol untuk elastisitas 
harga sendiri dan bernilai satu untuk 
elastisitas harga silang: wi adalah share jenis 
ikan ke-i. Sedangkan elastisitas harga 
terkompensasi dan elastisitas harga silang 
dihitung berdasarkan pesamaan Slutsky 
dalam bentuk: 


y 

di mana Si adalah elastisitas harga 
terkompensasi. Elastisitas permintaan 
untuk kelompok ikan tertentu ç? 


dihitung berdasarkan hasil kali dari 

elastisitas pengeluaran dari kelompok ikan 

ke-i (Z), elastisitas pengeluaran ikan 

terhadap total pengeluaran pangan 
f zi 

(¢° ) dan elastisitas pengeluaran pangan 

terhadap total pendapatan ( ç” ).: 


n? = nixn! xn' 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pola Konsumsi Ikan 


Berdasarkan data Susenas tahun 
2008, dapat dikatakan bahwa sebagian 
besar penduduk Indonesia di berbagai 
wilayah lebih banyak mengkonsumsi ikan 
segar daripada ikan awetan maupun udang. 
Konsumsi ikan segar tertinggi adalah 
wilayah Sulawesi dan Maluku, terendah 
di Pulau Jawa. Konsumsi produk udang/ 
hewan air lainnya yang diawetkan adalah 
yang paling rendah di seluruh wilayah, 
bahkan penduduk di Maluku dan Papua 
bisa dikatakan sama sekali tidak 
mengkonsumsinya. 


Apabila dilihat berdasarkan wilayah 
desa-kota, terlihat bahwa rumahtangga di 
kota memiliki preferensi yang lebih tinggi 
untuk konsumsi ikan segar maupun udang/ 
hewan air lain yang segar daripada rumah 
tangga di desa. Sebaliknya, preferensi 
masyarakat di desa lebih tinggi untuk 
konsumsi ikan awetan daripada masyarakat 
di kota. Untuk udang/hewan air lain yang 
segar konsumsi tertinggi di wilayah 
Kepulauan Sumatra yang meliputi wilayah 
Kepulauan Riau dan Bangka Belitung, 
sedangkan wilayah lain jauh lebih rendah. 
Tingkat konsumsi ikan awetan yang tinggi 
dapat dijumpai di Bali dan Nusa Tenggara, 
Sumatra, Kalimantan dan Jawa, sedangkan 
di wilayah lain tergolong lebih rendah. 
Preferensi rumahtangga terhadap tujuh 
enis ikan utama (ikan tongkol/tuna/ 
cakalang, kembung, bandeng, mujair, 
teri, udang) relatif tinggi dibandingkan 
dengan jenis ikan lain. 


Bila dilihat berdasarkan nilai 
pengeluaran, total pengeluaran yang 
dialokasikan untuk konsumsi makanan 


hampir sama dengan yang dialokasikan untuk 
konsumsi bukan makanan, yaitu sekitar 
50x (Tabel 2). Dari alokasi pengeluaran 
untuk makanan tersebut sekitar 8% 
dialokasikan untuk konsumsi ikan. Rata- 
rata pangsa pengeluaran terbesar adalah 
untuk ikan (segar dan awetan), sedangkan 
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Tabel 2. Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Penduduk Indonesia Untuk Konsumsi Pangan, 
Non-pangan, dan Beberapa Jenis Ikan di Indonesia Berdasarkan SUSENAS 2008. 

Table 2. Per Caput Monthly Expenditure of Indonesian People on Food, Non-food and 
Various Fish Species in Indonesia Based on NSES 2008. 


Kategori Pengeluaran / 
Expenditure category 


Total / Total 
Pengeluaran Pangan / Food Expenditure 


Pengeluaran Nonpangan / 
Non-food Expenditure 


Ikan terhadap Total Pengeluaran Pangan / 
Fish to the Total Food Expenditure 


Jenis Ikan terhadap Total Pengeluaran Ikan: / 
Various of Fish to the Total Fish Expenditure 


Tongkol/Tuna/Cakalang / scumbridges 
— little tuna 


Selar / Caranx 
Kembung / Mackerel 
Bandeng / Milkfish 
Mujair / Tilapia 

Mas / Carps 

Lele / Catfish 

Udang / Shrimp 


Pengeluaran (Rp/kap/ 
bulan) /Expenditure (IDR/ 


Kontribusi / 
Contribution (26) 


cap/mo) 

386 370 100 

193 838 50.17 

192 542 49.83 

15 315 7.90 
1356 8.85 
444 2.90 
1104 7.21 
820 5.35 
780 5.09 
572 3.73 
496 3.24 
768 5.01 


(Sumber: Susenas 2008, diolah)/ (Source: SUSENAS 2008 processed) 


pangsa pengeluaran udang/hewan air lain 
(segar dan awetan) lebih rendah. Khusus 
untuk ikan segar, pangsa pengeluaran 
penduduk Indonesia tertinggi digunakan 
untuk konsumsi ikan tongkol/tuna/ 
cakalang dan ikan kembung (dari laut). 
Tabel 2. 


Pangsa pengeluaran masing-masing 
kelompok ikan berdasarkan golongan 
pengeluaran. Pada kelompok ikan segar, 
udang/hewan air yang segar, dan udang 
hewan air awetan bahwa semakin besar 
golongan pengeluaran, maka semakin besar 
pangsa pengeluaran untuk ketiga 
kelompok ikan tersebut. Pada kelompok 
ikan awetan terjadi sebaliknya, semakin 
besar golongan pengeluaran semakin 
rendah pangsa pengeluarannya. Gambar 
tersebut juga mengindikasikan bahwa 
kurva Engel yang menunjukkan hubungan 
antara pengeluaran rumahtangga dan 
tingkat konsumsi ikan segar, udang segar, 


ikan awetan dan udang awetan tidak bersifat 
linear. 


Dugaan Fungsi Permintaan Ikan 


Dugaan parameter dari fungsi 
pengeluaran pangan (stage 1) menunjukkan 
bahwa faktor kuadratik dari logaritma 
pengeluaran per kapita berpengaruh secara 
signifikan. Koefisien dummy wilayah desa- 
kota bertanda positif dan signifikan, 
yang berarti bahwa tingkat konsumsi pangan 


masyarakat perkotaan lebih tinggi 
dibandingkan masyarakat perdesaan. 
Koefisien jumlah anggota rumah 


tangga juga berpengaruh secara signifikan. 
Pada dugaan tahap pertama ini, golongan 
pengeluaran ternyata tidak berpengaruh 
secara signifikan. Demikian juga untuk 
dummy 3 Jawa-Bali dan NTT. Nilai koefisien 
determinasi (70.796) menunjukkan bahwa 
model yang dibangun cukup baik. 
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95% CI for the Mean 


Gambar 1. 


Grafik Pangsa (Share) Pengeluaran Ikan Segar (w1), Udang Segar (w2), Ikan 


Awetan (w3) dan Udang Awetan (w4) Berdasarkan Golongan Pengeluaran di 


Indonesia, 2008. 
Figure 1. 


Plotted Share of Fresh-Fish (w1), Fresh-Shrimp (w2), Preserved-Fish (w3) and 


Preserved-Shrimp (w4) According to Expenditure Group in Indonesia, 2008. 


Dugaan koefisien fungsi permintaan 
ikan yang diperoleh dari pendugaan 
stage 2 menunjukkan bahwa semua 
peubah berpengaruh signifikan terhadap 
permintaan ikan. Respon pengeluaran 
ikan terhadap perubahan pengeluaran 
pangan juga tidak linear. Koefisien dummy 
wilayah desa-kota bertanda positif yang 


berarti bahwa tingkat konsumsi ikan 
masyarakat perkotaan lebih tinggi 
dibandingkan masyarakat perdesaan. 


Koefisien jumlah anggota rumah tangga 
juga bertanda positif yang artinya bahwa 
semakin besar ukuran keluarga, share 
pengeluaran terhadap ikan juga semakin 
meningkat. Tabel 3 menyajikan nilai 
dugaan koefisiensistem permintaan ikan 
(ikan segar, udang/hewan air lain yang segar, 
ikan awetan, dan udang/hewan air lain yang 
diawetkan) dari diperoleh dari stage ketiga. 


Dari tahap ini terlihat bahwa semua 
peubah juga berpengaruh signifikan 
terhadap fungsi permintaan masing- 


masing kelompok ikan dengan nilai koefisien 
determinasi sistem 67.3%. 
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Dugaan Fungsi Permintaan Ikan 


Dugaan parameter dari fungsi 
pengeluaran pangan (stage 1) menunjukkan 
bahwa faktor kuadratik dari logaritma 
pengeluaran per kapita berpengaruh 
secara signifikan. Koefisien dummy wilayah 
desa-kota bertanda positif dan signifikan, 
yang berarti bahwa tingkat konsumsi 
pangan masyarakat perkotaan lebih tinggi 
dibandingkan masyarakat perdesaan. 
Koefisien jumlah anggota rumah tangga 
juga berpengaruh secara signifikan. Pada 
dugaan tahap pertama ini, golongan 
pengeluaran ternyata tidak berpengaruh 
secara signifikan. Demikian juga untuk 
dummy 3 Jawa-Bali dan NTT. Nilai 
koefisien determinasi (70.796) 
menunjukkan bahwa model yang dibangun 
cukup baik. Dugaan koefisien fungsi 
permintaan ikan yang diperoleh dari 
pendugaan stage 2 menunjukkan bahwa 
semua peubah berpengaruh signifikan 
terhadap permintaan ikan. Respon 
pengeluaran ikan terhadap perubahan 
pengeluaran pangan juga tidak linear. 
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Tabel 3. Dugaan Koefisien Sistem Permintaan Ikan Segar, Udang/Hewan Air Lain Yang Segar, 
Ikan Awetan, dan Udang/Hewan Air Lain Yang Diawetkan dengan Model QUAIDS di 
Indonesia, 2008. 

Table 3. Coefficient Estimates of the Demand System for Fresh-Fish, Preserved-Fish, Fresh 
Shrimp and Preserved-Shrimp with the QUAIDS Model in Indonesia, 2008. 


Variabel / Variable Komoditas / Commodity 
Ikan Segar / Udang Segar / Ikan awetan / Udang awetan / 
Fresh-Fish Fresh-Shrimp Preserved-Fish Preserved-Shrimp 
Intersep /Intercept -0.3209”” 0.6854” -0.3076°" 0.9431” 
Wilayah (desa-kota) / Region 01276” 0.0743” 0.0880” -0.0362” 
(Urban-Rural) 
Jumlah anggota RT / Member of 0.0091°** -0.0064 0.0253”” -0.0060”" 
Households 
Golongan pengeluaran/ 0.0461”” 0.0013” 0.0496” -0.0043” 
Expenditure Group 
Dummy 1 0.7452” 0.1643” 0.7753"" 0.0218”” 
Dummy 2 0.7022”” 0.1129”” 0,7649”” 0.0060”” 
Dummy 3 0.9337” 0.2841” 0.8452” 0.0784” 
Dummy 4 0.9573” 0.3017” 0.8747” 0.0962”” 
Dummy 5 0.7294” 0.1377” 0.7697” 0.0185” 
Dummy 6 0.7905” 0.2572” 0.8894"” 0.0744” 
LOB Pan seger / LOD Penan -0.6352”” 0.2689”" 0.2224” 0.1439” 
LOR P sang sesar / 0.2869"" -0.5613”” 0.1424” 0.1499”” 
Log Pena 
Log Petai / 0.2224” 0.1424” -0.4312”” 0.0667” 
Log Pe 
Log Pg aa Log Puksemaqshimp 0.1439" 0.1499""* 0.0668” -0.3607”” 
Log Pengeluaran ikan / Log of -0.2925** -0.2001”” -0.3632”” -0.1136°" 
Fish Expenditure 
Kuadrat Log Pengeluaran 0.05131" 0.03170”” 0.08008”” 0.01788 
Ikan / Quadratic Log of Fish 
Expenditure 


R? sistem / R? system 67.3% 


Keterangan: *** : signifikan pada taraf a=1% / Remark: *** : significant at level of 1%. 


Koefisien dummy wilayah desa-kota permintaan masing-masing kelompok ikan 
bertanda positif yang berarti bahwa tingkat dengan nilai koefisien determinasi sistem 
konsumsi ikan masyarakat perkotaan 67.3%. 

lebih tinggi dibandingkan masyarakat 
perdesaan. Koefisien jumlah anggota 
rumah tangga juga bertanda positif yang 
artinya bahwa semakin besar ukuran 
keluarga, share pengeluaran terhadap 
ikan juga semakin meningkat. Tabel 3 
menyajikan nilai dugaan koefisien sistem 
permintaan ikan (ikan segar, udang/hewan 
air lain yang segar, ikan awetan, dan 
udang/hewan air lain yang diawetkan) 
dari diperoleh dari stage ketiga. Dari tahap 
ini terlihat bahwa semua peubah juga 
berpengaruh signifikan terhadap fungsi 


Permintaan ikan segar, udang/hewan 
air lain yang segar dan udang awetan di 
perkotaan lebih besar daripada di perdesaan, 
sedangkan permintaan udang/hewan air 
lain yang diawetkan sebaliknya (Tabel 3). 
Peubah jumlah anggota rumah tangga juga 
berpengaruh positif, yang menunjukkan 
bahwa semakin banyak jumlah anggota 
rumahtangga semakin tinggi permintaan 
terhadap ikan segar dan udang/hewan air 
lain yang segar, sedangkan permintaan 
udang/hewan air lain yang diawetkan dan 
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udang awetan sebaliknya. Dummy wilayah 
kepulauan semua bertanda positif, 
menunjukkan bahwa pemintaan rumah 
tangga terhadap keempat kelompok ikan 
di Sumatra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, 
Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku 
semuanya lebih besar daripada di Papua 
dan Papua Barat. 


Koefisien harga sendiri semuanya 
bertanda negatif, menunjukkan bahwa 
semakin tinggi harga keempat jenis 
kelompok ikan tersebut maka permintaannya 
semakin rendah, dan sebaliknya semakin 
rendah harga keempat jenis kelompok ikan 
tersebut maka permintaannya semakin 
tinggi: sesuai dengan hukum Ekonomi 
mengenai teori permintaan. Koefisien 
pengeluaran kelompok ikan semua 
bertanda negatif, sedangkan bentuk 


bertanda positif, yang 

semakin tinggi tingkat 
maka semakin tinggi pula 
permintaan terhadap keempat jenis 
kelompok ikan tersebut. Nilai dugaan 
elastisitas pendapatan yang diperoleh dari 
tiga tahap pendugaan dapat dilihat pada 
Tabel 4. 


kuadratiknya 
artinya bahwa 
pendapatan, 


Nilai elastisitas pengeluaran pangan 
terhadap total pendapatan lebih dari 
satu (elastis) untuk golongan pendapatan 
yaitu Rp. 500 000,- sampai Rp.1 000 000,- 
per kapita per bulan (Tabel 4) sedangkan 
pada golongan 1 sampai golongan 5 
(kurang dari Rp.500 000,-/kap/bulan) kurang 
dari satu (tidak elastis). Nilai elastisitas 
pengeluaran ikan terhadap total pengeluaran 
pangan untuk semua kelompok pendapatan 
lebih besar dari dari satu (elastis) dengan 


Tabel 4. Elastisitas Pengeluaran Pangan, Ikan dan Kelompok Ikan Segar, Udang Segar, Ikan 
Awetan, dan Udang Awetan Menurut Kategori Pengeluaran di Indonesia, 2008. 

Table 4. Income Elasticity of Food, Fish and Groups of Fresh-Fish, Fresh Shrimp, Preserved-Fish 
and Preserved-Shrimp According to Income Group in Indonesia, 2008. 


Jenis Elastisitas 


Kelompok Pendapatan 


Type of Elasticity 


Income group 


1 2 3 4 5 6 7 8 
Elastisitas Pengeluaran Pangan 
0,298 0,247 0,207 0,163 0,106 1,435 1,389 1,319 


Food expenditure elasticity wrt income (n’) (Stage-1) 


Elastisitas Pengeluaran Ikan 


Fish expenditure elasticity wrt Food expenditure (n!) (Stage-2) 


3,919 3,472 3,222 


2,851 2435 2,097 1,928 1,744 


Elastisitas Pengeluaran Kelompok Jenis Ikan 


Ikan Segar/Fresh Fish 0,46 0,43 0,40 
Udang Segar/ 
Fresh Shrimp 1,27 1,71 1,64 


Ikan Awetan/ 
Preserved Fish 


Udang Awetan/Preserved 
Shrimp 


1,38 1,42 1,42 


1,62 2,24 1,99 


0,44 0,46 0,49 0,49 0,51 


1,84 1,81 1,54 1,32 1,17 


1,52 1,62 1,67 1,62 1,61 


2,42 2,69 2,40 2,11 1,63 


Fish Expenditure Elasticities for individual Fish Type (n) (Stage-3) 


Data dasar dari SUSENAS, 2008 (diolah)/ Database SUSENAS 2008 processed. 
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kisaran 1.7 sampai 3.9. Nilai elastisitas 
pengukuran semakin kecil dengan semakin 
meningkatnya pendapatan. Hal ini 
menunjukkan bahwa semakin tinggi 
tingkat pendapatan suatu rumah tangga, 
maka semakin rendah respon permintaan 
terhadap ikan. Elastisitas pengeluaran 
kelompok ikan segar terhadap total 
pengeluaran ikan semua bertanda positif 
dengan nilai berkisar dari 0.4 sampai 
0.5, menunjukkan bahwa kelompok ikan 
segar merupakan barang kebutuhan bagi 
rumahtangga di Indonesia. Kelompok ikan 
awetan, udang awetan dan udang segar 
mempunyai nilai elastisitas pendapatan 
lebih dari satu, hal ini menunjukkan bahwa 
ketiga kelompo ikan tersebut merupakan 
barang mewah. 
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Untuk melihat respon permintaan 
keempat kelompok ikan apabila terjadi 
perubahan harga, maka dapat dilihat nilai 
elastisitas harganya (Tabel 5). 


Tabel 5 tersebut menunjukkan 
bahwa elastisitas harga sendiri semuanya 
bertanda negatif, baik yang compensated 
maupun uncompensated. Pada uncompensated 
own-price elasticity, kelompok ikan segar 
mempunyai elastisitas yang lebih kecil dari 
satu dengan nilai berkisar dari -0.3 sampai 
-0.9: menunjukkan bahwa komoditas 
tersebut tidak elastis terhadap perubahan 
harga. Udang/hewan air lain yang diawetkan 
dapat dikatakan bahwa nilai elastisitasnya 
adalah -1, yang artinya bahwa perubahan 
harga dalam persentase tertentu akan 


Tabel 5. Elastisitas Harga Sendiri Menurut Kelompok Pengeluatran dan Kelompok Ikan di 


Indonesia, 2008. 


Table 5. Own-price Elasticity According to Expenditure Group and Fish Group Based in 


Indonesia, 2008. 
Kelompok Ikan / Fish Group 
aka. / Ikan Segar/ Udang sesar! Ikan Awetan/ Udang Awetan/ 
Income Group Fresh Fish Fresh Shrimp Preserved Preseived 
Fish Shrimp 
Compensated 
1 -0,33 -0,88 -0,52 -0,99 
2 -0,35 -0,88 -0,50 -0,99 
3 -0,37 -0,89 -0,49 -0,99 
4 -0,35 -0,90 -0,52 -0,99 
5 -0,33 -0,90 -0,55 -0,99 
6 -0,73 -0,88 -0,44 -0,98 
7 -0,73 -0,86 -0,46 -0,98 
8 -0,72 -0,84 -0,52 -0,97 
Uncompensated 

1 -0,58 -0,92 -1,11 -1,00 
2 -0,57 -0,92 -1,14 -1,01 
3 -0,57 -0,94 -1,15 -1,01 
4 -0,57 -0,97 -1,17 -1,02 
5 -0,58 -0,99 -1,19 -1,02 
6 -0,99 -1,00 -1,00 -1,02 
7 -0,99 -1,00 -1,00 -1,01 
8 -0,99 -1,00 -1,00 -1,01 


Data dasar dari SUSENAS 2008, BPS (diolah)/ Database SUSENAS 2008,BPS (processed). 
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diikuti oleh perubahan jumlah yang diminta 
dalam persentase yang sama dengan arah 
yang berlawanan. Pada compensated own- 
price elasticity, kelompok ikan awetan 
mempunyai nilai elastisitas yang kurang 
dari satu, yang menunjukkan bahwa ikan 
awetan tidak responsif terhadap perubahan 
harga. 


KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 
Kesimpulan 


Berdasarkan data Susenas tahun 2008, 
dapat dikatakan bahwa sebagian besar 
penduduk Indonesia di berbagai wilayah lebih 
banyak mengkonsumsi ikan segar daripada 
ikan awetan maupun udang. Konsumsi 
ikan segar tertinggi adalah wilayah Sulawesi 
dan Maluku, terendah di Pulau Jawa. Rumah 
tangga di perkotaan memiliki preferensi 
yang lebih tinggi untuk konsumsi ikan 
segar maupun udang/hewan air lain yang 
segar daripada rumahtangga di perdesaan. 
Semakin besar golongan pengeluaran, 
semakin besar pula alokasi pengeluaran untuk 
konsumsi ikan. 


Pendugaan model permintaan 
dengan model QUAIDS terlihat cukup 
baik. Dari ketiga tahap pendugaan, faktor 
kuadratik semuanya berpengaruh signifikan. 
Hal ini menunjukkan bahwa kurva Engel 
tidak bersifat linear. Nilai dugaan koefisien 
sistem permintaan ikan (ikan segar, udang/ 
hewan air lain yang segar, ikan awetan, dan 
udang/hewan air lain yang diawetkan) dari 
tahap ketiga menunjukkan bahwa semua 
peubah berpengaruh signifikan terhadap 
fungsi permintaan kelompok ikan dengan 
nilai koefisien determinasi sistem 67.3%. 
Permintaan ikan segar,udang/hewan air lain 
yang segar dan udang awetan di perkotaan 
lebih besar daripada di perdesaan (dugaan 


koefisien bertanda positif), sedangkan 
permintaan udang/hewan air lain yang 
diawetkan sebaliknya. Peubah jumlah 


anggota rumah tangga juga berpengaruh 
positif, demikian pula dengan dummy wilayah 
kepulauan semua bertanda positif. 
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Nilai elastisitas pengeluaran ikan 
terhadap total pengeluaran pangan untuk 
semua kelompok pendapatan (golongan 
1 sampai golongan 8) lebih besar dari dari 
satu (elastis) dengan kisaran 1.7 sampai 
3.9, nilainya semakin kecil dengan semakin 
meningkatnya pendapatan. Elastisitas 
pengeluaran semua kelompok ikan terhadap 
total pengeluaran ikan bernilai positif, 
menunjukkan bahwa keempat kelompok 
ikan tersebut merupakan barang normal. 
Elastisitas pengeluaran kelompok ikan 
segar bernilai 0.4 sampai 0.5 menunjukkan 
bahwa ikan segar merupakan barang 
kebutuhan bagi rumahtangga di Indonesia. 
Elastisitas udang segar, ikan awetan 
dan udang awetan berkisar dari 1.1 sampai 
2.9 menunjukkan bahwa ketiga kelompok 
ikan tersebut merupakan barang mewah. 


Pada uncompensated own-price 
elasticity, kelompok ikan segar mempunyai 
elastisitas yang lebih kecil dari satu dengan 
nilai berkisar dari -0.3 sampai -0.9; 
menunjukkan bahwa komoditas tersebut 
tidak elastis terhadap perubahan harga. 
Udang/hewan air lain yang diawetkan 
nilai elastisitasnya adalah -1 yang artinya 
bahwa perubahan harga dalam persentase 
tertentu akan diikuti oleh perubahan jumlah 
yang diminta dalam persentase yang 
sama dengan arah yang berlawanan. 
Pada compensated own-price elasticity, 
kelompok ikan awetan mempunyai nilai 
elastisitas yang kurang dari satu, yang 
menunjukkan bahwa ikan awetan tidak 
responsif terhadap perubahan harga. 


Implikasi Kebijakan 


Besarnya peranan ikan dalam 
pemenuhan kebutuhan protein hewani 
di Indonesia dengan distribusi yang tidak 
merata mengindikasikan bahwa intervensi 
kebijakan di bidang perikanan tetap 
diperlukan. Kebijakan tersebut adalah 
yang berhubungan dengan promosi produk 
perikanan melalui strategi pemasaran, 
pengembangan sarana/prasarana, kelembagaan 
pemasaran dan regulasi peraturan. 


Tujuannya antara lain adalah untuk 
memudahkan konsumen dan pelaku usaha 
dalam mendapatkan produk perikanan 
yang terjamin kualitas, kuantitas dan 
kontinuitasnya. 


Konsumsi ikan penduduk Indonesia 
didominasi oleh konsumsi ikan segar, 
sedangkan berdasarkan nilai elastisitas 
diketahui bahwa komoditas ikan segar ini 
tidak elastis terhadap harga maupun 
pendapatan, maka kebijakan untuk 
meningkatkan konsumsi ikan yang perlu 
dilakukan adalah kebijakan sosialisasi 
dan peningkatan pengetahuan tentang 
pentingnya mengkonsumsi ikan melalui 
penyuluhan, pendidikan, dan iklan layanan 
masyarakat seperti yang selama ini dilakukan 
melalui program Gemarikan. 
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ABSTRAK 


Usaha garam berperan penting dalam pendapatan rumah tangga. Usaha garam tersebut 
mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, berakibat terhadap pendapatan dan pengeluaran rumah 
tangga. Penelitian ini bertujuan mengkaji karakteristik sosial ekonomi dan dinamika usaha tambak 
garam, tingkat pendapatan dan pengeluaran dari berbagai sumber mata pencaharian. Metode 
survey digunakan dalam penelitian ini. Sebanyak 32 sampel responden diambil secara acak dan 
dimonitor secara periodik. Data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini. Data yang 
dikumpulkan meliputi karakteristik responden, tingkat pendapatan dan pola pengeluaran rumah tangga. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 46,87% responden usaha petambak garam berpendidikan setingkat 
SLTP dengan kisaran pengalaman usaha 10 sampai 20 tahun. Tanggungan keluarga petambak garam 
berkisar antara 3- 6 orang. Kepemilikan lahan tambak garam 70,60% milik sendiri dan sisanya sebagai 
penggarap. Pendapatan zpetambak garam pada tahun 2007 adalah Rp. 31.900.000 dan pendapatan pada 
tahun 2008 mengalami kenaikan menjadi Rp. 46.700.000, sedangkan tingkat pendapatan pada tahun 2009 
petambak garam mengalami penurunan sekitar Rp.5.950.000 sehingga menjadi sebesar Rp. 40.750.000. 
Sumber pendapatan petambak garam yang hanya mengandalkan dari usaha garam, 53,13% patambak 
garam yang sumber pendapatannya dari garam dan perikanan adalah 28,1296, sedangkan petambak garam 
yang mata pencahariannya lebih dari dua adalah hanya 12,50%. Pengeluaran untuk konsumsi rumah 
tangga pada tahun 2008 adalah sebesar Rp.15.444.000/tahun sedangkan pada tahun 2009 mengalami 
kenaikan menjadi Rp. 19.624.000. 


Kata Kunci: dinamika, usaha, pendapatan, pengeluaran, tambak garam 


Abstract : Dynamics of Business, Income and Expenditure Patterns of Salt Farmers in 
Pinggirpapas Village, Kalianget of the Sumenep Regency. By : Achmad Azizi, Manadiyanto 
and Sonny Koeshendrajana. 


Salts production business plays an important role in the household income. This type of business 
is continued to fluctuate from year to year. This situation affect on household’ revenue and expenditure. 
This research was aimed to analyse social and economic characteristics and dynamics of salt production 
business, level of income from various source of livelihood, and expenditure pattern of salt farmer 
household. A survey method was used in this study. Thirdty-two (32) respondent were randomly selected 
and monitored periodically. Primary and secondary data were collected. Data covered characteristic of 
respondents, business status, level of income and source and expenditure pattern of selected households. 
Results of the study illuetrated that educational level of salt farmer was mostly a junior high school 
(46.87%), while business experiences range from 10 to 20 years. Family size was relative large 
(3-6 person/household). 70.60% of respondents are owner, while the remaining ones are tenants. In 2007, 
salt farmer’s income was IDR 31.9 million, while in 2008 the income was increase to be IDR 46.7 million, 
then it was decreased by 5.95 million to become IDR 40.75 million. Salt farmer household who depended 
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mainly on salt production business was 53.13%, while who depended on both salt business and fisheries and 
more than two source of income were 28.12% and 12.50%, respectively. In 2008, household expenditure of 
salt farmer was IDR 15.4 million, then it increased sharply to be IDR 19.6 million. 


Keyword : dynamics, income, expenditure patterns, salt farmers 


PENDAHULUAN 


Garam sebagai komoditas produk 
kelautan mempunyai peranan penting 
dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam 
sektor industri. Kebutuhan garam nasional 
dari tahun ke tahun semakin meningkat 
seiring dengan bertambahnya penduduk 
dan berkembangnya industri di Indonesia 
pada tahun 2000, kebutuhan garam 
nasional berkisar 855.000 - 950.000 ton/ 
thn untuk kebutuhan komsumsi dan 
1.150.000 - 1.345.000 ton/thn untuk kebutuhan 
industri. Sehingga total kebutuhan garam 
sebanyak 2.100.000 - 2.200.000 ton/thn, 
sedangkan produksi garam 900.000 ton/ 
thn. Kebutuhan akan garam pada tahun 
2008 mencapai 2.790.000 ton, yang terdiri 
dari garam konsumsi 1.120.000 ton dan 
kebutuhan industri sebesar 1.670.000 ton, 
produksi garam nasional sebesar 1.200.000 
ton sehingga untuk memenuhi kebutuhan 
tersebut harus mengimpor sebesar 
1.630.000 ton atau 157,89 persen (Jati 
dan Purwoko, 2009). Dengan kekurangan 
produksi garam nasional akan membuka 
peluang bagi petambak garam untuk 
meningkatkan produksi maupun membuka 
lahan baru untuk tambak garam, sedangkan 
menurut Manning dan Jayasura dalan 
Sugiarto (2008) lambatnya peningkatan 
produktivitas tenaga kerja adalah lambannya 
peningkatan upah riil buruh pertanian. 


Saat ini luas tambak garam di 
Indonesia adalah 30.658 hektar terdiri dari 
luas pergaraman rakyat seluas 25.542 hektar 
dengan produktivitas maksimum 40 ton 
per hektar/musim dan luas pegaraman 
yang dikelola PT. Garam (Persero) 5.116 
hektar dengan produktivitas maksimum 
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60 ton per hektar ( Sumahamijaya. 2009). 
Sampai tahun 2030 kebutuhan garam 
nasional diperkirakan mencapai 5.196.626 
ton yang terdiri dari industri CAP (chlore 
alcali) 3.329.280 ton, garam rumah tangga 
910.718 ton, industri aneka pangan/ 
pembersih 956.628 ton (Jati dan Purwoko, 
2009). Apabila produktivitas garam nasional 
tidak ada peningkatan maka Indonesia 
akan terus menjadi negara pengimpor garam 
(Saad, 2006) 


Pada saat ini, baik produktivitas 
dan kualitas garam rakyat relatif masih 
rendah, kondisi ini diperparah dengn harga 
garam yang tidak stabil, yang menyebabkan 
petambak garam makin terjepit. Kebijakan 
pemerintah tentang import garam 
mengakibatkan produksi garam lokal harus 
bersaing dengan garam import. Harga garam 
telah diatur dengan Peraturan Menteri 
Perdagangan No 08/2007 tentang Penetapan 
Harga Garam yang menetapkan disebutkan 
bahwa kualitas garam untuk K1 (Rp 750,- per 
kg), K2 (Rp. 550,- perkg). Dengan rendahnya 
produksi dan harga yang masih rendah akan 
berpengaruh terhadap pendapatan dan 
pola pengeluaran konsumsi rumah tangga 
petambak garam. 


Secara umum kebutuhan akan 
konsumsi atau pengeluaran rumah tangga 
adalah berupa kebutuhan pangan dan 
kebutuhan non pangan, dimana kebutuhan 
keduanya berbeda. Pada kondisi pendapatan 
yang terbatas, masyarakat umumnya 
mendahulukan kepentingan kebutuhan 
konsumsi pangan, yang dapat dilihat pada 
kelompok masyarakat dengan pendapatan 
rendah. Pada kelompok masyarakat ini 
sebagian besar pendapatannya digunakan 


untuk memenuhi kebutuhan makanan dan 
modal untuk kebutuhan pengolahan lahan 
tambak garan berikutnya. Namun demikian 
seiring dengan pergeseran dan peningkatan 
pendapatan, porsi pola pengeluaran untuk 
pangan akan menurun dan meningkatnya 
pengeluaran untuk kebutuhan non pangan 
(Sugiarto, 2008). 


Dari permasalahan tersebut diatas 
perlu dilakukan penelitian mengenai 
dinamika usaha, pendapatan, pengeluaran 
dan kondisi sosial untuk memberikan 
gambaran mengenai usaha tambak garam. 


METODOLOGI PENELITIAN 
Waktu dan Lokasi Penelitian 


Penelitian dinamika usaha, 
pendapatan dan pola pengeluaran rumah 
tangga petambak garam dilaksanakan pada 
bulan Juli tahun 2009. Lokasi penelitian 
ditentukan berdasarkan potensi desa dari 
BPS tahun 2005. Desa yang terpilih adalah 
Desa Pinggirpapas, Kecamatan Kalianget, 
Kabupaten Sumenep. Lokasi tersebut 
merupakan sentra produksi garam dan 
dapat dianggap mewakili desa tambak 
garam karena desa tersebut memiliki lahan 
tambak garam terluas di wilayahnya. 


Metoda Pengumpulan Data 


Penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan metode survei. Data 
yang dikumpulkan adalah data primer dan 
data sekunder. Data primer dikumpulkan 
dari hasil wawancara dengan 32 
responden menggunakan bantuan 
kuesioner. Pengambilan sampel dilakukan 
secara random sampling, data primer 
yang dikumpulkan adalah karakteristik 
responden dan pola pengeluaran rumah 
tangga petambak garam. Karakteristik 
reponden yang dikumpulkan adalah umur 


responden, pendidikan, pengalaman 
usaha dan jumlah tanggungan keluarga, 
sedangkan pengeluaran responden 
meliputi bahan makanan dan bukan 


bahan makanan. Responden yang menjadi 
sampel adalah petambak garam dengan 
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status pemilik, penyewa dan bagi hasil, 
sedangkan data sekunder seperti jumlah 
petambak garam, potensi perikanan, areal 
luas pegaraman, produksi garam maupun 
jalur distribusi garam diperoleh dari instansi 
terkait seperti Kantor Desa Pinggirpapas, 
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 
Sumenep dan PT. Garam (Persero). 
Analisis data dilakukan secara diskriptif 
dengan maksud untuk memberikan 
gambaran secara lengkap dan 
konperhensif tentang dinamika usaha dan 
pendapatan petani tambak garam. 


Analisis Data 


Data primer yang dikumpulkan 
ditabulasi silang dan dianalisis secara 
diskriptif untuk mengetahui gambaran 


mengenai karakteristik responden, dinamika 
pendapatan dan pengeluaran konsumsi rumah 
tangga. Data pengeluaran dibagi menjadi dua 
katagori pengeluaran yaitu pengeluaran bahan 
makanan dan bukan bahan makanan 


HASIL DAN PEMBAHASAN 
Karakteristik Responden 


Karakteristik responden yang akan 
dikaji dalam penelitian ini adalah meliputi 
umur responden, tingkat pendidikan, 
pengalaman usaha, dan jumlah tanggungan 
keluarga. Dengan data karakteristik tersebut 
diharapkan dapat memberikan gambaran 
mengenai sebaran karakteristik pelaku usaha 
petambak garam. 


Umur Pelaku Usaha 


Umur merupakan faktor penentu 
dalam mencapai keberhasilan dalam 
suatu kegiatan usaha. Umur yang masih 
produktif akan lebih cepat dalam pengambilan 
keputusan suatu inovasi. Kisaran umur 
responden adalah antara 26-55 tahun. 
Sebaran umur responden petambak garam 
dapat dilihat pada Tabel 1 
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Tabel 1. Sebaran Umur Responden Petambak Garam di Desa Pinggirpapas Kabupaten 


Sumenep, 2009. 
Table 1. Age Distribution of Salt farmers in Pinggirpapas, Regency of Sumenep, 2009. 
No Kisaran Umur/ Jumlah Responden/ Persentase/ 
Level Age Number Respondent Percentage 
1 26-30 2 6,25 
2 31-35 6 18,75 
3 36-40 7 21,88 
4 41-45 9 28,13 
5 46-50 5. 15;62 
6 51-55 3 9,37 
Jumlah/Total 32 100 


Sumber : Data Primer diolah, 2009/ Source: Processing Primer Data, 2009. 


Tabel 1 menunjukkan bahwa umur 
pelaku usaha termasuk kategori sangat 
produktif, dimana 18,75 persen responden 
berusia antara 31-35 tahun, kisaran umur 
pelaku usaha 36-40 tahun 21,88 persen, 
sedangkan kisaran umur 41 — 45 tahun adalah 
28,13 persen. Umur ini merupakan umur 
yang sangat potensial untuk melakukan 
kegiatan usaha dalam menerima inovasi 
baru. Hal ini sejalan dengan pendapat 
Manurung dkk (1984) mengatakan bahwa 
umur, pendidikan dan pengalaman akan 
berpengaruh terhadap pengambilan keputusan 
dalam mengadopsi teknologi yang akan 
digunakan. 


Tingkat Pendidikan 


Tingkat pendidikan petani tambak 
garam didominasi oleh petambak yang 
tingkat pendidikannya tamatan Sekolah 
Tingkat Pertama (46,8796), hal ini dipengaruhi 
oleh tingkat pendapatan orang tuanya 
cukup rendah sehingga anaknya harus 
membantu pekerjaan orang tuanya. Disamping 
itu petambak garam tidak mempunyai 
keahlian lain seperti berkerja diluar 
sektor pegaraman yaitu buruh bangunan, 
pedagang atau jadi pegawai pabrik. 
Sebaran tingkat pendidikan responden 
dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah. 


Tabel. 2. Sebaran Tingkat Pendidikan Responden Tambak garam di Pinggirpapas Kabupaten 


Sumenep, 2009. 


Table. 2. Distribution of Educational Level Salt Farmers in Pinggirpapas, Regency of Sumenep, 


2009. 
No Tingkat Pendidikan/ Jumlah Respoden/ Persentase / 
Level Educattion Total Respondent Percentage(%) 
1 Tidak Tamat SD/Droup out 
Tamat SD/ Primary school 5 15,63 
3 Tidak Tamat SMP/ Drouf out Junior 9 28,13 
High School 
4 Tamat SMP/ Graduated junior high 15 46,87 
school 
5 Tamat SLTA/ High school graduation 3 9,37 
Jumlah/Total 32 100 


Sumber : Data Primer diolah, 2009./ Source: Processing Primer Data, 2009. 
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Pengalaman Usaha 


Pengalaman usaha merupakan salah 
satu modal utama yang sangat penting 
dalam melaksanakan kegiatan suatu usaha 
disamping pendidikan. Pengalaman 
dapat menentukan skala usaha yang akan 
dilakukan oleh responden. Semakin tinggi 
pengalaman usahanya semakin semakin 
cepat dalam mengambilan keputusan. Rata 
rata pengalaman responden tambak garam 
di lokasi riset adalah 15 tahun dengan 
kisaran pengalaman usaha adalah 5 sampai 
dengan 25 tahun. Sebaran pengalaman 
pelaku usaha tambak garam dapat dilihat pada 
Tabel 3. 
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keluarga, Jumlah tanggungan keluarga 
yang sedikit tingkat kesejahteraannya 
akan lebih tinggi/baik bila dibandingkan 
dengan jumlah anggota keluarga yang lebih 
banyak. Jumlah tanggungan keluarga di 
lokasi riset cukup beragam mulai dari 
2 orang sampai dengan 8 orang dan 
beberapa pendapatan responden pengatakan 
bahwa makin banyak jumlah tanggungan 
keluarga jumlah pendapatannya akan 
lebih banyak dan jarang responden yang 
mengikuti program keluarga berencanan. 
Sebaran jumlah tanggungan keluarga dapat 
dilihat pada Tabel 4. 


Tabel. 3. Sebaran Tingkat Pengalaman Usaha Petambak Garam di Pinggirpapas, Kabupaten 


Sumenep, 2009. 


Table. 3. Business Experience Level Distribution of Salt farmers in Pinggirpapas Regency of 


Sumenep, 2009. 


No Pengalaman Usaha / Jumlah Respoden/ Persentase / 
Business Experience Total Respondent Percentage(%) 
1 25 
2 5-10 7 21,87 
3 16 — 20 14 43,75 
4 21-25 9 28,13 
5 2 25 2 6,25 
Jumlah 32 100 


Sumber : Data Primer diolah, 2009./ Source: Processing Primer Data, 2009. 


Tabel 3 menunjukkan bahwa petani 
tambak garam cukup berpengalaman, 
hal ini dikarenakan bahwa usaha tambak 
garam merupakan usaha yang sifatnya 
turun temurun dari orang tuanya. Kisaran 
pengalaman responden sebagai petani 
tambak garan 5-19 tahun adalah 21,87 persen 
dan pengalaman usaha yang kisarannya 
16 -20 tahun adalah 4,75 persen, sedangkan 
responden yang pengalamannya 21 sampai 
25 tahun adalah 28,13 persen dan 6,25 
persen adalah responden yang mempunyai 
pengalaman lebih dari 25 tahun. 


Jumlah Tanggungan Keluarga 


Jumlah tanggungan keluarga sangat 
berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan 


Tabel 4 menunjukkan bahwa jumlah 
tanggungan keluarga termasuk dalam katagori 
sedang yaitu berkisar antara 3 sampai 4 orang. 
Jumlah tanggungan keluarga yang paling besar 
adalah 3 sampai 4orang yaitu 65,62%. 
Banyaknya jumlah tanggungan keluarga 
ini diakibatkan aktivitas responden yang 
kurang dan tidak mempunyai pekerjaan 
sampingan. 


Status Kepemilikan 


Luas lahan usaha tambak garam yang 
dikelola rakyat di Desa Pinggir Papas, beragam 
antara 0,5 — 5 hektar. Pola kepemilikan 
usaha tambak garam di Desa Pinggir Papas 
dapat dibagi menjadi dua kelompok 
yakni dikerjakan sendiri oleh pemilik dan 
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Tabel. 4. Sebaran Jumlah Tanggungan Keluarga Petambak Garam di Pinggirpapas Kabupaten 


Sumenep, 2009. 


Table. 4. Family Distribution Salt of Farmer in Pinggirpapas Regency of Sumenep, 2009. 


No Jumlah Tanggungan Jumlah Respoden/ Persentase (96) / 
Keluarga/ Total Respondent Precentage (96) 
Number of Family 
1 <2 1 3,13 
2 3-4 21 65,62 
3 5-6 8 25,00 
4 7-8 2 6,25 
5 >8 
Jumlah 32 100 


Sumber : Data Primer diolah, 2009/ Source: Processing Primer Data, 2009. 


digarap orang lain melalui sistim bagi hasil. 
Berdasarkan status kepemilikan lahan 
tambak garam rakyat di Desa Pinggir Papas 
70,60 % milik pemilik, sedangkan oleh 
penggarap sebesar 29,40 % Jumlah 
presentasi kepemilikan tambak garam 
yang terdapat di Desa Pinggir Papas sejak 
tahun 2002 sampai saat ini telah terjalin 
kerjasama antara petambak garam dengan 
PT. Garam (Persero) berupa penggarapan 
lahan tambak garam yang dikelola oleh 
petambak garam melalui kemitraan. 
Besarnya lahan tambak garam yang digarap 
petambak garam dalam pola kemitraan ini 
rata-rata hanya 0,5 hektar, sedangkan banyak 
pemilik tambak garam rakyat yang digarap 
oleh orang lain dengan cara sistem bagi hasil. 
Pola Kepemilikan lahan tambak garam di Desa 
Pinggirpapas tertera pada Tabel 5. 


Dinamika Usaha Petambak Garam 


Struktur Pendapatan Rumah Tangga Petani 
Garam 


Secara umum pendapatan rumah 
tangga petani tambak garam diperoleh dari 
empat sumber pendapatan yaitu sumber 
pendapatan tambak garam, perikanan, 
toko sembako dan pedagang garam. 
Struktur sumber pendapatan masyarakat 
petani tambak tidak semuanya melakukan 
aktivitas usaha tersebut, ada beberapa 
petani yang mempunyai lebih dari dua 
sumber pendapatan. Struktur sumber 
pendapatan petani garam dapat dapat dilihat 
pada tabel 6. 


Pada umumnya petani garam di Desa 
Pnggir Papas menggantungkan pendapatan 


Tabel 5. Status Kepemilikan Lahan Petambak Garam di Pinggirpapas, Kabupaten 


Sumenep, 2009. 


Table 5. Load Ownership Status of Land Salt Farmers in Pinggirpapas Village of 


Sumenep, 2009. 
No. Status Kepemilikan Lahan/ Persentase (%)/ 
Load Ownership Status Percentage (96) 
1 Milik Sendiri/ Autochthonous 70,60 
2 Penggarap/ Cultivators 29,40 
Jumlah/Total 100 


Sumber : Data Primer diolah, 2009/ Source: Processing Primer Data, 2009. 
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mereka sepenuhnya pada usaha garam. 
Responden yang mempunyai penghasilan dari 
dua sumber pendapatan adalah 28,12 % yaitu 
dari usaha garam dan perikanan budidaya. 
Kegiatan perikanan budidaya dilakukan 
pada saat pada musim penghujan yaitu 
memanfaatkan lahan tambak garam sebagai 
kegiatan usaha budidaya ikan bandeng dan 
udang. Responden yang mempunyai tiga 
sumber mata pencaharian atau pendapatan 
adalah sebesar 12,50 persen, penghasilan 
tersebut terdiri dari usaha garam, 
perikanan dan pedagang garam (pedagang 
perantara) dan responden yang tambahan 
penghasilannya berasal dari toko sembako 
dan garam adalah 6,25 persen. Kegiatan 
usaha sembako setiap harinya kebanyakan 
dilakukan oleh istri responden dan dibantu 
oleh suaminya pada saat waktu luang. 


Kegiatan usaha usaha tambak garam 
pada umumnya dilakukan pada musim 
kemarau mulai bulan yaitu Mei sampai 
Nopember atau pertengahan Desember, 
dengan musim puncak produksi garam terjadi 
pada bulan September — Oktober. Pada musim 
penghujan tambak garam oleh sebagian 
petani diusahakan untuk kegiatan usaha 
budidaya ikan bandeng dan udang secara 
tradisional. Sedangkan untuk musim hujan 
biasanya dimanfaatkan untuk menanam ikan 
bandeng ini terjadi di desa Pinggirpapas, 
Sumenep. Hal ini terjadi sejak turun 


Tabel 6. Struktur Sumber Pendapatan Petani Tambak Garam di 


Kabupaten Sumenep, 2009. 
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temurun dan berlangsung sampai saat ini. 
Pemilik lahan tambak garam pada musim 
hujan tidak punya hak kepemilikan untuk 
memanfaatkan lahan tambak garamnya. 
Secara adat pada saat musim hujan turun 
hak penguasaan lahan beralih ke pemilik 
lain yaitu yang dimanfaatkan untuk usaha 
budidaya ikan. 


Dinamika Pendapatan 


Berdasarkan perhitungan analisis usaha 
petambak garam di desa Pinggirpapas Kabupaten 
Sumenep, tahun 2008 untuk pemilik yang 
digarap sendiri mengalami peningkatan sebesar 
Rp. Rp.11.350.000,- atau 57,47 %, 
sedangkan tahun 2009 mengalami kenaikan 
Rp.1.900.000,- atau 6,1 % begitu pula 
dengan usaha tambak garam yang dilakukan 
dengan sistem bagi hasil. Kenaikan 
keuntungan usaha ini disebabkan karena 
adanya kenaikan harga garam Rp.190.000,- 
per ton (2008) menjadi Rp.230.000, per ton 
(2009). 


Pola usaha petambak garam yang 
dilakukan baik yang berada di desa 
Pinggirpapas (Sumenep) mempunyai 
tiga sistem yaitu dikerjakan sendiri oleh 
pemiliknya, sistem bagi hasil dan sistim sewa. 
Pola pembagian usaha tambak garam yang 
dikerjakan dengan menggunakan sistem bagi 
hasil antara pemilik dan penggarap dibedakan 


Desa Pinggirpapas, 


Table 6. Source of Income Structure of Salt Farmers in Pinggirpapas Village of Sumenep, 2009. 


No Sumber Pendapatan/ Persentase (96)/ 
Source Pebdapatan Percentage (%) 
Petani garam / Farmers salt 53,13 
Petani garam + Perikanan/ Farmers Fisheries+salt 28,12 
3 Petani garam + Perikanan + Pedagang garam/ Farmers 12,50 
Salt + Fisheries + salt Marketing 
4 Patani Garam # Toko Sembako/ Farmers Salt # Stores 6,25 
Sembako 
Jumlah/Total 100 


Sumber : Data Primer diolah, 2009/ Source: Processing Primer Data, 2009 
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dengan dua cara yaitu dibagi tiga setelah hasil 
bersih 1/3 penggarap dan 2/3 pemilik, apabila 
lahan tambak garam sudah lama diusahakan, 
sedangkan untuk lahan tambak garam yang 
baru diusahakan pembagian sistem bagi 
hasil yaitu 1 bagian untuk penggarap dan 
1 bagian untuk pemilik. 


Pelaksaan sistem bagi hasil seperti 
ini tidak menjamin atas kelangsungan dan 
keberlanjutan dari sistem bagi hasil, yang 
ada bahkan terjadi pemutusan hubungan 
sepihak. Di satu pihak, pemilik apabila 
merasa tidak puas terhadap hasil yang 
diperolehnya atau penggarap dianggap 
kurang memuaskan maka pemilik dapat 
menggantinya dengan penggarap yang 
baru. Sebaliknya, apabila penggarap merasa 
tidak ada kesesuaian maka penggarap 
dapat dengan mudah tidak melanjutkan 
usahanya sebagai penggarap. Hal ini 
bisa terjadi pada saat memasuki musim 
garam, dimana penggarap dengan mudah 
pindah ke pemilik yang lain. Dengan 
demikian sistim bagi hasil yang biasa 
dilakukan antara pemilik dan penggarap 
tidak memiliki kepastian hukum. 


Sampai saat ini belum ada aturan 
tertulis yang mengatur tentang sistem 
bagi hasil garam baik berupa peraturan 
desa (Perdes) maupun peraturan daerah 
(Perda). Selama pelaksanaan sistem bagi 
hasil garam ini tidak diatur dalam peraturan 
resmi dan ada kemungkinan salah satu 
pihak yang dirugikan maka berpotnsi 
menjadi konflik. Untuk itu, di masa mendatang 
aturan sistem bagi hasil ini sebaiknya 
diatur dalam peraturan daerah sehingga 
kedua belah pihak baik pemilik maupun 
penggarap dalam melaksanakan bagi hasil 
memiliki aturan yang jelas dan kedua belah 
pihak memiliki payung hukum yang kuat yang 
ditetapkan pemerintah daerah sehingga 
keduanya memiliki jaminan dan kepastian 
hukum. Sebaran dinamika pendapatan 
rumah tangga petambak garam di Desa 
Pinggir Papas dapat dilihat pada Tabel 7. 


Tabel 7, menunjukkan pendapatan 
rumah tangga petambak garam di Desa 
Pinggirpapas setiap tahun mengalami 
peningkatan. Dari tahun 2008 ke tahun 
2009 dinamika pendapatan petambak 
garam mengalami peningkatan 6,2 persen. 


Tabel 7. Dinamika Pendapatan Rumah Tangga Usaha Tambak Garam di Desa Pinggirpapas, 


Sumenep 2008 — 2009. 


Table 7. Dynamic of Salt Farmer's Household in Pinggirpapas Village of Sumenep 2008-2009. 


Pendapatan Rumah Tangga Petambak Garam/ 


Household Income of Salt Farmers 


Sumber 
Pendapatan/ 2008 2009 Perubahan/ Changes Keterangan/ 
Revenue Sources (2009 -2008) information 
Tambak garam/ 31.100.000 33.000.000 (6,2) Meningkat/ Increased 
Salt ponds 
Budidaya Ikan/ 1.850.000 2.300.000 (24,3 Meningkat/ Increased 
Fish Farming 
Toko Sembako / 13.750.000 7.450.000 (-45,8) Penurunan/ Reduction 
Stores sembako 
Pedagang garam/ 3.250.000 4.650.000 (30,1) Meningkat/ Increased 
Salter 
Jumlah /Total 46.700.000 40.750.000 -12,8 


Sumber : Data Primer diolah, 2009/ Source: Processing Primer Data, 2009. 
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Sedangkan perubahan tingkat pendapatan 
dari hasil budidaya ikan pada tahun 2008 
adalah 12,1 dan pada tahun 2009 mengalami 
kenaikan yaitu 24,3persen , Dinamika 
pendapatan toko sembako pada tahun 
2009 mengalami penurunan pendapatan 
sebesar -45,8 persen yang disebabkan pada 
tahun 2009 kemarau panjang sehingga 
petambak lebih baik dilakukan untuk 
kegiatan tambak garam. 

Dinamika pendapatan usaha pedagang 
garam pada tahun 2009 mengalami 
peningkatan pendapatan yang cukup besar 
yaitu sebesar 30,1 persen. Tingginya 
pendapatan pedagang disebabkan pada 
tahun 2009 terjadi produksi yang besar- 
besaran yang diakibatkan oleh kamarau 
yang panjang, sehingga pedagang dapat 
memainkan harga di tingkat petani garam. 
Dinamika pendapatan usaha pedagang garam 
pada tahun 2009 mengalami peningkatan 
pendapatan yang cukup besar yaitu 
sebesar 30,1 persen, tingginya pendapatan 
pedagang disebabkan pada tahun 2009 
terjadi produksi yang besar-besaran 
yang diakibatkan oleh kamarau yang panjang, 
sehingga pedagang dapat memainkan harga 
ditingkat petani garam. 


Pola Pengeluaran Rumah Tangga Petambak 
Garam 


a. Pengeluaran Makanan 


Sugianto (2008), mengatakan bahwa 
secara umum besaran konsumsi pengeluaran 
rumah tangga dibagi menjadi tiga kelompok 
yaitu pengeluaran untuk makanan, bukan 
makanan dan pengeluaran bahan bakar. 
Umumnya besarnya tingkat pengeluaran 
petambak garam bervariasi tergantung 
besarnya tingkat pendapatan masing- 
masing rumah tangga petambak 
garam. Apabila pendapatannya rendah 
akan lebih mengutamakan kebutuhan 
pengeluaran pokok yaitu bahan makanan, 
sebaliknya apabila pendapatan yang 
dihasilkan tinggi akan terjadi pergeseran 
antara kebutuhan makanan dengan 
kebutuhan bukan makanan. 
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Pengeluaran rumah tangga petambak 
garan di Desa Pinggir Papas dibagi menjadi 
tiga katagori pengeluaran, yaitu pengeluaran 
makanan, bukan makanan dan pengeluaran 
bahan bakar ini sejalah dengan pemdapat 
Sugiarto (2008). Pola pengeluaran bahan 
makanan rumah tangga di Desa Pinggir Papas 
dilihat selama dua tahun dari tahun 2008 
dan 2009 dan proporsi pengeluran bahan 
makanan rumah tangga petambak garam 
dapat dilihat pada tabel 8. 


Tabel 8 menunjukan dinamika 
pengeluaran bahan makan rumah tangga 
petambak garam di Desa Pinggir Papas, 
secara keseluruhan mengalami kenaikan 
Rp. 4.180.000,- atau 27, 06 X. Pengeluaran 
konsumsi terbesar di Desa Pinggir Papas, 
didominasi oleh pangan hewani pada 
tahun 2008 adalah 25,53%, sedangkan 
pengeluaran konsumsi hewani pada tahun 
2009 adalah 27,48%. Pengeluaran konsumsi 
untuk hewani mengalami kenaikan sebesar 
1,95%, sedangkan pengeluaran untuk 
karbo hidrat pada tahun 2008 mencapai 
20,054 dan pengeluaran yang terjadi 
pada tahun 2009 adalah 22,874. 

Pengeluaran konsumsi untuk kacang 
kacangan (tahu dan tempe) biaya yang 
dikeluarkan untuk membelian kacang kacangan 
pada tahun 2008 sebesar 5,57% dan pada 
tahun 2009 sebesar 5,78%. Pengeluaran 
untuk minyak goreng responden pada tahun 
2008 adalah sebesar 2,19% dan pada tahun 
2009 sebesar 2,93%. Kebutuhan tambahan 
energi responden adalah biaya untuk 
pembelian gula dan kopi, yang pada tahun 
2008 adalah 3,75% dan pada tahun 2009 
sebesar 3,124. 

Biaya pengeluaran pembelian 
kebutuhan dapur seperti bumbu pada 
tahun 2008 adalah sebesar 0,73% dan pada 
tahun sebesar 0,76%. Pengeluaran untuk 
makanan dan minuman yang sudah siap saji 
(agua gelas, minuman botol, teh gelas dll) 
pada tahun 2008 adalah 17,18% dan pada 
tahun 2009 sebesar 17,65 % ini mengalami 
kenaikan sebesar 0,47%, kenaikan 
pengeluaran untuk makanan dan minuman 
disebabkan banyak anak anaknya 
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mengkonsumsi minuman dan makanan siap 
saji. Pengeluaran biaya untuk pembelian 
termbakau (rokok) pada tahun 2008 sebesar 
17,99% dan pad thun 2009 sebesar 12,22%, hal 
ini untuk pengeluaran tembakau mengalami 
penurunan sebesar 5,77%, penurunan ini sudah 
banyak petambak garam yang mengetahui 
bahaya dari asap rokok. 

Biaya kebutuhan untuk buah buahan 
responden pada tahun 2008 adalah 2,48% 
dari total biaya yang dikeluarkan, 


sedangkan pada tahun 2009 sebesar 2,154. 
Pengeluaran biaya kebutuhan ikan pada 
tahun 2008 adalah sebesar 8,7096, dan pada 
tahun 2009 sebesar 9,78%. Pengeluaran 
untuk kebutuhan ikan ini relatif kecil 
dibandingkan dengan pengeluaran 
kebutuhan lainnya, walaupun lokasi 
tersebut merupakan daerah nelayan 
dan termasuk lokasi pantai dan pesisir. 
Hal in disebebkan masyarakat petambak 
garam lebih suka pada karbo hidrat. 


Tabel. 8. Proporsi Pengeluaran Bahan Makanan Rumah Tangga Petambak Garam di Kabupaten 


Sumenep, 2008-2009. 


Table. 8. Proportion of Salt farmers Food Expenditure Household in Sumenep, 2008-2009. 


Pengeluaran Bahan Makanan/ 


No Jenis makan/ Household Food Expenditure 
Food Category 2008 2009 Selisih (%)/ 
Difference (%) 
1 Sumber Karbohidrat / 3.096.000 4.488.000 2,82 
Carbohydrate Source (20,05) (22,87) 
2 Pangan Hewani/ 3.480.000 4.608.000 1,95 
Food Animal (25,53) (27,48) 
3 Ikan/ Fish 1.344.000 1.920.000 1,08 
(8,70) (9,78) 
3 Kacang-Kacangan/ Nuts 860.000 1.056.000 -0,19 
(5,57) (5,38) 
4 Sayur sayuran/ 480.000 576.000 -0,18 
Vegetables (3,11) (2,93) 
5 Minyak dan Lemak/ 432.000 576.000 0,73 
Oils and Fats (2,19) (2,93) 
5 Buah buahan/ Fruit 384.000 480.000 -0,04 
trees (2,48) (2,15) 
6 Bahan Minuman/ 564.000 672.000 -0,63 
Beverage Ingredients (3,75) (3,12) 
7 Bumbu-Bumbu/ Spices 144.000 168.000 0,03 
(0,73) (0,76) 
8 Makanan dan Minuman 2.500.000 2.680.000 0,47 
Jadi/ Food and (17,18) (17,65) 
Beverage So 
9 Tembakau dan Sirih/ 2.160.000 2.400.000 -,5,77 
Tobacco and betel (17,99) (12,22) 
Jumlah/ Total 15.444.000 19.624.000 


Sumber : Data Primer diolah, 2009/ Source: Processing Primer Data, 2009. 
Keterangan : Angka ( ) adalah prosentase/ Note: Numbers () is the percentage. 
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b. Pengeluaran Bukan Bahan Makanan 


Pengeluaran untuk bukan bahan 
makanan petambak garam dibagi dalam 
empat kelompok yang terdiri dari pengeluaran 
komunikasi/ telekomonikasi, pendidikan, 
kesehatan, dan sandang. Dari kelompok 
pengeluran ini, pengeluaran sandang 
merupakan pengeluaran terbesar di Desa 
Pinggir Papas berkisar antara Rp.1.200.000 
sampai dengan Rp. 1.500.000,-. Rrata-rata 
pengeluaran sandang pada tahun 2008 adalah 
sebesar Rp.1.200.000/tahun, sedangkan pada 
tahun 2009 pengeluaran untuk sandang 
adalah Rp.1.500.000/tahun. Pengeluaran untuk 
biaya kesehatan merupakan pengeluaran 
ke dua setelah pengeluaran sandang yaitu 
di Desa Pinggir Papas, pengeluaran biaya 
untuk kesehatan pada tahun 2008 adalah 
Rp.250.000,- dan pada tahun 2009 sebesar 
Rp.300.000,-. Peningkatan ini mengindikasikan 
bahwa biaya kesehatan yang dikeluarkan 
bukan untuk penyakit yang berat dan serius 
melainkan biaya kesehatan untuk penyakit 
yang umum dan biasa terjadi. 


Biaya pengeluaran untuk pendidikan 
relatif kecil bila dibandingkan dengan 
pengeluaran sandang dan kesehatan yaitu 
untuk di Desa Pinggir Papas. Pada tahun 
2008 adalah Rp.150.000,- dan pada tahun 
2009 sebesar Rp.300.000,. Berdasarkan 
pengeluaran biaya pendidikan ini yang 
masih relatif kecil menunjukan bahwa 
biaya pendidikan yang dikeluarkan setingkat 
sekolah dasar. Pengeluaran biaya pendidikan 
ini hanya terbatas pada pada biaya pembelian 
buku, tas sekolah, sepatu dan uang 
jajan, sedangkan untuk biaya sumbangan 
pendidikan (SPP) sudah gratis. 


Biaya yang dikeluarkan untuk 
komunikasi atau telpon responden pada 
tahun 2008 adalah Rp.220.000, sedangkan 
pada tahun 2009 sebesar Rp.365.000. 
bertambahnya biaya komunikasi pada 
tahun 2009 desebabkan penggunaan telepon 
seluler responden untuk melakukan komunikasi 
untuk usaha kegiatan petambak garam. 
Sedangkan untuk pengeluaran lainnya terdiri 
dari dana sosial dan iuran keamanan untuk 
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desa pada tahun 2008 adalah sebesar 
Rp. 350.000 dan pada tahun 2009 sebesar 
Rp. 400.000. 


Selisih pengeluaran Komunikasi 
pada tahun 2008 sampai 2009 untuk 
sebesar 65,9%. Pengeluaran untuk biaya 
pendidikan mengalami kenaikan sampai 100%. 
Pengeluaran ini hanya untuk pembelian 
buku dan alat alat tulis, sedangkan biaya 
pengeluaran perawatan kesehatan mengalami 
peningkatan sebesar 20%. 


Pengeluaran untuk kebutuhan sandang 
pada tahun 2009 mengalami kenaikan 
sebesar 25% dan pengeluaran lain-lainnya 
mengalami peningkatan sebesar 14,3%. 
Sebaran tingkat pengeluaran bukan bahan 
makanan dapat dilihat pada Tabel 9. 


c. Pengeluaran Bahan Bakar 


Bahan bakar yang paling sering digunakan 
untuk keperluan sehari- hari adalah minyak 
tanah dan gas. Bensin merupakan bahan bakar 
pompa air untuk menaikkan air laut ke kolam 
penampungan, disamping untuk kebutuhan 
bahan bakar sepeda motor, sedangkan listrik 
untuk penerangan rumah. 


Pengeluaran bahan bakar yang terjadi 
di antara kelompok pengeluaran bahan 
bakar minyak tanah merupakan pengeluaran 
terbesar pada 2008 sebesar 32,09X dan 
pada tahun 2009 sebesar 19,91% ,pengeluaran 
untuk minyak tanah mengalami penurunan 
sebesar 12,18%, penurunan biaya pengeluaran 
minak tanah disebebkan bahan bakar 
minah tanah tidak bersubsidi dan sebagian 
masyarakat sudah beralih menggunakan 
elpiji dan kayu bakar. Pengeluaran untuk 
pembelian elpiji pada tahun 2008 sebesar 
8,774 dan pada tahun 2009 sebesar 17,07, 
pengeluaran elpiji mengalami peningkatan 
yaitu 106,996. Pengeluaran untuk minyak 
tanah mengalami penurunan yaitu sebesar 
34,4%. Penurunan ini disebabkan olah 
pengalihan bahan bakar yang digunakan 
yaitu dari gas elpiji dan kayu bakar. 
Pengeluaran untuk biaya listrik di desa 
Pingirpapas berkisar antara pada tahun 
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Tabel 9. Pengeluaran Bukan Bahan Makanan Rumah Tangga Petambak Garam di Desa 
Pinggirpapas, Sumenep, 2008-2009. 
Table 9. Non Fuel Expenditure of Salt Farmer's Houshold in Pinggirpapas Village of Sumenep, 


2008-2009. 


No Jenis bahan bukan 
makanan/ Type of 


Pengeluaran bukan makanan di desa Pinggirpapas, 
Sumenep/ Non-food expenditure in rural Pinggirpapas, 


Sumenep 
Material Non-Food 
2008 2009 Selisish (%)/ 
Difference (96) 
1 Komunikasi/Telpon / 220.000 365.000 65,9 
Communication / Phone (16,96) (14,23) 
2 Pendidikan/ Education 150.000 300.000 100 
(11,56 X) (10,47) 
3 Perawatan kesehatan/ 250.000 300.000 20 
Health care (19,27) (11,69) 
4 Sandang/ Cloth 1.200.000 1.500.000 25 
(92,52) (58,47) 
5 Lainnya/ Other 350.000 400.000 14,3 
(26,98) (15,59) 
Jumlah/Total 1.297.000 2.865.000 
(100) (100) 


Sumber : Data Primer diolah, 2009/ Source: Processing Primer Data, 2009 
Keterangan : Angka ( ) adalah prosentase/ Note: Numbers () is the percentage 


2008 mencapai Rp.600.000,- dan pada tahun 
2009 sebesar Rp.624.000,sehingga terjadi 
kenaikan pengeluaran pada tahun 2009 
sebesar 4%. 


Dalam transportasi dalam rangka 
kegiatan usaha penggaraman biaya yang 
dikeluarkan pembelian bensin pada tahun 
2008 adalah Rp.150.000 dan pengeluaran 
pada tahun 2009 sebesar Rp. 175.000 selisih 
pengeluaran untuk kebutuhan bahan bakar 
bensin pada tahun 2009 adalah 16,7%, 
sedangkan untuk pembelian minyak pelumas/ 
olie pada tahu 2008 sebesar Rp.180.000 
dan pengeluaran pada tahun 2009 adalah 
Rp.210.000 sedangkan selisih pengeluaran 
minyak pelumas pada tahun 2009 adalah 
16,7%. 

Air merupakan salah satu kebutuhan 
rumah tangga yang sangat utama untuk 
kebutuhan rumah tangga, air yang digunakan 
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sehari hariuntuk kebutuhan rumah tangga 
sebagian besar diperoleh melaui jaringan 
PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum). 
Pengeluaran untuk air di Desa Pinggir Papas 
pada tahun 2008 adalah Rp.250.000 dan pada 
tahun 2009 sebesar Rp.320.000,-. Selisih biaya 
yang dikeluarkan pada tahun 2009 adalah 
sebesar 28%. 


Permasalahan Usaha Tambak garam 


Usaha kegiatan pembuatan garam 
rakyat dihadapkan dengan beberapa 
permasalahan yang dipengaruhi oleh 
beberapa faktor, baik secara teknis maupun 
ekonomi. 


Aspek Teknis. 


Dalam teknis pembuatan garam 
khususnya yang dilakukan petambak garam 
rakyat terdapat permasalahan yakni kualitas 
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Tabel 10. Pengeluaran Bahan Bakar Rumah Tangga Petambak Garam di desa Pinggirpapas, 


Sumenep, 2008-2009. 


Table 10. Salt Farmer's Houshold Fuel Expenditures in Pinggirpapas Village of Sumenep , 


2008-2009. 


No Jenis bahan Bakar/ 


Pengeluaran Bahan Bakar/ 


Jypes of Fuel Fuel Expenditure 

2008 2009 Perubahan/ 

Change 

1 Elpiji/ LPG 174.000 360.000 106,9 
(8,77) (17,07) 

2 Minyak tanah/ 640.000 420.000 -34,4 
Kerosene (32,09) (19,91) 

3 Listrik/ Electricity 600.000 624.000 4 
(30,09) (29,58) 

4 Minyak Pelumas / 180.000 210.000 16,7 
Lubricant (9,03) (9,95) 

5 Bensin/ Gasoline 150.000 175.000 16,7 
(7,52) (8,29) 

6 Air/ Water 250.000 320.000 28 
(12,53) (15,17) 

Jumlah/ Total 1.994.000 2.109.000 5,8 
(100) (100) 


Sumber : Data Primer diolah, 2009/ Source: Processing Primer Data, 2009. 
Keterangan : Angka ( ) adalah prosentase/ Note: Numbers () is the percentage. 


super premium yang menjadi standar mutu 
PT. Garam. Garam yang dihasilkan petani 
tambak garam maksimum hanya memiliki 
kualitas mutu P ( putih) dan M ( merah). 
Sedangkan untuk memenuhi kualitas 
mutu super premium yang ditetapkan 
PT. Garam, petani merasa kesulitan 
disebabkan untuk mendapatkan mutu 
tersebut diperlukan perlakuan khusus 
sejak lahan tambak garam dipersiapkan 
untuk pembuatan garam. Perlakuan khusus 
tersebut diantaranya adalah (a), lahan 
tambak garam jangan sekali-kali ditanami 
budidaya ikan karena apabila ditanami ikan 
maka lahan tambak garam tersebut yang 
siap untuk dijadikan tambak garam akan 
menjadi rusak, yang berakibat mempengaruhi 
mutu garam yang dihasilkan. Kemudian, 
(b), pada saat pemanenan garam yang diambil 
dari lahan tambak adalah garam yang sudah 
memiliki waktu penjemuran yang lama, sejak 


terbentuknya garam dilahan tambak, 
biasanya garam diambil setelah 10-20 hari 
dari waktu pemanenan yang biasanya 
dilakukan petambak. Garam yang diambil 
adalah bagian atasnya saja tidak langsung 
ke dasar tambak. 


Aspek Ekonomi 


Permasalahan yang timbul dalam 
pengelPermasalahan yang timbul dalam 
pengelolaan lahan tambak garam tidak hanya 
permasalahan aspek sosial dan teknis, akan 
tetapi mencakup aspek ekonomi seperti 
masih terdapatnya, perlunya solusi bagi 
petambak garan tidak merasa dirugikan. 
Permasalahan tersebut antara lain adalah 
harga yang berlaku oleh petambak yang 
dianggap tidak memihak ke petambak 
garam karena masih terlalu rendahnya 
kualitas garam. Saat ini harga garam sebesar 
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Rp. 160.000,-/ ton. Meskipun harga yang 
berlaku dilepas ke pasaran, namun 
perusahaan garam yang menentukan. Bahkan 
ada perusahaan yang membuat 
ketentuan pembayaran harga garam 
dibayar sebagian dengan hasil produk 
lainnya dari perusahaan tersebut seperti 
rokok yang berkisar antara 5 — 10 %. 
Ketentuan ini sangat memberatkan 
petani, namun karena ini telah merupakan 
ketentuan dari perusahaan maka petani 
tidak berdaya menghadapi kondisi ini. 
Peranan lembaga— lembaga yang menaungi 
petambak garam tidak dapat menunjukkan 
perannya untuk menstabilkan harga garam. 
Hal ini bisa dimaklumi karena sebagian 
besar pengurus lembaga tersebut merangkap 
sebagai pengumpul garam dari perusahaan. 
Kemudian, petambak garam tidak dapat 
menjual langsung ke perusahaan dan harus 
melalui pedagang pengumpul dimana 
setiap ton pedagang pengumpul mendapatkan 
komisi sebesar Rp. 10.000,- / ton, Melalui 
pola ini, petambak tidak harus menanggung 
biaya karung dan pengangkutan ke perusahaan 
yang dituju, untuk karung yang berwarna biru 
Rp.1.700,- dan warna putih Rp.1.000,- dengan 
ukuran 50 kg.per buah 


KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 


Hasil riset menunjukkan bahwa 
hampir sebagian besar tingkat pendidikan 
responden petambak garam adalah 
lulusan SLTP 46,874 dan umur responden 
merupakan umur yang produktif. 
Pengalaman usaha rata rata responden 
berkisar 10 sampai 20 tahun. dengan 
tanggungan keluarga petambak 
garam relatif cukup besar yaitu 3- 6 


orang. Kepemilikan lahan tambak garam 
70,60% milik sendiri dan sisanya sebagai 
penggarap. Sumber pendapatan petambak 
garam 53,13% mengandalkan dari usaha 
garam, dan 28,124 bersumber dari Usaha 
pegaraman dan perikanan. Sedangkan 
petambak garam yang mata pencaharian lebih 
dari dua mata pencaharian adalah12,50% 
yaitu garam dan Sembako. 


218 


Dinamika pendapatan petambak 
garam mengalami penurunan secara 
keseluruhan dari tahun 2008 sampai 2009 
mengalami peningkatan sebesar 6,2%. 
Pendapatan dari hasil budidaya pada tahun 
2008 sebesar Rp. 1.850.000 dan pada tahun 
2009 sebesar Rp.2.300.000, atau sebesar 
24,3%, sedangkan pendapatan toko sembako 
pada tahun 2008 sebesar Rp. 13.750.000 
dan pendapatan sembako tahun 2009 
sebesar Rp.7.450.00, pendapatan dari 
sembako mengalami penurunan sebesar 
45,84 Pengeluaran rumah tangga mengalami 
bahan makanan mengalami kenaikan sebesar 
12,71% dari tahun 2008 ke tahun 2009. 
Sedangkan pengeluaran untuk bukan bahan 
makanan mengalami kenaikan sebesar 22,09% 
dan pengeluaran untuk bahan bakar pada 
tahun 2008 ke tahun 2009 mengalai kenaikan 
sebesar 5,8%. 

Dalam pembagian sistem hasil perlu 
dibuatkan peraturan yang lebih jelas atau 
dibuatkan peraturan desa tentang sistem 
bagi hasil, sehingga sistem abgi hasil dapat 
memihak kepada petambak garam. 

Pengeluaran terbesar diserap oleh 
pengeluaran bahan makanan pokok, seiring 
dengan pendapatan peningkatan yang semakin 
tinggi , Pola pengeluaran petambak garam 
ditandai dengan pergeseran konsumsi beras 
cenderung menurun dan dapat digantikan 
oleh komoditas lain yang mengandung 
kabrohidrat lainnya. Pengeluaran yang 
paling besar adalah pengeluaran untuk 
bahan makan bila dibandingkan dengan 
pengeluaran lainnya, seperti bahan bukan 
makanan dan pengeluaran bahan bakar 
minyak. 

Permasalahan dari aspek sosial, 
ekonomi dan teknis yang dihadapi petambak 
garam adalah perlunya penaganan segera 
mungkin. Aspek sosisl yang harus diperhatikan 
adalah meningkatkan sumberdaya 
petambak garam yang lebih maju dengan cara 
melakukan sosialisasi teknologi pembuatan 
garam. Bila ditinjau secara ekonomi 
harga garam sampai saat ini masih jauh 
dari harapan petani, sehingga perlu 
adanya ketentuan harga dasar garam. 


Pada saat bersamaan perlu adanya peket 
teknologi tepat guna untuk mendongkrak 
produksi garam yang lebih tinggi dengan 
kualitas yang lebih baik. 
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ABSTRAK 


Kota Sibolga merupakan salah satu wilayah penghasil ikan pelagis kecil di Indonesia. Salah 
satu desa perikanan di wilayah Sibolga adalah Kelurahan Aek Habil. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengkaji usaha penangkapan ikan pelagis kecil di Kelurahan Aek Habil. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan 
responden pada bulan April 2010. Data sekunder berasal dari dinas perikanan dan kelautan dan 
berbagai literatur yang mendukung penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
metode survey sedangkan metode analisis yang digunakan adalah metode statistik deskriptif. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa RC ratio pada saat musim puncak adalah sebesar 2,23 dan pada saat 
musim paceklik adalah sebesar 1,01. Pendapatan kepala keluarga pemilik, nahkoda dan ABK yang 
berasal dari perikanan secara harian masing-masing sebesar Rp 113.278,- ; 57.011,- dan 45.773,-. Dari sisi 
pola konsumsi rumah tangga pada umumnya konsumsi untuk pangan lebih tinggi dibandingkan dengan 
konsumsi non pangannya. 


Kata Kunci: Pelagis kecil, Sibolga, pancing ulur, ekonomi rumah tangga 


Abstract : Analysis of Small-Pellagic Fisher's Household in Aek Habil, Sibolga, North Sumatera. 
By: Subhechanis Saptanto, Manadiyanto and Rizki Aprilian Wijaya. 


The Regency of Sibolga is one of the center production for small-pellagic fish in Indonesia. One of 
the fisheries rural region in Sibolga is in the Aek Habil Village. This study aimed to analyse small pellagic 
fish in Aek Habil Village. Study was conducted in April 2010. Primary and secondary data were collected 
by interviewing respondents and secondary data were collected from many sources, such as marine 
affairs and fisheries local services and other relevant literatures. A survey method was used in this study. 
Data were analized using descriptive statistics and cross-tabulated technigues. Results show that RC 
-ratio in peak season was 2,23 and famine season was 1,01. Income of ship owner, crew leader and crew 
from fisheries business were IDR 113,278, IDR 57,011 and IDR 45,773, respectively. From consumption 
pattern, household food expenditure was greater than non-food expendeiture, indicating that their welfare 
status were a relatively poor. 


Keyword : Small pellagic fish, Aek Habil, hand line, household economic 
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PENDAHULUAN 


Basis data panel yang kuat sangat 
dibutuhkan untuk mengetahui informasi 
kondisi rumah tangga perikanan dan 
kelautan yang ada di Indonesia. Data 
dan informasi yang dihasilkan riset panel 
mikro bermanfaat bagi perencanaan 
pembangunan pedesaan, termasuk 
pedesaan, perikanan dan kelautan, 
terutama terkait dengan perubahan- 
perubahan yang terjadi di pedesaan 
guna penyempurnaan program terkait. 
Hal ini misalnya terlihat dengan adanya 
studi yang menghasilkan pola pendapatan 
rumah tangga, pola konsumsi, keragaan 
usahatani dan curahan tenaga kerja 
dan kesempatan kerja (Erwidodo 
etal., 1995). 


Panel 
yang 


Pengalaman pada riset 
Pertanian Nasional — (Patanas) 
dilakukan oleh Kementerian Pertanian 
menghasilkan berbagai alternatif 
kebijakan antara lain didasarkan atas 
profil pendapatan dan konsumsi pedesaan 
(Kasryno et al., 1986). Kemudian, juga 
berupa perkembangan struktur produksi, 
ketenagakerjaan dan pendapatan rumah 
tangga pedesaan (Pasandaran et al., 
1989). Berbagai alternatif kebijakan juga 
dihasilkan dari data Patanas dapat dilihat 
pada prosiding yang berjudul Perspektif 
Pembangunan Pertanian dan Pedesaan 
dalam Era Otonomi Daerah (Rusastra 
et al., 2000). 


Manfaat data panel yang ada pada 
Patanas tersebut coba diterapkan pada 
Panel Keluatan dan Perikanan Nasional 
(Panelkanas) dengan adanya Panelkanas 
diharapkan dapat dihasilkan data tentang 
dinamika sosial ekonomi pedesaan 
perikanan dan kelautan. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk melihat 
ekonomi usaha rumah tangga 
penangkapan ikan pelagis kecil di Kelurahan 
Aek Habil, Kota Sibolga, Sumatera Utara 
baik dari sisi usaha, pendapatan, dan 
konsumsi rumah tangga nelayan. 
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METODOLOGI 


Lokasi dan Waktu Penelitian 


Sibolga merupakan salah satu 
wilayah yang menghasilan ikan pelagis 
kecil seperti kakap merah, gembolo 
(kembung jantan), balato kuning (sejenis 
ikan selar), balato aceh/ogak (sejenis ikan 


layang), timpik (tongkol) dan tenggiri. 
Pada tahun 2009 tercatat produksi 
perikanan di Kota Sibolga berjumlah 
sekitar 52.217,67 ton dan rata-rata 


perkembangan produksi perikanan dari 
tahun 2005-2009 sekitar 16,28 % per tahun. 
Jumlah nelayan di Sibolga mengalami 
peningkatan dibandingkan tahun 
sebelumnya yaitu dari 7.606 orang pada 
tahun 2008 menjadi 8.360 orang di tahun 
2009. Armada perikanan di Kota Sibolga pada 
tahun 2009 terdapat 340 kapal motor, 152 
motor tempel, dan 33 kapal tanpa motor. 
Alat tangkap yang ada di Sibolga tahun 2009 
sebagai berikut : 150 pukat cincin, 20 pukat 
pantai, 20 jaring insang hanyut, 33 jaring 
insang tetap, trammel net 6 buah, 104 buah 
bagan apung, 54 buah bagan tancap, 37 buah 
serok, rawai tetap 1 buah, pancing 169 buah 
dan bubu sebanyak 340 buah. 


Sibolga dijadikan sebagai salah satu 
wilayah penelitian Panelkanas khususnya 
untuk tipologi perikanan tangkap laut di 
Sumatera Utara. Desa yang menjadi lokasi 
penelitian adalah Kelurahan Aek Habil 
yang berada di Kota Sibolga, Provinsi 
Sumatera Utara. Kelurahan Aek Habil 
berada di sekitar koordinat 1°44’ LU dan 
98”47' BT. Pada tahun 2009 jumlah nelayan 
utama di Aek Habil sekitar 931 orang dan 
108 orang nelayan sambilan. Pada 
umumnya alat tangkap yang digunakan 
di Aek Habil adalah alat tangkap pancing 
yang menggunakan armada motor tempel 
(BPS, 2010). 


Waktu pengambilan data dilakukan 
pada bulan April 2010. Ruang lingkup kegiatan 
riset terdiri atas berbagai aktivitas yang 
diharapkan dapat menyediakan data dan 


informasi yang dapat menjadi dasar dalam 
penetapan perbaikan alternatif kebijakan 
di sektor kelautan dan perikanan terutama 
perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan 
produk kelautan serta berbagai permasalahan 
yang terkait dengan pembangunan desa-desa 
kelautan dan perikanan. 


Jenis dan Sumber Data 


Jenis data yang digunakan dalam kajian 
ini adalah data primer yang berasal dari survey 
lapang dengan menggunakan kuesioner 
terstruktur dan didukung oleh data sekunder 
yang berasal dari Dinas Perikanan dan Kelautan 
Kota Sibolga. Data primer yang dikumpulkan 
meliputi usaha penangkapan, pendapatan 
dan konsumsi rumah tangga perikanan. 


Metode Pengumpulan Data 


Pengumpulan data primer dilakukan 
dengan menggunakan metode wawancara 
terhadap nelayan yang menangkap ikan 
pelagis kecil di Aek Habil. Sampel dalam 
penelitian ini berjumlah 28 responden. 
Penentuan responden dilakukan melalui 
stratified random sampling berdasarkan 
skala usaha dan pola usaha yang 
dilaksanakan. Data yang dikumpulkan 
diperlukan untuk mengetahui responden 


yang telah berganti profesi, pensiun 
atau telah meninggal dunia sehingga 
responden tersebut digantikan dengan 


responden lainnya yang memiliki karakter 
yang hampir sama. Responden yang 
diambil adalah mereka yang pada 
umumnya melakukan usaha penangkapan 
di Aek Habil dengan menggunakan alat 

tangkap pancing ulur yang banyak 
terdapat di Aek Habil. 


Metode Analisis Data 


Data yang telah dikumpulkan dan 
ditabulasi selanjutnya dianalisis secara 
deskriptif untuk mendapatkan gambaran 
ekonomi usaha rumah tangga penangkapan 
ikan pelagis kecil di Kelurahan Aek Habil 
secara komprehensif. Statistik deskriptif 
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digunakan untuk mencari jumlah sampel, 
nilai maksimum dan minimum, rata- 
rata dan standar deviasinya. Hasil dari 
analisis kemudian diinterpretasikan untuk 
menjawab tujuan penelitian. Analisis 
dilakukan pada modul usaha, pendapatan, 
konsumsi dan kelembagaan. Untuk modul 
usaha dilakukan analisa usaha dengan 
menghitung besar biaya tetap, variabel, 
dan total penerimaan selama satu tahun 


sehingga diketahui struktur biaya, 
penerimaan, dan besarnya keuntungan. 
Penghitungan keuntungan usaha 


menggunakan rumus : 


Jl=TR-TC 
Total Cost (TC) dihitung melalui rumus : 


TC =FC+VC 


Dimana 

n = Keuntungan Usaha (Business Profits) 
TR = Total Penerimaan (Total Revenue) 

TC = Total Biaya (Total Cost) 


FC = Biaya Tetap (Fixed Costs) 
VC = Biaya Variabel (Variable Costs) 


RC Ratio diperoleh melalui rumus : 
= TR 
RC Ratio= — 


Analisis pendapatan rumah tangga 
perikanan bertujuan untuk mengetahui 
besarnya pendapatan yang berasal dari 
pendapatan utama dan sampingan baik 
itu yang berasal dari kepala keluarga 


maupun anggota rumah tangganya. 
Analisis konsumsi digunakan untuk 
mengetahui besarnya konsumsi rumah 


tangga perikanan. Konsumsi rumah tangga 
berasal dari konsumsi pangan dan non 
pangan. Analisis kelembagaan digunakan 
untuk mengetahui jenis kelembagaan 
yang sudah ada serta peran dan fungsinya 
dalam masyarakat. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Deskripsi Lokasi dan Karakteristik Nelayan 


Lokasi penelitian adalah Kelurahan 
Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota 
Sibolga, Sumatera Utara. Kelurahan Aek 
Habil dapat dikategorikan sebagai kelurahan 
yang secara ekologi perairan termasuk 
daerah pantai yang berbatasan langsung 
dengan laut. Pendapatan masyarakatnya 
didominasi oleh hasil laut sebagai nelayan. 
Aek Habil adalah salah satu kelurahan 
penghasil produksi ikan laut di Kota Sibolga. 
Dalam kegiatannya banyak melibatkan 
nelayan skala kecil. Kelurahan Aek Habil 
merupakan kelurahan nelayan perikanan 
tangkap laut. Sarana penangkapan nelayan 
Aek Habil masih tergolong sederhana 
sehingga kelurahan ini masih tergolong 
skala tradisional. 


Penduduk Kelurahan Aek Habil 
bagian terbesar (72,5 %) tenaga kerjanya 
terserap di sektor perikanan yang 
menunjukkan lapangan pekerjaan yang 


tersedia di kelurahan sebenarnya relatif 
lebih ke arah homogen. Berdasarkan 
aksesibilitasnya, Kelurahan Aek Habil telah 
mempunyai jalan yang baik yang dapat 
dilalui kendaraan roda empat. Penangkapan 
ikan pada umumnya dilakukan di wilayah 
Pulau Musala, Pulau Gosong dan Pulau 
Banyak. Lokasi tersebut telah dikenal 
oleh masyarakat nelayan sehingga pada 
dasarnya menjadi milik bersama. 


Sampel responden dalam kajian ini 
pada umumnya adalah nelayan tradisional 
yang memiliki armada penangkapan kurang 
dari 10 GT dengan menggunakan motor 
tempel. Alat tangkap yang digunakan 
adalah pancing ulur. Sampel responden 
yang berjumlah 28 responden tersebut 
terdiri dari 14 orang yang berprofesi 
sebagai pemilik perahu, 7 orang sebagai 
nahkoda dan sisanya sebagai Anak Buah 
Kapal (ABK). Rata-rata umur responden 
adalah 50 tahun. Karakteristik responden 
nelayan di Aek Habil dapat dilihat pada 
Gambar 1. 


@ < 25 Tahun/Years old 


m 25-45 Tahun/Years old 


@ 46-65 Tahun/Years old 


m >65 Tahun/Years old 


7% 


/ 


Tingkat Pendidikan/Education Level 


g SO /Elementary School 


m SMP (Junior High School 


E SMA /Semar High School 


Jumlah Tanggungan Keluarga/ 
Number of Family 


IE <5 orang/people 


Sumber : Data primer (diolah), 2010/Source : Primary Data (Processed), 2010 


Gambar 1. Karakteristik Responden Nelayan Aek Habil, Sibolga, Sumatera Utara, 2010. 
Figure 1. Characteristic of Fisher in Aek Habil, Sibolga, North Sumatera, 2010. 
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Menurut Kamaludin (1994), umur 
digolongkan dalam tiga kategori golongan 
usia tidak produktif (<25 dan > 65 tahun), 
usia produktif (> 45 sampai 65 tahun) 
dan usia sangat produktif (25 sampai 
45 tahun). Menurut hasil analisis, usia 
tidak produktif responden berjumlah 
4%, sangat produktif berjumlah 32%, 
dan produktif berjumlah 64%. Tingkat 
pendidikan responden pada umumnya 
hanya lulus sekolah dasar yang menunjukkan 
masih rendahnya tingkat pendidikan 
responden. Jumlah tanggungan keluarga 
pada umumnya berjumlah 5-8 orang 
(75 % responden) yang mengindikasikan 
bahwa pada umumnya keluarga nelayan 
di Aek Habil merupakan keluarga besar. 
Dilihat dari sisi etnis, pada umumnya 
berasal dari suku Batak, hanya sebagian 
kecil dari mereka yang berasal dari suku 
Jawa dan Padang. Rata-rata jumlah 
anggota rumah tangga responden adalah 
7 orang. 


Usaha dan Musim Penangkapan 


Usaha penangkapan biasanya 
menggunakan alat tangkap pancing ulur. 
Alat tangkap pancing yang digunakan ada 
dua jenis yaitu pancing dengan umpan ikan 
dan bulu plastik. Jumlah hari/trip dalam 


menangkap ikan umumnya rata-rata 
berkisar 3-5 hari. Armada perikanan 
umumnya masih tergolong sederhana. 


Hal tersebut dapat dilihat dari panjang 
kapalnya 9 m, lebarnya 1,7 m dan tinggi 
kapal 1,1 m. Kapal tersebut umumnya 
memuat 4 orang dan salah seorang berperan 
sebagai nahkoda. 


Kapal yang digunakan oleh nelayan 
umumnya menggunakan dua buah mesin 
tempel berbahan bakar bensin campur 
dengan kekuatan mesin masing-masing 
sebesar 15 PK dan bermerk Yamaha. 
Musim penangkapan ikan di daerah 
Sibolga ada dua yaitu musim puncak 
dan paceklik. Musim puncak biasanya 
pada bulan Januari hingga Juni sedangkan 
musim paceklik ada pada bulan Juli hingga 
Desember. Pada saat musim puncak 
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terdapat sekitar 52 trip dan pada saat 
musim paceklik berjumlah 36 trip. 


Investasi usaha penangkapan ikan 
pelagis kecil di Aek Habil rata-rata berjumlah 
Rp 19.985.231,-. Persentase investasi usaha 
yang besar digunakan untuk pembelian 
kapal dan mesin masing-masing sekitar 
42,69% dan 32,24%. Karena penangkapan 
umumnya dilakukan rata-rata 3-5 hari 
maka dibutuhkan peralatan masak. 
Selain itu dibutuhkan juga alat navigasi dan 
fish finder untuk menemukan lokasi ikan. 
Investasi usaha penangkapan ikan pelagis 
kecil di Kelurahan Aek Habil dapat dilihat 
pada Tabel 1. 


Selain investasi, terdapat juga biaya 
tetap dan tidak tetap dalam usaha 
penangkapan ikan di Aek Habil. Unsur 
biaya tetap terdiri dari izin usaha, pajak 
lain, pemeliharaan perahu, pemeliharaan 
mesin, pemeliharaan alat tangkap dan 
biaya penyusutan. Rata-rata biaya tetap 
berjumlah Rp 12.296.551,- dimana 
persentase terbesar terdapat pada biaya 


penyusutan yaitu sebesar 37,01%. Untuk 
biaya tetap usah penangkapan dapat 
dilihat pada Tabel 2. 

Biaya tidak tetap dibagi menjadi 


tiga bagian yaitu : (a) Biaya operasional 
yang terdiri dari bensin, minyak campur, 
minyak tanah, oli/pelumas, garam, es balok 
dan umpan. Minyak campur yang digunakan 
adalah bensin yang berjumlah 29 liter 
dicampur dengan 1 liter oli. Umpan 
yang digunakan biasanya adalah udang 
baring/kacepe dan ikan kembung kecil: 
(b) Ransum yang terdiri dari beras, kopi, 
rokok, gula, mie instan, air tawar dan barang 
konsumsi lainnya: dan (c) Biaya lain-lain yang 
terdiri dari biaya bongkar muat, pembersihan 
kapal, jasa penyimpanan mesin dan sewa 
tambat. 


Musim penangkapan sangat 
mempengaruhi biaya tidak tetap. Untuk 
biaya operasional baik itu musim puncak 
atau tidak, biaya paling besar dikeluarkan 
adalah untuk minyak campur sebagai 
bahan bakar kapal. Hanya sebagian kecil 
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Tabel 1. Struktur Investasi Usaha Penangkapan Ikan Pelagis Kecil di Kelurahan Aek 
Habil, Sibolga, Sumatera Utara, 2010. 
Table 1. Investment Structure of Small Pellagic Fishiery in Aek Habil, Sibolga, North Sumatera, 


2010. 
Umur Teknis Standar 
a PEE (Tahun)/ Nilai (Rp)/ Deviasi/ ' 
No WED) Assan Hele Technical Age Value (IDR) Standard % 
A. ASET 19.985.231 96,77 
1 Kapal (< 10 GT)/Ship 5,85 8.530.769 4.386.416 42,69 
(<10GT) 
2 Mesin Yamaha 15 PK/ 5,23 6.444.231 4.527.740 32,24 
Yamaha Machine 15 PK 
3 Alat Tangkap Pancing 0,79 318.769 157.553 1,60 
Ulur/Hand Line 
4 Lampu/Lampu 0,69 14.154 14.707 0,07 
5 Alat Navigasi (Kompas, 3,00 1.223.077 1.482.764 6,12 
GPS, dll.) - Garmen 128/ 
Navigation Tool 
6 Tali Tambang/Rope 0,46 723.462 1.689.356 3,62 
7 Fiber Ikan/Fish Fibre 1,23 733.462 1.894.095 3,67 
8 Komputer/Fish Finder - 2,00 1.246.154 2.598.915 6,24 
Prono 665 
9 Aki/Accumulator 0,46 424.615 733.174 2,12 
10 Generator/Generator 0,77 61.538 221.880 0,31 
11 Peralatan Masak/ 0,77 200.000 302.765 1,00 
Cooking Tools 
12 Keranjang Ikan/ 0,85 65.000 93.308 0,33 
Fish Basket 
B Biaya Tidak Tetap untuk 667.353 3,23 
1 trip/Variable Cost for 
1 trip 
Jumlah Total/ Total 20.652.583 100 


Sumber : Data Primer (diolah), 2010/Source : Primary Data (Processed), 2010. 


kapal yang menggunakan bahan bakar Bila biaya perbekalan disediakan 
bensin. Untuk ransum, yang paling besar oleh toke maka hasil tangkapan harus 
biayanya adalah untuk rokok dan beras. dijual kepada toke dengan harga yang 


biasanya ditentukan oleh toke. Untuk biaya 
lainnya yang paling besar adalah biaya 
pembersihan kapal. Pembersihan kapal 
biasanya dilakukan oleh anak-anak yang 
masih remaja dan mereka biasa disebut 
dengan anak itik. Untuk biaya tambat 
tergantung kepada masing-masing 
tangkahan/pendaratan ikan. Di Aek Habil 
diketahui terdapat sekitar lima tangkahan 


Pada saat musim puncak persentase 
biaya untuk rokok dan beras masing-masing 
sebesar 44,754 dan 33,934 sedangkan 
untuk pada saat musim paceklik biaya untuk 
rokok dan beras masing-masing sebesar 
38,774 dan 31,164. Untuk perbekalan 
(operasional dan ransum) biasanya 
disediakan oleh pemilik kapal dan namun 
ada juga yang berasal dari toke (pemodal). 
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Tabel2. Struktur Biaya Tetap Usaha Penangkapan Ikan Pelagis Kecil per Tahun di Kelurahan 
Aek Habil, Sibolga, Sumatera Utara, 2010. 
Table 2. Fixed Cost Structure of Small Pellagic Fishery per Year in Aek Habil, Sibolga, North 
Sumatera, 2010. 


Standar Deviasi/ 


: 8 Nilai (R 
No Biaya Tetap/Fixed Cost tai (Rp) Standard % 
Value (IDR) NN 
Deviation 

IjinUsaha/Permit of business 34.615 89.872 0,32 
Pajak Lain/Other tax 1.538 5.547 0,01 
Pemeliharaan Perahu/Nursing 161.538 256.705 1,49 
Ship 

4 Pemeliharan Mesin/Nursing 265.385 188.784 2,45 
Machine 

5 Pemeliharaan Alat Tangkap/ 332.308 992.255 3,07 
Nursing Fishing Gear 

6 Biaya-Biaya Penyusutan/ 7.646.958 70,54 
Depreciation 
a. Kapal/Ship 1.459.211 3.927.244 19,08 
b. Mesin/Machine 1.231.985 2.201.167 16,11 
c. Alat Tangkap/Fishing Gear 404.293 159.196 5,29 
d. Lampu/Lamp 20.444 12.615 0,27 
e. Alat Navigasi (Kompas, GPS, 407.692 204.422 5,33 
dll.)/Navigation Tools 
f. Tali Tambang/Rope 1.567.500 1.171.440 20,50 
g. Fiber Ikan/Fish Fibre 595.938 1.171.571 7,79 
h. Komputer/Fish Finder 623.077 584.587 8,15 
i. Aki/Accu 920.000 872.628 12,03 
j. Generator/Generator 80.000 80.000 1,05 
k. Peralatan Masak/Cooking Tools 260.000 16.667 3,40 
I. Keranjang Ikan/Fish Basket 76.818 104.272 1,00 

| Bunga Investasi (12 %/tahun)/ 2.398.228 22,12 
Investment rate (12%/year) 

Junlah/Total 10.840.570 100 


Sumber : Data Primer (diolah), 2010/Source : Primary Data (Processed), 2010. 


yaitu  Tangkahan 


Maslihah 


Kelompok 
(KNTM). 


Struktur 


Aleng, 
Sikumbang, 


Nelayan Tolong 


pada Tabel 3. 


Tangkahan 
Tangkahan Raja 
Silalahi, Tangkahan Nazara, dan Tangkahan 
Menolong 


biaya tidak tetap usaha 
penangkapan ikan di Aek Habil dapat dilihat 


Dalam musim puncak, biaya total 
yang dikeluarkan adalah sebesar 
Rp 83.946.470,- sedangkan penerimaan 
sebesar Rp 116.777.043,- sehingga nilai 
RC ratio yang dihasilkan sebesar 2,23. 
Untuk musim puncak, biaya total yang 
dikeluarkan adalah sebesar Rp 33.507.593,- 
dan penerimaannya sebesar Rp 44.645.751,- 
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Tabel 3. Struktur Biaya Tidak Tetap Usaha Penangkapan Ikan Pelagis Kecil per Tahun di 
Kelurahan Aek Habil, Sibolga, Sumatera Utara, 2010. 

Table 3. Variable Cost Structure of Small Pellagic Fishery per Year in Sub District Aek Habil, 
Sibolga, North Sumatera, 2010. 


Musim Puncak/ Musim Paceklik/ 
Peak Season Famine Season 
No Uraian/Description Standar Standar 
Nilai (Rp)/ Deviasi/ > Nilai (Rp)/ Deviasi/ > 
Value (IDR) Standard : Value (IDR) Standard Ë 
Deviation Deviation 
1 Operasional/ 62.761.979 100 24.376.782 100,00 
Operational 
a. Bensin/Gasoline 1.053.107 2.153.283 1,68 729.231 7:813.311 2,99 
b. Minyak Campur/ 37.201.579 37.177.255 59,27 14.041.338 17.978.696 57,60 
Mixed oil 
c. Minyak Tanah/ 1.177.473 452.416 1,88 598.811 413.797 2,46 
Kerosene 
d. Oli/Pelumas/ 312.923 1.199.538 0,50 218.769 838.615 0,90 
Lubricant 
e. Garam/Salt 1.430.219 35.296 2,28 450.160 381.805 1,85 
f. Es Balok/Ice cube 6.662.654 1.637.945 10,62 2.841.195 1.799.443 11,66 
g. Umpan/Bait 14.924.024 133.949 23,78 5.497.278 5.721.087 22,55 
2 Ransum/ 16.831.651 100 7.321.757 100,00 
Consumable 
a. Beras/Rice 5.710.846 1.606.696 33,93 2.281.651 1.641.787 31,16 
b. Kopi/Coffee 230.680 235.264 1,37 116.396 208.889 1:59 
c. Rokok/Cigarette 7.532.219 4.381.288 44,75 2.838.391 2.641.537 38,77 
d. Gula/Sugar 874.580 577.111 5,20 378.639 315.875 5,17 
e. Mie Instan/ 1.901.609 516.195 11,30 1.329.444 1.459.802 18,16 
Instant Noodle 
f. Air Tawar/Fresh 118.349 57.993 0,70 82.740 57.375 1,13 
Water 
g. Lainnya/Others 463.367 445.632 2,75 294.497 431.904 4,02 
3 Lain-lain/Others 4.352.840 100 1.809.053 100 
a. Bongkar Muat/ 1.404.142 1.546.360 32,26 406.686 990.757 22,48 
Includeand exclude 
b. Bersih Kapal/ 2.728.047 1.419.623 62,67 1.318.225 1.188.483 72,87 
Cleaning ship 
c. Sewa Tambat/ 220.651 273.144 5,07 84.142 106.338 4,65 


Fishing port rental 


Total Biaya Variabel 83.946.470 33.507.593 
per Musim/ Total of 

Variable Cost per 

Season 


Sumber : Data Primer (diolah), 2010/Source : Primary Data (Processed), 2010. 
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sehingga nilai RC Rationya sebesar 1,01. 
Sistem bagi hasil dalam usaha penangkapan 
ikan pelagis kecil di Aek Habil dilakukan 
dengan cara penerimaan dikurangi 
terlebih dahulu dengan biaya perbekalan 
kemudian sisanya (pendapatan bersih) 
dibagi 7 bagian dimana pemilik kapal 
memperoleh 2,5 bagian, nahkoda mendapat 
1,5 bagian dan masing-masing Anak Buah 
Kapal (ABK) mendapat 1 bagian (terdapat 
3 orang ABK). Analisis usaha penangkapan 
ikan pelagis kecil di Kelurahan Aek Habil 
dapat dilihat pada Tabel 4. 


Struktur Pendapatan Rumah Tangga 


Struktur pendapatan rumah tangga 
umumnya dibagi menjadi dua yaitu 
pendapatan yang berasal dari kepala 
keluarga dan anggota kepala keluarga. 
Sedangkan pendapatan dari masing- 
masing kepala keluarga dan anggota kepala 
keluarga dibagi menjadi pendapatan utama 
dan sampingan. Rata-rata pendapatan total 
pemilik kapal, nahkoda dan ABK masing- masing 
sebesar Rp 63.139.983, Rp 49.529.005,- 
dan Rp 46.167.297,-. Untuk pendapatan 
utama kepala keluarga pemilik, nahkoda dan 
ABK yang berasal dari perikanan bila 
diasumsikan harian maka perharinya 
mereka mendapat masing- masing sebesar 
Rp 113.278,-; 57.011,- dan 45.773,-. 
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Konsumsi Rumah Tangga 


Pengeluaran konsumsi merupakan 
salah satu indikator yang menentukan 
tingkat kesejahteraan rumah tangga. 
Khusus untuk konsumsi pangan, menurut 
Purwantini dan Ariani (2008), semakin 
tinggi pangsa pengeluaran konsumsi pangan 
berarti semakin kurang sejahtera rumah 
tangga tersebut. Sebaliknya, semakin 
rendah pengeluaran konsumsi pangan 


maka rumah tangga tersebut semakin 
sejahtera. Pengeluaran konsumsi rumah 
tangga yang dihitung dalam kurun 


waktu satu tahun baik untuk konsumsi 
pangan maupun non pangan. Konsumsi 
pangan berasal dari makanan pokok, protein 
nabati/hewani, sayur-sayuran, rokok, 
minyak goreng, buah-buahan, gula, kopi, 
teh, dan bumbu masak. Sedangkan konsumsi 
non pangan berasal dari biaya rekening 
listrik, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak 
kendaraan, pendidikan anak, pembelian 
sandang/pakaian dan pengeluaran lainnya. 


Rumah tangga nelayan di Aek Habil 
menjadikan beras/nasi sebagai makanan 
pokoknya. Beras yang dikonsumi rata-rata 
sekitar 1 kg/hari. Lauk pauk utama yang 
banyak dikonsumsi adalah ikan laut karena 
pada umumnya ikan yang dikonsumsi 
adalah ikan yang berasal dari sebagian 


Tabel 4. Analisis Usaha Penangkapan Ikan Pelagis Kecil di Kelurahan Aek Habil, Sibolga, 


Sumatera Utara, 2010. 


Table 4. Rentability of Small Pellagic Fishery Captured in Aek Habil, Sibolga, North Sumatera, 


2010. 
Nilai (Rp)/ Value (IDR) 
No Uraian/Description Musim Puncak/ Musim Paceklik/ 
Peak Season Famine Season 
1 Total Biaya/ Total Cost 94.787.040 44.348.163 
a. Biaya Tetap/Fixed Cost(Rp) 10.840.570 10.840.570 
b. Biaya Tidak Tetap/Variable Cost (Rp) : 83.946.470 33.507.593 
2 Penerimaan/Revenue (Rp) : 211.564.083 44.645.751 
3 Pendapatan bersih/Net Income(Rp) : 116.777.043 297.588 
4 RC Ratio 2,23 1,01 


Sumber : Data Primer (diolah), 2010/Source : Primary Data (Processed), 2010. 
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Analisis Ekonomi Usaha Rumah Tangga Nelayan......... 


(Subhechanis Saptanto, Manadiyanto dan Rizky Aprilian Wijaya) 


Tabel 5. Struktur Pendapatan Rumah Tangga per Tahun Berdasarkan Sumber Pendapatannya 


di Kel. Aek Habil, 2010. 


Table 5. Structure of Fisher's Household Income per Year Based on According to Sources in 


Aek Habil, Sibolga, 2010. 


Pemilik/Owner Nahkoda/Crew Leader ABK/Crew 
Kategori/ Pendapatan Standar Pendapatan Standar Pendapatan Standar 
4 Deviasi/ Deviasi/ Deviasi/ 
Categorize (Rp)/ % (Rp)/ % (Rp)/ % 
Income (IDR) soodaa Income (IDR) Sema Income(IDR) Sekr 
Deviation Deviation Deviation 
Kepala Keluarga/ 46.966.649 74,38 26.039.005 52,57 16.917.297 36,64 
Householder 
a. Utama/Main 41.346.649 51.840.202 88,03 20.809.005 30.318.898 79,91 16.707.297 16.373.800 98,76 
b. Sampingan/Side 5.620.000 4.171.043 11,97 5.230.000 1.088.944 20,09 210.000 127.279 1,24 
Anggota Keluarga/ 16.173.333 25,62 23.490.000 47,43 29.250.000 63,36 
Household 
member 
a. Utama/Main 16.173.333 11.985.258 100 23.490.000 16.418.051 100 29.070.000 40.347.513 99,38 
b. Sampingan/Side - - 0 0 0 180.000 84.853 0,62 
Pendapatan 63.139.983 100 49.529.005 100 46.167.297 100 
Rumah Tangga/ 


Household Income 


Sumber : Data Primer (diolah), 2010/Source : Primary Data (Processed), 2010. 


hasil tangkapan. Jenis konsumsi lainnya 
yang tergolong tinggi adalah rokok 
karena pada umumnya nelayan memiliki 


kebiasaan merokok. Dalam satu hari, 
mereka biasanya menghabiskan 1-2 
bungkus rokok. Rata-rata pengeluaran 


konsumsi pangan nelayan di Aek Habil 
sebesar Rp  2.254.647/bulan. Untuk 
pengeluaran konsumsi non pangannya 
rata-rata sebesar Rp 1.243.622,-/bulan. 


KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 


Kesimpulan 
Usaha penangkapan ikan pelagis 
kecil di Aek Habil yang menggunakan 


pancing ulur masih memiliki prospek yang 
cukup baik meskipun masih tergolong 
tradisional. Hal tersebut ditunjukkan oleh 
nilai RC ratio sebesar 2,23 pada musim 
puncak dan 1,01 pada saat musim 
paceklik. Ditinjau dari pendapatan, baik 
untuk pemilik kapal, nahkoda maupun 
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ABK dapat dikatakan masih tergolong 
cukup layak karena lebih besar dibandingkan 
dengan pengeluaran untuk konsumsinya 
(konsumsi pangan dan non pangan). 
Dari sisi kelembagaannya, peran kelompok 
nelayan di Aek Habil cukup memberikan 
pengaruh dalam memberikan solusi 
terhadap permasalahan-permasalahan 
yang ada pada nelayan. 


Implikasi Kebijakan 


Kendala yang dialami oleh nelayan 
adalah adanya ketidakpastian iklim yang 
mempengaruhi usaha penangkapan 
mereka. Mereka membutuhkan bantuan 
dari pemerintah baik fisik maupun non 
fisik. Bantuan fisik berupa bantuan BBM 
dan teknologi penangkapan (kapal, mesin 
dan alat tangkap). Permasalahan yang 
sering muncul adalah adanya pemberian 
bantuan dari pemerintah yang salah 
sasaran sehingga sering menimbulkan 
ketegangan antara kelompok nelayan 


dengan dinas setempat. Kajian Panelkanas 
ini juga menggali informasi mengenai 
responden yang berhak menerima bantuan 
dari pemerintah setempat. Selain itu 
bantuan non fisik dapat berupa 
sumbangsih pikiran dari peneliti yang 
melakukan riset Panelkanas di Aek Habil. 
Melalui bantuan ini diharapkan dapat 
menghasilkan basis data untuk menjawab 
permasalahan yang ada pada nelayan 
Aek Habil khususnya dan masyarakat 
perikanan tangkap laut pada umumnya. 
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ABSTRAK 


Penelitian yang dilakukan di wilayah pesisir pantai Sulawesi Selatan bertujuan untuk menghitung 
besarnya perbedaan pendapatan usaha tangkap nelayan dan menganalisis faktor-faktor yang 
mempengaruhinya. Metode yang digunakan adalah deskriptif dan eksplanatori. Berdasarkan dimensi 
waktu digunakan data cross-section yang bersumber pada data primer. Responden nelayan diambil secara 
stratified sampling sedangkan kabupaten secara purposive sampling. Hasil penelitian menemukan bahwa 
pendapatan usaha tangkap nelayan perahu motor dan perahu tanpa motor di Kabupaten Jeneponto lebih 
besar dari nelayan Kabupaten Barru dan Sinjai. Besar-kecilnya pendapatan usaha tangkap nelayan perahu 
motor per trip di wilayah pesisir pantai Sulawesi Selatan dipengaruhi secara positif oleh harga minyak 
tanah, produktivitas, umur, dan alat tangkap rawai tetap, sedangkan secara negatif dipengaruhi oleh harga 
bensin, lama melaut, dan perbedaan wilayah penangkapan. Pendapatan nelayan perahu tanpa motor per 
trip di Sulawesi Selatan dipengaruhi secara positif oleh produktivitas jaring insang tetap dan perbedaan 
wilayah. Selama setahun, pendapatan nelayan perahu motor dipengaruhi secara positif oleh harga minyak 
tanah, dan produktivitas secara nyata positif; sedangkan secara negatif dipengaruhi oleh harga bensin, lama 
melaut, trip, dan perbedaan wilayah. Pendapatan nelayan perahu tanpa motor secara positif dipengaruhi 
oleh produktivitas, tanggungan keluarga, jaring insang tetap, dan perbedaan wilayah. 


Kata Kunci: pendapatan, nelayan perahu motor dan tanpa motor 


Abstract : Analysis of Fisher's Fishing Income and its Various Factors Influenced in Coastal Area of South 
Sulawesi. By: Abdul Rahim 


Research was conducted in coastal area region of South Sulawesi which aimed to calculate 
the level of difference fisher's fishing income from each region of coastal area and analyze the various 
factors influencing it. Research method was used descriptive explanatory. A cross-section data of 
the primary data were used in this they. Fisher's respondent were sampled stratifically. Result of the 
research indicated that fishing income of motorized and non-motorized boat in regency Jeneponto bigger 
than Barru and Sinjai. Motorized boat fisher's fishing income per trip in coastal area of South Sulawesi 
positively influenced by kerosene price, productivity, age, and set long line, but negatively influenced by 
gasoline price, fishing day per trip, and difference of fishing areas. Non-motorized boat fisher's fishing 
income per trip in South influenced was Sulawesi positively by productivity of gill net and regional 
difference. Annual fishing income motorized boat fishers was positively influenced by kerosene 
price, and productivity but negatively influenced by gasoline price, fishing day per trip, number of trip, 
and regional difference. Income of non-motorized boat fisher was positively influenced by productivity, 
family size, gill net, and regional difference. 


Keyword : income, motorized boat fisher and non-motorized fisher 


1Bagian dari disertasi berjudul Analisis Harga Ikan Laut segar dan Pendapatan Usaha Tangkap Nelayan di Sulawesi Selatan 
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PENDAHULUAN 


Fluktuasi pendapatan dari hasil 
tangkapan nelayan di wilayah pesisir pantai 
Sulawesi Selatan (pesisir pantai barat 
Kabupaten Barru, pesisir pantai selatan 
Jeneponto, dan pantai timur Sinjai) disebabkan 
oleh adanya faktor musim, terutama saat 
musim paceklik yang biasanya ditandai dengan 
penurunan jumlah hasil tangkapan. Hal ini 
mengakibatkan fluktuasi harga sehingga 
berdampak pada penurunan pendapatan 
nelayan. 


Selain itu produksi tangkapan nelayan 
yang didaratkan saat musim paceklik dapat 
pula terjadi penurunan volume produksi 
(berdasarkan kuantitas yang didaratkan) 
akibat telah dibeli pedagang di tengah laut 
dan didaratkan ke wilayah lain, ataupun 
didaratkan ke wilayah lain oleh nelayan 
tersebut. Hal ini pula yang membedakan 
pendapatan nelayan di setiap wilayah 
pesisir pantai yang ada di Sulawesi Selatan 


Menurut Wahyono et. al (2001) dan 
Kusnadi (2007), pendapatan usaha tangkap 


nelayan sangat berbeda dengan jenis 
usaha lainnya, seperti pedagang atau 
bahkan petani. Jika pedagang dapat 


mengkalkulasikan keuntungan yang 
diperolehnya setiap bulannya, begitu pula 
petani dapat memprediksi hasil panennya, 
maka tidak demikian dengan nelayan yang 
kegiatannya penuh dengan ketidakpastian 
(uncertainty) serta bersifat spekulatif dan 
fluktuatif 


Secara umum, pada musim paceklik 
produksi hasil tangkapan ikan menurun 
sehingga harga ikan naik karena di sisi lain 
permintaan atau konsumsi relatif tetap 
atau meningkat (Fauzi, 2005). Faktor-faktor 
yang mempengaruhi penghasilan nelayan 
dari kegiatan penangkapan adalah faktor 
fisik berupa kondisi lingkungan pesisir, 
teknologi penangkapan, lokasi penangkapan, 
dan modal, serta dan faktor non fisik 
berkaitan dengan kondisi iklim (musim), 
umur nelayan, pendidikan nelayan, dan 
pengalaman melaut (Ismail, 2004). 
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Menurut Mubyarto et.al (1984), tingkat 
kesejahteraan masyarakat pesisir umumnya 
menempati strata paling rendah dibanding 
masyarakat lainnya di darat. Bahkan nelayan 
termasuk paling miskin di semua negara 
dengan atribut “the poorest of poor” (termiskin 
diantara yang miskin) (Nikijuluw, 2002). 


Fenomena kesejahteraan nelayan 
yang rendah merupakan pemasalahan 
yang sering terjadi, terutama pada 


nelayan tradisional sehingga menghambat 
pembangunan subsektor perikanan khususnya 
perikanan tangkap. Rendahnya timgkat 
kesejahteraan nelayan merupakan tantangan 
dalam mencapai tujuan pembangunan perikanan 
antara lain meningkatkan kesejahteraan 
nelayan, petani ikan, dan masyarakat pesisir 
lainnya (Keputusan Menteri Kelautan dan 
Perikanan No.18/Men/2002). 


Sehubungan dengan komdisi tersebut 
maka diperlukan adanya analisis terhadap 
perbedaan pendapatan usaha tangkap 
nelayan perahu motor dan tanpa motor di 
setiap wilayah pesisir pantai Sulawesi Selatan 
serta faktor-faktor yang mempengaruh 
pendapatan usaha tangkap nelayan. 


METODOLOGI 


Lokasi dan Waktu Penelitian 


Penelitian dilaksanakan pada bulan 
Juni 2008 sampai September 2008 (i) wilayah 
pesisir pantai barat (Kelurahan Sumpang 
Binangae dan Mangempang) Kabupaten 
Barru, kemudian (ii) wilayah pesisir pantai 
selatan (Kelurahan Pabiringa) Kabupaten 
Jeneponto, serta (iii) pesisir timur (Kelurahan 
Lappa) Kabupaten Sinjai. 


Jenis dan Sumber Data 


Jenis data yang digunakan dalam 
penentuan sampel adalah menggunakan data 
cross-section yang bersumber dari data primer 
yang diambil pada masing-masing kelurahan 
pada kabupaten sampel tahun 2008. Metode 
yang digunakan adalah descriptive untuk 
mengetahui besarnyapendapatan usaha 
tangkap nelayan sedangkan menganalisis 


faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah 
explanatory method. 


Penentuan sampel kabupaten 
digunakan metode purpossive sampling. 
Dari masing-masing sampel daerah diambil 
responden nelayan yang dikelompokkan 
berdasarkan kepemilikan armada nelayan 
perahu motor (motor tempel) maupun nelayan 
perahu tanpa motor (perahu layar atau tanpa 
layar) secara stratified sampling. Selain itu 
responden diambil secara sensus pada 
masing-masing kelurahan pada kabupaten 
terpilih dengan total nelayan sebanyak 
283 jiwa terdiri nelayan perahu motor sebanyak 
201 jiwa serta nelayan perahu tanpa motor 
sebanyak 82 jiwa. 


Metode Analisis Data 


Pendapatan usaha tangkap nelayan 
merupakan selisih antara nilai produksi 
tangkapan dengan biaya total operasional 
dengan pendekatan rumus Sharma dan Sharma 
(1981), Debertin (1986), dan Soekartawi (1995) 
maka besarnya pendapatan usaha tangkap 
nelayan perahu motor dirumuskan sebagai 
berikut : 


mMNPMtrip = TRNPMtrip - TCNPMtrip ..... (1) 


TRNPMtrip = PILS.QT a. (2) 
TCNPMtrip = FCNPM #VCNPM. `“ ..... (3) 
mNPMthn =TRNPMthn - TCNPMthn ..... (4) 
TRNPMthn = PILS.OT an (5) 
TCNPMthn =FCNPM+VCNPM (6) 
di mana: 


nNPMtrip : Total pendapatan usaha tangkap 
nelayan perahu motor per trip 
didekati dengan keuntungan (Rp) 
/Motorized boat fisher’s income 
approximaded by profit per trip 
(Rp). 


: Total pendapatan usaha tangkap 
nelayan perahu motor per tahun 
didekati dengan keuntungan (Rp) 
/Annual motorized boat fisher’s 
income approximaded by profit 
per trip (Rp). 


nNPMthn 
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TRNPMtrip: Total penerimaan nelayan perahu 
motor per trip (Rp) / Motorized 
boat fisher’s revenue per trip 
(Rp). 


TRNPMthn: Total penerimaan nelayan perahu 
motor per tahun (Rp) / Annual 
motorized boat fisher's revenue 
per trip (Rp). 


TCNPMtrip: Total biaya penangkapan nelayan 
perahu motor per trip (Rp) / 
Motorized boat fisher’s fishing 
cost per trip (Rp). 


TCNPMthn: Total biaya penangkapan nelayan 
perahu motor per tahun (Rp)/ 
Annual motorized boat fisher’s 
fishing cost total per trip (Rp). 


PILS : Harga ikan laut segar (Rp) / Fresh 
fish price (Rp). 
QT : Volume produksi hasil tangkapan 


(kg)/ Volume of fish caught (kg). 


FCNPM : Biaya tetap penangkapan nelayan 
perahu motor (Rp) / Motorized 
boat fisher’s fishing fixed cost 


per trip (Rp). 


:Biaya variabel penangkapan 
nelayan perahu motor (Rp)/ 
Motorized boat fisher's fishing 
variable cost per trip (Rp). 


VCNPM 


Pendapatan usaha tangkap nelayan 
perahu tanpa motor dirumuskan sebagai 
berikut : 


nNPTMtrip = TRNPTMtrip - TCNPT trip ... (7) 
TRNPTMtrip = PILS . QT ... (8) 
TCNPTMtrip = FCNPTM + VCNPTM ....(9) 
TNPTMthn =TRNPTMthn - TCNPTMthn. (10) 
TRNPTMthn= PILS.QT ase (11) 
TCNPTMthn = FCNPTM + VCNPTM ... (12) 


di mana: 


TNPTMtrip:Total pendapatan usaha tangkap 
nelayan perahu tanpa motor per 
trip didekati dengan keuntungan 
(Rp) / Non-motorized boat 
fisher's income approximaded by 
profit per trip (Rp). 
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mMNPTMthn: Total pendapatan usaha tangkap 
nelayan perahu tanpa motor 
per tahun didekati dengan 
keuntungan (Rp)/ Annual non- 
motorized boat fisher's income 
approximaded by profit (Rp). 


TRNPTMtrip:Total penerimaan nelayan 
perahu tanpa motor per trip 
(Rp)  Non-motorized ` boat 
fisher's revenue per trip (Rp) 


TRNPTMthn:Total penerimaan nelayan perahu 
tanpa motor per tahun (Rp) / 
Annual non-motorized boat 
fisher's revenue (Rp). 


TCNPMtrip: Total biaya penangkapan nelayan 
perahu tanpa motor per trip (Rp) 


/Non-motorized boat fisher's 
fishing cost per trip (Rp). 
TCNPTMthn :Total biaya penangkapan 
nelayan perahu tanpa motor 
per tahun (Rp) / Annual 
non-motorized boat  fisher's 


fishing cost per trip (Rp). 


FCNPTM : Biaya tetap penangkapan nelayan 
perahu motor (Rp) Non- 
motorized boat fisher’s fishing 
fixed cost per trip (Rp). 


VCNPTM Biaya variabel penangkapan 
nelayan perahu motor (Rp) / 
Non-motorized boat  fisher's 


fishing variable cost per trip (Rp). 


Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi 
pendapatan usaha tangkap nelayan 
digunakan pendekatan model Unit Output 
Price Cobb-Douglas Profit Function (UOP- 
CDPF) (Yotopoulus dan Lau, 1971 dan 
Sadoulet dan Janvry, 1995) yang disusun 
dalam persamaan multiple linear regression 
berikut : 


MNPMtrip* = B, + B, PBnsn* + B, PMT" + 
B,PrdvtyUTtrip + B, AN +B, 
ExMN + B. EdN +B, OTK +B, 
Tmlutrip+ B,QATRT +B, QATJIT 
+ B, PwrM +6,DmWPB + ô, 
DMWPJ + we. (13) 
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nNPMthn* = 


Keterangan : 


nNPMtrip*: 


nNPMthn* : 


B,.....B,, dan 
BB 


PMT* 


PrdvtyUTtrip 


B. + B,, PBnsn* + B,, PMT 
+ B..PrdvtyUTthn + B AN + 
B,, EXMN + B, EAN + B,, OTK 
+ B,, Imluthn + B,, QATRT + 
B,, QATJIT + B, PwrM + B,, 
QTripthn + ó, DmWPB + ô, 
DmWPJ + p, 


Pendapatan nelayan perahu 
motor setiap trip yang 
dinormalkan dengan harga 


output / Normalized motorized 
boat fisher's income by output 
price per trip (IDR). 


Pendapatan nelayan perahu 
motor setiap tahun yang 
dinormalkan dengan harga 


output (Rp) /Normalized annual 
motorized boat fisher's income 
by output price (IDR). 


: Intersep /Intercept 


Koefisien variabel dummy / 
Coefficient of dummy 
variable. 


: koefisien regresi variabel 
bebas / coefficient of 
regression indpendent 
variable. 


: Koefisien variabel dummy 
/ Coefficient of dummy 
variable. 

: Harga bensin yang 
dinormalkan dengan harga 


output / Normalized 
gasoline by output price 
(IDR). 

: Harga minyak tanah 
yang dinormalkan dengan 
harga output (Rp) / 


Normalized kerosene by 
output price (IDR). 
: Produktivitas 
tangkap per trip / 
Productivity of fishing 
effort per trip (IDR) 


usaha 


PrdvtyUTthn : Produktivitas usaha tangkap 
pertahun/Annualproductivity 


of fishing effort (IDR) 


AN : Umur nelayan (tahun) / 
Fisher's age (year) 


ExMN : Pengalaman nelayan (tahun)/ 


fisher's experience (year) 


EdN Lama pendidikan formal 
nelayan (tahun) / Fisher's 
formal education (year) 


QTK : Tanggungan keluarga (jiwa)/ 
Family size (people) 


: Lama melaut per trip (jam)/ 
Number of hour per trip 
(hour) 


Tmlutrip 


: Lama melaut selama setahun 
(tahun) / Annual number of 
hour (hour) 


Tmluthn 


QATRT :Alat tangkap rawai tetap 
(unit)/ Long line (unit) 

QATJIT :Alat tangkap jaring insang 
tetap (unit)/ Gill net (unit) 

PwrM : Ukuran kekuatan mesin (PK)/ 
Machine power (power knot) 

Otripthn : Trip selama setahun (berapa 


kali) / Annual number of trip 
(many trip) 


Dummy perbedaan wilayah penangkapan / 
dummy of arrest regional difference 


DmWPB : 1, untuk wilayah penang- 
kapan pesisir barat Kabupaten 
Barru / region of west coastal 
area of Barru regency 


0, untuk lainnya / to other 


DmKPJ r. ay untuk penangkapan 
pesisir selatan Kabupaten 
Jeneponto/ region of west 
coastal area of Jeneponto 
regency 


0, untuk lainnya / to other 


: Kesalahan pengganggu/ 
Disturbance error 


u, dan u, 
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Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi 
pendapatan usaha tangkap nelayan perahu 
tanpa motor di Sulawesi Selatan dilakukan 
dengan menggunakan model persamaan 
multiple linear regression sebagai berikut : 


MNPTMtrip* = ÜB, + B,, PMT" + B, 
PrdvtyUTtrip + B,, AN + B,, 
ExMN + B, EdN + B,, OTK + 
B., Tmlutrip + B,, QATRT + 
B,, AATJIT + B, QATJPkt + 
6, DmKB1 + 5, mKJ2 + p, 
Pa (15) 


mNPTMthn* = B, + B, PMT* + By 
PrdvtyUTthn + B, AN + Bp 
ExMN + B,,EdN +B, OTK 
+ B,,Tmluthn + B,, QATRT 
+ B, QATJIT + B, QATIPKt 
+ B,, QTripthn + 5,DmKB1 
+ ó, mKJ2 + n, 
(16) 


Keterangan : 


TNPTMtrip* : Pendapatan usaha tangkap 
nelayan perahu tanpa motor 
setiap trip yang dinormalkan 
dengan harga output / 
Normalized non-motorized 
boat fisher’s income by 


output price per trip (IDR) 


nNPTMthn*: Pendapatan usaha tangkap 
nelayan perahu tanpa 
motor setiap tahun yang 
dinormalkan dengan harga 
output/ Normalized annual 
motorized boat fisher's 


income by output price (IDR) 


B, dan B,, Intersep/konstanta / 


Intercept/Constanta 


B... B. dan B, B,,: Koefisien regresi variabel 
bebas / Coefficient 
of regression 
independent variable 


QATJPkt alat tangkap jenis jaring 


insang hanyut (unit) / drift 
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gill net (unit) 

Gp) Og Koefisien variabel dummy/ 
Coefficient of dummy 
variable 

u, dan u, : Kesalahan pengganggu / 


Disturbance error 


HASIL DAN PEMBAHASAN 


Volume Produksi dan Harga Hasil Tangkapan 


Rata-rata hasil tangkapan tertinggi 
berasal dari nelayan perahu motor Kelurahan 
Pabiringa Kabupaten Jeneponto berupa 
tenggiri (Scomberomorus commersonii) dan 
kakap merah (Lutjantus altifrontalis) (Tabel 
1). Kemudian pesisir barat nelayan perahu 
motor Kelurahan Sumpang Binangae Kabupaten 
Barru berbatasan langsung dengan Selat 
Makassar berupa jenis kakap merah. 


Hal ini sejalan dengan penelitian 
Hartati dan Pralampita (1994) bahwa hasil 
tangkapan nelayan perahu motor tempel 
di Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara 
berupa kakap merah dan kerapu sunu 
(Epinephelus tauvina) hasil tangkapan 
nelayan perahu motor dan perahu tanpa 
motor (perahu dayung) di Kelurahan Lappa 
Kabupaten Sinjai adalah rajungan dan 
kepiting bakau (Tabel 1). 


Besarnya Pendapatan Usaha Tangkap 
Nelayan Perahu Motor dan Perahu tanpa 
Motor 


Salah satu indikator untuk mengukur 
tingkat kesejahteraan nelayan adalah melalui 
tingkat pendapatan. Pendapatan usaha 
tangkap nelayan merupakan selisih antara 
penerimaan dengan biaya penangkapan yang 
benar-benar dikeluarkan oleh nelayan perahu 
motor maupun perahu tanpa motor saat 
musim penangkapan baik per trip maupun 
per tahun. 


Rata-rata pendapatan usaha tangkap 
nelayan, baik nelayan perahu motor maupun 
nelayan perahu tanpa motor untuk setiap 
trip di ketiga kabupaten atau wilayah 
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pesisir Sulawesi Selatan bervariasi. 
Tabel 2 menunjukkan pendapatan usaha 
tangkap nelayan perahu motor sebesar 
Rp 552.000/trip atau Rp 42 juta/tahun dan 
nelayan perahu tanpa motor Rp 193.000/ 
trip (Rp 16 juta/tahun). Pendapatan 
nelayan di wilayah pesisir pantai selatan 
Kabupaten Jeneponto lebih besar dari 
pendapatan usaha tangkap nelayan di 
wilayah pesisir barat Kabupaten Barru dan 
pesisir timur Sinjai saat musim penangkapan 
(Tabel 2). 


Tingginya pendapatan usaha tangkap 
nelayan (perahu motor dan perahu tanpa 
motor) Kelurahan Pabiringa Kabupaten 
Jeneponto menunjukkan potensi sumber 
daya ikan di perairan Laut Flores berbatasan 
dengan wilayah pesisir selatan relatif lebih 
subur dibanding wilayah pesisir barat 
(Selat Makassar) dan timur (Teluk Bone). 
Hal tersebut terlihat dengan adanya usaha 
budidaya rumput laut saat musim timur. 


Di samping itu, terdapat adanya 
pencemaran dari kepadatan bahan bakar 
para nelayan kapal motor berkekuatan 
30-50 GT bahkan sampai 100 GT dengan alat 
tangkap bagan rambo dan purseine yang 
lebih tinggi pada perairan Selat Makassar 
dan Teluk Bone. Menurut Nitimulyo (2000) 
adanya pencemaran akan menurunkan daya 
dukung (carriying capacity) sehingga besarnya 
populasi ikan akan menurun. 


Faktor-faktor yang mempengaruhi 
Pendapatan Usaha Tangkap Nelayan Perahu 
Motor dan Perahu tanpa Motor 


Nilai koefisien harga bensin sebagai 
variable input berpengaruh negatif dan 
nyata secara statistik masing-masing pada 
tingkat 1 96. Hal ini berarti telah sesuai 
dengan teori atau nilai harapan bertanda 
negatif, yaitu jika terjadi peningkatan harga 
bensin maka akan menurunkan pendapatan 
usaha tangkap nelayan perahu motor baik 
per trip maupun per tahun. 


Merujuk pada harga bensin masing- 
masing kabupaten sampel, nelayan perahu 
motor memperoleh harga bahan bakar 
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(Abd. Rahim) 


di Wilayah Pesisir Pantai Sulawesi Selatan ............. 


Analisis Pendapatan Usaha Tangkap Nelayan...... 
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bensin dari pedagang di Kabupaten 
Jeneponto dan Sinjai antara Rp 6.500 s.d. 
Rp 7.000/liter, sedangkan Kabupaten Barru 
harganya sebesar Rp 6.000/liter diperoleh 
langsung dari SPBU di sekitar pusat 
pendaratan ikan. 


Variabel harga bahan bakar minyak 
tanah berpengaruh nyata secara positif 
terhadap pendapatan usaha tangkap nelayan 
per trip dan per tahun perahu motor 
pada tingkat kesalahan 1 %. Artinya jika 
terjadi kenaikan harga minyak tanah, maka 
pendapatan usaha tangkap nelayan perahu 
motor per trip maupun per tahun akan 
meningkat pula selama musim penangkapan. 
Hal ini bertentangan dengan tanda harapan 
negatif, yaitu jika terjadi kenaikan harga 
minyak tanah, maka pendapatan usaha tangkap 
nelayan per trip maupun per tahun akan 
menurun. Kejadian ini berpengaruh positif 
terjadi karena banyaknya pemakaian minyak 
tanah selama melaut dua sampai tiga hari 
terutama nelayan perahu motor Kabupaten 
Barru dan Jeneponto. 


Selanjutnya pengaruh positif 
menunjukkan adanya peningkatan nilai 
produktivitas dari hasil usaha tangkap akan 
meningkatkan pendapatan usaha tangkap 
nelayan perahu motor dan perahu tanpa 
motor pada daerah wilayah pesisir Sulawesi 
Selatan baik per trip maupun per tahun (lihat 
Tabel 3). Produktivitas usaha nelayan saat 
musim penangkapan sangat tergantung dari 
harga jual ikan masing-masing pengumpul 
atau juragannya (pabalu'balle, parangka'juku, 
dan padankan punnanna) sehingga sangat 
mempengaruhi perubahan pendapatan nelayan 
perahu motor dan perahu tanpa motor. 


Umur nelayan perahu motor di wilayah 
pesisir pantai Sulawesi Selatan berpengaruh 
nyata positif pada tingkat kesalahan 10%, 
artinya meningkatnya umur nelayan akan 
meningkatkan pendapatan per trip selama 
musim penangkapan. Hal ini bertentangan 
dengan tanda harapan yang negatif, yaitu jika 
umur nelayan bertambah, maka pendapatan 
usaha tangkap nelayan perahu motor menurun 
akibat dari menurunnya produktivitas. 
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Sedangkan pengalaman melaut tidak 
berpengaruh nyata terhadap pendapatan 
usaha tangkap nelayan perahu motor dan 
perahu tanpa motor. Hal ini dapat terjadi 
karena terdapat pengalaman nelayan kurang 
atau sama dengan 10 tahun pada ketiga 
wilayah pesisir pantai Sulawesi Selatan. 
Lain halnya variabel jumlah tanggungan 
keluarga berpengaruh nyata positif 
terhadap pendapatan usaha tangkap 
nelayan perahu tanpa motor pada tingkat 
10%, artinya dengan adanya peningkatan 
jumlah tanggungan nelayan, maka semakin 
meningkat pendapatan nelayan dari usaha 
tangkapnya, hal tersebut telah sesuai dengan 
teori dan tanda yang diharapkan, yaitu 
negatif. 


Pengaruh positif diartikan 
bertambahnya tanggungan keluarga akan 
memotivasi nelayan perahu tanpa motor 
dalam mencari nafkah sebagai tulang 
punggung keluarga. Jumlah tanggungan 
tertinggi nelayan perahu tanpa motor 
sebanyak empat (4) jiwa dibandingkan 
nelayan perahu motor sampai delapan (8) jiwa. 
Hal ini berbeda dengan penelitian Harahap 
(2003) di perairan Kota Medan bahwa jumlah 
tanggungan tidak berpengaruh terhadap 
pendapatan usaha tangkap nelayan tradisional. 


Lamanya melaut nelayan setiap trip 
maupun per tahun berpengaruh nyata secara 
negatif terhadap pendapatan usaha tangkap 
nelayan perahu motor pada tingkat kesalahan 
14. Artinya jika nelayan perahu motor melaut 
dalam waktu yang lama dalam menangkap 
ikan, maka pendapatan usaha tangkapnya 
menurun. Hal ini berbeda dengan tanda positif 
yang diharapkan, yaitu semakin lama nelayan 
melaut maka pendapatan hasil tangkapan akan 
meningkat. Keadaan dari pengaruh negatif 
ini dapat saja terjadi karena jarak tangkap 
fishing ground lebih jauh sehingga 
biaya meningkat, hal ini menurunkan 
pendapatan nelayan. Trip selama setahun 
berpengaruh nyata negatif pada tingkat 
kesalahan 1% terhadap pendapatan usaha 
tangkap nelayan perahu motor, artinya 
semakin banyak jumlah trip nelayan 
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(Abd. Rahim) 


di Wilayah Pesisir Pantai Sulawesi Selatan ............. 


Analisis Pendapatan Usaha Tangkap Nelayan...... 
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perahu motor maka pendapatan usaha dari 
kegiatan penangkapan semakin menurun. 


Hal ini berbeda dengan tanda negatif 
yang diharapkan, yaitu semakin banyak 
trip dalam menangkap ikan maka pendapatan 
usaha tangkapnya akan meningkat. Jenis 
alat tangkap berpengaruh nyata positif 
terhadap pendapatan usaha tangkap 
per trip dan per tahun nelayan perahu 
motor maupun perahu tanpa motor. 
Pada variabel jumlah alat tangkap rawai 
tetap (set long line) berpengaruh nyata 
positif pada tingkat kesalahan 10% 
terhadap pendapatan usaha tangkap 
nelayan perahu motor per trip di Sulawesi 
Selatan. Hal ini telah sesuai dengan tanda 
yang diharapkan, jika jenis alat tangkap 
rawai meningkat maka pendapatan 
nelayan akan meningkat dari hasil 
tangkapan alat tersebut. 


Ukuran kekuatan mesin dari nelayan 
perahu motor di Sulawesi Selatan juga tidak 
berpengaruh nyata terhadap pendapatan 
usaha tangkap nelayan, baik per trip maupun 
per tahun. Walaupun berbagai ukuran 
kekuatan mesin digunakan nelayan untuk 
mencapai jarak daerah penangkapan 
(fishing ground), tetapi sering nelayan 
menangkap pada terjadi bulan purnama 
sehingga tidak memperoleh hasil. 


Dummy wilayah penangkapan 
berpengaruh nyata positif terhadap 
pendapatan usaha tangkap nelayan perahu 
tanpa motor serta pengaruh negatif 
terhadap pendapatan usaha tangkap 
nelayan perahu motor di wilayah penangkapan 
pada perairan Sulawesi Selatan pada tingkat 
kesalahan 1%. Pengaruh positif telah 
sesuai dengan tanda harapan, yaitu 
pendapatan usaha tangkap nelayan perahu 
tanpa motor wilayah penangkapan di 
perairan Selat Makassar Kabupaten Barru 
baik per trip maupun per tahun lebih besar 
dari pendapatan usaha tangkap nelayan 
perahu tanpa motor wilayah penangkapan 
perairan Laut Flores Kabupaten Jeneponto 
dan perairan Teluk Bone Kabupaten 


J. Sosek KP Vol. 6 No. 2 Tahun 2011 


Sinjai. Kemudian pengaruh negatif lainnya 
menunjukkan pendapatan nelayan perahu 
motor dari wilayah penangkapan Laut 
Flores lebih kecil dari pendapatan 
nelayan dari wilayah penangkapan Selat 
Makassar dan Teluk Bone. 


KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 
Kesimpulan 


1. Selama musim penangkapan pendapatan 
usaha tangkap nelayan perahu motor 
dan tanpa motor, baik per trip maupun 
per tahun di wilayah pesisir selatan 
Kabupaten Jeneponto lebih besar 
dibanding wilayah pesisir barat Barru dan 
pesisir timur Sinjai. 

2. Besar-kecilnya pendapatan usaha 
tangkap nelayan perahu motor per 
trip di wilayah pesisir Sulawesi Selatan 
dipengaruhi secara positif oleh harga 
minyak tanah, produktivitas usaha 
tangkap, umur, dan alat tangkap jenis 
rawai tetap, kemudian secara negatif 
dipengaruhi oleh harga bensin, lama 
melaut, dan perbedaan wilayah 
penangkapan, sedangkan pendapatan 
usaha tangkap per tahun dipengaruhi 
secara positif oleh harga minyak tanah, 
dan produktivitas usaha tangkap, 
kemudian negatif dipengaruhi oleh 
harga bensin, lama melaut, trip, dan 
perbedaan wilayah penangkapan. 


3. Pendapatan usaha tangkap nelayan 
perahu tanpa motor per trip di Sulawesi 
Selatan dipengaruhi secara positif oleh 
produktivitas usaha tangkap, jaring 
insang tetap, dan perbedaan wilayah 
penangkapan. Sedangkan selama 
setahun pendapatan usaha tangkap 
nelayan perahu tanpa motor dipengaruhi 
secara positif oleh produktivitas 
usaha tangkap, tanggungan keluarga, 
alat tangkap jaring insang tetap, dan 
perbedaan wilayah penangkapan. 
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Implikasi Kebijakan 


Produktivitas dari usaha tangkap 
nelayan berpengaruh nyata secara positif 
terhadap pendapatan usaha tangkap 
nelayan perahu motor dan tanpa motor 
telah bertentangan dengan teori atau tanda 
harapan. Hal tersebut terjadi karena 
produktivitas sangat ditentukan oleh 
pedagang pengumpul (juragan sendiri), 
untuk itu diperlukan adanya peran atau 


kerjasama dengan pengumpul yang 
menyerupai patron-klien jika program- 
program pemerintah tidak terlaksana 


secara berkesinambungan. 


Pengaruh positif antara umur dan 
pendapatan usaha tangkap nelayan perahu 
motor yang berbeda dengan tanda yang 
diharapkan, untuk itu diperlukan adanya 
adanya dana asuransi atau jaminan 
kesehatan terutama saat musim paceklik 
bagi nelayan berusia senja. Pemberian dana 
dapat mengacu pada sistem jaminan 
sosial nasional (SJSN) Undang-undang 
No. 40 Tahun 2004 mengenai program 
kesejahteraan rakyat dan Undang-undang 
No.6 Tahun 1974 yang merujuk dari 
konvensi International labour organization 
(ILO) No.52 Tahun 1952, juga tentang 
jaminan sosial dan kesejahteraan. 
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